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ABSTRAK 

 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

oleh pihak swasta yang diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Implementasi kebijakan CSR berbasis 

pemberdayaan masyarakat sudah pula dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros. 

Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 

daerah operasi PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung 

Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, sekaligus menganalisis 

faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

tersebut dan mengajukan prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian pada area operasi            

PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten 

Maros. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros belum berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, baik ditinjau dari fokus konten kebijakan maupun konteks 

implementasi. Terdapat 4 (empat) faktor determinan dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros, yaitu: (1) Dukungan pemangku kepentingan;         

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan                

(4) Partisipasi masyarakat. Prototipe Model Interaktif Determinan Implementasi 

Kebijakan CSR direkomendasikan sebagai model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat, dimana ada 4 (empat) faktor yang saling 

terkait dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan;      

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan                

(4) Partisipasi masyarakat. Kemudian, praktik pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan diterapkan pada keempat faktor tersebut guna menunjang keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan CSR, keberdayaan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) is a form of community empowerment 

are implemented on an ongoing basis by the private sector which is believed to be a 

strategic approach in poverty alleviation efforts in Indonesia. Implementation of 

community-based CSR policy has been also carried out by PT. Semen Bosowa Maros. 

The main areas targeted community-based CSR is the operational area of          PT. 

Semen Bosowa Maros Village Subdistrict Baruga Bantimurung Maros. This study 

aimed to analyze the implementation of CSR policies PT. Semen Bosowa Maros in 

improving community empowerment Maros, particularly in the Village Baruga, as 

well as analyzing the determinant factor in the implementation of CSR policies PT. 

Semen Bosowa Maros and filed a prototype model of the implementation of CSR 

policies in improving community empowerment. The location of research in the area 

of operation of PT. Semen Bosowa Maros Village Subdistrict Baruga Bantimurung 

Maros. This research is qualitative research with case study approach. Sources of 

data in the study consisted of primary and secondary data. The results showed that 

the implementation of CSR policies PT. Semen Bosowa Maros not managed to 

increase community empowerment Maros, particularly in the Village Baruga, both in 

terms of the focus of the content and context of the implementation of the policy. 

There are four (4) a determinant factor in the implementation of CSR policies PT. 

Semen Bosowa Maros, namely: (1) Support stakeholders; (2) the availability of 

resources; (3) Support the implementor of policies; and (4) public participation. 

Prototype Interactive Model CSR Policy Implementation Determinants recommended 

as a model for the implementation of CSR policies in improving community 

empowerment, where there are four (4) factors that relate to and affect the successful 

implementation of CSR policies in improving community empowerment, namely:      

(1) Support of policy makers; (2) Resources committed; (3) Support of policy 

implementor; and (4) Public participation. Then, the practice of knowledge-based 

policy learning applied to these four factors to support the successful implementation 

of policies. 

 

Keywords: CSR policy implementation, community empowerment 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perusahaan pada hakikatnya merupakan bagian dari masyarakat dan 

lingkungan yang keberadaannya tidak akan terlepas dari masyarakat dan 

lingkungan, sehingga sudah seharusnya jika perkembangan suatu perusahaan 

memerhatikan perkembangan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan 

tersebut beroperasi, bukan hanya mengejar profit (keuntungan) semata. Konsep 

Triple Bottom Lines atau 3P (profit, planet, people) yang digagas Elkington pada 

tahun 1998 dalam bukunya Cannibals with Forks: The  Triple Bottom Line in 21
st 

Century Business, menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengejar 

keuntungan ekonomi (profit) belaka, melainkan pula memiliki kepedulian 

terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) 

secara berkelanjutan (sustainability) (Suharto, 2010: 5).  

Konsep Elkington menyiratkan bahwa paradigma perusahaan untuk bisa 

bertahan di era globalisasi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya harus 

dirubah. Paradigma baru harus dibangun, bahwa orientasi perusahaan sudah 

seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk shareholder (shareholder 

orientation) dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi (economic 

orientation) dan profit semata, ke arah kesinambungan lingkungan dan 
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masyarakat (community) dengan memerhitungkan dampak sosial (stakeholder 

orientation) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.  

Perusahaan sudah seharusnya memerhatikan kesinambungan lingkungan 

dan masyarakat dengan memerhitungkan dampak sosial karena dampak dari 

aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung 

dengan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali 

bertentangan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perbedaan kepentingan 

tersebut jika tidak ditindaklanjuti maka akan memengaruhi aktivitas dan eksistensi 

perusahaan, oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak hanya fokus pada 

kepentingan perusahaan saja, tetapi juga mencermati kepentingan pihak-pihak      

di luar perusahaan (Mulyadi dkk, 2012: 901; Sari, 2012: 125).  

Keterkaitan erat antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan inilah yang 

mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, di mana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 

berbunyi: 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. 

 

Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 angka 3, menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk 

melaksanakannya, sebagaimana ditegaskan dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:  
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Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan.  

 

Pemerintah selanjutnya menetapkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas guna melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 2 

dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menegaskan bahwa: 

Pasal 2: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Pasal 3 ayat 1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan 

sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. 

 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas inilah yang 

lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR).  

Harapan dari ditetapkannya kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas agar perusahaan dalam menjalankan aktifitas 

usahanya tidak mengejar profit semata, namun juga berkewajiban melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkesinambungan, khususnya pada 

area operasi perusahaan.  
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CSR sebagai aktivitas wajib perusahaan, dipandang juga oleh Sharma dan 

Kiran (2012: 95) sebagai komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasi usahanya untuk senantiasa memberikan kontribusi positif terhadap aspek 

ekonomi, masyarakat (sosial), dan lingkungan secara berkelanjutan, namun 

ironisnya, sebagian besar perusahaan di Indonesia belum melakukan CSR dan 

masih memandang CSR sebagai cara menyalurkan sebagian sangat kecil 

keuntungan untuk sesuatu hal yang tidak memiliki nilai strategis, baik untuk 

pemangku kepentingan maupun untuk perusahaan (Jalal, 2010: vii). 

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan bukan saja merupakan wujud 

tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, akan tetapi juga 

terhadap kemajuan masyarakat di sekitarnya, dengan kata lain, CSR merupakan 

bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh 

pihak swasta (Dobers dan Halme, 2009: 238; Wahyuningrum, dkk, 2013: 110). 

Program CSR yang berorientasi pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya 

pengentasan kemiskinan di Indonesia (Suharto, 2010: 65). Implementasi 

kebijakan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan berdampak pada 

perusahaan itu sendiri dan pada keberdayaan masyarakat yang tinggal di lokasi 

pelaksanaan CSR tersebut. Dampak keberdayaan yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat di antaranya adalah peningkatan taraf hidup dan kelembagaan 

berkelanjutan (Anugrah, 2012: 329). 

Implementasi kebijakan CSR yang berorientasi pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan akan membuahkan hasil terhadap keberdayaan masyarakat, 
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yang dapat terlihat dari ketercapaian tujuan dari kegiatan pemberdayaan itu 

sendiri. Hasil dari implementasi kebijakan CSR seyogyanya pula dapat 

meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat rentan di sekitar area operasi 

perusahaan, karena: (1) Kelompok masyarakat rentan biasanya paling menderita 

dalam berhadap-hadapan dengan dampak negatif operasi perusahaan;                 

(2) Kelompok masyarakat rentan biasanya memiliki akses paling kecil terhadap 

dampak positif operasi perusahaan; dan (3) Kombinasi kedua hal tersebut 

mengakibatkan kelompok masyarakat rentan mudah menjadi “sumber masalah” 

bagi perusahaan (misalnya kalau disulut kemarahannya oleh pihak tertentu)   

(Jalal-CSR Indonesia, 2012: 7).  

Hasil implementasi kebijakan CSR di Indonesia pada kenyataannya 

belumlah begitu menggembirakan bila dikaitkan dengan aspek keberdayaan 

masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. Masih banyak perusahaan besar 

mengeluarkan dana untuk berbagai kegiatan sosial yang tanpa fokus, arah, dan 

keberlanjutan program yang jelas (Suharto, 2010: 56). Praktik pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya. Pemberdayaan 

menjadi lebih “memperdayai”, upaya pengembangan kemandirian masyarakat 

justru lebih cenderung melestarikan ketergantungan masyarakat kepada beragam 

bentuk bantuan, pinjaman lunak, modal bergulir, dan lain-lain.  

Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, lebih ironisnya lagi, tidak 

sedikit yang dijadikan ladang manipulasi dan korupsi (Mardikanto dan Soebiato, 

2013: iv). Banyak perusahaan yang mengklaim telah mempraktekkan 

pemberdayaan masyarakat, padahal yang mereka lakukan hanyalah program-
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program yang seadanya, karitatif, tidak memberdayakan, dan tak lebih dari 

menggugurkan kewajiban saja (Suharto, 2010: xxii-xxiii). 

Keberadaan PT. Semen Gresik di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban 

contohnya, belum mampu mensejahterakan warga sekitar area operasi perusahaan 

PT. Semen Gresik melalui implementasi kebijakan CSR-nya. Masyarakat hanya 

dibuat resah karena dampak lingkungan dan ketidakberpihakan PT. Semen Gresik 

kepada kesejahteraan masyarakat. Sekitar 12 (dua belas) desa dari 17 (tujuh belas) 

desa yang ada di Kecamatan Kerek masih dalam kategori desa tertinggal dan 

butuh perhatian khusus (kabartuban.com., 2012).  

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Tonasa di Dusun Cimpagae, Desa 

Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Kabupaten Pangkep, juga 

menjadi contoh nyata. Warga di sekitar area operasi PT. Semen Tonasa 

mengeluhkan penyaluran dana CSR yang tidak jelas serta tidak menyentuh warga 

sekitar pabrik, baik untuk perbaikan lingkungan, kesehatan maupun usaha untuk 

kesejahteraan. Warga sekitar pabrik yang berjarak hanya sekitar satu kilometer 

dari pabrik PT. Semen Tonasa sering mengeluhkan polusi, namun pihak 

perusahaan tidak pernah memberikan pelayanan pengobatan gratis, termasuk 

bantuan sosial lainnya. Sawah dan ladang warga sudah tidak lagi digarap 

sepenuhnya akibat rusak karena tertimbun sedimen hasil pengeboran dan 

peledakan kars untuk dijadikan bahan baku pengolahan semen (antarasulsel.com., 

2012). 

Implementasi kebijakan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat sudah pula 

dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros sebagai salah satu private sector     
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di Indonesia Timur sejak tahun 1990 melalui Divisi Community Development 

(Comdev). Pada tanggal 1 Oktober 2015, Divisi Comdev berubah menjadi 

departemen khusus bernama Environment and Community Development 

Departement.  

Pembentukan Environment and Community Development Departement 

sebagai upaya pendekatan yang lebih proaktif lagi dalam mengantisipasi dan 

mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat dari aktifitas perusahaan, 

sekaligus merupakan strategi perusahaan dalam meminimalisir benturan dengan 

budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi agar senantiasa terpelihara 

hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. 

PT. Semen Bosowa Maros sadar atas kehadirannya sebagai bagian dari 

komunitas dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat 

Maros secara khusus dan bertekad menjadi berkah di kancah nasional secara 

umum. Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan 

masyarakat adalah daerah operasi PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga 

Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. 

Perhatian PT. Semen Bosowa Maros sebagai industri semen terhadap 

masyarakat sekitar cukup baik dengan prosentase jumlah karyawan pabrik sekitar 

70% merupakan  penduduk sekitar pabrik. Namun, implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999, khususnya 

di Desa Baruga, terlihat belum bersifat pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dominan masih berupa pembangunan jalan desa dan 

hanya bersifat kegiatan amal (charity) dan bantuan kemanusiaan (philanthropy), 
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seperti kegiatan sunnatan massal, pengobatan gratis, dan acara-acara sosial-

keagamaan. 

Warga Desa Baruga juga melihat bahwa pemberian bantuan CSR             

PT. Semen Bosowa Maros belum terbagi secara adil dan merata serta 

menguntungkan segelintir orang saja. Ketua Koalisi LSM Maros menambahkan 

pula, bahwa  implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros masih 

kegiatan sosial semata, belum melakukan pemberdayaan masyarakat dalam 

bentuk program ekonomi lingkungan berdasarkan situasi dan kondisi daerah dan 

kebutuhan lingkungan setempat, dan juga minim pelibatan dari masyarakat 

(binpers.wordpress.com., 2014).  

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros pada masyarakat   

di sekitar area perusahaan, khususnya di Desa Baruga tentu saja belum sejalan 

dengan kegiatan CSR yang sesungguhnya, yakni kegiatan berbasis pemberdayaan 

masyarakat (community development/ community empowerment) secara 

berkelanjutan (sustainability). 

Dampak aktivitas operasi PT. Semen Bosowa Maros juga menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan sudah sejak lama menjadi bahan perbincangan di 

kalangan aktivis dan praktisi, LSM, organisasi masyarakat (ormas), serta para 

tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keberadaan PT. Semen Bosowa Maros, 

menurut salah satu tokoh masyarakat sudah menimbulkan banyak masalah,         

di antaranya debu, dampak peledakan, pencemaran air, pembebasan lahan yang 

tak kunjung terselesaikan, penyakit, dan banyak lagi.  
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Fenomena di lapangan juga mengungkapkan bahwa pihak PT. Semen 

Bosowa Maros tidak mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan 

CSR perusahaan pada setiap tahunnya, sehingga besaran dana CSR PT. SBM 

selalu berbeda-beda setiap tahunnya tergantung dari kegiatan yang dilakukan       

di lapangan. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM pada masyarakat di sekitar 

area perusahaan, khususnya di Desa Baruga, juga tidak disertai laporan CSR 

tahunan yang dapat diakses atau diketahui oleh stakeholders.  

Berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan 

dasar awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam akan implementasi 

kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Semen Bosowa Maros. 

Penelitian ini penting, karena akan menganalisis implementasi kebijakan CSR   

PT. Semen Bosowa Maros baik dari aspek internal maupun eksternal dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung 

Kabupaten Maros, agar implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

di masa depan dapat lebih memerhatikan pelestarian lingkungan dan 

meningkatkan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.  

Menariknya penelitian ini, karena implementasi kebijakan CSR akan 

ditinjau dari aspek ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian implementasi 

kebijakan publik, dengan menganalisis sejumlah aspek dan faktor determinan 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, sekaligus 

mengajukan prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi perusahaan lain yang akan menerapkan kebijakan CSR. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros          

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya 

di Desa Baruga? 

2. Apakah faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga?  

3. Bagaimanakah prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor determinan dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian berupa prototipe model 

implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi 

Pemerintah Kabupaten Maros dalam menentukan kebijakan yang terkait 

dengan CSR pihak swasta dan pemberdayaan masyarakat yang ada             

di daerahnya; 

b. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi pihak   

PT. Semen Bosowa Maros dalam implementasi kebijakan CSR yang dapat 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Maros, khususnya masyarakat 

sekitar area pabrik; 

c. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi daerah dan pihak swasta lain 

yang ingin membuat kebijakan terkait CSR dan pemberdayaan masyarakat.    

2. Manfaat teoritis 

a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh 

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar; 

b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar 

bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan 

penelitian; 

c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun 

pengkajian terkait implementasi kebijakan CSR dan pemberdayaan 

masyarakat; 

d. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam 

ilmu Administrasi Publik.  
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Administrasi Publik 

 

Pergeseran titik tekan dari Administration of Public ke Administration        

by Public telah merubah konsep Administrasi Negara ke Administrasi Publik. 

Penekanan pada Administration of Public, negara sebagai agen tunggal dalam 

menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan atau kepemerintahan. Konsep ini 

menekankan fungsi negara/ pemerintahan lebih berfokus pada public service 

(pelayanan publik) atau disebut Adminsitration for Public. Administration by 

Public (Utomo, 2008: 7), lebih berorientasi kepada publik demand are 

differentianted, dalam arti fungsi negara atau pemerintah hanyalah sebagai 

fasilitator dan katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the 

driver set. Determinasi negara atau pemerintahan tidak lagi merupakan faktor 

utama atau sebagai driving forces. 

Penjelasan Utomo (2008: 7), bermakna bahwa telah terjadi perubahan 

makna public sebagai negara menjadi public sebagai masyarakat. Pendekatan 

yang dilakukan, pada intinya bukan lagi kepada negara tetapi kepada masyarakat. 

Perubahan istilah administrasi negara menjadi administrasi publik kemudian 

menimbulkan beragam pengertian dari berbagai ahli tentang istilah administrasi 

publik, tergantung dari perspektif mana para ahli melihatnya (Tahir, 2011: 9),      

di antaranya:  
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1. Waldo (1948), mendefinisikan administrasi publik sebagai manajemen dan 

organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah; 

2. Pffifner dan Presthus  (1967: 4, 5, 6), mengemukakan sebagai berikut:  

a. Public Administration involve the implementation of public policy which has 

been determine by representative political bodies. Administrasi negara 

diartikan meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah 

ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 

b. Public Administration may be defined as the coodination of individual and 

group effort to carry out public policy. It mainly occupied with the dayti 

work of government. Administrasi negara dapat didefenisikan sebagai 

koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah, terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.  

c. In sum, public administration is process concerned with carryng out public 

policies, encompassing, innumerable skills and techniques large number of 

people. Administrasi negara diartikan sebagai suatu proses yang 

bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, 

pengarahan kecakapan dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, serta 

memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 

3. Chandler dan Plano (1988: 29), memandang administrasi publik sebagai seni 

dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur dan memecahkan masalah-masalah 

publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya 

manusia, dan keuangan. Administrasi publik mereka artikan pula sebagai 

proses, di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 
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dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengelola keputusan dan kebijakan publik; 

4. The practice of public policy administration involves the dynamic 

reconciliation of various forces in government’s effort to manage public and 

program (Dubnick and  Romzek, 1991); 

5. Public administration is the produced of good and service designed to serve 

(Stilman, 1992: 2);    

6. Henry (1995), mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi 

yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan 

pemahaman terhadap pemerintah dalam hubunganya dengan masyarakat yang 

diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap 

masalah sosial. 

7. Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 

aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara 

(Siagian, 1996; 8); 

8. Nigro dan Nigro (1999), mengemukakan sebagai berikut:  

a. Public Administration is coorperative group effort in public setting. 

Administrasi negara diartikan sebagai suatu kerja sama kelompok dalam 

lingkungan pemerintahan.  

b. Public Administration covers all three branches: executive, legislative and 

judicative, and their interrelationships. Administrasi negara meliputi ketiga 

cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta 

hubungan di antara mereka.  
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9. Keban (2008: 4), menekankan pada makna yang bervariasi tentang istilah 

administrasi publik. Administrasi publik diartikan sebagai administration of 

public menunjukkan pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa 

atau sebagai regulator, sedangkan administration for public menunjukkan 

konteks yang lebih maju dari sebelumnya di mana pemerintahan lebih berperan 

dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (service provider), dan 

administration by public merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi 

kepada pemberdayan masyarakat.  

Berbagai rumusan yang telah dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat kerancuan penggunaan istilah makna publik sebagai negara 

atau sebagai masyarakat. Penulis dapat menyimpulkan, istilah administrasi publik 

adalah berbagai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) 

dimulai dari perumusan, pengimplementasian, serta pengawasan program 

pembangunan dengan melibatkan legislatif dan yudikatif serta partisipasi 

masyarakat guna melahirkan kebijakan publik.  

Administrasi publik dapat dirumuskan pula sebagai ilmu mengatur dan 

mengorganisir segenap sumber daya guna memecahkan masalah-masalah publik 

dengan jalan penetapan suatu kebijakan publik. Penetapan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas, atau yang disebut juga dengan istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR), dapat dikatakan sebagai suatu penerapan ilmu oleh pemerintah untuk 
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merespon permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang berada pada area 

operasi sebuah perusahaan. 

 

B. Kebijakan Publik 

 

1. Konsep Kebijakan Publik 

 

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan 

istilah-istilah lain, seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang 

ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Para pembuat kebijakan 

(policy makers) berpendapat, istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan 

masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Orang-orang 

yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan tentunya tidak demikian. 

Mereka menganggap istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan 

(Tahir, 2011: 38). Syafiie (2006: 104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) 

hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom), karena kebijaksanaan 

merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan 

kondisi setempat oleh individu pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah 

semacam jawaban terhadap suatu masalah, karena akan merupakan upaya 

memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan, serta sebaliknya 

menjadi penganjur, inovasi, dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik 

dan tindakan terarah.  

Keban (2008: 55), memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik,           

di mana public policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, 

sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Dipandang dari konsep 
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filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. 

Dipandang sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian 

kesimpulan atau rekomendasi. Dipandang sebagai suatu proses, kebijakan 

dipandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat 

mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam 

mencapai produknya. Dipandang sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan 

merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan 

metode implementasinya. 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007), dijelaskan 

sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam 

pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, 

organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (1992: 30), menjelaskan bahwa istilah 

kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah serta 

perilaku negara pada umumnya, dan kebijakan tersebut dituangkan dalam 

berbagai bentuk peraturan. Pendapat ini senada dengan pendapat Easton (1971), 

bahwa kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat 

sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan 

adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.  

Koontz dan O’Donnel (1972: 113), mendefinisikan kebijakan sebagai 

pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan 

keputusan. Kebijakan (Anderson, 1984: 113), adalah suatu tindakan yang 

mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk 

memecahkan suatu masalah. Anderson (1984: 113), mengklasifikasi kebijakan 
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(policy) menjadi 2 (dua): substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu 

siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Kebijakan publik dalam 

artian ini dapat diartikan sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh 

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.   

Terdapat 5 (lima) hal yang berhubungan dengan kebijakan publik 

(Anderson, 1984: 3-5). Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan 

haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba 

terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah 

mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan 

harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka 

katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya 

yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima, tujuan 

kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui 

produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan 

Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan 

oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Howlett dan Ramesh, 1995: 2) yang 

mendefinisikan kebijakan publik (public policy) sebagai “suatu program yang 

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu         

(a projected of goals, values, and practices)”. Sharkansky (1975) dan Edwards III 

(1980) senada dengan pendapat Laswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program 



19 
 

 
 

pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dua definisi tersebut melihat 

bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”.  

Peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat 

penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah 

menyiapkan, menentukan, dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk 

keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya (Hoogerwerf, 1983 : 9). 

Dye (1976), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah “segala yang 

dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang 

dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it 

makes)”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah 

memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak 

mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye (1976) 

yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang 

dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.  

Sharkansky (1975) dan Edwards III (1980), juga menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan segala yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana 

yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera 

ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Definisi dari 

Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan 

publik termasuk juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan 

apapun”.  



20 
 

 
 

Kebijakan publik (Anderson, 1984: 3), merupakan “kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Easton (1971), 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. 

Dua definisi ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik juga menyentuh nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat.  

Definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh para ahli dapat 

dirangkum, sebagai berikut:  

a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik atau pelaksanaan. 

b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi 

swasta.  

c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah.  

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Kebijakan dipandang 

sebagai sebuah sistem, bila kebijakan tersebut memiliki elemen-elemen 

pembentuknya. Ada 3 (tiga) elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan 

(Dye, 1976), yaitu kebijakan publik/ public policy, pelaku kebijakan/ policy 

stakeholders, dan lingkungan kebijakan/ policy environment.  

 

 

 

 

Gambar 2. 1.  Tiga Elemen Sistem Kebijakan (Dye, 1976) 

Pelaku 

Lingkungan Kebijakan 
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Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Pelaku 

kebijakan, contohnya, dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka 

juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan 

juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan 

publik itu sendiri. Dunn (2003: 111), menyatakan sistem kebijakan berisi proses 

yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat 

kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya. 

Setiap produk kebijakan haruslah memerhatikan substansi dari keadaan 

sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program 

yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan 

tersebut (Tahir, 2011: 41). Guna melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula 

dengan memahami konsepsi kebijakan (Rusli, 2000: 51-52), sebagai berikut:  

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada 3 (tiga) perbedaan 

mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni: (1) Ruang lingkup 

kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan; (2) Pemahaman terhadap 

kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap 

keputusan; dan (3) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi 

yang berlangsung di antara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.   

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. 

Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan 

klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model 

pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim 

dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Model pembuatan kebijakan yang 
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memadukan antara top-down dengan bottom-up pada kenyataannya menjadi 

pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.  

c. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. 

Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah 

perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. 

Cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan 

para pembuat keputusan.  

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku 

kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, 

serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate decisions not to 

act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan di mana seseorang 

atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak 

sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak 

pernah tersingkap di mata publik.  

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin 

sudah dapat diantisipasikan sebelumnya atau mungkin belum dapat 

diantisipasikan. Guna memeroleh pemahaman yang mendalam mengenai 

pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang 

diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Upaya analisis kebijakan 

yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended 

results) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang 

sebenarnya.  
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f. Kebijakan kebanyakan didefenisikan dengan memasukkan perlunya setiap 

kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau 

implisit. Kebijakan, pada umumnya sudah termaktub tujuan atau sasaran 

tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari 

suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan 

paling tidak secara sebagian.  

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. 

Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Setelah kebijakan tertentu 

dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan 

balik dan seterusnya.  

h. Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang 

bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara 

keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya 

ditetapkan oleh dan dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya 

melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang harus bekerja sama 

dalam suatu hubungan yang kompleks.  

i. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun 

tidak secara ekslusif. Kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, 

disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya 

diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.  

j. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Pengertian yang 

termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, 
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tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh 

orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada 

perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam 

suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.   

Parsons (2006: 15), memberikan gagasan tentang kebijakan adalah 

seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kata policy, 

menurutnya mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi 

dari penilaian pertimbangan. Sebuah kebijakan berarti merupakan usaha untuk 

mendefenisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan.   

Nurcholis (2007: 263), memberikan defenisi tentang kebijakan sebagai 

keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, 

berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal: 

a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik oleh kelompok 

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan;   

b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik 

dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok 

sasaran yang dimaksudkan.   

Makna kebijakan (Jones, 1996: 47), adalah a standing decision 

characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both thoose 

who make it and those who abide by it. Kebijakan adalah keputusan tetap yang 

dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari 

mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. 
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Definisi ini, sekalipun menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk 

menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang 

membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa 

yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan 

tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen 

kebijakan publik.  

Terkait kebijakan publik, Dye (1976), mengemukakan public policy is what 

ever governments choose to do or not to do, konsep ini menjelaskan bahwa 

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. Pemerintah, apabila memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan 

pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. 

Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara, 

karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan memiliki pengaruh 

yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.  

Kebijakan (Dye, 1976), dapat diartikan pula sebagai upaya untuk 

memahami: (1) Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah;   

(2) Apa penyebab atau yang memengaruhinya; dan (3) Apa dampak dari 

kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Mendasari konsep 

yang dikemukakan Dye (1976), maka perhatian kita dalam mempelajari kebijakan 

seyogianya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan 

sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan dalam kaitan ini akan mudah 

dipahami jika acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik.  
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Dunn (2003: 22), mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah 

serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang 

pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses 

pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling 

bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. 

Utomo (2008: 76), mengemukakan setiap peraturan daerah, undang-undang, 

maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh 

sistem politik, sistem pemerintahan, atau suasana politik, atau bahkan keinginan 

power elit pada suatu waktu. Nugroho (2003: 7), juga mengemukakan bahwa 

kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus 

ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi 

sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di 

depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.   

Pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar, dapat penulis rumuskan 

bahwa kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan 

sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus  

dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya isu 

yang menyangkut kepentingan bersama di mana dipandang perlu untuk diatur 

melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk 

ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, 

apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk 
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Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang 

harus ditaati. 

 

2. Tingkatan Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2003: 31), menegaskan 

bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia 

dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni:  

a. Kebijakan publik yang bersifat  makro  atau umum, atau mendasar, yaitu        

(a) UUD 1945; (b) UU/ Perpu; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan 

Presiden; dan (e) Peraturan Daerah. 

b. Kebijakan Publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas 

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran 

Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. 

Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar 

Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.  

c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya 

adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, 

Gubernur, Bupati dan Walikota.   

Berdasarkan gambaran tentang hirarki kebijakan, nampak jelas bahwa 

kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah 

merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, 

karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik 
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penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk 

pelaksanaan.   

Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum, Abidin (2004: 31-34) 

membedakan kebijakan dalam 3 (tiga) tingkatan, sebagai berikut:  

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi 

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 

b. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. 

Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-

Undang; 

c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan 

pelaksanaan. 

 

3. Tahapan atau Proses Kebijakan Publik 

Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat 

dipandang sebagai proses. Nugroho (2003) menyebutkan, dilihat dari proses 

kebijakan, teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. 

Easton (1971), menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan 

sistem biologi. Sistem biologi pada dasarnya merupakan proses interaksi antara 

makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan 

perubahan hidup yang relatif stabil. Easton dalam terminologi ini 

menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan 

model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari 
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sistem (politik). Sistem politik, seperti yang dipelajari dalam ilmu politik, terdiri 

dari input, throughput, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Model proses kebijakan publik dari Easton (1971) mengasumsikan proses 

kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa 

tuntutan (demand) dan dukungan (support). Model Easton ini tergolong dalam 

model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para 

akademisi lain, seperti Anderson, Dye, dan Dunn.  

Menurut Anderson (1984), proses kebijakan melalui tahap-tahap/ stages, 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Proses Kebijakan Publik (Easton, 1971) 
 

Gambar 2. 3. Proses Kebijakan Publik (Anderson, 1984) 
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Penjelasan dari tahapan proses kebijakan menurut Anderson (1984), adalah:  

Stage 1:  Policy agenda, yaitu those problems, among many, which receive the 

serious attention of public officer.  

Stage 2:  Policy formulation, yaitu the development of pertinent and acceptable 

proposal courses of action for dealing with problem.  

Stage 3:  Policy adoption, yaitu the development of support for a specific 

proposal so that policy can legitimated or authorized.  

Stage 4:  Policy implementation, yaitu application of the policy by the 

government’s administrative machinery to problem.  

Stage 5:  Policy evaluation, yaitu effort by the government to determine whether 

the policy was effective and why, and why not.  

Pakar lain, Dye (1976) mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir 

mirip dengan model Anderson (1984). Menurut Dye (1976), proses kebijakan 

publik dapat digambarkan, sebagai berikut: 

 

 

 

 

Model Dye memperlihatkan bahwa proses kebijakan Anderson (1984) 

mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi 

masalah kebijakan. Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (agenda setting) 

yang terlewatkan oleh Anderson. Dye juga menggantikan tahap policy adoption 

Gambar 2. 4. Proses Kebijakan Publik (Dye, 1976) 
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dengan policy legitimation. Pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar 

karena baik Andersondan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari 

kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.  

Selain teori proses kebijakan dari Anderson (1984) dan Dye (1976), terdapat 

teori lain seperti yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Dunn mengemukakan 

model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap-tahap/ 

stages. Dunn (2003), menambahkan proses forecasting, recommendation, dan 

monitoring. Dunn membuat analisis yang hampir sama seperti Anderson maupun 

Dye pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson dan Dye. Dunn 

menggambarkan bahwa analisis pada tiap tahap proses kebijakan, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang 

semestinya dilakukan. Tahap penyusunan agenda/ agenda setting, analisis yang 

mesti dilakukan adalah perumusan masalah/ identification of policy problem. 

Dunn membuat sintesis dari model Anderson dan Dye, yaitu menggabungkan 

Gambar 2. 5. Model Analisis Kebijakan Dunn (2003: 25) 
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tahapan antara identification of problem dan agenda setting dari Dye dengan tahap 

policy agenda dari Anderson.  

Tahap formulasi kebijakan/ policy formulation, terdapat langkah analisis 

yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/ forecasting. Dunn menjelaskan, 

peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara 

normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang 

diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam 

pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) 

dari berbagai pilihan. 

Tahap adopsi kebijakan/ policy adoption yang merupakan tahap yang 

dikemukakan Anderson. seharusnya dilakukan analisis rekomendasi kebijakan. 

Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai alternatif 

kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasikan melalui peramalan 

(Dunn, 2003: 27).  

Tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan analisis 

berupa pemantauan/ monitoring. Pemantauan membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi 

hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap 

kebijakan.  

Tahap evaluasi kebijakan, Dunn menyatakan bahwa tahap ini tidak hanya 

menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan 

namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi nilai-nilai yang 

mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan kembali 
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masalah. Evaluasi juga memberikan feedback bagi perumusan masalah, sehingga 

model Dunn ini juga mengkompromikan model yang diusulkan pertama kali oleh 

Easton.  

Model-model kebijakan dari Easton, Anderson, Dye, maupun Dunn, 

memiliki satu kesamaan (Nugroho, 2003: 387), yaitu bahwa proses kebijakan 

berjalan dari formulasi menuju implementasi, untuk mencapai kinerja kebijakan. 

Nugroho (2003: 387) menyatakan ada satu pola yang sama, bahwa model format 

kebijakan adalah “gagasan kebijakan”, “formalisasi dan legalisasi kebijakan”, 

“implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang 

diharapkan, setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan. 

Berdasarkan teori-teori proses kebijakan, dapat dirumuskan 3 (tiga) kata 

kunci yakni “formulasi, “implementasi”, dan “kinerja”. Setelah sebuah kebijakan 

diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-

masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. 

Aancaman utama selain itu adalah konsistensi implementasi. Rencana adalah 20% 

keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana 

kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2003: 501).  

Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/  

resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya 

mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, 

terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis 

setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Nugroho (2003: 484) menyatakan 
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implementation myopia yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah 

selama ini dianggap jika kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan 

sendiriny. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk membuat 

perencanaan padahal justru tahap implementasi kebijakan yang seharusnya 

memakan sumber daya paling besar, bukan sebaliknya. 

 

4. Model-Model Kebijakan Publik 

Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting, menurut Thoha 

(2010: 125), manfaat sebuah model akan tergantung pada kemampuannya untuk 

menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Thoha menguraikan model-

model kebijakan publik, sebagai berikut:   

a. Model Elite (kebijakan sebagai preferensi elite)  

Public policy dalam model elite ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari 

nilai-nilai elite yang berkuasa. Tokoh-tokoh elite sering mengemukakan, 

bahwa public policy yang dianutnya adalah merefleksi dari tuntutan-tuntutan 

rakyat banyak. Tampaknya hal ini lebih memencarkan sebagai mitos 

dibandingkan dari kenyataan yang sesungguhnya. Teori model elite 

sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (2010: 125), menyarankan bahwa 

rakyat dalam hubungannya dengan public policy hendaknya dibuat apatis atau 

miskin akan informasi. Elite secara pasti lebih banyak dan sering membentuk 

opini masyarakat dalam persoalan-persoalan policy, dibandingkan dengan 

massa membentuk opini elite. Pejabat-pejabat pemerintah, administrator-

administrator dan birokrat hanya melaksanakan policy yang telah dibuat elite 

tersebut. Policy mengalir dari elite ke massa melalui administrator-
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administrator tersebut, bukan sebaliknya, berasal dari tuntutan-tuntutan 

masyarakat. Elite di sini digambarkan tidak seimbang dari susunan atas sosio-

ekonomi dari masyarakat.  

b. Model Kelompok (policy sebagai keseimbangan kelompok)  

Model kedua yang dikemukakan oleh Thoha (2010: 132) adalah Model 

kelompok (policy sebagai keseimbangan kelompok). Teori kelompok mulai 

dengan suatu ungkapan bahwa interaksi di antara kelompok adalah fakta 

sentral dari politik dan public policy. Individu menurutnya, dengan 

kepentingan-kepentingan mengikat bersama-sama baik formal maupun tidak 

formal menekankan tuntutan-tuntutannya pada pemerintah. Kelompok 

berkepentingan adalah suatu kelompok yang ikut membagi sikap dengan 

mengajukan tuntutan-tuntutan tertentu atas kelompok lainnya dalam suatu 

masyarakat untuk kemantapan, pemeliharaan dan kesenangan dari suatu bentuk 

perilaku yang terdapat dalam sikap-sikap yang dibagikan tersebut. Kelompok 

tertentu ini akan menjadi kelompok politik, jika dan manakala kelompok 

tersebut membuat suatu tuntutan melalui atau tergantung akan institusi 

pemerintah. Individu-individu amat penting dalam politik hanya ketika mereka 

bertindak sebagai suatu bagian atau atas nama dari kelompok yang 

berkepentingan tersebut. Kelompok merupakan jembatan yang esensial yang 

menghubungkan antara individu dengan pemerintahnya. Politik dalam hal ini, 

benar-benar merupakan perjuangan di antara kelompok-kelompok untuk 

memengaruhi public policy.  
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c. Model Kelembagaan (Institution Model) (Policy sebagai hasil dari lembaga)   

   

Struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada telah lama menjadi 

pusat perhatian ilmu politik. Secara tradisional, ilmu politik dirumuskan 

sebagai suatu studi tentang lembaga-lembaga pemerintahan. Kegiatan-kegiatan 

politik pada umumnya berpusat di sekitar lembaga-lembaga pemerintahan 

tersebut, seperti misalnya parlemen, kepresidenan, badan kehakiman, 

pemerintahan daerah, partai politik, dan lain sebagainya. Public policy 

ditentukan, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-

lembaga pemerintah.  

Lembaga pemerintah memberikan 3 (tiga) karakteristik pada public policy 

(Thoha, 2010: 136), antara lain: (1) Pemerintah meminjamkan legitimasi 

kepada kebijaksanaan (policy); (2) Policy-policy pemerintah melibatkan 

universalitas; dan (3) Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat. 

d. Model Proses (policy sebagai suatu aktivitas politik)  

Thoha (2010), menguraikan panjang lebar tentang proses politik dan perilaku 

telah lama menjadi pusat perhatian ilmu politik pada beberapa dasawarsa 

belakangan ini. Perilaku politik yang tergolong modern sejak perang dunia II 

telah mempelajari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pemilih, 

kelompok-kelompok berkepentingan, pembuat undang-undang, presiden, 

birokrat, badan-badan peradilan, dan pelaku-pelaku politik lainnya. Salah satu 

tujuan utama yang diinginkan adalah untuk menemukan suatu pola aktivitas 

atau proses yang mudah diidentifikasikan. Beberapa ahli ilmu politik saat ini 

telah mencoba untuk mengelompokkan berbagai aktivitas menurut 
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hubungannya dengan public policy. Hasilnya ialah adanya serangkaian proses 

policy yang biasanya mengikuti pola umum sebagai berikut:  

1) Identifikasi persoalan-persoalan  

Tuntutan-tuntutan untuk kegiatan pemerintah.  

2) Perumusan usul-usul policy  

Prakarsa dan pengembangan usulan-usulan program pemerintah.  

3) Pengesahan policy  

Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, 

dan mengesahkan itu sebagai undang-undang hukum. 

4) Pelaksanaan policy 

Penataan birokrasi, penyediaan gaji dan pelayanan-pelayanan, dan 

penetapan-penetapan pajak.  

5) Evaluasi policy  

Penganalisisan tentang program-program, evaluasi hasil-hasil dan 

pengaruhnya, dan menyarankan perubahan-perubahan dan penyesuaian-

penyesuaian.  

e. Model Rasionalisme (policy sebagai pencapaian tujuan yang efisien)  

Thoha (2010) mengemukakan, suatu policy yang rasional dirancang secara 

tepat untuk memaksimalkan “hasil nilai bersih” (net value achievement). Nilai 

bersih ini merupakan semua nilai-nilai yang bergayutan di dalam masyarakat 

diketahui. Setiap pengorbanan di dalam satu atau lebih nilai yang dikehendaki 

oleh policy adalah lebih besar dibandingkan dengan kompensasi pencapai nilai-

nilai lainnya. Pengertian rasionalitas ini dipakai silih berganti dengan 
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pengertian efisiensi. Suatu policy dikatakan rasionalitas jika policy tersebut 

amat efisien. Rasio antara nilai-nilai yang dicapai dan nilai-nilai yang 

dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-

alternatif policy lainnya. Orang seharusnya tidak dianggap efisien hanya dalam 

pemikiran kerangka uang rupiah yang sempit, yang mengorbankan nilai-nilai 

sosial dasar (basic social values) untuk penghematan rupiah tersebut.  

f. Model Inkrementalisme (policy sebagai kelanjutan masa lalu)    

Pandangan inkrementalisme di dalam public policy ialah menekankan 

kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan sedikit 

mengadakan perubahan. Ahli ilmu politik Charles E. Lindblom (Thoha, 2010: 

144) yang pertama kali mengemukakan Model Inkremental ini di dalam 

serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan yang rasional. 

Menurut Lindblom pembuat keputusan tidak mau melakukan peninjauan secara 

ajeg dari seluruh policy yang telah dibuatnya. Tidak mau melakukan 

identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung rugi dari alternatif-alternatif  

policy yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, mengklasifikasi 

preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan perhitungan 

untung rugi, dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Hambatan-

hambatan waktu, kecermatan, dan biaya dapat mencegah pembuat policy 

mengidentifikasikan alternatif-alternatif policy dan konsekuensinya. Hambatan 

politik dapat menghalangi terciptanya tujuan-tujuan sosial yang jelas 

perhitungan yang cermat atas perbandingan antara biaya yang dikeluarkan 

dengan keuntungan yang diperoleh.  
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g. Model Sistem (policy sebagai hasil dari suatu sistem)    

Cara lain untuk melihat dan memahami public policy ialah dengan 

menganalisasinya sebagai suatu jawaban dari suatu sistem politik atas desak-

desakan yang diterimanya dari lingkungannya. Desakan atau tekanan dari 

lingkungan tersebut yang memengaruhi sistem politik dipandang sebagai suatu 

masukan (input). Lingkungan adalah setiap kondisi atau situasi tertentu yang 

dirumuskan sebagai faktor luaran (external factor) dari batas-batas suatu sistem 

politik. Sistem politik adalah saling ketergantungan antara struktur dan proses 

suatu kelompok yang berfungsi mengalokasikan nilai-nilai yang otoritatif 

untuk suatu masyarakat. Hasil atau output dari suatu sistem politik adalah 

alokasi nilai-nilai yang otoritatif dari suatu sistem, dan alokasi-alokasi ini 

dinyatakan sebagai  public policy (Thoha, 2010: 148). 

 

C. Implementasi Kebijakan Publik 

 

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Eugene Bardach (Akib dan Tarigan, 2008: 1), dalam tulisannya mengatakan 

bahwa penulis yang lebih awal memberikan perhatian terhadap masalah 

implementasi ialah Douglas R. Bunker dalam penyajiannya di depan the American 

Association for the Advancement of Science pada tahun 1970, yang 

mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena 

sosial politik. Konsep tersebut kemudian semakin marak dibicarakan seiring 

dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai 

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. 
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Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik oleh DeLeon dan DeLeon 

(2002) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) generasi. Generasi pertama, yaitu pada 

tahun 1970-an, yang memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah 

yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Para ilmuwan sosial yang 

menggunakan pendekatan ini, antara lain: Graham T. Allison dengan studi kasus 

misil kuba (1971, 1979). Generasi ini menggambarkan pula implementasi 

kebijakan yang berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.  

Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan 

pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”            

(top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial 

yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1983), dan Paul Berman (1980). Muncul pula pendekatan bottom-upper 

di saat yang sama, dikembangkan oleh Michael Lipsky (1971, 1980) dan Benny 

Hjern (1982, 1983).  

Generasi ketiga, tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial 

Malcolm L. Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku 

aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. Muncul pendekatan kontingensi atau situsional dalam 

implementasi kebijakan di saat yang sama, mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. 

Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini adalah antara lain Richard 

Matland (1995), Helen Ingram (1990), dan Denise Scheberle (1997). 
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Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses 

kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan 

menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan 

itu sendiri. Terkait dengan implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman 

yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah 

dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006: ix), bahwa studi kebijakan publik 

tersebut dapat dipahami dari 2 (dua) perspektif, yakni; Pertama, perspektif politik, 

bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun 

evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik 

di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan 

visi, harapan, dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif 

administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, 

prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (official officers) 

di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan 

harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami 

kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh 

akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik 

tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit 

terwujudkan. 

Tachjan (2006: 63), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik  

di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari adminitrasi publik 

sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula 

sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan 
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tersebut, mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan 

diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan 

publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif 

secara berimbang. Pertimbangan mendasar yang prinsipil dan substansial bahwa 

setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi 

pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan 

tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudnyatakan 

pelaksanaan kebijakan berdasarkan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta 

kemampuan para pejabat publik sebagai wujud kehandalan dalam prospektif 

administratif kebijakan itu sendiri. 

Dunn (2003: 56), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan 

sebagai policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished 

from policy formulation, which is essentilly theoretical. Terkait dengan sifat 

praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar 

bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi, karena 

terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (policy goals). Dipandang dari 

konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan 

(power), kepentingan, dan strategi para pelaku kebijakan, di samping karakteristik 

lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks 

implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut 

dilaksanakan. Proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu 

tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, 

sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan 
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dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan 

mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Tolok ukur keberhasilan 

suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.   

Josy Adiwisastra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006: xii-xiv), 

menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan seuatu yang penting. 

Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak 

berhasil dilaksanakan. Keberhasilan implementasi kebijakan kadangkala tidak 

hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami 

dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana 

kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan             

di antara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah 

undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya 

keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari 

kebijakan bagi masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. 

Sebuah kebijakan yang sudah diambil secara tepat pun masih kemungkinan 

mengalami kegagalan, jika proses implementasinya berjalan secara tidak baik dan 

optimal, sehingga kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

para pembuatnya. Kenyataan ini mengisyaratkan, bahwa implementasi kebijakan 

pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah 

kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh para pembuat kebijakan. Nugroho (2003: 158), menawarkan 2 (dua) pilihan 

langkah untuk lebih mengimplentasikan kebijakan publik, yaitu langsung 
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mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan agar 

dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan 

bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan 

publik.  

Wahab (1997: 53) mengatakan, bahwa implementasi kebijakan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau 

sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur 

proses implementasinya. Setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya 

adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan.  

Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. 

Pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Tanpa implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-

sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada action 

intervention itu sendiri (Naihasya, 2006). Implementasi kebijakan dalam kasus ini 

memiliki kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan.  

Meter dan Horn (1975), mengartikan implementasi sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Nakamura dan Smallwood 
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(1980: 17) mengemukakan, bahwa: (1) A declaration government preferences;  

(2) Mediated by a number of actors who; and (3) Create a circular proces 

characterized by reciprocal power relations and negotiations. Hoogwood dan 

Gunn (1984), mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang 

sangat esensial dari suatu teknik atau masalah.  

Nugroho (2003: 119), mengartikan implementasi sebagai upaya 

melaksanakan keputusan kebijakan. Pendapat Nugroho sejalan dengan pandangan 

Salusu (2003: 409), yang mengartikan implementasi sebagai operasionalisasi dari 

berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh 

jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan 

terbawah. 

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang memengaruhi proses 

implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1983) membuat 

kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui 3 (tiga) perspektif 

yang berbeda, yaitu: (1) Pembuat kebijakan: (2) Pejabat pelaksana di lapangan, 

dan (3) Aktor individu selaku kelompok target.  

Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku 

pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan. Implementasi suatu kebijakan 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan 

ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut 

melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan 

tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan 
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keputusan. Implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, 

dengan pelbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya.   

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan  

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (Akib, 2010: 2). Pendapat ini 

didasarkan atas pandangan Van Meter dan van Horn (1975), bahwa tugas 

implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan  kebijakan 

publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan. 

Anderson (1984: 92), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan 

suatu kebijakan ada 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Siapa 

yang dilibatkan dalam implementasi; (2) Hakikat proses administrasi;                 

(3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan (4) Efek atau dampak dari implementasi.  

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk 

mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan 

keputusan yang diinginkan.  

Tangkilisan (2002: 18), menjelaskan ada 3 (tiga) kegiatan utama yang 

paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) Penafsiran;                   

(2) Organisasi; dan (3) Penerapan. Abidin (2004: 191), mengemukakan bahwa 

implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan 2 (dua) faktor utama, yaitu:        

(1) Faktor internal yang meliputi: kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-

faktor pendukung; dan (2) Faktor eksternal yang meliputi: kondisi lingkungan dan 

pihak-pihak terkait. 
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Abidin (2004: 191), menjelaskan bahwa implementasi pada umumnya 

cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas       

ke bawah (apa yang dilaksanakan adalah apa yang telah diputuskan). Abidin 

(2004: 191), juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari     

4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan struktural; (2) Pendekatan 

prosedural; (3) Pendekatan kejiwaan; dan (4) Pendekatan politik. 

Nugroho (2003: 158) dan Naihasya (2006: 128), menjelaskan bahwa untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik ada 2 (dua) langkah yang dilakukan, 

yaitu: (1) Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program; 

dan (2) Melalui formulasi kebijakan derivat  atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Maka, ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan 

implementasi kebijakan, yaitu: (1) Peralatan kebijakan; dan (2) Kewenangan yang 

tersedia untuk melakukan implementasi (Abidin, 2004: 199). 

Peralatan kebijakan (Abidin, 2004: 199), adalah cara yang dipakai dalam 

menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peralatan 

kebijakan ini berhubungan dengan sumber daya manusia, khususnya sumber daya 

aparatur dan organisasi. Sumber daya aparatur adalah subjek dan sekaligus objek 

dalam implementasi kebijakan. Subjek berkenaan dengan kemampuan dan 

kemauan untuk melaksanakan dan objek sumber daya manusia berkaitan dengan 

penerimaan suatu kebijakan.   

Kewenangan (Abidin, 2004), merupakan kekuasaan tertentu yang dimiliki 

dan secara formal diakui pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang 

tersedia dalam kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi yang 
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bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penting 

untuk melihat status dari kebijakan yang akan dilaksanakan, apakah merupakan 

suatu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, suatu kebijakan operasional atau 

teknis. Implementasi kebijakan umum biasanya dilakukan melalui petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis, karena masing-masing kebijakan terdapat 

pelaksanaan sendiri-sendiri.  

Tujuan implementasi kebijakan secara sederhana adalah untuk menetapkan 

arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan 

pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila 

tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah 

dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran tersebut (Wibawa, dkk., 1994). 

Nugroho (2003: 163), menjelaskan bahwa manajemen kegiatan 

implementasi kebijakan dapat disusun secara berurutan melalui tahapan-tahapan: 

(1) Implementasi strategi (pra implementasi); (2) Pengorganisasian;                     

(3) Penggerakkan dan kepemimpinan; dan (4) Pengendalian. 

Inti dari pada implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang 

dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Hal penting yang juga 

harus diperhatikan adalah perlunya pedoman yang dapat mengarahkan ruang 

gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas 

wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Pedoman ini membantu 

pelaksana untuk menyesuaikan diri apabila ada hal-hal yang bersifat khusus yang 

ditemukan ketika melakukan implementasi keputusan. Implementasi kebijakan 
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pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan sentralistis atau dari atas   

ke bawah. Abidin (2004), menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil 

diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering 

berubah dan sukar diperediksikan.   

Masalah lain yang juga sering muncul sehingga implementasi sering 

mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat 

asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin 

dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan 

dengan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan ini menurut Warnham (Salusu,   

2003: 432), disebabkan oleh: (1) Tidak tersedia sumber daya pada saat 

dibutuhkan; (2) Kurangnya informasi; (3) Tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi 

sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajmen 

untuk menyesuaikannya. Kesenjangan juga boleh jadi disebabkan: (1) Karena 

tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya; dan (2) Karena 

mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan. 

Berdasarkan pandangan para pakar kebijakan, penulis berpendapat bahwa 

implementasi kebijakan diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, 

memenuhi, dan menghasilkan suatu produk kebijakan. Terkadang dalam 

implementasi kebijakan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan tertib dan rapi,  

bahkan terkadang dalam implementasinya produk kebijakan tersebut gagal atau 

tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan kaji ulang (evaluasi 

kebijakan). Perumusan kebijakan yang terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh 

atau tidak dapat dipakai tepat pada waktunya, atau karena faktor waktu yang 
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dipilih terlalu optimistik dan sebagainya, merupakan gambaran yang kurang tepat 

pada implementasi kebijakan. 

 

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

Agustino (2006: 155), menerangkan bahwa dalam implementasi kebijakan 

dikenal adanya 2 (dua) pendekatan, yaitu:  

a. Pendekatan Top-Down 

Pendekatan top-down serupa dengan pendekatan command and 

control (Stewart, 2000: 108) yang dilakukan secara tersentralisasi, dimulai dari 

aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. 

Pendekatan top-down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik 

(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 

administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street level 

bureaucrat)”. Pendekatan secara top-down menunjukkan pendekatan secara satu 

pihak dari atas ke bawah, di mana dalam proses implementasi peranan pemerintah 

sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat 

keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan 

pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, 

sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari 

level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. 

 

b. Pendekatan Bottom-Up 

Pendekatan bottom-up serupa dengan pendekatan the market 

approach (Stewart, 2000: 108), lebih menyoroti implementasi kebijakan yang 
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terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah 

masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti 

secara baik oleh warga setempat, sehingga pada tahap implementasinya pun suatu 

kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipastif. Pendekatan secara 

bottom-up didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat 

untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan 

pejabat pemerintahan namun hanya di tataran rendah. Asumsi yang mendasari 

pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan 

pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu 

mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada 

pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat. 

  

3. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dalam sistem politik, diimplementasikan oleh badan-

badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan 

kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. 

Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah 

kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan 

bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun 

juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya.  

Subarsono (2011: 89) menyebutkan beberapa teoritisi implementasi 

kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel tersebut. Pakar-pakar 

tersebut antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.  
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a. Model Edwards III (Model Pendekatan Masalah Implementasi) 

Implementasi kebijakan (Edwards III, 1980: 9-11), dipengaruhi oleh            

4 (empat) variabel, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan     

(4) Struktur birokrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi, menurut Edwards III (1980: 10) harus ditransmisikan kepada 

personel yang tepat, harus jelas, akurat, dan konsisten. Pembuat keputusan/ 

decision maker yang berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang 

dikehendakinya, haruslah memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang 

tepat juga menghindari diskresi/ discretion pada para implementor karena mereka 

akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. 

Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik 

mengenai apa yang perlu dilakukan. Aturan yang terlalu kaku juga dapat 

menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para 

implementor. Diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana 

Gambar 2. 6. Model Implementasi Kebijakan Edwards III (1980: 148) 
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yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen 

pelaksana tersebut. 

Sumber daya, menurut Edwards III (1980: 11), menjelaskan akan hal yang 

diperlukan agar implementasi berjalan efektif. Tanpa memandang seberapapun 

jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapapun 

akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang 

mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi 

tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III meliputi staf, 

informasi, otoritas, dan fasilitas.  

Terkait disposisi, Edwards III menekankan bahwa sikap atau disposisi 

merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi 

yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat 

mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya 

dengan implementasi kebijakan di lapangan. Edwards III menawarkan 2 (dua) 

alternatif solusi guna mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi 

dari pelaksana. Alternatif pertama adalah dengan pergantian personel dan 

alternatif kedua adalah dengan memanipulasi insentif. Alternatif pertama menurut 

Edwards III cenderung lebih sulit daripada alternatif kedua. Alternatif kedua ini 

sering kita jumpai dalam manajemen organisasi. Organisasi yang mengutamakan 

kinerja seperti di dalam perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang 

berbeda antar karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan 

mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki 

kinerja di bawahnya.  
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Faktor keempat yang dikemukakan Edwards III adalah struktur birokrasi. 

Edwards III (1980: 125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan 

pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan 

fragmentasi. SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk 

menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya 

serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. 

SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-

organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada 

organisasi swasta/ private sector, dan kemudian diimplementasikan pula pada 

organisasi-organisasi pelayanan publik. Terkait fragmentasi, Edwards III 

(1980:125) menjelaskan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari 

suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi.  

 

b. Model Meter dan Horn (Model Proses Implementasi Kebijakan) 

Terdapat 5 (lima) variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan 

menurut Meter dan Horn (1975), yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan;          

(2) Sumber daya; (3) Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas;          

(4) Karakteristik agen pelaksana; dan (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. 
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Variabel-variabel yang dikemukakan oleh Meter dan Horn tersebut, adalah:  

1) Standar dan sasaran kebijakan  

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 

Standar dan sasaran kebijakan yang kabur akan menyebabkan multiinterpretasi 

dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 

2) Sumber daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia 

(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources).  

3) Hubungan antar organisasi 

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi 

lain. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan 

suatu program. 
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Gambar 2. 7. Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn (1975) 
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4) Karakteristik agen pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi 

implementasi suatu program. 

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; 

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat 

opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

6) Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup 3 (tiga) hal yang penting, yakni: (a) Respons 

implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan; (b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap 

kebijakan; dan (c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor.  

Berdasarkan pada teori yang diajukan oleh Edwards III, maka variabel        

(1) Standar dan sasaran kebijakan dapat disamakan dengan variabel “komunikasi” 

dalam model Edwards III. Penjelasan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan 

adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan 

multi interpretasi maupun konflik. Variabel (2) Sumber daya sejalan dengan 

variabel “sumber daya” pada model Edwards III, yaitu mencakup SDM dan non-
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SDM. Variabel (3) Hubungan antar organisasi dapat disamakan dengan variabel 

“struktur organisasi” dari model Edwards III. Variabel (4) Karakteristik agen 

pelaksana dan variabel (6) Disposisi implementor, dapat disamakan dengan 

variabel “disposisi” dalam model Edwards III. Hal ini dikarenakan variabel (4) 

membicarakan tentang ‘norma-norma’ dan ‘pola-pola hubungan’ yang terjadi 

pada implementor mengacu pada preferensi nilai atau sikap yang ada pada 

implementor dalam menyikapi nilai-nilai yang dibawa oleh kebijakan.  

Perbedaan dari keenam variabel yang dikemukakan oleh Meter dan Horn, 

adalah variabel (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang tidak terdapat 

dalam model Edwards III. Variabel yang dikemukakan oleh Meter dan Horn 

nampaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal. Dilihat dari teori sistem 

kebijakan dari Dye yang melibatkan tiga elemen dalam sistem kebijakan, maka 

faktor sosial, politik, dan ekonomi dapat kita masukkan dalam elemen lingkungan 

kebijakan/ policy environment. Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan 

kebijakan dalam teorinya kemungkinan karena beliau memfokuskan teorinya pada 

aktor-aktor kebijakan yang mengimplementasikan kebijakan itu sendiri 

(implementor kebijakan) sehingga tidak memfokuskan pembahasan pada apa yang 

terdapat di luar implementor kebijakan.  

Satu hal yang terlihat menonjol pada gambar model implementasi menurut 

Meter dan Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan 

akan menuju “kinerja”. Kebanyakan ahli yang mengemukakan model proses 

kebijakan (Easton, Anderson, dan Dunn) tidak memasukkan “kinerja kebijakan” 

dalam model proses kebijakan. Nugroho (2003: 388), mengemukakan:  
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...Uniknya para akademisi tersebut tidak memasukkan “kinerja kebijakan”, 

melainkan langsung pada evaluasi kebijakan. Salah satu kemungkinannya 

adalah bahwa para akademisi tersebut menilai bahwa “kinerja kebijakan” 

adalah proses yang “pasti terjadi” dalam kehidupan publik, bahkan tanpa 

harus disebutkan...   

 

 

c. Model Grindle (Model Implementasi sebagai Proses Politik dan 

Administrasi) 

 

Terdapat 2 (dua) variabel besar yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), yaitu konten kebijakan (content 

of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Variabel konten 

kebijakan, meliputi: (1) Interest affected (kepentingan yang dipengaruhi); (2) Type 

of benefits (jenis manfaat); (3) Extent of change envision (jangkauan perubahan 

yang diinginkan); (4) Site of decision making (kedudukan pengambil keputusan);     

(5) Program implementor (pelaksana program); dan (6) Resources 

committed (ketersediaan sumber daya). Variabel konteks implementasi, meliputi: 

(1) Power, interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan, dan strategi 

aktor yang terlibat); (2) Intitution and regime characteristic (karakteristik 

pemerintah dan lembaga); dan (3) Compliance and responsiveness (kepatuhan dan daya 

tanggap). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel konten kebijakan diperinci ke dalam 6 (enam) unsur, yaitu:  

1) Interest affected (kepentingan yang dipengaruhi)  

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap 

macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, 

dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-

pihak yang kepentinganya terancam oleh kebijakan publik tersebut.  

2) Type of benefits (jenis manfaat)  

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak 

orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan 

yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.   

3) Extent of change envision (jangkauan perubahan yang diinginkan)  

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku 

masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan 

Tujuan 

 

Implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh: 

1. Konten kebijakan 
a. Kepentingan yang dipengaruhi 
b. Jenis manfaat 
c. Jangkauan perubahan yang 

diinginkan 
d. Kedudukan pengambil 

keputusan 
e. Pelaksana program 
f. Ketersediaan sumber daya 

2. Konteks implementasi 
a. Kemampuan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat 
b. Karakteristik pemerintah dan 

lembaga 
c. Kepatuhan dan daya tanggap 

 

Tujuan yang 

dicapai? 

Program aksi dan 

proyek individu 

yang didesain dan 

didanai 

Program yang 

dilaksanakan sesuai 

rencana 

Mengukur 

keberhasilan 

Hasil kebijakan: 
a. Dampak pada 

masyarakat, 

individu, dan 

kelompok 

b. Perubahan dan 

penerimaan 

masyarakat 

Gambar 2. 8. Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980)  
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manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih mengalami 

kesulitan dalam implementasinya.  

4) Site of decision making (kedudukan pengambil keputusan)  

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi 

kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin 

sulit pula implementasi program, karena semakin banyak satuan-satuan 

pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.  

5) Program implementor (pelaksana program)  

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan 

implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf aktif, 

berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas 

akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.  

6) Resources committed (ketersediaan sumber daya)  

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan 

implementasi program atau kebijakan publik.  

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel 

lingkungan atau konteks kebijakan. Variabel ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: 

1) Power, interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan, dan strategi 

aktor yang terlibat)  

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan 

keberhasilan implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun 

strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi 
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apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, 

sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.  

2) Intitution and regime characteristic (karakteristik pemerintah dan lembaga)  

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-

kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan 

menentukan who gets what atau ‘siapa mendapatkan apa”.  

3) Compliance and responsiveness (kepatuhan dan daya tanggap)  

Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para implementor 

tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap 

yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi 

untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang 

penting bagi keberhasilan implementasi.  

Model Grindle memiliki aspek yang hampir sama dengan model Meter dan 

Horn. Aspek yang sama adalah memasukkan elemen lingkungan kebijakan 

sebagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Meter dan Horn 

mengikutsertakan ‘kondisi sosial, politik, dan ekonomi’ sebagai salah satu faktor 

yang memengaruhi implementasi kebijakan, dan Grindle mengikutsertakan 

variabel besar “konteks implementasi”.  

Kelebihan dari model Grindle dalam variabel konteks implementasi adalah 

model ini lebih menitikberatkan pada politik dari para pelaku kebijakan. Unsur 

pertama dari variabel konteks implementasi yaitu power, interest and strategies of 

actors involved menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peta 

perpolitikan dari para pelaku kebijakan. Aktor-aktor penentu kebijakan akan 
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berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang 

melibatkan minat mereka, sehingga kepentingan mereka terakomodasi di dalam 

kebijakan.  

Unsur kedua dari Grindle yaitu institution and regime characteristics 

maupun unsur ketiga yaitu compliance and responsiveness memiliki kesamaan 

dengan faktor disposisi dari model Edwards III. Pada unsur kedua (karakteristik 

lembaga dan penguasa) implementasi suatu program tentu akan mendatangkan 

konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Timbul 

resistensi terhadap suatu kebijakan dari suatu kelompok yang kepentingannya 

terancam dan akan menimbulkan konflik. Cara penanganan konflik pada penguasa 

yang otoriter tentu akan berbeda dengan cara penanganan pada penguasa yang 

demokratis.  

Unsur ketiga dari variabel konteks implementasi dari model Grindle, yaitu 

compliance and responsiveness. Perbedaan dengan model Edwards III dalam hal 

ini adalah Grindle memfokuskan pada disposisi penguasa/ rezim/ pembuat 

kebijakan, sedangkan Edwards III lebih menekankan pada disposisi implementor. 

Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan 

kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan 

dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Pelibatan politik dalam 

unsur ini agaknya masih berkaitan dengan unsur pertama yang menyebutkan 

unsur kekuasaan, minat, dan strategi aktor-aktor, karena jika suatu isu melibatkan 

kepentingan dan minat dari pembuat kebijakan dan atau implementor kebijakan 
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tersebut, maka responsivitas dari pembuat kebijakan maupun implementor 

semestinya juga lebih tinggi. 

Grindle juga memandang bahwa implementasi kebijakan masih melibatkan 

politik pada variabel konten kebijakan. Unsur pertama hingga keempat, yaitu 

interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, dan site of decision 

making, terlihat bahwa peran politik masih kuat. Jenis kebijakan publik yang 

dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Peran 

politik juga masih dapat ditelusuri pada unsur kedua hingga keempat. 

Grindle juga memiliki kesamaan pandangan dengan Edwards III maupun 

Meter dan Horn pada variabel konten/ isi kebijakan. Unsur kelima, yaitu program 

implementors menunjukkan kemampuan pelaksana program akan memengaruhi 

keberhasilan implementasi program. Pendapat ini sebangun dengan faktor sumber 

daya yang dikemukakan oleh Edwards III maupun Meter dan Horn. Grindle 

membedakan ‘sumber daya’ dari model Edwards III maupun Meter dan Horn. 

Unsur keenam yaitu resources committed dinyatakan sebagai tersedianya sumber-

sumber secara memadai. Kedua unsur (unsur kelima dan keenam) dari model 

Grindle dapat disimpulkan sama dengan faktor sumber daya sebagaimana 

dikemukakan Edwards III maupun Meter dan Horn, tetapi Grindle membedakan 

sumber daya sebagai SDM (sumber daya manusia) dan non SDM.  
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d. Model Mazmanian dan Sabatier (Model Kerangka Kerja Analisis 

Implementasi) 

 

Terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), yaitu:  

1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem)  

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel: (a) Tingkat 

kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; (b) Tingkat kemajemukan 

kelompok sasaran; (c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan 

(d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (ability 

of statute to structure implementation)  

Kategori ability of statute to structure implementation mencakup variabel-

variabel: (a) Kejelasan isi kebijakan; (b) Seberapa jauh kebijakan tersebut 

memiliki dukungan teoretis; (c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial 

terhadap kebijakan tersebut; (d) Seberapa besar adanya keterpautan dan 

dukungan antar instansi pelaksana; (e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang 

ada pada badan pelaksana; (f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan 

kebijakan; dan (g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 

3) Variabel di luar kebijakan/ variabel lingkungan (nonstatutory variables 

affecting implementation) 

Kategori nonstatutory variables affecting implementation mencakup variabel-

variabel: (a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi; (b) Dukungan publik terhadap kebijakan; (c) Sikap dari kelompok 
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pemilih (constituent groups); dan (d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari 

aparat dan implementor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazmanian dan Sabatier juga memasukkan variabel lingkungan kebijakan 

sebagai variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan. Perbedaan utamanya 

dengan model Grindle adalah, selain variabel konten kebijakan yang oleh 

Mazmanian dan Sabatier dikelompokkan sebagai kemampuan statuta untuk 

menstrukturisasi implementasi (ability of statute to structurize implementation), 

mereka juga memperluas variabel yang memengaruhi kebijakan menjadi tingkat 

kesulitan masalah (tractability of the problem) dan variabel di luar kebijakan yang 

memengaruhi implementasi/ nonstatutory variables affecting implementation.  

Mazmanian dan Sabatier memerhitungkan tingkat kesulitan teknis 

(technical difficulties), keberagaman kelompok sasaran (diversity of target group 

Gambar 2. 9. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983)  

Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan 

1. Dukungan teori dan teknologi 

2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
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behavior), persentase kelompok sasaran terhadap total populasi (target group      

as a percentage of the population), serta tingkat perubahan perilaku yang 

diharapkan (extent of behavioral change required) pada variabel tingkat kesulitan 

masalah (tractability of the problem). Unsur keempat, yaitu tingkat perubahan 

perilaku yang diharapkan (extent of behavioral change required) memiliki 

kesamaan dengan salah satu unsur dari variabel isi kebijakan dari Grindle yaitu 

extent of change envisioned.  

Unsur pertama, yaitu socioeconomic conditions and technology pada 

nonstatutory variable, memiliki kesamaan dengan variabel Meter dan Horn yaitu 

keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan utamanya adalah Mazmanian dan 

Sabatier menyebutkan kata ‘teknologi’ sebagai satu kesatuan dengan sosio-

ekonomi, sebagaimana Grindle, Mazmanian dan Sabatier juga memerhatikan 

aspek politik.  

Unsur kedua, yaitu public support, maupun unsur keempat, yaitu support 

from sovereigns, memperlihatkan bahwa dukungan publik (bottom) maupun 

dukungan dari penguasa (top) ikut menentukan implementasi. Tanpa adanya 

dukungan dari kedua pihak (top dan bottom) maka implementasi akan 

menghadapi kendala. Dukungan dari atas maupun bawah ini melibatkan proses 

politik. Publik yang memiliki kepentingan lebih cenderung akan mendukung suatu 

kebijakan yang mengutamakan kepentingan mereka. Penguasa juga akan 

cenderung mendukung kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka.  

Unsur kedua, yaitu attitudes and resources of constituency groups memiliki 

kesamaan dengan faktor disposisi dari model Edwards III. Perbedaannya adalah 
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Edwards III memfokuskan pada sikap/ attitude dari implementor, sedangkan 

Mazmanian dan Sabatier lebih fokus pada sikap dari konstituen/ pemilih.  

Unsur kelima, yaitu commitment and leadership skill of implementing 

officials, model Mazmanian dan Sabatier juga memfokuskan pada komitmen dan 

kemampuan kepemimpinan dari implementor. Keunggulan model ini adalah 

terkait dengan kepemimpinan yang belum dibahas pada model-model 

sebelumnya.  

Model Mazmanian dan Sabatier pada variabel kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturisasi implementasi (ability of statute to structure implementation), 

memiliki beberapa kesamaan dengan model Edwards III. Unsur pertama, yaitu 

clear and consistent objectives bersesuaian dengan faktor komunikasi dari model 

Edwards III. Kejelasan dan konsistensi tujuan merupakan salah satu faktor yang 

dimaksudkan oleh Edwards III dalam faktor komunikasi. Agen-agen implementor 

akan menemui kesulitan mengimplementasikan kebijakan tanpa tujuan yang jelas 

dan konsisten.  

Unsur kelima, yaitu decision rules of implementing agencies juga serupa 

dengan faktor komunikasi dari model Edwards III. Unsur kelima ini juga 

menuntut adanya kejelasan aturan/ rules dari agen-agen pelaksana. Kesesuaian 

antara model Mazmanian dan Sabatier dengan model Edwards III terlihat pada 

unsur ketiga yaitu initial allocation of financial resources, maupun unsur keenam 

yaitu recruitment of implementing officials. Unsur alokasi dana maupun unsur 

rekruitmen petugas implementasi memiliki kesamaan dengan faktor sumber daya 

dari model Edwards III, Meter dan Horn, maupun Grindle. Model Grindle, model 
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Mazmanian dan Sabatier juga memisahkan SDM dan non SDM pada faktor 

sumber daya. Unsur lain yang sesuai dengan model Edwards III adalah unsur 

keempat yaitu hierarchical integration within and among implementing 

institutions, unsur ini serupa dengan faktor struktur birokrasi dalam model 

Edwards III. Integrasi hierarkis di dalam dan di antara lembaga implementor 

merupakan hal yang mutlak diperlukan agar implementasi  kebijakan tidak saling 

overlap, seperti yang dikatakan Edwards III.  

Terdapat pula unsur yang tidak didapati pada variabel model lain, yaitu 

kemampuan kebijakan untuk menstruktrurisasi kebijakan. Unsur kedua, yaitu 

incorporation of adequate causal theory menuntut adanya kajian ilmiah maupun 

empiris agar sebuah kebijakan dinilai layak dikatakan mampu menstrukturisasi 

implementasi. Adanya landasan teori kausal yang kuat maupun kajian ilmiah dan 

bukti empiris, dan sebuah kebijakan sudah melewati fit and proper test sebelum 

menjadi kebijakan yang memungkinkan untuk dilaksanakan.  

Perbedaan dengan model lain juga terdapat pada unsur ketujuh, yaitu formal 

access by outsiders. Keunggulan model Mazmanian dan Sabatier adalah bahwa 

model ini juga memperhitungkan peran serta publik dalam implementasi 

kebijakan. Implementasi akan berjalan relatif lebih lancar apabila publik diberi 

kesempatan untuk mengakses proses kebijakan, atau paling tidak dalam salah satu 

prosesnya seperti penentuan agenda atau evaluasi kebijakan. Beberapa kajian 

kemudian mengkategorikan model Mazmanian dan Sabatier ini memiliki 

pendekatan bottom-upper, atau pendekatan kebijakan dari bawah (publik) ke atas 

(penentu kebijakan). 
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Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah 

dikemukakan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan model Grindle untuk 

menganalisis implementasi kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)     

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat             

di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Pemilihan model 

Grindle didasarkan oleh adanya variabel konten kebijakan dan konteks 

implementasi yang dapat mencakup semua variabel yang dikemukakan oleh 

model implementasi kebijakan yang lain.    

 

D. Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

1. Konsep CSR  

CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi akademik sejak Howard R. 

Bowen menerbitkan bukunya yang berjudul “Social Responsibilitity of the 

Businessman” pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang dikemukakan Bowen 

mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan 

dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat 

perusahaannya beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu 

untuk meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang 

melampaui kinerja finansial perusahaan. Ia mengemukakan prinsip-prinsip 

tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya 

mendapat pengakuan publik dan akademisi sehingga Howard R. Bowen  

dinobatkan sebagai “Bapak CSR” (Susiloadi, 2008: 124). 
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CSR merupakan konsep yang masih terus berkembang, sehingga CSR 

memiliki beraneka ragam definisi. Definisi tunggal serta kriteria spesifik 

mengenai konsep CSR belum ada dikarenakan implementasi dan penjabaran CSR 

yang dilakukan perusahaan juga berbeda-beda (Sumardiyono, 2007: 37).      

Anatan (2009: 2), mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak 

secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas 

hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas.               

The European Commission (Wiwoho, 2008: 110), mendefinisikan CSR bukan 

hanya sebagai kewajiban, tetapi dilaksanakan secara sukarela dan ada dorongan 

yang tulus dari dalam, serta merupakan investasi untuk lingkungan dan 

stakeholders. 

Ratnasari (2012: 11),  menyatakan  bahwa CSR adalah kegiatan usaha yang 

mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam nilai, budaya, 

pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara 

transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan 

berkembang. Setyaningrum (2011: 17), mendefinisikan CSR sebagai tanggung 

jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi 

stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dari operasi perusahaan. Kedua definisi ini mengungkapkan bahwa 

kegiatan CSR juga sebagai pengaplikasian nilai etika dan moral dari perusahaan 

kepada para stakeholder dan lingkungannya. 

World Business Council for Sustainable Development (Rahadhini,         

2010: 14), mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis 
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untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi 

sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas 

lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menyiratkan makna bahwa 

CSR harus dilaksanakan secara terus menerus agar tercipta pembangunan  

berkelanjutan  yang merupakan inti dari CSR, sehingga elemen profit, people, dan 

planet menjadi satu kesatuan utuh yang dapat memberikan manfaat yang besar 

dan menyentuh semua aspek kehidupan. 

Pandangan CSR yang lebih komprehensif dilontarkan oleh Prince of Wales 

International Business Forum (Triastity, 2010: 35), melalui 5 (lima) pilar, yaitu:  

1. Building human capital, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang  

andal (internal) dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat (eksternal); 

2. Strengthening economics, yaitu memberdayakan ekonomi komunitas agar 

terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat; 

3. Assessing social cohesion, perusahaan dituntut untuk  menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik; 

4. Encouraging good governance, artinya perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya mengacu pada good corporate governance (GCG); dan 

5. Protecting the environment, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan 

sekitarnya.  

Beragam definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa CSR 

merupakan tanggung jawab perusahaan yang bukan hanya terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap 
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masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan berperilaku etis dan bermoral 

sehingga dapat menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi.  

 

2. Sejarah dan perkembangan CSR di Indonesia  

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. 

Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social 

Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Aksinya secara faktual mendekati 

konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” 

perusahaan terhadap  aspek sosial dan lingkungan, walaupun tidak menamainya 

sebagai CSR. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak      

tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif 

dalam mengembangkan  konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai 

perusahaan nasional (Suharto, 2010: 16). 

Bentuk CSR yang paling umum di awal perkembangannya adalah 

pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin    

di seputar perusahaan. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan 

kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak 

melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, 

berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam 

kategori ”perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar pesona” 

(promosi) ketimbang ”tebar karya” (pemberdayaan). Perusahaan-perusahaan 

seperti PT Unilever, Freeport, Rio Tinto, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, 

Pertamina serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam 

menjalankan CSR (Suharto, 2010: 16). 
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Semakin banyak perusahaan saat ini yang kurang menyukai pendekatan 

karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau 

kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan community development kemudian 

semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan 

sustainable development. Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti 

fairness, transparency, accaountability, dan responsibility kemudian menjadi 

pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR. Kegiatan CSR yang 

dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat setempat berdasarkan need assesment. Mulai dari pembangunan 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social 

forestry, penangkaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/ AIDS, 

penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis 

masyarakat, dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan         

to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2010: 16-17). Kegiatan atau 

program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar membuat 

masyarakat semakin berdaya tentunya merupakan tujuan kegiatan CSR yang 

utama. 

 

3. Bentuk-bentuk program CSR  

Muara dari CSR adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan program 

pengembangan masyarakat. Perusahaan yang tidak melakukan hal ini, cepat atau 

lambat niscaya akan ditinggalkan oleh masyarakatnya (Widiyanarti, 2005: 79). 

Pelaksanaan program CSR dalam hal ini tidak dilakukan secara periodik, 
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mengikuti tren, atau tanpa rencana. Program CSR dapat mencegah krisis dalam 

perusahaan apabila dilakukan secara sustainable dan menciptakan long-term 

relationship dengan komunitas (Kusniadji, 2011: 55).  

Program CSR (Jatmiko, 2011: 8), terdiri dari beberapa bentuk kegiatan yang 

dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan inisiatif dan program yang 

berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari 

tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:  

a. Cause Promotions 

Cause promotions adalah bentuk CSR di mana perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu isu-isu tertentu, di mana 

isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, 

dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan 

waktu, dana, atau benda mereka untuk membantu mengatasi, mencegah, dan 

meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial  tertentu, seperti bahaya 

narkoba;  

b. Cause-Related Marketing 

Cause related marketing adalah bentuk CSR di mana perusahaan akan 

mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu 

barang atau jasa, di mana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan 

akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah sosial 

tertentu; 
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c. Corporate Social Marketing 

Corporate social marketing adalah bentuk CSR di mana perusahaan 

mengembangkan dan melaksanakan kampanye dengan tujuan untuk mengubah 

perilaku masyarakat dalam suatu isu tertentu. Corporate social marketing 

biasanya berfokus, pada: (1) Bidang kesehatan, misalnya: mengurangi 

kebiasaan  merokok, dan HIV/AIDS; (2) Bidang keselamatan publik, misalnya 

keselamatan berkendara; (3) Bidang lingkungan hidup, misalnya: konservasi 

air, polusi, dan pengurangan penggunaan pestisida; dan (4) Bidang 

kesejahteraan masyarakat, misalnya: mendonorkan darah.  

d. Corporate  Philanthrophy 

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang paling tua. 

Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan 

kontribusi atau sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa, atau alat 

kepada pihak yang membutuhkan, baik itu lembaga, perorangan, ataupun 

kelompok tertentu. Corporate philanthropy dapat dilakukan, dengan cara:      

(1) Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa 

kepada anak-anak yang tidak mampu; (2) Memberikan barang atau produk, 

misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar    

di sekolah-sekolah terbuka; (3) Memberikan jasa, misalnya: memberikan 

bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil; dan (4) Memberi izin 

untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh 

perusahaan; 
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e. Corporate Volunteering 

Corporate Volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan mendorong 

atau mengajak para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang  

franchise agar ikut menyisihkan waktu dan tenaga mereka secara sukarela guna 

membantu organisasi masyarakat lokal dan membantu mengatasi masalah 

sosial tertentu; 

f. Social  Responsible Business 

Social responsible business adalah bentuk CSR di mana perusahaan 

melaksanakan aktivitas bisnis melampaui yang diwajibkan oleh hukum, 

melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial, serta melakukan 

perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan sistem kerjanya agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan mengurangi dampak buruk 

terhadap lingkungan dan masyarakat, yang dapat dilakukan dalam bentuk:      

(1) Memperbaiki proses produksi; (2) Menggunakan pembungkus yang dapat 

didaur ulang (ramah lingkungan); (3) Menghentikan produk-produk yang 

dianggap berbahaya; dan (4) Hanya  menggunakan distributor yang memenuhi 

persyaratan dalam menjaga lingkungan hidup.  

Model pelaksanaan CSR di Indonesia juga bemacam-macam. Terdapat            

4 (empat) model pelaksanaan CSR yang umum digunakan di Indonesia (Suharto, 

2010: 113-115). Keempat model tersebut, antara lain:  

a. Terlibat langsung.dalam melaksanakan program CSR 

Model pelaksanaan CSR di mana perusahaan melakukannya sendiri tanpa 

melalui perantara atau pihak lain. Perusahaan memiliki satu bagian tersediri 
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atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR; 

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan 

Model pelaksanaan CSR di mana perusahaan mendirikan yayasan sendiri        

di bawah perusahaan atau grupnya. Perusahaan biasanya sudah menyediakan 

dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan, contoh 

yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan 

CSR antara lain; Danamon peduli, Sampoerna Foundation, kemudian            

PT. Astra International yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra dan 

Unilever Peduli Foundation (UPF).  

c. Bermitra dengan pihak lain 

Model pelaksanaan CSR di mana perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak 

lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa 

dan organisasi lainnya, seperti Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program 

CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan 

pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang      

dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau kerjasama perusahan dengan 

lembaga-lembaga sosial seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, dan 

lain sebagainya; 

d. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium 

Model pelaksanaan CSR di mana perusahaan turut mendirikan, menjadi 

anggota, atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial 

tertentu.  
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BUMN di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, melaksanakan CSR 

dalam bentuk PKBL – Program Kemitraan (umumnya dalam bentuk pinjaman 

dana bergulir bagi pelaku UKM – Usaha Kecil dan Menengah) dan Bina 

Lingkungan (seperti penanaman dan penghijauan), sedangkan perusahaan swasta 

mengimplementasikan program CSR-nya dalam bentuk pemberdayaan 

masyarakat (community development) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas (Mardikanto dan Soebiato, 2013: iii) 

 

4. Manfaat CSR  

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan 

bukan hanya dirasakan oleh stakeholders, justru sebenarnya perusahaan adalah 

pihak yang paling diuntungkan dalam kegiatan CSR tersebut. CSR, idealnya harus 

menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan perusahaan yang merupakan 

investasi masa depan perusahaan, bukan sekadar dianggap biaya sosial (Oktaviani, 

2011: 144). 

Manfaat CSR bagi perusahaan (Imran, 2008: 129), adalah: (1) Mendapatkan 

lisensi untuk beroperasi secara total; (2) Melebarkan akses sumber daya bagi 

operasional usaha; (3) Membuka peluang pasar yang lebih luas; (4) Meningkatkan 

semangat dan produktivitas karyawan; (5) Memperbaiki hubungan dengan 

regulator; dan (6) Peluang mendapatkan penghargaan  
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Riset yang dilakukan oleh Business for Social Responsibility (Setyaningrum, 

2011: 18-19), juga menyebutkan beberapa manfaat yang didapatkan oleh 

perusahaan yang telah mempraktikkan CSR, antara lain:  

a. Meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan  

Program CSR yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan akan membuat para 

pelanggan menjadi lebih loyal, karena para pelanggan tidak hanya mengetahui 

kualitas produk, tetapi juga tujuan baik perusahaan. 

b. Mengurangi biaya operasional  

Perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya promosi bila 

mereka melaksanakan program CSR, karena produk atau perusahaan pasti akan 

menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, dengan arti lain, biaya operasional  

perusahaan akan menurun; 

c. Meningkatkan kinerja keuangan  

Diharapkan laba perusahaan akan lebih meningkat dengan melaksanakan 

program CSR, karena penjualan juga akan meningkat. Kinerja keuangan dari 

perusahaan tersebut secara otomatis akan meningkat pula. 

Empat manfaat CSR terhadap perusahaan (Suharto, 2010: 52-53), yaitu:  

a. Brand differentiation 

Program CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis        

di mata publik dalam persaingan pasar yang kian kompetitif saat ini, yang pada 

gilirannya dapat menciptakan customer loyalty; 
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b. Human resources 

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama 

yang memiliki kualifikasi tinggi. Calon karyawan yang memiliki pendidikan 

dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis 

perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran saat wawancara. 

CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan dedikasi dalam bekerja 

bagi para staf lama; 

c. License to operate 

Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik 

memberi ”ijin” atau ”restu” bisnis karena dianggap telah memenuhi standar 

operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas; 

d. Risk management 

Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi 

perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh 

skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. 

Membangun budaya ”doing the right thing” berguna bagi perusahaan dalam 

mengelola resiko-resiko bisnis.  

Praktik tanggung jawab sosial tidak saja berdampak positif bagi perusahaan, 

tetapi juga terbukti memberi manfaat bagi masyarakat (Triastity, 2010: 39-40), 

seperti meningkatnya fasilitas umum, berkembangnya usaha masyarakat, 

meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kelestarian  

lingkungan, terciptanya lapangan kerja baru,  serta  meningkatnya mutu kesehatan 

masyarakat. 
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5. Penerapan CSR  

Penerapan CSR harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk 

mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. Pengembangan CSR memerlukan 

tahapan yang sistematis dan kompleks (Anatan, 2009: 4). Hal ini karena CSR 

digagas dan dikembangkan oleh berbagai perusahaan bukan sekadar untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga sebagai 

media untuk mengembangkan pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara 

holistik, melembaga, dan berkelanjutan (Adam, 2011: 2). Penerapan program 

CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat 

dengan masyarakat (Setyaningrum, 2011: 7).  

Rahadhini (2010: 17), mengemukakan bahwa konsep dan praktik CSR 

sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Perusahaan perlu mengambil 

keputusan yang tepat dalam rangka pelaksanaan program CSR. Tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR 

(Rahmatullah, 2010: 7), yaitu:  

a. Tahap perencanaan 

Tahapan ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama, yaitu: Awareness building, CSR 

Assessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah 

awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen 

manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, 

diskusi kelompok, dan lain-lain. CSR Assessment merupakan upaya untuk 

memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk 
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membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara 

efektif. Langkah selanjutnya adalah membuat CSR manual. Hasil assessment 

merupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya 

yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari 

referensi atau menggunakan tenaga ahli. Manual merupakan inti dari 

perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi 

komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, 

panduan, dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan 

yang dilakukan  oleh perusahaan.   

b. Tahap implementasi 

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak 

apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik, dan akibatnya tujuan CSR 

secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan 

manfaat yang optimal. Anggaran yang telah dikucurkan tidak bisa dibilang 

kecil, sehingga perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah 

dirancang. Tahap implementasi ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama, yaitu: 

sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.  

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan 

mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya 

mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi adalah agar 

program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari 

seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada 

kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara. Pelaksanaan 
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kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR 

yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Internalisasi yang 

merupakan tahap jangka panjang, mencakup upaya-upaya untuk 

memperkenalkan CSR di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya: 

melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, 

pemasaran dan proses bisnis lainnya. Upaya ini menyatakan bahwa penerapan 

CSR bukan sekadar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan 

lagi sebagai upaya untuk compliance tetapi sudah beyond compliance.  

c. Tahap evaluasi 

Langkah yang ditempuh setelah program diimplementasikan adalah evaluasi 

program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten 

dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. 

Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan, misalnya 

keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki, atau 

mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah 

diimplementasikan.  

d. Tahap pelaporan 

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk 

keperluan proses pengembalian keputusan maupun keperluan keterbukaan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Tahap pelaporan, 

berfungsi untuk keperluan shareholder dan juga untuk stakeholder.  
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6. Tipologi perusahaan dalam menerapkan CSR 

Tipologi perusahaan secara umum dalam merespon CSR, dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis perusahaan (Suharto, 2010: 38-39), 

yakni: 

a. Tipe perusahaan nakal, yaitu tipe perusahaan yang menentang adanya CSR, 

sehingga cenderung tidak melakukan kegiatan CSR; 

b. Tipe perusahaan licik, yaitu tipe perusahaan yang menyembunyikan 

keuntungan perusahaan dan tidak menyisihkan dana CSR, walaupun ada 

kegiatan CSR yang dilakukan, sifatnya hanya karitatif; 

c. Tipe perusahaan baik, yaitu tipe perusahaan yang merespon CSR dengan 

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar area perusahaannya; 

d. Tipe perusahaan maju, yaitu tipe perusahaan yang merespon dan selalu 

mengembangkan CSR berdasarkan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat 

dan penerapan prinsip-prinsip investasi sosial. 

Tipologi perusahaan dalam merespon CSR berdasarkan proporsi 

keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR, dapat dikelompokkan          

ke dalam 4 (empat) jenis perusahaan (Suharto, 2010: 40), yakni: 

a. Perusahaan minimalis, yakni perusahaan yang memiliki keuntungan dan 

anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya termasuk 

kategori ini; 

b. Perusahaan ekonomis, yakni perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, 

namun anggaran CSR-nya rendah. Disebut perusahaan besar, namun pelit; 
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c. Perusahaan humanis, yakni perusahaan yang meskipun keuntungan 

perusahaannya rendah, namun anggaran CSR-nya relatif tinggi. Disebut 

perusahaan dermawan atau baik hati; 

d. Perusahaan reformis, yakni perusahaan yang memiliki keuntungan dan 

anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan ini memandang CSR bukan sebagai 

beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju. 

Tipologi perusahaan dalam merespon CSR berdasarkan tujuan CSR, apakah 

untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam      

4 (empat) jenis perusahaan (Suharto, 2010: 41-42), yakni: 

a. Perusahaan pasif, yakni perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, 

bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan, dan melakukan 

kegiatan sekadar karitatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR 

sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan; 

b. Perusahaan impresif, yakni perusahaan yang menerapkan CSR lebih sebagai 

kegiatan promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan “tebar pesona” ketimbang “tebar karya”; 

c. Perusahaan agresif, yakni perusahaan yang menerapkan CSR lebih ditujukan 

untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan karya nyata ketimbang “tebar pesona”; 

d. Perusahaan progresif, yakni perusahaan yang menerapkan CSR untuk tujuan 

promosi sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai 

kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan 

perusahaan. 
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7. Teori dan konsep yang relevan dengan CSR 

a. Teori Legitimasi  

Dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi atau perusahaan akan 

terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi 

beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu 

sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa 

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat (Handayani, 2011: 17, 

Erdanu, 2010:11). 

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi 

pada keberpihakan terhadap masyarakat. Sebagai suatu sistem yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan 

harapan dari masyarakat. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat 

kesesuaian antara keberadaan perusahaan dengan eksistensi sistem nilai yang ada 

dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju 

ketidaksesuaian, makapada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam 

(Febriyanti, 2010: 13).  

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk 

mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (going concern) (Febriyanti, 

2010: 12). 

Teori legitimasi memberikan perspektif yang komprehensif pada 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Teori ini secara 
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eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan 

bahwa perusahaan harus dapat menunjukkan berbagai aktivitasnya agar 

perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat yang pada gilirannya akan 

menjamin kelangsungan hidup (Amal, 2011: 30).  

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dimana 

perusahaan itu berada. Legitimasi ini pada tahapan berikutnya akan mengamankan 

perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan 

meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

nilai perusahaan tersebut (Fuad, 2011: 16).  

Perusahaan yang mengungkapkan informasi secara sukarela pada laporan 

tahunan akan mampu menjadikan pengungkapan tersebut sebagai strategi dalam 

mengorganisasi legitimasi perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan dapat dilihat sebagai cara perusahaan membangun 

persepsi untuk memberikan kesan bahwa perusahaan mengendalikan posisi 

ekonomi perusahaan (Amal, 2011: 31).  

Dowling dan Pfeffer (1975) (Febriyanti, 2010: 15), mengemukakan 2 (dua) 

dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) Aktivitas 

organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai dalam 

masyarakat; dan (2) Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya 

mencerminkan nilai sosial. 

Perusahaan perlu melakukan upaya dalam rangka mengelola legitimasi agar 

lebih efektif (Febriyanti, 2010: 16), yaitu dengan cara:  
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1) Melakukan identifikasi dan komunikasi/ dialog dengan publik 

2) Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan 

lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan 

3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan 

masalah tanggung jawab sosial.  

Praktik-praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial yang 

dilakukan perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi 

harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang selalu 

berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam 

masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan 

tersebut dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan 

hidup (Handayani, 2011: 18-19). 

 

b. Teori Learning Organization 

CSR menjadi isu penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha 

saat ini. Dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi 

dan kondisi lingkungan sosial di mana perusahaan berada, sehingga pelaksanaan 

CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas 

bisnisnya, bukan hanya sekedar pelaksanaan tanggung jawab tetapi menjadi suatu 

kewajiban bagi dunia usaha.  

Implementasi CSR harus menjadi suatu bagian dalam peran bisnis dan 

termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya 

merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal, 

tetapi juga harus menjadi suatu organisasi pebelajar (learning organization),        
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di mana setiap individu yang terlibat di dalamnya memiliki kesadaran sosial dan 

rasa memiliki, tidak hanya pada lingkungan organisasi saja, melainkan juga pada 

lingkungan sosial di mana perusahaan berada. 

Senge (1990: 3), mengungkapkan bahwa: 

Learning organizations are organizations where people continually expand 

their capacity to create the results they truly desire, where new and 

expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is 

set free, and where people are continually learning to see the whole 

together. 

 

(Organisasi belajar adalah organisasi dimana orang mengembangkan 

kapasitas mereka secara terus-menerus untuk menciptakan hasil yang 

mereka inginkan, dimana pola pikir yang luas dan baru dipelihara, dimana 

aspirasi kolektif dipoles, dimana orang-orang belajar tanpa henti untuk 

melihat segala hal secara bersama-sama). 

 

Menurut Senge (1990), ada 5 (lima) disiplin (lima pilar) yang membuat 

suatu organisasi menjadi organisasi pebelajar, yaitu: 

1) Personal mastery (penguasaan pribadi) 

Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang 

paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan 

seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri mereka menuju pencapaian 

sasaran dan makna bekerja sesuai dengan harapan yang mereka pilih. 

2) Mental models (model mental) 

Proses bercermin, sinambung memperjelas, dan meningkatkan gambaran diri 

kita tentang dunia luar, dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan 

dan tindakan kita. 
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3) Shared vision (visi bersama) 

Membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok, dengan mengembangkan 

gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan 

praktik yang menuntun cara kita mencapai tujuan masa depan tersebut. 

4) Team learning (belajar beregu) 

Mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berfikir (thinking skills), 

sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan 

kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota 

kelompok bekerja sendiri. 

5) System thinking (berpikir sistem) 

Cara pandang dan cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami 

kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu sistem. Faktor 

disiplin kelima ini membantu kita untuk melihat bagaimana mengubah sistem 

secara lebih efektif dan untuk mengambil tindakan yang lebih pas sesuai 

dengan proses interaksi antara komponen suatu sistem dengan lingkungan 

alamnya. 

Kelima dimensi dari Senge (1990) tersebut perlu dipadukan secara utuh, 

dikembangkan dan dihayati oleh setiap anggota organisasi, dan diwujudkan dalam 

perilaku sehari-hari. Kelima dimensi organisasi pembelajaran ini harus hadir 

bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena mempercepat proses 

pembelajaran organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi 

pada perubahan dan mengantisipasi perubahan pada masa depan.  
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Menurut Marquardt (1996: 19), pengertian Learning Organization, adalah: 

 

A learning organization is an organization which learns powerfully and 

collectively and is continually transforming itself to better collect, manage, 

and use knowledge for corporate success. It empowers people within and 

outside the company to learn as they work. Technology is utilized to 

optimize both learning and productivity. 

 

(Organisasi yang mau belajar secara kuat dan kolektif serta secara terus-

menerus meningkatkan dirinya untuk memperoleh, mengatur, dan 

menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama. Organisasi belajar 

juga memberdayakan sumber daya manusia di dalam dan di sekitarnya, dan 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses belajar dan 

produktivitasnya). 

 

Menurut Marquardt (1996: 1-2), kemampuan organisasi beradaptasi dengan 

lingkungannya ditentukan oleh keberadaan suprastruktur yaitu sumber daya 

manusia (SDM) dan infrastruktur berupa iklim organisasi. Organisasi akan 

beradaptasi secara cepat bila memiliki SDM yang sensitif terhadap perubahan     

di luar organisasi dan mampu belajar secara cepat, serta apabila 

organisasi memiliki lingkungan yang kondusif untuk mendorong proses belajar. 

Marquardt (1996: 21-27), menyajikan komponen tersebut ke dalam sistem 

dan subsistem. Sistem belajar yang dimaksud terdiri atas belajar itu sendiri, 

organisasi, orang, pengetahuan, dan teknologi. Masing-masing komponen dalam 

sistem tersebut memiliki subsistem. Subsistem belajar terdiri atas; tingkat yang 

mencakup tingkat individu, kelompok, dan organisasi, jenis belajar yang terdiri 

atas adaptif, antisipatori, deutero, dan tindakan, keterampilan belajar yang 

mencakup sistem berpikir, model mental, penguasaan perorangan, belajar beregu, 

visi bersama, dan dialog. 

Marquardt (1996), mengidentifikasi ciri organisasi pebelajar, sebagai 

berikut: 
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1) Belajar dilakukan melalui sistem organisasi secara keseluruhan dan organisasi 

seakan-akan mempunyai satu otak 

2) Semua anggota organisasi menyadari betapa pentingnya organisasi belajar 

secara terus menerus untuk keberhasilan organisasi pada waktu sekarang dan 

akan datang 

3) Belajar merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus serta 

dilakukan berbarengan dengan kegiatan bekerja 

4) Berfokus pada kreativitas dan generative learning 

5) Menganggap berpikir sistem adalah sangat penting 

6) Dapat memperoleh akses ke sumber informasi dan data untuk keperluan 

keberhasilan organisasi 

7) Iklim organisasi mendorong, memberikan imbalan, dan mempercepat masing-

masing individu dan kelompok untuk belajar 

8) Orang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang inovatif sebagai suatu 

komunitas di dalam dan di luar organisasi 

9) Perubahan disambut dengan baik, kejutan-kejutan dan bahkan kegagalan 

dianggap sebagai kesempatan belajar 

10) Mudah bergerak cepat dan fleksibel 

11) Setiap orang terdorong untuk meningkatkan mutu secara terus menerus 

12) Kegiatan didasarkan pada aspirasi, reffleksi, dan konseptualisasi 

13) Memiliki kompetensi inti (core competence) yang dikembangkan dengan baik 

sebagai acuan untuk pelayanan dan produksi 
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14) Memiliki kemampu untuk melakukan adaptasi, pembaharuan, dan revitalisasi 

sebagai jawaban atas lingkungan yang berubah. 

Konsep CSR saat ini dapat dipandang sebagai titik berangkat bagi lahirnya 

konsep-konsep yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan CSR (Kartini, 2013: 

16). Sejumlah konsep tersebut, adalah: (1) Business Ethics; (2) Stakeholder 

Management; (3) Sustainable Development; (4) Corporate Social Performance; 

(5) Corporate Social Responsiveness; (6) Good Corporate Governance; dan       

(6) Corporate Citizenship. Keterkaitan antara konsep CSR dengan sejumlah 

konsep yang lain terlihat pada Gambar 2.10: 

 

Gambar 2.10 

Keterkaitan antara Konsep CSR  

dengan Sejumlah Konsep yang Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kartini (2013: 17)  

 

 

 

Corporate Social Performance 

Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsiveness 

Good Corporate Governance 

Corporate Citizenship 

Business Ethics Stakeholder Management  Sustainable Development 



94 
 

 
 

a. Konsep business ethics 

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Epstein 

(1989: 584-585), mengungkapkan bahwa etika bisnis menunjukan refleksi moral 

yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan 

(organisasi) untuk menilai suatu isu dimana penilaian ini merupakan pilihan 

terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan tersebut, 

individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang 

dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan (utilitas) 

atau tidak. 

Etika bisnis merupakan salah satu bentuk dari etika terapan. Etika bisnis 

menerapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang 

bisnis. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku 

manusia dan sering disebut sebagai filsafat praktis (K. Bertens, 2009). 

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, perusahaan memiliki tanggung 

jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak 

dapat dipungkiri peran peran perusahaan di Indonesia saat ini sebagian besar 

hanya sebatas memberikan dukungan dana secara sukarela (voluntary) dan 

bersifat kedermawanan (philanthropy) sehingga kegiatan yang dilaksanakan 

kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi target sasaran. 

Masih minimnya peran perusahaan dalam kehidupan sosial memunculkan 

pendapat bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum maksimal. 
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Beberapa prinsip etika bisnis, adalah: 

1) Otonomi 

Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak 

berdasarkan kesadarannya sendiri. 

2) Kejujuran 

Kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian, kejujuran dalam 

penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, kejujuran 

dalam hubungan kerja intern. 

3) Keadilan 

Memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, baik 

dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan. 

4) Saling menguntungkan 

Bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan. 

5)  Integritas moral 

Tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis.  

 

b. Konsep Stakeholder  

Perkembangan konsep CSR diyakini berjalan seiring dengan perkembangan 

konsep stakeholder. Adapun konsep stakeholder sendiri tidak dapat dilepaskan 

perkembangannya dari adopsi pendekatan sistem ke dalam teori manajemen. 

Pengenalan terhadap konsep lingkungan organisasi perusahaan yang berkembang 

sejalan dengan berkembangnya pendekatan sistem dalam manajemen, telah 

mengubah cara pandang manajer dan para ahli teori manajemen terhadap 



96 
 

 
 

organisasi, khususnya mengenai bagaimana suatu organisasi perusahaan dapat 

mencapai tujuannya secara efektif. 

Melalui pengakuan terhadap berbagai elemen di lingkungan luar perusahaan 

yang akan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan, para peneliti di 

Stanford Research institute (SRI) memerkenalkan konsep stakeholder pada tahun 

1963 (Freeman dan Reid, 1983: 89), yang mula-mula merujuk kepada pengertian: 

“those groups without support the organization would cease to exist”. 

Freeman (1984: 46), mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau 

individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

perusahaan. Awalnya, yang dimaksud dengan stakeholder mencakup para 

pemegang saham (stockholders), para karyawan (employees), para pelanggan 

(customers), para pemasok (suppliers), para pemberi pinjaman (lenders), dan 

masyarakat luas (society).    

Konsep stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan 

manfaat bagi stakeholdernya. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut               

(Pian, 2010: 14)  

Konsep stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi 

kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Konsep ini menyatakan bahwa 

organisasi akan memilih secara suka rela mengungkapkan informasi tentang 

kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan 
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wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh 

stakeholder (Yuniarti, 2007: 35). 

Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan 

kepentingan stakeholder menurut Arifin dkk. (Tanpa Tahun: 5-6), yaitu: (1) Isu 

lingkungan melibatkan berbagai kepentingan berbagai kelompok dalam 

masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka; (2) Era globalisasi 

telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan 

lingkungan; (3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk 

memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program 

lingkungan; dan (4) LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik 

perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.  

Tujuan utama dari konsep stakeholder adalah untuk membantu manajer 

korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan 

dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan 

perusahaan mereka. Tujuan yang lebih luas dari konsep stakeholder adalah untuk 

menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-

aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada 

kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan 

terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka (Yuniarti, 

2007: 35). 

Jones (1995), mengklasifikasikan stakeholders dalam 2 (dua) kategori. 

Kategori pertama adalah inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang 

memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada 
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di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside 

stakeholders adalah pemegang saham (stockholders), para manajer (managers), 

dan karyawan (employees).  

Kategori kedua adalah outside stakeholders, terdiri atas orang-orang 

maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin 

perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside 

stakeholders adalah pelanggan (customers), para pemasok (suppliers), pemerintah 

(government), masyarakat lokal (local communities), dan masyarakat secara 

umum (general public). 

Pada kategori inside stakeholders, orang-orang yang termasuk dalam 

kategori tersebut memiliki peran dalam rangka merumuskan serta menjalankan 

program CSR perusahaan. Sedangkan orang-orang yang termasuk pada kategori 

outside stakeholders memiliki peran sebagai pendukung ataupun sebagai objek 

dari program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan (Jatmiko, 2011: 18-19).  

Konsep stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari 

para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 

stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

terhadap keinginan para stakeholder-nya (Cahyati, 2008: 76). 

Pengakuan terhadap adanya berbagai stakeholders di luar pemegang saham 

(shareholders) yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujun perusahaan 
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telah mengubah dimensi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dari 

tanggung jawab ekonomi semata-mata dalam bentuk maksimasi laba untuk 

kemakmuran para pemegang saham menjadi tanggung jawab kepada sejumlah 

stakeholders yang lebih luas. 

Robbins dan Coulter (2003: 123), menggambarkan perkembangan CSR 

dalam sebuah kontinum yang menunjukkan CSR kepada berbagai konstituen. 

Kontinum ini juga menunjukkan bahwa semakin luas CSR (berdasarkan cakupan 

konstituen yang dilayani oleh perusahaan) maka semakin besar pula CSR-nya, 

sebagaimana Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.11 

Tahap Perkembangan Social Responsibilities 

 

Social Responsibilities 

 

 

 

Sumber: Stephen P. Robbins and Mary Coulter. 2003. Management. Upper Saddle 

River, New Jersey: Prentice Hall    

 

 

Pada tahap awal (stage 1), CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan 

(shareholders/ owners) dan manajer. Pada tahap ini, pemimpin perusahaan akan 

mengedepankan kepentingan para pemegang saham, yakni melalui berbagai upaya 

untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan melakukan 

maksimasi laba. Pada tahap ini, meskipun perusahaan memerhatikan berbagai 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun pemimpin perusahaan 
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memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat secara luas. 

Pada tahap kedua (stage 2), perusahaan mulai mengembangkan CSR-nya 

kepada para karyawan (employees). Pada tahap ini, manajer perusahaan tidak 

hanya memerhatikan maksimasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian 

yang besar kepada sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena mereka 

berkeinginan untuk dapat merekrut, memelihara, dan memotivasi para karyawan 

yang baik. Para manajer pada tahap ini akan melakukan berbagai upaya seperti 

memperbaiki kondisi kerja dan mengembangkan hak-hak karyawan dan 

memberikan kompensasi yang layak serta meningkatkan keamanan kerja, dan 

lain-lain. 

Pada tahap ketiga (stage 3), perusahaan mengembangkan CSR-nya kepada 

para konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik dimana konstituen tersebut 

biasanya merupakan komunitas lokal (local communities) yang terkena dampak 

secara langsung oleh operasional perusahaan di daerah tempat mereka bermukim. 

Pada tahap keempat (stage 4), perusahaan tidak hanya mengembangkan 

CSR-nya kepada masyarakat lokal saja melainkan mencakup pula masyarakat 

dalam arti luas (broader society). Para manajer memandang bisnis mereka sebagai 

bagian dari entitas publik dan mereka merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan berbagai kebajikan kepada publik. 

 

c. Konsep sustainable development  

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. 

Setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 
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peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor 

lingkungan hidup (Sumardiyono, 2007: 18). Dunia usaha saat ini tidak lagi hanya 

memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), tetapi 

sudah meliputi aspek sosial dan aspek lingkungan (triple bottom lines). Sinergi 

dari 3 (tiga) elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan 

(Irwanto dan Prabowo, 2009: 99). 

Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan 

berkelanjutan (Rahmatullah, 2010: 3). CSR merupakan salah satu wujud 

partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (sustainability 

development) untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada 

masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara 

mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup 

(Anatan, 2009: 2). 

Kegiatan CSR memiliki keterkaitan dengan kegiatan berkelanjutan. 

Pandangan Elkington (Suharto, 2010: 4-5), sustainability (keberlanjutan) adalah 

keseimbangan antara people-planet-profit, yang dikenal dengan sebutan 3P dalam 

konsep Tripple Bottom Lines, menjadi pengertian CSR yang relatif lebih mudah 

dipahami dan dioperasionalkan. Sustainability terletak pada pertemuan antara        

3 (tiga) aspek, people-social, planet-environment, dan profit-economic, seperti 

terlihat pada Gambar 2.12:  
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Gambar 2.12 

Tripple Bottom Lines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Elkington (1998) (Suharto, 2010: 5) 
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Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 
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yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.  

c. Planet 

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman 

hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa 
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penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan 

pemukiman, pengembangan pariwisata (ekotourism), dan lain-lain. 

Perusahan, menurut Elkington (1998), harus bertanggung jawab atas 

dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial, 

dan lingkungan hidup. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan 

ekonomi belaka (profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) (Suharto, 2010: 4-5). 

Terkait dengan CSR dan keberlanjutan, Suharto (2010: 5), menambahkan 

satu line, yaitu procedure, sehingga CSR dapat diartikan sebagai kepedulian 

perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan 

pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan 

berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. 

Terdapat 2 (dua) jenis keberlanjutan menurut Dunphy et. al. (Radiaty,   

2008: 1), yakni ecological sustainability (keberlanjutan ekologi) dan human 

sustainability (keberlanjutan manusia). Keberlanjutan ekologi mencakup desain 

organisasi yang dapat memberikan kontribusi kepada sustainable economic 

development (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan), perlindungan terhadap 

lingkungan hidup, dan pembaharuan biosfir (permukaan  bumi dan atmosfir yang 

ditinggali mahluk hidup). Keberlanjutan manusia adalah meningkatkan 

kemampuan dan keahlian manusia untuk kinerja perusahaan yang tinggi dan 

berkelanjutan serta untuk kesejahteraan sosial (well-being) dan ekonomi 

masyarakat. Organisasi yang berkelanjutan berarti organisasi yang menjalankan 

kegiatan dengan memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain (kelompok 
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masyarakat, lembaga pendidikan dan agama, pekerja, dan masyarakat umum), 

serta meningkatkan jaringan kerja sama yang mempersatukan mereka semua.  

Forum for the Future mendefinisikan sustainable development sebagai         

a path for human progress that has the capacity to continue (Cahyandito,       

2006: 2). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut The Brundtland 

Comission adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat 

ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi 

kebutuhan mereka (Rahmatullah, 2010: 3). Konsep ini berarti, pembangunan 

berkelanjutan bertujuan agar generasi masa depan juga dapat merasakan dan 

menikmati kebaikan lingkungan yang kita rasakan saat ini. 

The Brundtland Comission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang 

semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan 

kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Komisi 

ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Konsep 

sustainability development dibangun di atas 3 (tiga) pilar yang berhubungan dan 

saling mendukung satu dengan lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah sosial, 

ekonomi, dan lingkungan (Rahmatullah, 2010: 3). Substansi  keberadaan  CSR 

adalah memperkuat kebelanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun 

kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan dengan menyusun 

program-program pengembangan masyarakat sekitar. Prinsip keberlanjutan  

mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam 

mengelola lingkungannya dan strateginya adalah kemampuan untuk  
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mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai 

kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Tiga stakeholder inti (perusahaan, 

masyarakat, dan pemerintah) diharapkan dapat mendukung penuh kegiatan dan 

program yang akan dijalankan (Rahadhini, 2010: 18). 

Setyaningrum (2011: 3) mengungkapkan bahwa agar keberlangsungan 

pembangunan dapat terjaga, maka desain program-program CSR juga harus 

bersifat berkelanjutan dan tidak parsial. Program CSR yang berkelanjutan jelas 

membutuhkan ketegasan komitmen dari perusahaan serta seluruh stakeholder 

untuk mengawal perjalanannya. Bank Dunia menyebut CSR sebagai media atau  

sarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan  

masyarakat lokal, penanggulangan bencana alam, maupun pelestarian lingkungan  

yang dapat dilakukan bersama-sama pemerintah. Setiap perusahaan, pada 

dasarnya memiliki kewajiban sosial yang luas dan selalu melekat pada setiap 

aktivitas bisnisnya. 

Pengenalan konsep sustainability development  memberikan dampak kepada 

perkembangan definisi dan konsep CSR selanjutnya. The Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan CSR sebagai 

kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi 

yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, 

upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, 

melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal 

yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat (Rahmatullah, 2010: 4). 
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Definisi CSR menurut Bank Dunia (dikutip Triastity,  2010: 34), adalah:  

 

CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic 

development working with employees and their representative, the local 

community and society at large to improve quality of life, in ways that are 

both good for business and good for development  

  

Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Pratiwi (2011: 119), bahwa CSR 

merupakan komitmen perseroan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya.  

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep 

sustainability development adalah The World Business Council for Sustainability 

Development. CSR, menurut organisasi ini adalah komitmen berkelanjutan dari 

para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas 

hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan 

masyarakat secara luas (Rahmatullah, 2010: 4). 

Radyati (2008: 1), mengemukakan bahwa dengan tercapainya sustainability 

berarti generasi mendatang minimal akan mendapat kesempatan yang sama untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada, dan akan lebih baik lagi jika bisa 

mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan kita sekarang. 

Ketercapaian hal ini jika sumber daya alam masih cukup tersedia atau idealnya 

bertambah. Sumber daya manusia pun menjadi makin berkualitas karena 

pengembangan SDM dan pada akhirnya generasi mendatang dapat mencapai 

kesejahteraan. 
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Program CSR yang berkelanjutan (sustainable) diharapkan akan dapat 

membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan 

mandiri. Pengembangan kegiatan yang berkesinambungan, kreatif dan konsisten 

pada peningkatan kualitas hidup manusia. Program CSR memerlukan komitmen 

yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli. Program 

CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan 

kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri (Rokhim dan Widodo, 

2009: 1). 

 

d. Konsep Corporate Social Performance 

Pelaksanaan Corporate Social Performance maupun CSR sendiri dilandasi 

oleh pilihan yang berada di dalam domain etika bisnis (business ethics) dari para 

pelaku bisnis. Konsep Corporate Social Performance mengintegrasikan konsep 

CSR ke dalam model 3 (tiga) dimensi, yaitu (1) Dimensi tanggung jawab sosial; 

(2) Dimensi tanggapan perusahaan terhadap isu sosial; dan (3) Dimensi dalam isu 

sosial apa yang menjadi perhatian sehingga perusahaan ikut terlibat (Caroll, 

1979). 

Selanjutnya, model Corporate Social Performance disempurnakan oleh 

Wartick dan Cochran yang menambahkan pentingnya pengukuran dampak 

pelaksanaan CSR terhadap stakeholder, sehingga konsep Corporate Social 

Performance menurut rumusan Wartick dan Cochran (1985), menjadi: 

A business organization’s configuration of principles of social 

responsibility, process of social responsiveness, and policies, program, and 

observable outcomes as they relate to the firm’s societal relationships       
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Hal mendasar yang ingin dicapai melalui pengenalan konsep Corporate 

Social Performance adalah agar pelaksanaan aktivitas CSR bukan semata-mata 

merupakan aktivitas perusahaan yang bersifat sukarela, tetapi dapat diukur 

dampaknya terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (corporate 

financial performance). 

Salah satu model untuk melihat hubungan secara matematis antara 

pelaksanaan CSR oleh perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan, 

dikemukakan oleh Marom (2006: 196). Dia memandang aktivitas CSR yang 

dilakukan perusahaan memiliki kesetaraan dengan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada konsumen. CSR dalam hal ini merupakan produk sosial yang 

ditawarkan perusahaan kepada segmen pasar tertentu seperti para pemangku 

kepentingan.  

Berdasarkan parelisasi antara penjualan produk dalam kegiatan bisnis dan 

penjualan produk sosial dalam kegiatan CSR, Marom (2006) mengembangkan      

5 (lima) asumsi dasar, sebagai berikut: 

a. Perusahaan beroperasi baik di domain bisnis maupun domain CSR untuk 

melakukan maksimalisasi laba 

b. Utilitas para pemangku kepentingan merupakan fungsi dari level output sosial 

yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Diasumsikan bahwa utilitas 

para pemangku kepentingan akan meningkat bila mereka memperoleh output 

sosial (dalam bentuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan) yang lebih besar 

c. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan memiliki fungsi utilitas yang 

berbeda dibanding kelompok pemangku kepentingan lainnya 
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d. Output sosial dari suatu perusahaan diasumsikan bersifat independen 

e. Reward bagi perusahaan yang diperoleh melalui tindakan para pemangku 

kepentingan (misalnya masyarakat lokal menjadi loyal terhadap produk 

perusahaan), adalah proporsional terhadap utilitas kelompok pemangku 

kepentingan. Reward terhadap perusahaan akan meningkat bila para pemangku 

kepentingan merasakan utilitas yang lebih besar. 

Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan CSR apabila 

kelompok stakeholder tertentu yang menerima program CSR perusahaan merasa 

puas dengan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Profit CSR dapat 

berbentuk peningkatan citra peusahaan di mata publik yang diperoleh oleh 

perusahaan dari pelaksanaan kegiatan CSR mereka. 

 

e. Konsep Corporate Social Responsiveness 

Konsep Corporate Social Responsiveness berada dalam lingkup konsep 

Corporate Social Responsibility yang menunjukkan sejauh mana perusahaan 

memberikan tanggapan terhadap berbagai isu sosial, yakni dari tanggapan yang 

bersifat proaktif sampai ke tanggapan yang bersifat reaktif. 

Isu pelaksanaan CSR telah mengalami pergeseran dari kewajiban apa yang 

diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan perusahaan menjadi bagaimana 

perusahaan memberikan tanggapan terhadap berbagai isu sosial (yang ditunjukkan 

oleh konsep Corporate Social Responsiveness) sampai kepada pertanyaan 

mengenai dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan CSR bagi 

masyarakat (dalam bentuk perbaikan kondisi sosial/ social betterment) maupun 
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dampak bagi perusahaan yang menjalankan CSR sendiri (dalam bentuk 

peningkatan kinerja ekonomi/ economic betterment). 

Perusahaan yang tanggap pada lingkungan, akan mendapatkan banyak 

manfaat, salah satunya adalah peningkatan reputasi (brand image). Bagi 

perusahaan, reputasi atau citra korporat merupakan aset yang paling utama dan tak 

ternilai harganya, karena citra korporat akan memengaruhi loyalitas konsumen, 

sehingga segala upaya, daya, dan biaya digunakan untuk memupuk, merawat, 

serta menumbuhkembangkannya. Membangun citra korporat atau brand image 

biasanya dilakukan melalui media massa, namun pada kenyataannya seringkali 

tidak efektif, tidak efisien, dan mahal. Brand image juga bisa di bangun melalui 

kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan sales (penjualan).  

Sati (2004), mengatakan bahwa pengelolaan reputasi (managing reputation) 

hendaknya memperhatikan lingkungan, stakeholder internal, dan eksternal 

perusahaan. Keberadaan masyarakat sekitar relatif menentukan citra dan reputasi 

perusahaan. Brand image yang tinggi dapat dibangun melalui kegiatan-kegiatan 

yang terangkum dalam Corporate Social Responsibility (CSR).  

Kegiatan-kegiatan CSR memang tidak secara langsung akan menaikkan 

penjualan, akan tetapi apabila dilakukan secara tepat, jitu, menyentuh 

kepentingan-kepentingan sosial dari masyarakat yang sedang menghadapi 

kesulitan maka brand image akan cepat meningkat.  
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f. Konsep Good Corporate Governance  

Pengertian Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) 

menurut Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) 

(Wahyudi, 2008: 35), menjelaskan bahwa:  

“Good Corporate Governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak 

manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan dengan perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus 

memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan 

menggunakan sumber daya yang lebih efisien”.  

 

Menurut Cadburry, Good Corporate Governance adalah prinsip yang 

mengarahkan dan mengendalilkan perusahan agar mencapai keseimbangan 

anatara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada 

umunya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengetahuan kewenangan Direktur, 

manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan 

perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. 

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia 

termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin 

sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan 

dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-

masing. Prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini, antara lain: 

1) Akuntabilitas (accountability) 

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan 

komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang 
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saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas 

keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas 

keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas 

pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang 

saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka 

pengelolaan perusahaan. 

2) Pertanggungan jawab (responsibility) 

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan 

melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola 

perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi 

merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah 

disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun 

pedoman operasional bisnis perusahaan. 

3) Keterbukaan (transparancy) 

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. 

Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, 

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi 

dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham 

dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang 

saham dapat ditingkatkan. 
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4) Kewajaran (fairness) 

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini    

dalam perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh 

orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus 

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan. 

5) Kemandirian (independency) 

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara 

mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan 

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan 

yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus 

tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan 

dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. 

Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan Good 

Corporate Governance, antara lain:  

1) Dengan Good Corporate Governance proses pengambilan keputusan akan 

berlangsung secara lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal 

2) Good Corporate Governance akan meminimalisir tindakan penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan 

3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat 

mereka berinvestasi 
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4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut 

pada poin pertama, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham 

mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima 

5) Tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat 

sehingga citra positif perusahaan akan naik.           

Corporate Social Responsibility dalam prinsip Good Corporate Governance 

ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. 

Implementasi Good Corporate Governance akan menunjang tercapainya aktivitas 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan, serta menciptakan nilai tambah pada 

produk dan jasa bagi shareholders dan stakeholders perusahaan.   

Berbicara mengenai CSR pada Perusahaan, tentunya CSR berhubungan 

dengan prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasional 

perusahaan. Latar belakang histori kenyataan dunia bisnis di Indonesia, banyak 

potret buruk mengenai perusahaan-perusahaan, seperti pada tahun 1997, dimana 

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan banyaknya 

praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi dalam kegiatan usaha 

perusahaan. Fenomena krisis inilah yang memberikan sebuah gambaran 

bagaimana sebuah tata kelola perusahaan yang buruk dapat menghantarkan 

sebuah perekonomian negara menuju badai krisis.  

Di tahun 2007, PBB dalam pertemuannya mengemukakan kepada seluruh 

perusahaan di dunia untuk menunjukkan suatu perilaku bisnis yang sehat dengan 

melakukan suatu tanggung jawab sosial (CSR). Perseroan Terbatas atau PT, 

tentunya terikat kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, yang merupakan dasar hukum adanya 

CSR di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perusahaan yang 

berbentuk PT terikat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.  

Mengingat, perekonomian di Indonesia selama ini yang memberikan 

kontribusi besar adalah badan usaha perseroan yang melakukan pemanfaatan 

sumber daya alam (SDA), tetapi eksistensi perusahaan pada bidang ini sering kali 

memberikan dampak negatif yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, 

antara lain: pencemaran, radiasi, penyebaran virus, dan sebagainya sehingga 

mengakibatkan adanya konflik sosial dan lingkungan.  

Dampak negatif tersebut akan berdampak pada nama perusahaan yang akan 

memberikan image buruk perusahaan di mata masyarakat. Perlu disadari juga 

bahwa proses pemanfaatan SDA ini tidak akan berhasil jika tidak di dukung oleh 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga merupakan suatu keterikatan 

secara tidak langsung untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat 

lingkungan sekitarnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa CSR pada badan 

usaha pertambangan atau ekstraktif lebih menjadi sorotan.  

Guna mengatasi sejumlah masalah yang terjadi dan seiring dengan adanya 

globalisasi dan tantangan yang semakin berkembang dalam dunia perekonomian,  

maka dibutuhkannya penerapan prinsip Good Corporate Governance pada 

Perusahaan yang dijadikan sebagai landasan operasionalnya. Perusahaan perlu 

menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui 

pembenahan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi mencapai peningkatan kualitas dan 
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kuantitas perusahaan. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility. Kinerja atau perfoma yang baik adalah salah satu 

indikator yang dapat diandalkan di dalam mekanisme pasar dan hal ini dapat 

dicapai dengan implementasi prinsip Good Corporate Governance.  

Munculnya konsep CSR pada sebuah perusahaan juga merupakan implikasi 

dari adanya pembaharuan tata kelola dalam badan usaha yaitu prinsip 

responsibility, yang mana bertujuan untuk memberikan suatu tanggung jawab 

kepada stakeholders. Good Corporate Governance yang kemudian menjadi 

indikator keberhasilan badan usaha menjadi pedoman dalam pelaksanaan CSR 

agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pada CSR 

terdapat nilai-nilai yang merupakan etika bisnis dan nilai-nilai tersebut merupakan 

wujud dari implementasi Good Corporate Governance, kemudian implementasi 

keduanya akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). 

The Organization for Economic Corporation and Developmant (OECD) 

telah menetapkan serangkaian prinsip yang diharapkan dapat dijadikan panduan 

bagi setiap perusahaan dalam proses implementasi Good Corporate Governance. 

Mengingat adanya ragam karakteristik hukum, aturan serta  nilai yang berlaku di 

masing-masing negara, sebaiknya prisip-prinsip ini diselaraskan dengan kondisi 

yuridis negara yang bersangkutan. Pada intinya prinsip-prinsip dasar GCG yang 

disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu transparancy, accountability, 

responsibility, independency, fairness. Prinsip-prinsip dasar tersebut bersifat tidak 
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mengikat dan merupakan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki 

pengelolaaan perusahaan di masing-masing negara. 

Cara mewujudkan prinsip-prinsip tersebut adalah dengan membuat 

peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku 

perusahaan dan kebijakan-kekbijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan 

buruk orang dalam, self-delaing, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan 

bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan pun dapat terlaksana dengan baik. 

Sejalan dengan penerapan GCG sebagai pilar utama kesuksesan bisnis, 

maka hal ini terus mendorong pergerakan atau pelaksanaan CSR yang pada 

akhirnya akan sangat banyak bermanfaat bagi kepentingan pembangunan 

masyarakat pada umumnya, dan pembangunan masyarakat setempat pada 

khususnya. Pada akhirnya juga akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development). 

CSR dan GCG seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan 

karena kedua-duanya merupakan hal yang penting. GCG dan CSR bukanlah suatu 

pilihan, melainkan suatu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan dan 

berkelanjutan. CSR merupakan aplikasi dari prinsip responsibility, di samping 

prinsip-prinsip transparancy, accountability, fairness dan independency.  

 

g. Konsep Good Corporate Citizenship 

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat. Pada 

era globalisasi, selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan  dalam  jangka 

panjang, perusahaan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi community 
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development. Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility/ CSR) adalah melalui corporate citizenship. 

 Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap 

dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan, 

pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) 

lainnya. Tujuan Good Corporate Citizenship (GCC) adalah sebagai salah satu 

cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan 

kompetitif  serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.  

Corporate Citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan 

masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan 

memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat  dan terkait langsung dengan 

proses usaha perusahaan  maupun upaya memajukan dunia pendidikan. 

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan 

manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan 

melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Perusahaan dalam hal ini, juga 

ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (good citizen) dimana kontribusi 

yang mereka berikan kepada masyarakat akan memengaruhi reputasi perusahaan, 

sehingga aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi discretionary 

responsibilities disebut sebagai Corporate Citizenship. 

Koestoer (2004), menjelaskan tentang Corporate Citizenship dalam 

Corporate Citizenship: Corporate Social/ Environment Responsibility adalah cara 

perusahaan dalam bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan 

dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan 
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meningkatkan keunggulan kompetitif. Corporate Citizenship berkaitan dengan 

masalah pembangunan sosial (social development) serta diterapkan dalam konteks 

kemitraan (partnership) dan tata kelola (governance). Ajaran-ajarannya antara 

lain, pembangunan masyarakat, pelestarian lingkungan untuk keberlangsungan 

ekosistem, serta memperbaiki kualitas hidup manusia. Pengejawantahannya 

melalui pengelolaan manajemen internal yang baik, memberikan bantuan 

sumberdaya untuk pembangunan sosial, dan kemitraan dengan masyarakat bukan 

bisnis. 

Manfaat perusahaan yang menerapkan GCC, yaitu, Pertama, dapat 

meningkatkan reputasi manajemen. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi 

kesuksesan perusahaan. Reputasi yang positif perlu dibangun dan dikelola oleh 

perusahaan  secara serius. Kedua, mempermudah dalam mengelola profil risiko 

dan manajemen risiko. Beberapa risiko potensial  yang mungkin timbul  perlu 

dilakukan antisipasi serta mitigasi, sehingga dampak negatif yang merugikan 

perusahaan dapat diminimalisasi. Ketiga, dapat meningkatkan kreativitas dan 

inovasi  terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat maju dan 

berkembang pesat, apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan  inovasi 

yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Keempat, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan 

GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan 

langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan 

biaya. 
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E. Pemberdayaan dan Keberdayaan Masyarakat 

 

1. Konsep dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada 

masyarakat (community-based development). Keberdayaan dalam konteks 

masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan 

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto dan 

Soebiato, 2013: 40). 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, 

and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya 

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap 

konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari 

upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang  antara lain oleh Friedman 

(1992) disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, 

appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”.  

Konsep ini tidak memertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena 

seperti dikatakan oleh Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai 

"incompatible or antithetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari 

perangkap "zero-sum game" dan "trade off", dengan bertitik tolak dari pandangan 
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bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan 

dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.  

Konsep pembedayaan masyarakat adalah pembangunan ekonomi yang 

bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan 

penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kartasasmita,     

2003: 11), yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau 

demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.  

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). 

Diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dalam aspek ini, selain dari 

hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah 

nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan 

akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat 

masyarakat menjadi makin berdaya.  

Upaya yang sangat pokok dalam rangka pemberdayaan ini adalah peningkatan 

taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses ke dalam sumber-sumber 

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan 

pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana 
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dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti 

sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga 

pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi 

penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Program khusus bagi masyarakat 

yang kurang berdaya penting dalam hal ini, karena program-program umum 

yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 

tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti 

kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian 

pokok dari upaya pemberdayaan ini. Pembaharuan institusi-institusi sosial dan 

pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat 

di dalamnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan partisipasi rakyat dalam 

proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya 

menjadi sangat penting. Pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan 

pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.  

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Harus dicegah yang lemah 

menjadi bertambah lemah dalam proses pemberdayaan, karena 

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan 

pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi 

dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan 

melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk 
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mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang 

kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat 

menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Setiap 

apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat 

dipertukarkan dengan pihak lain). Tujuan akhirnya adalah memandirikan 

masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan 

diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 

Tujuan pemberdayaan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 111-112), meliputi 

beragam upaya perbaikan, di antaranya: 

a. Perbaikan pendidikan (better education) 

Perbaikan pada materi, metode, tempat dan waktu, penerima manfaat, dan yang 

lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan 

semangat belajar seumur hidup; 

b. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) 

Perbaikan aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, 

penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran; 

c. Perbaikan tindakan (better action) 

Perubahan tindakan masyarakat ke arah yang lebih baik; 

d. Perbaikan kelembagaan (better institution) 

Perbaikan kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha; 

e. Perbaikan usaha (better income) 

Perubahan dan peningkatan bisnis/ usaha masyarakat ke arah yang lebih baik; 

f. Perbaikan pendapatan (better education) 
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Perubahan dan peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat ke arah yang 

lebih baik; 

g. Perbaikan lingkungan (better environment) 

Perubahan dan peningkatan keadaan lingkungan fisik dan sosial ke arah yang 

lebih baik; 

h. Perbaikan kehidupan (better living) 

Perubahan dan peningkatan keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat 

ke arah yang lebih baik; 

i. Perbaikan masyarakat (better community) 

Perubahan dan peningkatan keadaan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih 

baik. 

 

2. Strategi Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya bukan merupakan hal 

baru. Usaha pengembangan masyarakat di masa lalu berkaitan dengan konteks 

memerjuangkan kemerdekaan, sedangkan pada masa sekarang kegiatan 

pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembengunan dalam 

konteks transformasi sosial. Korten (1984), mengemukakan bahwa strategi 

program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang 

tercermin dalam 5 (lima) generasi, yaitu: 

a. Generasi pertama mengutamakan relief and walfare, yaitu dengan berusaha 

segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu 

atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan; 
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b. Generasi kedua memusatkan kegiatannya pada small-scale reliant local 

development atau disebut dengan community development, yang meliputi 

pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan 

infrastruktur. Penyelesaian persoalan masyarakat bawah (grassroot) dalam 

generasi ini, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan dari atas ke bawah 

(top-down approach), melainkan membutuhkan pendekatan dari bawah ke atas 

(bottom-up approach); 

c. Generasi ketiga adalah mereka yang terlibat dalam sustainable system 

development, mulai memermasalahkan dampak pembangunan dan cenderung 

melihat jauh keluar daerahnya, ketingkat regional, nasional, dan internasional. 

Strategi ini mengharapkn perubahan pada tingkat regional dan nasional; 

d. Generasi keempat merupakan fasilitator gerakan masyarakat (people 

movement). Hal ini dilakukan dengan membantu rakyat mengorganisasi diri, 

mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memobilisasi sumber daya lokal yang 

ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Generasi ini tidak sekadar 

memengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan adanya 

perubahan di dalam pelaksanaannya; dan 

e. Generasi kelima yaitu generasi pemberdayaan rakyat (empowering people) 

yang memerhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan 

kerjasama. Generasi ini memerjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka 

terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat serta pengakuan pemerintah 

terhadap inisiatif lokal. 
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Elliot (1996), mengemukakan pula 3 (tiga) strategi pendekatan yang dipakai 

dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: 

a. The walfare approach 

Pendekatan dengan jalan membantu memberikan bantuan kepada kelompok-

kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam. 

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam 

menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat; 

b. The development approach 

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan 

kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat; 

c. The empowerment approach 

Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha 

memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. 

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan 

dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, 

budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah 

proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus 

menikmati, begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.  

Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar 

dalam alokasi sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa kebijaksanaan 

ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, 

dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi 

masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang menyebabkan 
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kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan tersebut (Brown, 1995). Diperlukan 

intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya 

mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro 

dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. 

Pemberdayaan masyarakat dapat  dipandang sebagai jembatan bagi konsep-

konsep pembangunan makro dan mikro. Berbagai input seperti dana, prasarana 

dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program 

pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal yang 

bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan 

pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan 

oleh masyarakat sendiri. 

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, 

prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan 

berpegang pada 5 (lima) prinsip pokok (Kartasasmita, 2003: 13), yaitu: (1) Mudah 

diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola 

(acceptable); (2) Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable); (3) Memberikan pendapatan yang 

memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis  

(profitable); (4) Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga 

menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat 

(sustainable); dan  (5) Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah 
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digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas 

(replicable).  

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat 

tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan 

subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Kartasasmita, 2003: 13). 

Pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep pemikiran tersebut harus 

mengikuti pendekatan, sebagai berikut:  

a. Pendekatan upaya yang terarah (targetted) 

Pendekatan ini secara populer disebut pemihakan. Pendekatan yang ditujukan 

langsung kepada yang memerlukan, dengan perancangan program untuk 

mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya 

b. Pendekatan program yang langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran 

Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, 

yakni: (1) Agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan 

kemampuan serta kebutuhan mereka; dan (2) Meningkatkan keberdayaan 

(empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, 

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan 

diri dan ekonominya. 

c. Menggunakan pendekatan kelompok 

Masyarakat miskin secara sendiri-sendiri (individu), sulit dapat memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan pun menjadi terlalu luas 

bila penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok menjadi 
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pendekatan yang paling efektif dan lebih efisien dalam penggunaan sumber 

daya. Kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih 

maju juga harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling 

menguntungkan dan memajukan.  

Pemberdayaan masyarakat, dipandang dari kepentingan analisis, harus dapat 

dilihat secara baik melalui pendekatan komprehensif rasional maupun 

inkremental. Pendekatan komprehensif rasional berarti diperlukan perencanaan 

berjangka serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi 

yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Semua lapisan 

masyarakat perlu dilibatkan, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga 

sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang 

mempunyai kemampuan untuk membantu. Programnya harus bersifat nasional, 

dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang 

berarti.  

Pendekatan inkremental berarti perubahan yang diharapkan tidak selalu 

harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat 

dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan 

kecil, juga tidak selalu merata. Satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda 

percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu 

kondisi dengan kondisi lainnya.  Desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan dalam pendekatan ini menjadi teramat penting.  Tingkat pengambilan 

keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat. Salah satu 
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pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) adalah advokasi. 

Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan        

tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini 

mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana 

penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Pendekatan advokasi 

menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka 

untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu 

mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang 

dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dari 

kelompok masyarakat tersebut. 

Pendekatan advokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya 

masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai 

kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat 

majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses 

keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and  Snyder, 1986). Kemajemukan 

atau pluralisme inilah yang perlu dipahami. Kegagalan pemerintah menurut 

paham ini sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam 

kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok yang 

beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas masyarakat, mengakibatkan 

individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang 

terlibat dalam proses pembangunan. 
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Pendekatan advokasi masyarakat dalam jangka panjang diharapkan mampu 

secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. 

Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk 

“penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya 

dalam proses pembangunan. 

Suharto (1997), dalam kajiannya terhadap strategi pemberdayaan 

masyarakat, mengemukakan 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi 

terhadap masyarakat miskin, yaitu:  

a. Motivasi 

Keluarga miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan 

kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota 

masyarakat. Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok 

yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan 

melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. 

Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan 

pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-

kemampuan mereka sendiri; 

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, 

pemasyarakatan imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan 

vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partsipatif. Pengetahuan lokal 
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yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan 

pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat 

miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu 

meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya; 

c. Manajemen diri 

Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur 

kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, 

melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, 

resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, 

pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah 

sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk 

melaksanakan dan mengatur sistem tersebut; 

d. Mobilisasi sumber 

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual 

melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan 

modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki 

sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial 

ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, 

pengalokasian, dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat 

sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat 

menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan; dan  
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e. Pembangunan dan pengembangan jaringan 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai 

dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan 

mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan 

ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses 

terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat 

miskin.  

Kelima aspek pemberdayaan dalam kaitannya dengan masyarakat miskin 

dapat dilakukan melalui 5 (lima) strategi pemberdayaan yang dapat disingkat 

menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan 

Pemeliharaan (Suharto, 1997: 218-219):  

a. Pemungkinan 

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang 

menghambat; 

b. Penguatan 

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin 

dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka; 
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c. Perlindungan 

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak 

tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah 

terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan 

harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang 

tidak menguntungkan rakyat kecil; 

d. Penyokongan 

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan 

dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan; dan 

e. Pemeliharaan 

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi 

kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus 

mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap 

orang memperoleh kesempatan berusaha. 

 

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan memuat 2 (dua) pengertiaan kunci, yakni kekuasaan dan 

kelompok lemah (Ife, 1995: 61-64). Kekuasaan diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan penerima manfaat/ masyarakat kelas bawah, atas: 
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a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup 

Kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, 

tempat tinggal, dan pekerjaan;  

b. Pendefinisian kebutuhan 

Kemampuan menentukan kebutuhan secara selaras dengan aspirasi dan 

keinginannya; 

c. Ide atau gagasan 

Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu 

forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan; 

d. Lembaga-lembaga 

Kemampuan menjangkau, menggunakan, dan memengaruhi pranata-pranata 

masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan;  

e. Sumber-sumber 

Kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan 

kemasyarakatan;  

f. Aktivitas ekonomi 

Kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, 

dan pertukaran barang serta jasa; dan 

g. Reproduksi 

Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, 

pendidikan, dan sosialisasi. 
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Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator 

pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks 

pemberdayaan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 289-290), yaitu: 

a. Kebebasan mobilitas 

Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat 

tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah 

tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi 

sendirian; 

b. Kemampuan membeli komoditas “kecil” 

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga 

sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya 

(minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap 

mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan 

sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-

barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri; 

c. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’ 

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, 

seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti 

halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat 

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia 

dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri; 
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d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga 

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/ istri 

mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha; 

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga 

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang 

(suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari 

dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja       

di luar rumah; 

f. Kesadaran hukum dan politik 

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan; seorang 

anggota DPRD setempat, nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki 

surat nikah, dan hukum-hukum waris; 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes 

Seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul 

istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; 

penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan 

pegawai pemerintah. 

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga 

Memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap 

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau 

terpisah dari pasangannya. 
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Sumodiningrat (1999: 72), mengemukakan indikator keberhasilan yang 

dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yaitu:             

(1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin; (2) Berkembangnya usaha 

peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia; (3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 

upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; dan             

(4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya 

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin 

luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain. 

Penting untuk mengetahui elemen-elemen keberdayaan, agar suatu program 

pemberdayaan mampu memberdayakan masyarakat (Bartle, 2008). Elemen-

elemen ini bisa dikembangkan untuk merumuskan indikator keberdayaan. 

Semakin banyak elemen yang dimiliki sebuah masyarakat, maka masyarakat 

tersebut semakin kuat dan memiliki kapasitas (Suharto, 2010: 83-84). Indikator 

keberdayaan menurut Bartle (2008), adalah: 

a. Altruisme 

Altruisme adalah proporsi dan tingkatan di mana individu-individu siap 

berkorban atau menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Altruisme terefleksi dari tingkat kemurahan, kesantunan, kebanggan bersama, 

gotong royong, kesetiaan, perhatian, solidaritas, dan persaudaraan. Masyarakat 

yang semakin menunjukkan altruisme, pada hakikatnya semakin menunjukkan 

kapasitasnya, dan sebaliknya, kerakusan dan egoisme individu-individu, 
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keluarga-keluarga, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat menunjukkan 

kelemahan masyarakat dan juga memperlemah ketahanan masyarakat;    

b. Nilai-nilai bersama 

Nilai-nilai bersama sebagai faktor kekuatan masyarakat atau organisasi adalah 

tingkatan di mana anggota masyarakat memiliki dan berbagi nilai, khususnya 

mengenai ide bahwa mereka adalah anggota entitas yang memiliki kepentingan 

bersama melebihi kepentingan individu-individu para anggotanya. Semakin 

banyak anggota masyarakat yang berbagi, atau sekurang-kurangnya memahami 

dan bertoleransi dengan nilai dan sikap orang lain, semakin kuatlah masyarakat 

itu. Rasisme, seksisme (nilai yang membeda-bedakan manusia berdasarkan 

jenis kelamin), usiasme (membeda-bedakan berdasarkan usia), prasangka, dan 

permusuhan memperlemah tatanan sebuah masyarakat;   

c. Pelayanan bersama (communal services) 

Pelayanan bersama, dalam konteks permukiman manusia, meliputi fasilitas dan 

layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), 

yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota 

masyarakat pada semua fasilitas dan layanan; 

d. Komunikasi 

Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luar. 

Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telpon, radio, TV, 

internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang 

dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca serta kemampuan 

berkomunikasi secara umum; 
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e. Kepercayaan diri 

Percaya diri, meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun 

seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakat?, 

misalnya suatu kesepahaman di mana masyarakat dapat memperoleh harapan, 

sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, 

keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan  

pasrah,  dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai; 

f. Konteks politik dan administrasi 

Keterkaitan (politis dan administratif), suatu lingkungan yang mendukung 

penguatan yang  bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, 

hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan teknisi 

sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum; 

g. Informasi 

Informasi meliputi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, 

tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara 

individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih 

efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran; 

h. Intervensi 

Rintangan, pengembangan, dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan  

manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada 

perkuatan masyarakat?. Apakah sumber dana dari dalam dan luar 

meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau 

menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat?. Apakah rintangan 
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itu bersifat berkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan 

keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang 

berbeda dari masyarakat itu sendiri?; 

i. Kepemimpinan 

Pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk 

mengerakkan masyarakat.  Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan 

adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki kedudukan dan 

penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran 

dan beberapa karisma; 

j. Jaringan (networking) 

Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui.  

Apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui 

orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan 

sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara 

keseluruhan?, serta memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam 

masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat; 

k. Organisasi 

Organisasi adalah kondisi yang bukan sebatas perkumpulan individu, 

melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan 

keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan 

fungsi; 
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l. Kekuatan politik 

Tingkatan di mana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan 

daerah dan nasional. Setiap individu yang memiliki kekuatan yang beragam 

dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh 

yang beragam dalam daerah dan nasional; 

m. Keterampilan 

Keahlian, kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, 

kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan oleh 

individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka 

mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan; 

n. Kepercayaan 

Tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat tehadap 

sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang merupakan 

pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, 

transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat; 

o. Persatuan 

Keselarasan, pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusun 

masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan 

(agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat 

toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan 

lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu 

rasa kesamaan tujuan atau visi, dan perataan nilai; dan 
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q. Kemakmuran 

Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada  

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber  

daya aktual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan 

bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, 

tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian). 

Mardikanto dan Soebiato (2013: 113), merangkum tujuan-tujuan 

pemberdayaan menjadi 4 (empat) indikator utama dalam setiap kegiatan 

pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan keberdayaan masyarakat, yaitu: 

a. Bina manusia, meliputi pengembangan kapasitas individu, baik kapasitas 

kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan; 

b. Bina kelembagaan, meliputi kejelasan, proses, dan pengembangan organisasi, 

serta pengembangan kapasitas sistem jejaring kemitraan usaha;   

c. Bina usaha, meliputi segala kegiatan usaha untuk perbaikan ekonomi 

masyarakat, mulai dari pemilihan jenis usaha, manajemen usaha, hingga 

pengembangan jejaring dan kemitraan; 

d. Bina lingkungan, meliputi perbaikan lingkungan fisik dan sosial masyarakat. 

Indikator keberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2013: 

113) melalui pengkajian terhadap bina manusia, kelembagaan, usaha, dan 

lingkungan, dapat merangkum semua indikator-indikator keberdayaan masyarakat 

yang telah dikemukakan oleh para ahli pemberdayaan masyarakat. Peneliti akan 

mengembangkan indikator keberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan 
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Soebiato (2013: 113) untuk menjadi indikator yang akan mengukur variabel 

keberdayaan masyarakat dalam penelitian ini. 

 

F. Implementasi Kebijakan CSR dan Keberdayaan Masyarakat 

 

Implementasi kebijakan publik pada saat ini sudah masuk dalam tahap 

generasi ketiga, di mana pemikiran bahwa variabel internal, baik terkait isi 

kebijakan maupun perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel eksternal dalam 

implementasi kebijakan juga harus diperhatikan, sehingga implementasi kebijakan 

dituntut untuk memiliki adaptabilitas terhadap faktor-faktor lingkungan 

implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan 

memerlukan suatu kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon 

harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik 

tersebut akan dilaksanakan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan             

di antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut 

bagi masyarakat adalah mampu memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. 

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk 

melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, baik 

pengimplementasiannya secara langsung dalam bentuk program-program atau 

kegiatan atau melalui turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan harus 
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memerhatikan bentuk program yang realitas, sehingga kebijakan tersebut dapat 

diimplementasikan guna memenuhi kepentingan publik (Nugroho, 2003: 158). 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan 

kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi perseroan dengan kegiatan usaha          

di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan 

kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang disebut dengan 

istilah Corporate Social Responsibility (CSR). 

Implementasi kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

harus diimplementasikan oleh perseroan atau perusahaan, khususnya yang 

bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam, dalam bentuk program CSR 

yang nyata, sehingga implementasi kebijakan CSR perseroan atau perusahaan 

tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat di sekitar area operasi 

perusahaan. 

CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari 

kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. 

Implementasi kebijakan CSR dalam bentuk pembangunan masyarakat (community 

development) atau pemberdayaan masyarakat (community empowerment) 

merupakan bentuk implementasi kebijakan CSR utama yang harus dilakukan oleh 
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perseroan atau perusahaan, tak terkecuali yang bergerak dalam bidang eksplorasi 

sumber daya alam (Suharto, 2010: 37).    

 

G. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian 

ini, di antaranya: 

Penelitian Hasil Penelitian 
Keunggulan 

Penelitian 

Kelemahan 

Penelitian 

Okeudo, 2012 Masyarakat 

Nigeria 

mendapatkan 

keuntungan dan 

merasa puas atas 

implementasi CSR 

perusahaan minyak 

Shell.  

Mendeskripsikan 

hubungan yang 

terjalin antara 

masyarakat dan 

perusahaan minyak 

Shell. Masyarakat 

dijadikan tenaga 

kerja dan 

pemasaran produk 

sementara bantuan 

perusahaan minyak 
Shell dalam bentuk 

pengembangan 

masyarakat. 

 

Kurang 

mendeskripsikan 

bentuk 

implementasi 

CSR perusahaan 

minyak Shell 

dalam bentuk 

pengembangan 

masyarakat. 

Adeyanju, 

2012 

Hasil regresi 

menunjukkan 

hubungan yang 

kuat dan signifikan 

antara 

implementasi CSR 

dan kemajuan 

masyarakat 

Nigeria. 

Mendeskripsikan 

berbagai bentuk 

implementasi CSR 

yang dilakukan 

oleh beberapa 

perusahaan swasta 

di Nigeria. 

Tidak 

mendeskripsikan 

faktor pendukung 

dan penghambat 

berbagai bentuk 

implementasi 

CSR yang 

dilakukan oleh 

beberapa 

perusahaan 

swasta di Nigeria. 

 

Amran, et. al., 

2013 

Pemahaman 

tentang konsep dan 

pentingnya 

CSR masih kurang 

di kalangan 

Mendeskripsikan 

inisiatif pemerintah 

dan sektor publik 

di Malaysia 

untuk membantu 

Kurang 

mendeskripsikan 

bentuk dan peran 

nyata sektor 

publik di 
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masyarakat lokal 

di Malaysia 

memberdayakan 

masyarakat lokal 

dan mengubah 

mereka menjadi 

pemangku 

kepentingan yang 

kuat. 

 

Malaysia dalam 

membantu 

memberdayakan 

masyarakat lokal. 

George, 2013 Implementasi CSR 

PT. Pembangkit 

Jawa-Bali Unit 

Pembangkit Gresik 

diwujudkan dalam 

bentuk PKBL 

(Program 

Kemitraan dan 

Bina Lingkungan).  

Mendeskripsikan 

faktor pendukung 

dan penghambat 

implementasi CSR 

PT. Pembangkit 

Jawa-Bali Unit 

Pembangkit Gresik 

dalam bentuk 

PKBL. 

Implementasi 

CSR PT. 

Pembangkit 

Jawa-Bali Unit 

Pembangkit 

Gresik dalam 

bentuk PKBL 

hanya dikaji dari 

aspek internal 

implementasi 

kebijakan saja. 

 

 

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Publik dalam 

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kebijakan Corporate 

Social Responsibility PT. Semen Bosowa Maros)” ini, memiliki kesamaan dengan 

penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, yaitu membahas tentang 

implementasi kebijakan CSR dan keberdayaan masyarakat, namun penelitian ini 

memiliki hal kebaharuan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang 

telah dikemukakan, yaitu: 

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan CSR dalam persperktif 

implementasi kebijakan publik dengan menganalisis aspek internal dan 

eksternal implementasi kebijakan publik berdasarkan Model Grindle (Model 

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi); 
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2. Mengkaji dan menganalisis faktor determinan dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Desa Baruga, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber 

daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat; 

3. Merekomendasikan suatu prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat yang nantinya dapat diaplikasikan oleh 

perusahaan lain.  

 

H. Kerangka Konseptual 

 

Implementasi kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, dalam penelitian ini dianalisis melalui 2 (dua) variabel 

utama, yakni konten kebijakan dan konteks implementasi. Variabel konten 

kebijakan, meliputi: (1) Kepentingan yang dipengaruhi; (2) Jenis manfaat;           

(3) Jangkauan perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pengambil keputusan; 

(5) Pelaksana program; dan (6) Ketersediaan sumber daya. Variabel konteks 

implementasi, meliputi: (1) Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang 

terlibat; (2) Karakteristik pemerintah dan lembaga; dan (3) Kepatuhan dan daya 

tanggap. 

Adapun faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga, 

adalah: (1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya;            

(3) Dukungan implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat. 
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Analisis implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga pada akhirnya akan menemukan satu prototipe model implementasi 

kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka konseptual 

penelitian seperti pada Gambar 2.13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 13.  

Kerangka Konseptual 

PT. SEMEN 
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MAROS 
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kebijakan  

2. Ketersediaan sumber 

daya 

3. Dukungan implementor 

kebijakan 

4. Partisipasi masyarakat 

 

   

 

KEBERDAYAAN  

MASYARAKAT 

KONTEKS 

IMPLEMENTASI: 

1. Kemampuan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik pemerintah dan 

lembaga  

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

KONTEN  KEBIJAKAN: 
1. Kepentingan yang dipengaruhi 

2. Jenis manfaat 

3. Jangkauan perubahan yang 

diinginkan 

4. Kedudukan pengambil 

keputusan 

5. Pelaksana program 

6. Ketersediaan sumber daya 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

 

Lokasi penelitian pada Environment and Community Development 

Departement PT. Semen Bosowa Maros dan masyarakat Desa Baruga Kecamatan 

Bantimurung Kabupaten Maros, dengan pertimbangan: (1) PT. Semen Bosowa 

Maros merupakan perusahaan yang melakukan implementasi kebijakan Corporate 

Social Responsibility (CSR) melalui Environment and Community Development 

Departement; (2) Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 

merupakan lokasi operasi PT. Semen Bosowa Maros; (3) Masyarakat Desa 

Baruga merupakan kelompok masyarakat yang merasakan langsung dampak dari 

operasi PT. Semen Bosowa Maros; dan (4) Masih banyak jumlah keluarga 

prasejahtera di Desa Baruga, yaitu sebanyak 107 KK (kepala keluarga). 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian 

kualitatif sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna mendapatkan 

pemahaman yang sebenarnya mengenai implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga. Penelitian kualitatif dapat mengungkap masalah 

penelitian sesuai dengan keadaan atau kondisi real, serta mengungkap fakta 

menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung, dalam hal ini 

kondisi yang nyata mengenai implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 
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Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati 

dan dijelaskan.         

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, karena 

secara spesifik dapat meneliti masalah-masalah terkait implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, secara lebih mendalam. Pendekatan 

studi kasus juga dipilih karena lingkup objek penelitian yang tidak luas dan 

peneliti tidak mencoba untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada objek 

yang lebih luas. 

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:  

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan 

dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Teknik 

pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ada 2 (dua) informan 

dalam penelitian ini, yaitu informan utama dan informan biasa, yang dipilih 

berdasarkan kriteria: (1) Mereka yang memahami atau mengusai sesuatu 
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melalui proses; (2) Mereka yang termasuk masih sedang  terlibat pada kegiatan  

yang diteliti; (3) Mereka yang memiliki waktu yang banyak untuk dimintai 

keterangannya; (4) Mereka yang diyakini dapat memberikan keterangan atau 

data berdasarkan fakta yang ada; dan (5) Mereka yang mulanya tidak saling 

kenal dengan peneliti. 

Adapun informan kunci dalam penelitian berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: 

a. Bapak Nur Alang, selaku Head of Environment and Community 

Development Departement PT. Semen Bosowa Maros 

b. Bapak H. Hasir, selaku Kepala Desa Baruga Kecamatan Bantimurung 

Kabupaten Maros 

c. Bapak Usman, selaku Sekretaris TPKS-BB (Tim Pengelola Kegiatan Sosial 

Bosowa Baruga) 

Sedangkan, informan tambahan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) 

orang kepala dusun dari dusun yang memiliki jumlah masyarakat prasejahtera 

atau miskin terbanyak di Desa Baruga, yaitu: 

a. Bapak Mansyur HS., selaku Kepala Dusun Batunapara yang juga sebagai 

Koordinator TPKS-BB   Dusun Batunapara 

b. Bapak Syahrul, selaku Kepala Dusun Camba Jawa yang juga sebagai 

Koordinator TPKS-BB Dusun Camba Jawa  

2. Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang 

diambil dari Environment and Community Development Departement             

PT. Semen Bosowa Maros dan Sekretaris TPKS-BB. 
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D. Fokus dan Deskripsi Fokus  

 

Ada 3 (tiga) fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu: (1) Implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga; (2) Faktor determinan 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga; dan (3) Prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

Deskripsi fokus penelitian ini, adalah: 

1. Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, adalah 

pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, yang ditinjau 

dari 2 (dua) faktor utama, yaitu:  

a. Konten kebijakan (content of policy), meliputi: (1) Kepentingan yang 

dipengaruhi; (2) Jenis manfaat; (3) Jangkauan perubahan yang diinginkan; 

(4) Kedudukan pengambil keputusan; (5) Pelaksana program; dan             

(6) Ketersediaan sumber daya. 

b. Konteks implementasi (context of implementation), meliputi:                     

(1) Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat                       

(2) Karakteristik pemerintah dan lembaga; dan (3) Kepatuhan dan daya 

tanggap. 
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2. Faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, adalah semua aspek yang bisa memberikan 

konstribusi, baik bersifat mendukung atau menghambat keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, yaitu: 

(1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan 

implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat.    

3. Prototipe model implementasi kebijakan CSR adalah model alternatif dalam 

implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:                    

(1) Wawancara; (2) Studi dokumentasi; (3) Media review; dan (4) Observasi.  

1. Wawancara 

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat        

di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros berikut faktor 

determinan dalam pelaksanaannya, dengan teknik wawancara mendalam 

(indepth interview) dan wawancara terstruktur. 

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan utama yang ditentukan 

secara purposive yang dipilih karena memiliki keterlibatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 
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CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Wawancara terstruktur 

dilakukan kepada beberapa informan biasa yang ditentukan secara snowball 

setelah mendapatkan informasi dari informan utama. 

2. Studi dokumentasi 

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian 

terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun 

berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Media review 

Melakukan review terhadap pemberitaan, baik cetak maupun on-line yang 

berkaitan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, CSR, 

implementasi kebijakan CSR, pemberdayaaan masyarakat, dan lebih khusus 

pada implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros. 

4. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap 

suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi 

difokuskan pada pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros terhadap keberdayaan masyarakat Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga, berikut dengan faktor determinannya. 

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan:         

(1) Perpanjangan pengamatan; (2) Peningkatan ketekunan peneliti; dan                

(3)   Triangulasi.  
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1. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancara kembali 

sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan 

guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun 

kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali 

dan mendapatkan informasi yang tepat. 

2. Peningkatan ketekunan peneliti 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. 

3. Triangulasi 

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Tringulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (a) Triangulasi 

sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah 

diperoleh dari beberapa sumber; (2) Triangulasi teknik, dengan menguji 

kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda; dan (3) Tringulasi waktu, dengan menguji kredibilitas 

data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi berbeda. 
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F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang 

merupakan instrumen kunci (key instrument), karena seorang peneliti harus 

memiliki kepekaan dan bereaksi terhadap stimulus lingkungan yang dianggap 

bermakna maupun tidak, dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan, 

dapat mengumpulkan data, menekankan keutuhan secara keseluruhan, dan 

mendasarkan diri terhadap perluasan pengetahuan.  

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), yaitu: (1) Reduksi 

data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) 

Penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan 

kesimpulan (verification), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang 

muncul dari data. 
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Gambar 3.1: Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20) 
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BAB IV 

 

 

DESKRIPSI UMUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

PT. SEMEN BOSOWA MAROS DI KABUPATEN MAROS 

SEBAGAI LOKUS DAN FOKUS PENELITIAN 

 

A. Profil PT. Semen Bosowa Maros 

 

Bosowa merupakan perusahaan dagang yang didirikan tanggal 22 Februari 

1973 oleh H.M Aksa Mahmud di Makassar Sulawesi Selatan. PT. Semen Bosowa 

Maros merupakan salah satu anak perusahaan Bosowa yang sudah mengantongi 

sertifikat ISO 9001 dan 14001. Semen Bosowa sendiri terbagi menjadi dua 

perusahaan, PT. SBM dan PT. Semen Bosowa Indonesia. Kedua perusahaan 

cabang ini memiliki tugas masing-masing dalam pengeloaan semen.  

PT. Semen Bosowa Maros memproduksi semen secara full integrated 

dengan total produksi sebesar 2 juta ton klinker semen per tahun dan 2,4 juta ton 

semen per tahun, sementara PT. Semen Bosowa Indonesia memproduksi semen 

secara semi integrated yang dapat menghasilkan semen sebesar 1,2 juta ton per 

tahun. Semen Bosowa memiliki pabrik yang tersebar di beberapa daerah di 

Indonesia, seperti: Barru (Sulawesi Selatan), Ciwandan (Banten), Banyuwangi 

(Jawa Timur), Rembang (Jawa Tengah), dan Sorong (Papua Barat). 

Bisnis produksi dan pemasaran semen merupakan usaha inti dari Bosowa 

Corporation. Pabrik PT. Semen Bosowa Maros mulai beroperasi pada tahun 

1999. Guna mendukung operasional, Semen Bosowa juga bergerak dalam bidang 
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usaha perkapalan, transportasi darat, dan ready mix. Ready mix adalah semen yang 

diantar langsung ke lokasi proyek.  

Bosowa merupakan penyalur ready mix terbesar di Indonesia Timur, dan 

mempergunakan sistem full mix untuk memproduksi semua jenis konkret yang 

dibutuhkan pelanggan. Divisi ini memberikan konkret kualitas tinggi untuk 

proyek-proyek skala besar dan kecil dan melibatkan penggunaan mesin-mesin 

canggih serta sumber daya manusia yang handal. Armada distribusi dan letak 

lokasi pabrik yang strategis akan memastikan kepuasan pelanggan. 

 

B. Profil Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 

 

Desa Baruga merupakan satu dari 8 (delapan) desa/ kelurahan yang berada 

dalam wilayah administrasi Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan 

merupakan daerah bertopografi dataran rendah dengan luas 5.251 Ha. Jumlah 

penduduk Desa Baruga berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Maros 

tahun 2013 sebanyak 4.156 jiwa (2.018 laki-laki dan 2.138 perempuan) dengan 

880 Kepala Keluarga (KK) dengan tingkat kesejahteraan terdiri dari keluarga 

prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera plus, sesuai 

perincian pada Tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Baruga 

No. Tingkat Kesejahteraan Jumlah Kepala Keluarga  

1. Keluarga Sejahtera Plus 22 

2. Keluarga Sejahtera III 166 

3. Keluarga Sejahtera II 360 

4. Keluarga Sejahtera I 225 

5. Keluarga Prasejahtera 107 

 Jumlah 880 
Sumber: Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2013 
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Penduduk Desa Baruga sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan 

luas tanam dan luas panen tanaman padi seluas 336,24 Ha dengan produksi 

231,33 Ton/ panen. Luas area persawahan yang dialiri irigasi seluas 430 Ha dan 

53 Ha merupakan sawah tadah hujan. Selain bertani, sebagian masyarakat Desa 

Baruga memilih menjadi peternak sapi, ayam, dan itik. Adapula sebagian kecil 

penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai negeri maupun swasta. 

 

C. Profil Environment and Community Development Departement      

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Pelaksanaan CSR di Bosowa sejalan dengan misi perseroan untuk memberi 

manfaat bagi orang-orang Indonesia dari semangat kepeloporan ekonomi 

Indonesia Timur. Gagasan ini telah menjadi prinsip Bosowa untuk menjadi salah 

satu bagian perusahaan yang baik dan selalu menunjukkan kepedulian pada isu-

isu sosial dan lingkungan.  

Guna mewujudkan komitmennya pada masalah sosial, perusahaan 

mendirikan Yayasan Bosowa pada tahun 1990 untuk melaksanakan program 

Corporate Social Responsibility, antara lain pada bidang: (1) Pendidikan; (2) 

Kesehatan; (3) Kesejahteraan sosial; dan (4) Tanggap Darurat. 

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Bosowa, termasuk beasiswa, 

renovasi bangunan sekolah dan tempat beribadah, layanan perawatan medis dan 

kesehatan gratis, pendirian klinik kesehatan, distribusi bibit, dan bantuan darurat 

bagi korban bencana. 

Selain itu, sejak awal, Bosowa berkomitmen untuk pelestarian lingkungan 

dan telah menjadi kebijakan perusahaan. Bosowa selalu mengikuti standar 
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lingkungan untuk semua kegiatan bisnis, dan pada tahun 2000, PT. Semen 

Bosowa Maros, anak perusahaan Bosowa, mencapai sertifikat ISO-9001 

lingkungan dan sertifikat ISO 14000 sejak tahun 2002. 

Berdasarkan pendekatan kesadaran sosial kemasyarakatan, sejak 

beroperasinya PT. Semen Bosowa Maros telah membentuk Seksi Community 

Development (Comdev) yang berada di bawah General Affair Departement. Sejak 

1 Oktober 2015, Seksi Comdev dirubah menjadi Environment and Community 

Development Departement dan sudah menjadi departemen yang berdiri sendiri.  

Visi Environment and Community Development Departement PT. Semen 

Bosowa Maros adalah “Mewujudkan komunitas yang mandiri melalui 

pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, 

dan pelestarian lingkungan”.  

Adapun misi Environment and Community Development Departement      

PT. Semen Bosowa Maros, adalah sebagai berikut: (1) Merencanakan dan 

melaksanakan program pemberdayaan melalui partisipasi aktif masyarakat sekitar 

pabrik; (2) Mengembangkan potensi masyarakat sekitar, untuk meningkatkan 

kesejahteraan guna mencapai kemandirian; (3) Perbaikan infrastruktur 

masyarakat, guna membantu masyarakat memperbesar akses untuk mencapai 

kondisi sosial ekonomi yang lebih baik; (4) Menjadi berkah bagi masyarakat 

Indonesia dengan semangat kepeloporan ekonomi wilayah Indonesia Timur 

(Bosowa Excellent); (5) Meminimalkan perselisihan antara perusahaan dan 

masyarakat dengan harapan terbentuknya situasi dan kondisi hubungan yang 
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harmonis antara keduanya; dan (6) Merumuskan program kegiatan pembangunan 

yang berkelanjutan, mencakup pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial dan 

pelestarian lingkungan. 

Environment and Community Development Departement membawahi          

3 (tiga) seksi, yaitu: (1) Environment Section; (2) Community Relation and 

Service Section; dan (3) Community Empowering Section. Struktur organisasi 

Environment and Community Development Departement terlihat pada         

Gambar 4.1:    

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi  

Environment and Community Development Departement 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Environment and Community Development Departement                                

PT Semen Bosowa Maros, 2015 

 

1. Environment and Community Development Departement  

a. Fungsi pokok 

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, mengorganisasikan dan 

mengarahkan bawahan, serta mengontrol seluruh aktivitas kerja Environment 

and Community Development Departement agar berjalan efektif dan efisien 

sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 

Environment & Community Development  

Departement 

Environment 

Section  

Community Relation 

and Service Section  

Community 

Empowering Section  
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b. Tugas utama 

1) Mengelola dan mengontrol aktivitas kerja pada Environment and Community 

Development Departement guna mencapai target kerja secara efektif dan 

efisien sesuai dengan standar yang ditentukan.  

2) Mendorong terwujudnya usaha-usaha perbaikan berkelanjutan terhadap sistem, 

proses, dan hasil kerja dari Environment and Community Development 

Departement guna meningkatkan kinerja karyawan secara umum.  

c. Proses kerja tugas utama nomor 1  

1) Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan pengendalian pengrusakan lingkungan 

dan memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan mengikuti semua 

ketentuan yang diatur dalam aturan perundang-undangan lingkungan hidup. 

2) Mengontrol dan mengevaluasi terkait penanganan lingkungan di area pabrik 

dan memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan mengikuti semua 

ketentuan yang diatur dalam aturan perundang-undangan lingkungan hidup. 

3) Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Relation and Service sebagai 

wujud tanggung jawab sosial antara perusahaan dan masyarakat berdasarkan 

kebijakan perusahaan. 

4) Mengontrol dan mengevaluasi setiap aktivitas pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat berdasarkan kebijakan perusahaan. 

d. Proses kerja tugas utama nomor 2 

1) Membuat dan melaksanakan rencana perbaikan proses, metode, kemampuan 

sumber daya manusia, prosedur kerja, serta sarana pendukung lainnya guna 



165 

 

 
 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja Environment and 

Community Development Departement sesuai dengan peraturan dan kebijakan 

yang berlaku.  

2) Mengontrol pelaksanaan program perbaikan di Environment and Community 

Development Departement untuk memastikan tercapainya target perbaikan 

yang telah direncanakan dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan 

memberikan tindakan pencegahan terhadap masalah yang muncul. 

e. Kualifikasi pemegang jabatan  

1) Latar belakang pendidikan 

Dibutuhkan karyawan dengan pendidikan minimal S-1 

2) Pengalaman kerja sebelumnya 

Dibutuhkan pengalaman kerja sebelumnya minimal 5 (lima) tahun di bidang 

yang sama.  

f. Kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan 

1) Pengetahuan mengenai manajemen sumber daya manusia yang mencukupi 

untuk mengelola peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan baik. 

2) Pengetahuan mengenai manajemen biaya yang mencukupi untuk menggunakan 

sumber daya secara efisien. 

3) Kemampuan dalam mengoperasikan komputer Microsoft Office yang 

mencukupi untuk menyelesaikan tugas-tugas menggunakan komputer. 

4) Kemampuan Bahasa Inggris pasif untuk menerjemahkan literatur-literatur 

berbahasa Inggris yang mendukung peningkatan pengetahuan dalam 

bidangnya. 
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5) Kemampuan pemberian pelayanan yang baik untuk mengakomodir kebutuhan 

masyarakat  sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

6) Kemampuan negosiasi yang mencukupi untuk menangani masalah-masalah 

legalitas penanganan lingkungan terakit perundang-undangan lingkungan hidup 

maupun hubungan eksternal dan internal perusahaan. 

g. Wewenang jabatan 

Berwenang untuk untuk mengelola sumber daya (metode, man, waktu, biaya) 

yang ada dalam lingkup Environment and Community Development 

Departement sesuai dengan prosedur kerja dan peraturan perusahaan.  

h. Hasil kerja akhir yang dipersyaratkan  

Tercapainya target Environment and Community Development Departement 

untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan 

perusahaan, dan menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

masyarakat, serta terpenuhinya dokumen-dokumen lingkungan perusahaan. 

2. Environment section 

a. Fungsi pokok 

Bertanggung jawab dalam aktifitas pengendalian pencemaran seluruh proses 

pabrik sehingga memenuhi kebutuhan kendali lingkungan dan spesifikasi dari 

aturan pemerintah tentang lingkungan hidup dengan melakukan monitoring 

aktivitas pabrik berdasarkan standar dan kebijakan aturan perundang-undangan 

lingkungan hidup. 
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b. Tugas utama 

1) Mengatur dan merencanakan organisasi lingkungan dan menjamin bahwa 

seluruh aktivitas perusahaan mengikuti semua ketentuan yang diatur dalam 

aturan perundang-undangan lingkungan hidup. 

2) Memeriksa dan merevisi, jika perlu, laporan tri wulan dan enam bulan yang 

dibuat oleh Environment Pollution Control Officer untuk memastikan 

laporan dibuat dengan benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.   

3) Menangani komplain internal dan eksternal terkait dengan pencemaran 

lingkungan agar diperoleh solusi yang disepakati bersama berdasarkan aturan 

yang berlaku.   

c. Proses kerja tugas utama nomor 1 

1) Mengontrol dan menerima laporan pelaksanaan observasi dan manitoring 

lingkungan pabrik agar kegiatan  observasi dan monitoring berjalan dengan 

benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2) Menganalisis dan mengevaluasi hasil observasi lingkungan pabrik 

berdasarkan Perencanaan Manajemen Lingkungan (PML) perusahaan. 

3) Memberikan rekomendasi koreksi aksi untuk menjamin bahwa perlengkapan 

organisasi, fasilitas, dan proses sesuai dengan standar  regulasi lingkungan. 

d. Proses kerja tugas utama nomor 2 

1) Mengontrol laporan hasil observasi dan pengukuran CPM (Continue Partikel 

Monitoring) serta pengelolaan limbah. 
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2) Memeriksa laporan triwulan dan enam bulan yang dibuat oleh Environment 

Officer berdasarkan data-data observasi dan pengukuran dampak lingkukngan 

serta merevisi laporan tersebut jika diperlukan. 

3) Menginstruksikan untuk mengirimkan laporan triwulan dan enam bulan yang 

ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

4) Mengontrol dan mengevaluasi pengukuran dampak lingkungan setiap 

semester yang dilakukan oleh tim independen. 

5) Mendampingi utusan dari badan lingkungan hidup dan kehutanan yang 

melaksanakan pemantauan di area pabrik dan sekitarnya. 

e. Proses kerja tugas utama nomor 3 

1) Menerima pihak internal dan eksternal yang mengajukan komplain terkait 

permasalahan pencemaran lingkungan yang dapat merugikan. 

2) Melakukan observasi di lokasi terjadinya pencemaran bersama dengan tim 

seksi Environment.  

3) Melakukan komunikasi dan solusi penyelesaian masalah dengan tim seksi 

Environment mengenai pencemaran lingungan yang dapat merugikan. 

4) Berkoordinasi dengan seksi Community Relation and Service Section untuk 

penanganan komplain internal dan eksternal yang terkait dengan pencemaran 

lingkungan.    

f. Kualifikasi pemegang jabatan  

1) Pendidikan formal minimum 

D3 Kesehatan Lingkungan 
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2) Pengalaman kerja sebelumnya 

Satu tahun pernah memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan 

Pengrusakan Lingkungan Hidup 

g. Kompetensi yang dibutuhkan 

1) Pengetahuan tentang Ilmu Lingkungan Hidup dan Penanganannya. 

2) Pengetahuan dan pemahaman tentang UU Lingkungan Hidup. 

3) Kemampuan analytical thinking 

4) Kemampuan leadership 

5) Kemampuan komunikasi interpersonal 

6) Kemampuan negosiasi 

7) Keterampilan komputer, khususnya Ms. Office  

h. Wewenang jabatan 

Berwenang untuk mengambil tindakan / pengatasian masalah sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku 

i. Hasil kerja akhir yang dipersyaratkan 

Permasalahan pencemaran  lingkungan di pabrik dapat teratasi dan Tidak ada 

komplain dari pihak internal dan eksternal mengenai pencemaran lingkungan. 

3. Community Relation and Service Section 

a. Fungsi pokok 

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan hubungan dan pelayanan antara 

perusahaan dan masyarakat berdasarkan kebijakan perusahaan 
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b. Tugas utama 

Mengelola kegiatan dalam membina hubungan harmonis dan memberikan 

pelayanan antara perusahaan/organisasi dengan komunitas masyarakat untuk 

meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian berdasarkan kebijakan 

perusahaan dengan cara membuat perencanaan, mengorganisasikan, dan 

mengarahkan bawahan. 

c. Proses kerja tugas utama 

1) Mengelola setiap kegiatan yang berhubungan dengan proses menjalin 

komunikasi antara perusahaan dan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat. 

2) Mengelola setiap kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui 

komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.  

3) Mengelola setiap program bantuan dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. 

4) Memeriksa laporan jumlah proposal permintaan bantuan yang masuk, 

disetujui, dan terealisasi sebagai bahan untuk menganalisis efektif dan 

efisiennya pemberian bantuan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

5) Mengontrol proses pembayaran tunjangan tokoh masyarakat Desa Baruga, 

Desa Tukamasea, Desa Salenrang dan Kecamatan Bantimurung. 

6) Membuat perencanaan, mengorganisir dan mengontrol kegiatan sosial       

PT. Semen Bosowa Maros mengenai hubungan dan pengembangan 

diperuntukkan bagi masyarakat sekitar pabrik.  

d. Kualifikasi pemegang jabatan  
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1) Latar belakang pendidikan 

Dibutuhkan karyawan dengan pendidikan minimal S1- semua jurusan. 

2) Pengalaman kerja sebelumnya 

Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang yang sama. 

e. Kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan 

1) Memiliki pengetahuan tentang ilmu kemasyarakatan. 

2) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (Microsoft Office). 

3) Memiliki kemampuan berbahasa inggris pasif. 

4) Memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang baik untuk 

mengendalikan aktivitas seksi. 

5) Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. 

f. Wewenang jabatan 

Berwenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup seksi 

Community Relation and Service Section.  

g. Hasil kerja akhir yang dipersyaratkan 

1) Tidak adanya komplain masyarakat sekitar pabrik. 

2) Program kegiatan sosial berjalan lancar. 

4. Community Empowering Section 

a. Fungsi pokok 

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan sosial yang dapat memberikan 

akses masyarakat untuk menunjang kemandiriannya berdasarkan kebijakan 

perusahaan 
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b. Tugas utama 

Mengelola program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang 

lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya berdasarkan 

kebijakan perusahaan dengan cara membuat perencanaan, 

mengorganisasikan, dan mengarahkan bawahan. 

c. Proses kerja tugas utama 

1) Mengelola proses program pendampingan masyarakat yang dimulai dari 

perencanaan, penciptaan peluang dan menjalankan serta mengelola kegiatan 

pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan 

sehingga menjadi suatu kegiatan yang berkesinambungan. 

2) Mengelola proses kegiatan pengembangan masyarakat yang bersifat usaha 

dan memberikan pendapatan dan keuntungan yang berasal dari kegiatan 

diluar kegiatan operasional perusahaan. 

3) Mengelola proses kegiatan yang dilakukan dan strategi untuk menjalankan 

usaha kegiatan mandiri sesuai dengan kehidupan yang layak secara 

berkesinambungan sehingga dapat menciptakan pendapatan (keuntungan), 

yang pada akhirnya akan dapat mengembalikan investasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. 

4) Mengelola Program pengembangan usaha kegiatan mandiri yang sudah 

direncanakan sehingga usaha tersebut dapat berkembang secara 

berkesinambungan dimana peserta akan mendapatkan strategi untuk 

mengoperasikan, mengelola dan mengembangkan usaha, termasuk menyerap 

tenaga kerja produktif yang masih menganggur dan berada di masyarakat. 



173 

 

 
 

d. Kualifikasi pemegang jabatan  

1) Latar belakang pendidikan 

Dibutuhkan karyawan dengan pendidikan minimal S-1 semua jurusan. 

2) Pengalaman kerja sebelumnya 

Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang yang sama. 

e. Kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan 

1) Memiliki pengetahuan tentang ilmu kemasyarakatan. 

2) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (Microsoft Office). 

3) Memiliki kemampuan berbahasa inggris pasif. 

4) Memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang baik untuk 

mengendalikan aktivitas seksi. 

5) Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. 

f. Wewenang jabatan 

Berwenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup seksi 

Community Empowering Section.  

g. Hasil kerja akhir yang dipersyaratkan 

1) Tidak adanya komplain masyarakat sekitar pabrik. 

2) Program kegiatan sosial berjalan lancar. 

Kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini bersifat sumbangan 

atau bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, modal sosial, serta 

ekonomi dan kewirausahaan. Kegiatan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat 

kini sudah mulai dilakukan. Kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros nampak 

pada Tabel 4.2: 
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Tabel 4.2 

Kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros Lima Tahun Terakhir (2011-2015) 
 

No. Bidang Kegiatan Kegiatan 

1. Pendidikan  Pemberian beasiswa bagi murid SD 

berprestasi dan mahasiswa 

 Menyediakan aula pertemuan untuk 

kegiatan pendidikan dan pelatihan 

 Pelaksanaan studi banding bagi siswa 

TK dan guru 

 Membantu mahasiswa yang 

melakukan program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) 

2. Kesehatan   Menyiapkan klinik, pengobatan, dan 

kendaraan bagi warga yang sakit 

 Pengobatan massal 

 Sunatan massal 

 Donor darah  

3. Lingkungan  Pembangunan infrastruktur desa; 

jalan, jembatan, saluran irigasi, 

penampungan air, dan tanggul 

 Bantuan pembangunan sekolah dan 

masjid 

 Pembangunan jamban keluarga  

 Penghijauan  

4. Modal Sosial  Bantuan pada kegiatan sosial-

keagamaan masyarakat 

 Bantuan bagi masyarakat yang terkena 

bencana 

 Pembinaan sanggar kesenian 

 Pembinaan olahraga 

5. Ekonomi dan Kewirausahaan  Penerimaan pekerja pabrik 

 Penerimaan pekerja warung 

 Bantuan modal untuk usaha 

perbengkelan  

 Pelaksanaan pasar murah 
 

Sumber: Environment and Community Development Departement, 2015  
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Tabel 4.3 

Kegiatan dan Rencana Kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros  

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
 

No. Nama Kegiatan Pemberdayaan 

Mayarakat 

Keterangan  

1. Penanaman palawija secara organik          

di pekarangan rumah warga 

 Telah terlaksana pada 

bulan Desember 2015 

2. Pembuatan pupuk organik cair (POC)  Telah terlaksana pada 

bulan Januari 2016  

3. Pembuatan racun hama bio-pestisida  Telah terlaksana pada 

bulan Januari 2016 

4. Pelatihan keterampilan bagi kaum ibu   Perencanaan tahun 2016 

5. Pelatihan pembibitan tanaman organik  Perencanaan tahun 2016 

6. Pelatihan pengelasan bagi pemuda desa  Perencanaan tahun 2016 

7. Pembuatan kolam ikan di pekarangan 

rumah warga 

 Perencanaan tahun 2016 

8. Pengandangan ternak sapi warga dan 

memanfaatkan kotoran sapi untuk kompos 

dan biogas 

 Perencanaan tahun 2016 

9. Penanaman rumput gajah untuk ternak 

pada lahan bekas tambang 

 Perencanaan tahun 2016 

10. Pembuatan kolam ikan pada lahan bekas 

galian clay 

 Perencanaan tahun 2016 

11. Penanaman palawija organik pada sawah 

percontohan 

 Perencanaan tahun 2016 

 

Sumber: Environment and Community Development Departement, 2015-2016 

 

Pihak Environment and Community Development Departement dalam 

pelaksanaan kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dibantu oleh mitra    

TPKS-BB (Tim Pengelola Kegiatan Sosial Bosowa – Baruga) yang anggotanya 

terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Desa Baruga. 

Struktur TPKS-BB, sebagai berikut: 
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Struktur Tim Pengelola Kegiatan Sosial Bosowa – Baruga (TPKS-BB) 

1. Ketua    : M. Syahrir, BA (Ketua BPD) 

2. Wakil Ketua   : Saenal, S.Pd (Anggota BPD) 

3. Sekretaris    : Usman M, S.Pd 

4. Bendahara   : Muh. Amin, S.Hi (Wakil Ketua BPD) 

5. Koordinator Dusun Kassi : 1. M. Arate (Kadus Kassi) 

            2. Abdul Muis (Anggota BPD) 

6. Koordinator Dusun Camba Jawa : 1. Syahrul (Kadus Camba Jawa) 

          2. Abd. Rahman (Kaur Pemerintahan) 

         3. H. Syukur (Anggota BPD) 

7. Koordinator Dusun Balang : 1. Usman HS. (Kadus Balang) 

          2. Sukardi, A.Ma (Anggota BPD) 

          3. Syarifuddin, S.Pd (Anggota BPD) 

8. Koordinator Dusun Samariga : 1. M. Amir (Kadus Samariga) 

          2. Ir. Muhadir, MM (Anggota BPD) 

          3. Abdul Kadir (Anggota BPD) 

9. Koordinator Dusun Batunapara : 1. Mansyur HS. (Kadus Batunapara) 

          2. Sugeng Supomo (Anggota BPD) 

          3. M. Badwi (Anggota BPD) 
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BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Implementasi Kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility)                

PT. Semen Bosowa Maros dalam Meningkatkan Keberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Maros 

 

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat operasional pada 

suatu program tertentu yang dilaksanakan dengan langkah-langkah strategis guna 

pencapaian sasaran. Suatu proses implementasi dalam kenyataannya dapat saja 

berhasil, kurang berhasil, maupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang 

dicapai, karena dalam poses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur 

yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian 

sasaran program. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros tentunya sangat 

diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga yang sangat rentan terhadap dampak operasi 

perusahaan. Disertasi ini akan mengkaji implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, yang akan dianalisis berdasarkan teori implementasi 

kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle (1980). Keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan menurut Grindle (1980), dipengaruhi oleh 2 (dua) 

variabel besar, yaitu: (1) Konten kebijakan; dan (2) Konteks implementasi.  
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Pembahasan variabel konten kebijakan dan konteks implementasi dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, akan 

dianalisis berdasarkan fenomena penelitian yang diteliti, sebagai berikut: 

 

a. Konten kebijakan 

1) Kepentingan yang dipengaruhi (interest affected) 

CSR ditujukan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam komunitas 

sosial masyarakat, karena dalam sebuah entitas bisnis, keberadaan sebuah 

korporat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. 

Adanya program (kebijakan) dengan dukungan para pelaksana (implementor) dan 

penyelenggara program dengan menggunakan strategi tertentu guna mencapai  

tujuan kebijakan belumlah cukup. Implementasi kebijakan publik harus memiliki 

adanya target group yang merupakan kelompok sasaran sebagai peserta dalam 

penetapan suatu kebijakan.  

Tuntutan terpenting dalam suatu implementasi kebijakan publik adalah 

sejauhmana kebijakan tersebut mampu merangkum kebutuhan kelompok sasaran 

(target group), khususnya bagi kebijakan yang menganut model top down. 

Kebijakan yang tidak mampu memahami kebutuhan kelompok sasaran cenderung 

akan menghadapi resistensi publik sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja 

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut nantinya. 

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang 

melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
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Perseroan Terbatas, mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi 

komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri 

dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 

Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 jelas 

mengungkapkan bahwa suatu perseroan, khususnya yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan 

Undang-Undang, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di sekitar area operasi 

perusahaannya. 

Ditetapkannya Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 

Tahun 2012 tentunya sangat memengaruhi kepentingan utama korporasi atau 

perusahaan yang harus mendapatkan keuntungan (profit) semaksimal mungkin 

dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Kepentingan PT. Semen Bosowa Maros 

sebagai salah satu perusahaan multi nasional di Indonesia ini pun tidak dapat lepas 

dari pengaruh kebijakan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Bosowa Maros merupakan 

perusahaan yang tidak hanya menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan 

keuntungan maksimal semata, tetapi sudah menjalankan kebijakan CSR sejak 

tahun 1999. Sasaran utama dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 
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Maros selama ini adalah masyarakat dan lingkungan yang berada di daerah Ring I 

atau daerah pusat operasi perusahaan, yaitu di Desa Baruga. Masyarakat dan 

lingkungan di daerah ini menjadi obyek yang paling merasakan dampak negatif 

dari kegiatan operasi PT. Semen Bosowa Maros selama ini. Pernyataan ini 

diperkuat oleh pendapat Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Sejak 1999, kami sudah menetapkan daerah Ring I, II, dan III sebagai 

sasaran kegiatan CSR Bosowa. Dan Desa Baruga sebagai daerah Ring I 

merupakan prioritas utama sasaran kami. Masyarakat miskin dan pelestarian 

lingkungan di desa ini menjadi fokus perhatian kita (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros terkait sasaran utama implementasi kebijakan CSR   

PT. Semen Bosowa Maros selama ini searah dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Sosial Bosowa Baruga 

(TPKS-BB) dan Kepala Desa Baruga: 

Desa Baruga ini merupakan daerah Ring I dan menjadi sasaran utama 

program CSR Bosowa selama ini, baik kepada masyarakatnya maupun 

terhadap lingkungannya. Masih ada sekitar seratusan kepala keluarga 

prasejahtera di desa kami ini. Tentunya ini yang menjadi sasaran utamanya   

(Informan: Usman. Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Sejak beroperasinya PT. Bosowa, desa kami ini telah menjadi sasaran utama 

program CSR-nya. Dengan berdirinya pabrik semen di desa kami, 

pembangunan jalan dan bantuan-bantuan dari Bosowa diutamakan untuk 

desa ini, utamanya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 8 Oktober 2015) 

 

Pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros yang searah dengan pernyataan Sekretaris TPKS-BB 

dan Kepala Desa Baruga juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
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Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa, dimana keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB: 

Desa Baruga, khususnya dusun kami, sejak awal berjalannya kegiatan 

pabrik Bosowa, memang dijadikan sasaran pemberian bantuan CSR. Saya 

rasa ini tepat sekali, karena masyarakat prasejahtera itu paling banyak 

berada di Batunapara ini. Mereka yang paling penting untuk dibantu oleh 

pihak perusahaan (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Senin, 12 Oktober 

2015) 

 

Menjadikan dusun kami ini sebagai sasaran pemberian bantuan CSR 

Bosowa, sangat menggembirakan bagi warga kami. Masyarakat miskin 

dusun kami ini terbanyak kedua setelah dusun Batunapara. Bantuan CSR 

Bosowa ini sedikit banyaknya pasti akan membantu kebutuhan warga dusun 

kami ini (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Pendapat senada yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara dan 

Camba Jawa, yang sekaligus juga merupakan koordinator TPKS-BB, dengan 

pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris 

TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, menandakan bahwa sasaran utama 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini adalah daerah 

Ring I atau daerah pusat operasi perusahaan, yaitu di Desa Baruga.  

Penentuan masyarakat prasejahtera atau miskin dan lingkungan Desa 

Baruga sebagai sasaran utama implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros sudah sangat tepat, mengingat Desa Baruga merupakan daerah pusat 

operasi perusahaan yang paling rentan merasakan dampak negatif dari kegiatan 

operasi PT. Semen Bosowa Maros selama ini. 

Setelah mengetahui sasaran utama dari implementasi kebijakan CSR         

PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga,  
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selanjutnya penting pula untuk mengungkap bentuk bantuan yang didapatkan 

kelompok sasaran, yaitu masyarakat Desa Baruga, dari implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros tersebut. Sehubungan dengan bentuk bantuan 

yang didapatkan kelompok sasaran, pendapat Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, adalah: 

Selama ini kami akui bahwa kegiatan CSR yang kami lakukan masih 

dominan berbentuk charity dan philanthropy. Yang disalurkan dalam bentuk 

bantuan semen, bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa, 

penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik dan mobil ambulance bagi 

warga yang membutuhkan, dan dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan-

kegiatan sosial-keagamaan (Informan: Nur Alang. Wawancara: Senin, 5 

Oktober 2015) 

     

Bentuk bantuan yang didapatkan kelompok sasaran, yaitu masyarakat Desa 

Baruga, dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

sebagaimana ungkapan Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros ternyata memiliki kesesuaian dengan 

pendapat yang diungkapkan Kepala Desa Baruga:   

CSR Bosowa di desa kami ini ada dalam bentuk bantuan pembangunan 

jalan dan jembatan desa, embung dan saluran irigasi. Juga membantu 

fasilitas peribadatan dengan membantu pembangunan masjid berikut 

menaranya melalui bantuan semen. Sumbangan sosial-keagamaannya juga 

ada. Warga yang sakit juga disiapkan fasilitas klinik dan ambulance. Siswa 

miskin berprestasi juga diberi bantuan beasiswa (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Kamis, 8 Oktober 2015) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan Kepala Desa Baruga 

nampaknya senada dengan pernyataan Sekretaris TPKS-BB: 

Kami melihat sejauh ini bantuan CSR Bosowa masih dalam bentuk bantuan 

semen dan sumbangan-sumbangan keagamaan, sosial, pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya. Bentuk bantuan berupa semennya digunakan 
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warga untuk berbagai keperluan, khususnya untuk pembangunan sarana 

prasarana desa dan dusun (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 5 Oktober 

2015) 

 

Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus juga merupakan koordinator 

TPKS-BB, memiliki pernyataan yang serupa pula dengan apa yang telah 

disampaikan oleh Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros, Kepala Desa Baruga, dan Sekretaris TPKS-BB: 

Warga dusun kami biasanya menerima bantuan CSR Bosowa dalam bentuk 

bantuan semen dan sumbangan-sumbangan barang. Bantuan semen kami 

dapat 50 zak perbulan. Sumbangannya biasa kalau ada acara warga, seperti 

acara pengantin dan acara syukuran (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 

12 Oktober 2015) 

 

Pendapat Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus juga merupakan 

koordinator TPKS-BB ternyata searah dengan pendapat yang diungkapkan oleh 

Kepala Dusun Batunapara yang juga sebagai koordinator TPKS-BB: 

Bantuan CSRnya Bosowa kami terima berupa bantuan semen. Jumlahnya 

itu 50 zak perbulan. Terkadang ada juga sumbangan-sumbangan lainnya 

kalau ada warga kami yang bikin acara pengantin. Pernah juga pihak 

Bosowa membuat acara sunatan massal dan pasar murah (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Pernyataan yang telah disampaikan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Kepala Desa 

Baruga, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara  

yang sekaligus juga merupakan koordinator TPKS-BB, telah menjadi bukti bahwa 

selama beroperasinya, PT. Semen Bosowa Maros menyalurkan bantuan dana 

CSR-nya masih dominan dalam bentuk bantuan amal (charity) dan bantuan 

kemanusiaan (philanthropy). Baik itu dalam bentuk bantuan semen untuk 

pembangunan infrastruktur desa, bantuan biaya pendidikan dalam bentuk 
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beasiswa, penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik dan mobil ambulance, dan 

dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan kepada 

masyarakat Desa Baruga.  

Selain mengungkap bentuk bantuan yang disalurkan oleh pihak PT. Semen 

Bosowa Maros dalam implementasi kebijakan CSR-nya di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, perlu juga kiranya untuk mengetahui bentuk kegiatan 

yang dilakukan. Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros             

di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, selama ini terealisasi dalam 

beragam bentuk kegiatan, sebagaimana pernyataan Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Kegiatan yang banyak kita lakukan selama ini dominan kegiatan 

pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan sosial, kesehatan, dan 

keagamaan. Namun sejak kami menjadi departemen khusus, kami 

berkomitmen untuk menyalurkan dana CSR kami dalam bentuk kegiatan-

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan sudah ada satu program 

pemberdayaan yang sedang berjalan saat ini, yaitu program penanaman 

palawija organik di pekarangan rumah warga (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Pernyataan Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros terkait bentuk kegiatan-kegiatan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros selama ini diperkuat pula melalui pendapat yang diungkapkan oleh 

Kepala Desa Baruga: 

Cukup banyak pula bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh pihak 

Bosowa selama ini. Misalnya pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, 

saluran irigasi, memberi lapangan pekerjaan, dan bantuan sosial-keagamaan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi terkait program pemberdayaan 

masyarakat, baru satu yang dilaksanakan tahun ini, yaitu program 

penanaman palawija organik (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 8 

Oktober 2015) 
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Dua pernyataan yang berasal dari Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan Kepala Desa Baruga 

terkait bentuk kegiatan-kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini yang 

berupa kegiatan pembangunan infrastruktur desa, kegiatan sosial, kesehatan, dan 

keagamaan, serta baru mulai melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

yaitu program penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga, 

nampaknya searah pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun 

Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB:  

Pembangunan masjid, jalan tani, jembatan, gorong-gorong, dan lainnya lagi 

kami lakukan dengan memanfaatkan sumbangan semen yang diberikan oleh 

Bosowa tiap bulannya. Ada juga warga kami yang kerja di pabrik semennya 

itu. Sebagian ibu-ibu di dusun ini juga sudah ada yang aktif dalam kegiatan 

penanaman sayur organik di halaman rumahnya masing-masing (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Sumbangan semennya Bosowa kami gunakan untuk kegiatan membangun 

jalan di dusun kami. Biasa juga untuk memperbaiki saluran irigasi dan 

jembatan. Bisa juga untuk memperbaiki rumah warga yang kurang mampu. 

CSRnya untuk memberdayakan kaum ibu dengan menanam sayur di depan 

rumah masing-masing kami lihat sebagai suatu kegiatan yang baik sekali 

(Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Batunapara dan Camba 

Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, mengungkapkan bahwa 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini di Desa 

Baruga terealisasi dalam berbagai bentuk kegiatan: pembangunan jalan desa, jalan 

tani, jembatan, saluran irigasi, memberi lapangan pekerjaan, dan kegiatan sosial-

keagamaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan dua kepala dusun 

ini juga menandakan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 



186 
 

 
 

Maros sudah mulai mengarah pada kegiatan CSR yang bersifat pemberdayaan 

masyarakat. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Batunapara dan Camba 

Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, semakin dikuatkan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB:     

Bantuan CSR Bosowa selama ini dipakai dalam kegiatan pembangunan 

jalan, jembatan, ada juga saluran irigasi. Kegiatan sosial-keagamaan juga 

ada. Pihak Bosowa juga memberi kesempatan kerja di pabrik. Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat juga sudah ada yang dilaksanakan, seperti 

penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga (Informan: 

Usman. Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB tidak hanya 

menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara dan 

Camba Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, namun 

pernyataan tersebut juga sekaligus menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh 

Head of Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros dan Kepala Desa Baruga. Sejumlah pernyataan mereka telah 

mengungkapkan secara tegas bahwa bentuk kegiatan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros selama ini berupa kegiatan pembangunan infrastruktur desa, kegiatan 

sosial, kesehatan, dan keagamaan, serta sudah mulai mengarah untuk melakukan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan pertamanya berupa program 

penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga.  

Aspek yang patut diperhatikan selanjutnya adalah terkait dengan 

terakomodirnya kepentingan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini. Berhubungan 
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erat dengan hal ini, berikut pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun 

Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB:   

Kami merasa bersyukur dengan adanya bantuan CSR Bosowa. Tapi debu 

pabriknya itu sangat mengganggu warga dusun kami. Banyak juga warga, 

utamanya yang muda-muda, berharap bisa diterima kerja di bagian 

pabriknya. Ini seharusnya yang harus diperhatikan oleh Bosowa (Informan: 

Syahrul. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Masih ada beberapa keinginan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pihak 

Bosowa. Misalnya, ada sebagian warga menemukan adanya pencemaran di 

aliran irigasi sawah mereka dan itu asalnya dari pabrik Bosowa. Sudah lama 

juga warga di sini mengeluhkan tentang debu pabriknya. Saat kemarau juga 

warga membutuhkan agar ada bantuan air bersih dari Bosowa, karena warga 

benar-benar kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-

hari pada saat seperti itu (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Senin, 12 

Oktober 2015) 

 

Dua pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan 

Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, terlihat searah pula 

dengan argumen yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB dan Kepala Desa 

Baruga: 

Pihak Bosowa memang telah melaksanakan CSR-nya, misalnya dalam 

bidang kesehatan dengan pembuatan jamban keluarga dan di bidang 

pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada beberapa siswa SD yang 

berprestasi. Namun kebutuhan warga akan keterampilan yang dapat 

memberdayakan masih sangat minim. Yang baru terlaksana baru kegiatan 

penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga. Masalah polusi 

dan limbah pabrik serta ketersediaan air bersih juga sudah lama dikeluhkan 

oleh masyarakat, terlebih di saat kemarau. Begitu pula dengan masalah 

penerimaan pekerja dan pembebasan lahan (Informan: Usman: Kamis, 15 

Oktober 2015) 

 

Walau dana CSR Bosowa sudah banyak membantu warga desa, tetapi kami 

masih mengeluhkan adanya polusi debu dan pembuangan limbah cair dari 

pabrik ke area irigasi sawah warga. Kami tentunya sangat membutuhkan 

adanya lingkungan desa yang bersih dan sehat. Warga juga meminta agar 

pihak Bosowa dapat menyelesaikan pembayaran pembebasan lahan dan 

semakin membuka peluang bagi sejumlah pemuda desa untuk dapat bekerja 

di pabrik (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 8 Oktober 2015)  
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Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB dan Kepala Desa 

Baruga yang sekaligus mendukung pernyataan Kepala Dusun Camba Jawa dan 

Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, semakin 

meyakinkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

selama ini di Desa Baruga belum berhasil mengakomodir sejumlah kepentingan 

masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran, di antaranya: penanganan 

polusi dan limbah pabrik, ketersediaan air bersih, penerimaan pekerja pabrik, 

pembayaran pembebasan lahan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat.   

Sejumlah pernyataan yang telah disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Desa Baruga, serta Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang 

keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, juga menguatkan hasil observasi 

lapangan yang dilakukan peneliti, dimana polusi debu yang berasal dari pabrik 

PT. Semen Bosowa Maros terlihat sangat mencemari lingkungan Desa Baruga. 

Sekaligus pula menguatkan pemberitaan media bahwa implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros masih berupa kegiatan sosial semata, belum 

melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program ekonomi lingkungan 

berdasarkan situasi dan kondisi daerah dan kebutuhan lingkungan setempat 

(binpers.wordpress.com., 2014).  

Sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Camba Jawa 

dan Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, Sekretaris 

TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga terkait sejumlah kepentingan masyarakat 

yang belum berhasil diakomodir oleh pihak PT. Semen Bosowa Maros dan 
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sejumlah permasalahan lingkungan yang timbul akibat dampak operasi 

perusahaan, sangat dapat dipahami oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, dengan mengungkapkan:  

Kami terus berusaha untuk meminimalisir dampak lingkungan dan 

mengakomodir segala kepentingan warga sekitar pabrik, meskipun harus 

diakui memang masih ada sejumlah masalah yang belum berhasil teratasi. 

Tentunya, tantangan yang cukup kompleks ini akan diselesaikan sesuai 

skala prioritas yang disesuaikan dengan dukungan finansial perusahaan 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 15 Oktober 2015) 

 

Pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros semakin menguatkan pernyataan-pernyataan 

sebelumnya bahwa masih ada sejumlah kepentingan masyarakat yang belum 

berhasil diakomodir oleh pihak PT. Semen Bosowa Maros dan ada juga sejumlah 

permasalahan lingkungan yang timbul akibat dampak operasi perusahaan. 

Kompleksnya permasalahan, penentuan skala prioritas, dan dukungan finansial 

perusahaan menjadi sejumlah alasan yang disampaikan oleh Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros sehingga 

PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil mengakomodir sejumlah kepentingan 

masyarakat di Desa Baruga.   

Sejumlah pernyataan, baik yang dikemukakan oleh pihak masyarakat      

Desa Baruga maupun pihak Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, mengungkapkan bahwa terkait 

kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 
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a) Sasaran utama implementasi kebijakan adalah masyarakat miskin dan 

lingkungan Desa Baruga; 

b) Dominan terealisasi dalam bentuk bantuan amal (charity) dan bantuan 

kemanusiaan (philanthropy). Baik itu dalam bentuk bantuan semen untuk 

pembangunan infrastruktur desa, bantuan biaya pendidikan dalam bentuk 

beasiswa, penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik dan mobil ambulance, 

dan dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan; 

c) Terealisasi dalam bentuk kegiatan pembangunan jalan desa, jalan tani, 

jembatan, saluran irigasi, memberi lapangan pekerjaan, dan kegiatan sosial-

keagamaan, serta sudah mulai melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

dimana kegiatan pertamanya berupa program penanaman palawija organik       

di pekarangan rumah warga; 

d) Belum berhasil mengakomodir sejumlah kepentingan masyarakat di Desa 

Baruga, seperti: penanganan polusi dan limbah pabrik, ketersediaan air bersih, 

penerimaan pekerja pabrik, pembayaran pembebasan lahan, dan pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

Tabel 5.1 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Kepentingan yang Dipengaruhi dalam Implementasi Kebijakan CSR           

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Pihak yang 

kepentingannya 

dipengaruhi oleh 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

 

Grindle (1980): 

Pihak yang 

kepentingannya 

dipengaruhi oleh 

suatu kebijakan  

harus mampu 

mengakomodir 

Implementasi 

kebijakan CSR       

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat          

Kab. Maros, 

Kemampuan dalam 

menentukan 

sasaran utama 

secara tepat dan 

mengakomodir 

segala kepentingan 

sasaran utama 
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Deskripsi Fokus: 

1. Sasaran utama 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

2. Bentuk bantuan 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

3. Bentuk kegiatan 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

4. Terakomodirnya 

kepentingan 

kelompok 

sasaran dalam 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

 

tujuan kebijakan 

tersebut  

khususnya di Desa 

Baruga: 

1. Sasaran utamanya 

adalah masyarakat 

miskin dan 

lingkungan desa 

2. Dominan terealisasi 

dalam bentuk 

charity dan 

philanthropy 

3. Terealisasi dalam 

bentuk kegiatan 

pembangunan 

infrastruktur desa, 

memberi lapangan 

pekerjaan, dan 

kegiatan sosial-

keagamaan, serta 

sudah mulai 

melakukan kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

4. Belum berhasil 

mengakomodir 

sejumlah 

kepentingan 

masyarakat 

implementasi 

kebijakan tersebut  

dalam bentuk 

bantuan dan 

kegiatan yang tepat 

dan sesuai dengan 

kepentingannya, 

akan menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

2) Jenis manfaat (type of benefits) 

Implementasi kebijakan publik yang mampu merangkum kepentingan 

kelompok sasaran (target group) diharapkan pula dapat memberi manfaat yang 

besar dan luas kepada kelompok sasaran tersebut. Implementasi kebijakan CSR 

selain merupakan bagian dari komitmen dan bentuk ketaatan perusahaan dalam 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengikat dan wajib ditaati juga 

merupakan wujud moralitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara etis, 

serta senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders, khususnya masyarakat 

di sekitar area operasi perusahaan. 
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Kebijakan CSR merupakan suatu kebijakan yang diharapkan tidak sekedar 

mampu mengakomodir berbagai harapan atau kepentingan kelompok sasaran 

tetapi juga bisa memberikan efek manfaat kepada masyarakat luas, khususnya 

bagi target group di sekitar area operasi perusahaan yang sangat rentan terkena 

dampak operasi perusahaan.   

Terkait aspek kebermanfaatan dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, maka yang paling mendasar untuk dikaji adalah 

tentang manfaat utama dari implementasi kebijakan tersebut. Manfaat utama dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros diungkapkan oleh Head 

of Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros: 

Sejak awal kita sangat mengharapkan bahwa penyaluran dana CSR Bosowa 

ini dapat bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

berikut pula melestarikan lingkungan alamnya (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

     

Manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, ternyata 

sesuai dengan pendapat yang diuraikan oleh Kepala Desa Baruga dan Kepala 

Dusun Camba Jawa yang juga merupakan koordinator TPKS-BB:   

Manfaat dari bantuan CSR Bosowa tentunya kami semua berharap agar 

dapat lebih menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat dan sekaligus 

juga menjaga kelestarian lingkungan desa kami ini (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Kamis, 8 Oktober 2015) 
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Sejak awal kami berharap agar keberadaan pabrik semen Bosowa di desa 

kami dapat memberi banyak manfaat melalui bantuan CSRnya. Baik untuk 

membantu warga miskin maupun untuk membuat warga kami semakin 

sejahtera (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 12 Oktober 2015) 

 

Pendapat yang sempat diuraikan oleh Kepala Desa Baruga dan Kepala 

Dusun Camba Jawa yang juga merupakan koordinator TPKS-BB, juga 

menguatkan argumen yang disampaikan oleh Kepala Dusun Batunapara yang juga 

merupakan koordinator TPKS-BB dan Sekretaris TPKS-BB:  

Warga miskin di dusun kami ini masih banyak, dan kami sangat berharap 

bantuan CSRnya Bosowa bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka. Kami 

juga berharap, agar bantuan CSR Bosowa juga dapat dimanfaatkan untuk 

memberdayakan masyarakat kami yang minim dengan keterampilan-

keterampilan (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Senin, 12 Oktober 

2015) 

Manfaat CSR Bosowa tentunya harus dapat dirasakan oleh masyarakat, 

khususnya bagi masyarakat prasejahtera yang masih begitu banyak di desa 

ini, seperti di Dusun Batunapara dan Camba Jawa. CSR Bosowa ini juga 

harus bermanfaat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat kami 

sekaligus menjaga kelestarian lingkungannya (Informan: Usman. 

Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Dari pernyataan yang diuraikan oleh Kepala Dusun Batunapara yang juga 

merupakan koordinator TPKS-BB dan Sekretaris TPKS-BB yang sekaligus 

menguatkan sejumlah pendapat sebelumnya, baik yang disampaikan oleh Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, Kepala Desa Baruga, dan Kepala Dusun Camba Jawa yang juga 

merupakan koordinator TPKS-BB, menunjukkan bahwa manfaat utama yang 

diharapkan dari adanya implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dan 

sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. 
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Setelah mengungkap hasil penelitian tentang manfaat utama dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, maka penting juga untuk mengungkap tentang 

perwujudan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Baruga dari manfaat 

utama implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros tersebut. Terkait 

hal ini, Head of Environment and Community Development Department             

PT. Semen Bosowa Maros, mengungkapkan: 

Bantuan CSR kami nampaknya sudah dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan telah mempermudah 

transportasi masyarakat. Irigasi dan embung berguna bagi pengairan sawah. 

Siswa miskin berprestasi juga sudah merasakan beasiswa. Warga yang 

sakitpun mendapat bantuan perawatan di klinik. Bantuan semen kami juga 

bermanfaat bagi banyak hal di masyarakat. Manfaat program pemberdayaan 

penanaman palawija di pekarangan rumah juga nampak menggembirakan  

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Senin, 5 Oktober 2015) 

 

Perwujudan sejumlah manfaat yang didapatkan kelompok sasaran, yaitu 

masyarakat Desa Baruga, dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros sebagaimana pernyataan Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, ternyata sedikit berbeda 

dengan pendapat yang diungkapkan Kepala Dusun Camba Jawa dan Kepala 

Dusun Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai salah satu koordinator       

TPKS-BB: 

Alhamdulillah, infrastruktur desa kami sudah cukup baik. Bantuan semen 

dari pihak Bosowa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, 

perbaikan rumah warga, dll. Bantuan sosial-bencana dan saat perayaan besar 

Islam juga sering warga dapatkan. Beasiswa untuk siswa miskin berprestasi 

juga ada. Tapi manfaat bantuan CSR Bosowa pada pelestarian lingkugan 

desa kami belum terlihat. Manfatnya juga belum nampak untuk 

memberdayakan masyarakat kami (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 

12 Oktober 2015) 
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Pada dasarnya, kami sangat bersyukur dengan adanya pabrik Bosowa. 

Pembangunan infrastruktur desa sudah banyak dan terus berjalan hingga 

saat ini dan sudah memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang 

besar juga sudah dirasakan oleh warga yang bekerja di pabrik. Hanya 

manfatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 

kami masih belum terlihat (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Senin,      

12 Oktober 2015) 

 

Pendapat yang diungkapkan Kepala Dusun Camba Jawa dan Kepala Dusun 

Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai salah satu koordinator       

TPKS-BB, berhasil didukung pula oleh pendapat senada yang disampaikan oleh 

Kepala Desa Baruga dan Sekretaris TPKS-BB: 

CSR Bosowa sudah nampak memberi manfaat bagi masyarakat kami. 

Transportasi semakin mudah, sehingga hasil pertanian mudah dipasarkan. 

Anak-anak juga semakin mudah menjangkau lokasi sekolahnya. Bermanfaat 

juga di bidang pertanian dengan pembangunan saluran irigasi dan embung. 

Namun manfaatnya belum terasa dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan keterampilan. Lingkungan 

hidup di desa kami juga belum diperhatikan (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Sabtu, 17 Oktober 2015) 

 

Bantuan CSR Bosowa sudah memberi sejumlah manfaat bagi desa kami, 

kami harus jujur mengakui itu. Namun manfaatnya dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat belum terlihat. Kegiatan-kegiatan seperti 

penanaman sayuran organik oleh kaum ibu itu yang seharusnya 

diperbanyak. CSR Bosowa juga belum memberi manfaat pada pelestarian 

lingkungan di sini, karena polusi dan pencemaran dari area pabrik belum 

terselesaikan (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 2 Nopember 2015) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan Kepala 

Dusun Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai salah satu koordinator 

TPKS-BB, dan didukung penguatan pendapat yang diutarakan oleh Kepala Desa 

Baruga dan Sekretaris TPKS-BB, menunjukkan bahwa selama beroperasinya, 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros telah berhasil memberi 

sejumlah manfaat kepada masyarakat Desa Baruga, sehingga pembangunan jalan 
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dan jembatan dapat terlaksana dan semakin memudahkan akses transportasi, 

pembangunan irigasi dan embung yang bermanfaat bagi pengairan sawah 

masyarakat. Siswa miskin berprestasi juga dapat merasakan manfaat bantuan 

beasiswa. Warga yang sakitpun mendapat manfaat dari bantuan perawatan dan 

fasilitas kesehatan. Namun, perwujudan manfaat dari adanya implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil meningkatkan 

keberdayaan masyarakat dan melestarikan lingkungan di Desa Baruga, dimana 

polusi dan pencemaran dari area pabrik masih belum terselesaikan.  

Kemudian yang harus diketahui selanjutnya adalah apakah perwujudan 

sejumlah manfaat dari adanya implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat Desa Baruga, 

khususnya masyarakat dalam kategori prasejahtera. Sehubungan dengan hal ini, 

berikut pernyataan dari Sekretaris TPKS-BB: 

Hingga saat ini, kami masih kerap mendengar laporan adanya beberapa 

warga dari 5 (lima) dusun yang belum tersentuh bantuan Bosowa. 

Penerimaan pegawai pabrik juga belum dapat menampung beberapa pemuda 

desa yang menganggur. Bantuan CSR juga kami harapkan dapat diberikan 

secara adil dan merata kepada siswa dari keluarga miskin, bukan hanya yang 

berprestasi saja (Informan: Usman. Wawancara: Sabtu, 24 Oktober 2015) 

 

Pendapat Sekretaris TPKS-BB dikuatkan pula oleh pernyataan Kepala     

Desa Baruga: 

Pendistribusian bantuan CSR Bosowa dan penerimaan pekerja pabrik 

terlihat masih belum adil dan merata. Bantuan yang diusulkan juga kadang 

terlambat realisasinya. Kami juga berharap beasiswa Bosowa dapat 

dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh warga yang tidak mampu, 

jangan pilih-pilih. Kegiatan pemberdayaan juga kami harapkan dapat 

semakin ditingkatkan, selain di bidang pertanian, kami juga berharap agar 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki ternak dan 
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pemuda serta warga yang masih menganggur (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Kamis, 5 Nopember 2015) 

 

Pernyataan Sekretaris TPKS-BB dan Kepala Desa Baruga telah 

menunjukkan bahwa perwujudan sejumlah manfaat dari implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros, baik yang bersifat sumbangan dan bantuan dana 

sosial maupun yang bersifat pemberdayaan masyarakat, belum berhasil dirasakan 

manfaatnya secara adil dan merata oleh masyarakat Desa Baruga yang 

membutuhkan. Masih ada segelintir warga masyarakat Desa Baruga yang belum 

merasakan manfaat dari impelementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

selama ini. Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya sekaligus 

pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB, juga memiliki pendapat yang 

sama: 

Bantuan CSRnya Bosowa masih biasa tidak adil dan merata penyalurannya. 

Ada kebutuhan warga dusun kami yang sama dengan kebutuhan warga di 

dusun lain, tetapi dusun lain dapat bantuan, sedangkan dusun kami tidak 

mendapat bantuan. Kalaupun dapat bantuan, jumlahnya pun kurang dari 

yang dibutuhkan (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 9 Nopember 

2015) 

 

Masih biasa terjadi, ada warga kami yang sangat membutuhkan bantuan, 

misalnya semen, tetapi tidak dapat bantuan. Di lain pihak, ada warga dusun 

lain yang sebenarnya tidak terlalu mendesak kebutuhannya, tetapi diberi 

bantuan. Begitu juga dalam penerimaan kerja, masih belum merata dan juga 

terkesan tidak adil (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Kamis, 12 

Nopember 2015) 

 

Dari sejumlah pernyataan, baik yang disampaikan oleh Sekretaris       

TPKS-BB, Kepala Desa Baruga, maupun Kepala Dusun Camba Jawa dan 

Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, maka 

semakin menguatkan kesimpulan bahwa perwujudan sejumlah manfaat dari 
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implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, belum berhasil 

dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh masyarakat Desa Baruga. 

Terbukti dengan masih adanya sebagian masyarakat desa dan dusun yang belum 

merasakan manfaat dari impelementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

selama ini secara adil dan merata. 

Sejumlah pernyataan yang telah disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Desa Baruga, maupun Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang 

keduanya sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, juga menguatkan hasil 

observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dimana keberdayaan masyarakat Desa 

Baruga terlihat masih rendah dan polusi debu yang berasal dari pabrik PT. Semen 

Bosowa Maros terlihat sangat mencemari lingkungan Desa Baruga. Sekaligus 

pula menguatkan pemberitaan media bahwa implementasi kebijakan CSR         

PT. Semen Bosowa Maros belum terbagi secara adil dan merata serta hanya 

menguntungkan segelintir orang saja (binpers.wordpress.com., 2014). 

Sejumlah pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB, Kepala 

Desa Baruga, maupun Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya 

sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, ditanggapi oleh Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros: 

Pihak kami memang juga mendengar keluhan akan pendistribusian bantuan 

CSR yang belum tersalurkan secara adil dan merata tersebut. Sedangkan 

masalah keluhan beberapa warga terkait bantuan dan penerimaan kerja, 

sedang kami evaluasi dimana letak permasalahannya. Untuk itu, kami akan 

meningkatkan koordinasi dengan aparat desa dan teman-teman di TPKS-BB 

untuk meminimalisir permasalahan ini (Informan: Nur Alang. Wawancara: 

Senin, 16 Nopember 2015) 
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Uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran dari 

impelementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil 

dirasakan secara adil dan merata. Pihak Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros sebagai pelaksana utama 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros tentunya harus segera mengatasi 

permasalahan ini dan mencari faktor utama penyebab tidak adil dan meratanya 

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Baruga. 

Sejumlah pernyataan, baik yang dikemukakan oleh pihak masyarakat      

Desa Baruga maupun pihak Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, mengungkapkan bahwa terkait jenis 

manfaat (type of benefits), implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga: 

a) Harapannya dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat dan sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan    

di Desa Baruga; 

b) Telah berhasil mewujudkan sejumlah manfaat kepada masyarakat Desa 

Baruga, seperti kemudahan akses transportasi, pengairan sawah, manfaat 

bantuan beasiswa, dan manfaat dari bantuan perawatan dan fasilitas kesehatan. 

Namun, belum berhasil dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan 

melestarikan lingkungan di Desa Baruga; 
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c) Belum berhasil mewujudkan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan secara 

adil dan merata oleh seluruh masyarakat Desa Baruga. 

 

Tabel 5.2 

Ringkasan Temuan Penelitian  

Jenis Manfaat dari Implementasi Kebijakan CSR  

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Jenis manfaat yang 

didapatkan 

kelompok sasaran 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Manfaat utama 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

2. Wujud manfaat 

yang 

didapatkan 

kelompok 

sasaran dari 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

3. Wujud manfaat 

secara adil dan 

merata yang 

didapatkan 

kelompok 

sasaran dari 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Grindle (1980):  

Implementasi 

kebijakan harus 

mampu 

memberikan 

manfaat secara 

kolektif terhadap 

kelompok 

sasaran agar 

mendapatkan 

dukungan 

partisipasi dari 

kelompok 

sasaran tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat             

Kab. Maros, 

khususnya di Desa 

Baruga: 

1. Harapannya dapat 

memberi manfaat 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan dan 

keberdayaan 

masyarakat dan 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan  

2. Telah berhasil 

mewujudkan 

sejumlah manfaat 

kepada masyarakat  

3. Belum berhasil 

mewujudkan 

sejumlah manfaat 

secara adil dan 

merata kepada 

masyarakat 

Perwujudan 

manfaat sesuai 

keinginan yang 

hendak dicapai 

oleh suatu 

kebijakan secara 

adil dan merata, 

akan menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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3) Jangkauan perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned) 

Implementasi kebijakan publik yang mengatur tentang tanggung jawab 

sosial dan lingkungan atau yang lebih populer disebut CSR diharapkan dapat 

mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan 

masyarakat pada umumnya.  

Perseroan, khususnya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ 

atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perubahan tingkat kualitas kehidupan dan 

lingkungan di sekitar area operasi perusahaan juga menjadi hal yang harus 

diutamakan. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, harus pula memertimbangkan dampak perubahan yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap kelompok sasaran utama. Setiap 

impementasi dari suatu kebijakan tentunya mengharapkan suatu tujuan perubahan 

yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya kebijakan tersebut. Sehubungan 

dengan dampak perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros, Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros berpendapat:  

Setiap program CSR yang kami lakukan, harapan tertinggi kami adalah 

kegiatan tersebut dapat memberi perubahan pada masyarakat, utamanya 
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pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat (Informan: 

Nur Alang. Wawancara: Kamis, 15 Oktober 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait dampak perubahan 

yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, 

ternyata senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga 

dan Sekretaris TPKS-BB: 

Kami selaku aparat desa sangat berharap, bantuan CSR Bosowa dapat 

memberi perubahan pada tingkat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 

kami, karena masyarakat kami masih banyak yang tergolong keluarga 

prasejahtera. Masyarakat dan pemuda desa kami juga masih banyak yang 

menganggur dan tidak memiliki keahlian apa-apa (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Senin, 5 Nopember 2015) 

 

Tentunya dengan adanya CSR Bosowa kita semua berharap adanya 

perubahan pada tingkat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa 

hingga dusun yang ada di sini. Pola pikir dan sikap masyarakat juga 

diharapkan akan semakin maju dan mereka memiliki banyak keterampilan 

yang dapat menunjang kehidupan mereka di masa depan (Informan: Usman. 

Wawancara: Senin, 2 Nopember 2015) 

 

Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, juga memiliki pandangan yang searah dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, Kepala Desa Baruga, dan Sekretaris 

TPKS-BB terkait dampak perubahan yang ingin dicapai dari implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros:  

Kami berharap bantuan CSRnya Bosowa bisa merubah kemiskinan warga 

kami menjadi tidak miskin lagi. Pemuda yang masih banyak menganggur 

juga bisa diterima kerja di pabrik dan bisa dibekali dengan keahlian-

keahlian biar bisa mandiri (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Kamis,      

12 Nopember 2015) 
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Perubahan yang sangat kami nantikan yaitu perubahan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di dusun kami ini. Karena masih banyak yang tergolong 

prasejahtera. Juga kami berharap agar masyarakat kami bisa lebih mandiri 

lagi dengan cara dibekali dengan keterampilan dan keahlian yang bisa 

digunakan untuk membuka usaha sendiri (Informan: Syahrul. Wawancara: 

Senin, 9 Nopember 2015) 

 

Dari beragam pernyataan senada yang dikemukakan oleh Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, Kepala Desa Baruga, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun 

Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator     

TPKS-BB, jelas terlihat bahwa dampak perubahan yang ingin dicapai dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, adalah memberi perubahan yang lebih baik pada 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, dengan cara memperbanyak kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi sejumlah keterampilan yang dapat 

menunjang kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.   

Setelah mengetahui dampak perubahan yang ingin dicapai dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, maka yang terpenting selanjutnya adalah 

mengungkapkan ketercapaian dari dampak perubahan yang dikehendaki tersebut. 

Terkait hal ini, Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros, menyatakan: 

Sejumlah kegiatan CSR yang kami lakukan sudah memberi beberapa 

perubahan yang berarti, misalnya pembangunan desa meningkat. Pada CSR 

kesehatan, masyarakat sudah sadar akan budaya hidup sehat dan tidak 

membuang hajat di sembarang tempat lagi. Begitu pula CSR yang bersifat 

pemberdayaan masyarakat, sangat kami harapkan nantinya dapat 

berkelanjutan dan mampu secara maksimal memberdayakan, memandirikan, 
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dan menyejahterakan masyarakat Desa Baruga (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Senin, 16 Nopember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait dampak perubahan 

yang telah dicapai dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

selama ini, ternyata berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala 

Desa Baruga: 

Kami akui, bantuan CSR Bosowa untuk pembangunan jalan desa, jalan tani, 

jembatan, dan irigasi, telah membawa perubahan besar bagi desa kami yang 

dulunya sangat terisolir karena sulitnya akses transportasi. Namun, tingkat 

kesejahteraan masyarakat kami yang dominan bekerja sebagai petani belum 

terlalu banyak berubah. Terbukti dengan masih banyaknya warga 

prasejahtera. Masyarakat juga belum memiliki keterampilan yang dapat 

menunjang perekonomian mereka (Informan: H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 

21 Nopember 2015) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga telah menunjukkan 

bahwa pada dasarnya yang diinginkan oleh masyarakat Desa Baruga adalah 

adanya implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros yang dapat 

memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan 

masyarakat serta digiatkannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat 

memberi masyarakat sejumlah keterampilan yang dapat menunjang perekonomian 

mereka. Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga turut pula 

dikuatkan oleh pernyataan dari Sekretaris TPKS-BB: 

Meski kondisi desa kami sudah berkembang, namun warga miskinnya 

masih cukup banyak. Pemuda desa juga masih banyak yang menganggur. 

Tentunya dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kami 

berharap hal ini bisa diminimalisir. Kami rasa, program pemberdayaan 

secara berkelanjutan yang harus digiatkan dan diperbanyak, agar melalui 

program tersebut, perubahan tingkat kesejahteraan dan keberdayaan 
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masyarakat dapat lebih cepat terwujud (Informan: Usman. Wawancara: 

Selasa, 15 Desember 2015)    

 

Argumen yang disampaikan Sekretaris TPKS-BB dan menguatkan pendapat 

yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga, juga mendapat dukungan 

pernyataan dari Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga 

merupakan koordinator TPKS-BB:  

Kami lihat belum banyak perubahan yang terjadi dari adanya bantuan CSR 

Bosowa kepada warga dusun kami. Masih banyak sekali warga kami yang 

masih tergolong miskin, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya 

keterampilan untuk membuat usaha sendiri (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

CSRnya Bosowa salah satunya adalah dengan memberi pekerjaan kepada 

warga yang terdekat dengan pabrik. Tapi nyatanya, masih banyak warga 

kami, khususnya yang muda-muda masih menganggur. Wajar jika 

kemiskinan di tempat kami ini masih banyak dan belum bisa ditingkatkan  

(Informan: Syahrul. Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

  

Argumen yang disampaikan Sekretaris TPKS-BB dan menguatkan pendapat 

yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga, ditambah dengan penguatan 

pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, telah membantah 

pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, dan sekaligus pula 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

selama ini belum berhasil memberi dampak perubahan pada peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga secara berkelanjutan. 

Perubahan yang jauh lebih maksimal terhadap kesejahteraan dan keberdayaan 
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masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan tentunya harus diupayakan oleh 

pihak PT. Semen Bosowa Maros melalui implementasi kebijakan CSR-nya.  

Sejumlah pernyataan yang telah disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Desa Baruga, maupun Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang 

keduanya sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, juga menguatkan hasil 

observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dimana keberdayaan masyarakat Desa 

Baruga nampak masih rendah.  Sekaligus pula menguatkan pemberitaan media 

bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum melakukan 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program ekonomi lingkungan 

berdasarkan situasi dan kondisi daerah dan kebutuhan lingkungan setempat 

(binpers.wordpress.com., 2014). 

Sehingga, terkait dengan jangkauan perubahan yang diinginkan (extent of 

change envisioned), maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga: 

a) Harapannya ingin memberi perubahan yang lebih baik pada peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Desa Baruga;   

b) Belum berhasil memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan 

dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga. 
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Tabel 5.3 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Jangkauan Perubahan yang Diinginkan dalam Implementasi Kebijakan CSR  

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Perubahan yang 

diharapkan dari  

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Harapan 

perubahan yang 

ingin dicapai 

dari 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

2. Capaian dari 

perubahan yang 

dikehendaki 

dari 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Sebuah 

kebijakan harus 

membawa 

perubahan        

ke arah yang 

lebih baik 

kepada 

kelompok 

sasaran 

kebijakan 

Implementasi 

kebijakan CSR        

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat             

Kab. Maros, 

khususnya di Desa 

Baruga: 

1. Harapannya ingin 

memberi 

perubahan yang 

lebih baik pada 

peningkatan 

kesejahteraan dan 

keberdayaan 

masyarakat 

2. Belum berhasil 

memberi dampak 

perubahan pada 

peningkatan 

kesejahteraan dan 

keberdayaan 

masyarakat 

 

Kesesuaian antara 

harapan perubahan 

yang diinginkan 

dengan tingkat 

pencapaian 

pelaksanaan, akan 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

4) Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making) 

Kebijakan yang dirumuskan dan dilegitimasi oleh lembaga yang berwenang 

juga sangat memberi pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. 

Legitimasi lembaga atau pihak berwenang sangat menentukan kepatuhan agen 

pelaksana di tingkat bawah. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan 

dalam implementasi kebijakan publik, akan semakin menyulitkan implementasi 
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kebijakan tersebut, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan 

yang terlibat di dalamnya.  

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, terdiri dari berbagai macam program atau kegiatan yang sudah ditentukan 

sejak awal. Sejumlah program atau kegiatan tersebut dapat diusulkan oleh 

berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengusulan program atau 

kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, mengungkapkan: 

Dalam pengusulan program CSR yang akan dilakukan, pihak kami selalu 

melakukan musyawarah dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan teman-

teman di TPKS-BB. Usulan-usulan kegiatan mereka kami tampung dan 

akan di pertimbangkan, yang mana akan dilaksanakan lebih dulu (Informan: 

Nur Alang. Wawancara: Senin, 16 Nopember 2015)  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, terlihat bahwa 

dalam penentuan program atau kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros, pihak 

perusahaan selalu bermusyawarah atau melibatkan partisipasi dari aparat desa, 

tokoh masyarakat, dan para anggota TPKS-BB. Pernyataan Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros ini 

sebangun dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga: 

Kami selalu diundang oleh pihak Bosowa untuk membicarakan kegiatan-

kegiatan yang akan dibantu melalui dana CSR mereka. Biasanya kami 

bertemu di kantor atau di aula Bosowa. Turut pula diundang segenap kepala 

dusun selaku aparat sekaligus tokoh masyarakat serta anggota TPKS-BB   

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 21 Nopember 2015) 
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Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga diperkuat pula oleh 

penuturan singkat dari Sekretaris TPKS-BB: 

Segenap anggota TPKS-BB yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat 

dari lima dusun yang ada beserta bapak kepala desa selalu dilibatkan dalam 

pengusulan program kegiatan CSR yang akan dilakukan. Tentunya pihak 

Bosowa ingin juga mendengarkan usulan-usulan program dari kami 

(Informan: Usman. Wawancara: Sabtu, 21 Nopember 2015) 

 

Pernyataan Sekretaris TPKS-BB yang mendukung pernyataan yang 

dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga, ternyata dapat diperkuat pula oleh 

penuturan yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB: 

Saya sebagai salah satu koordinator TPKS-BB selalu diundang untuk rapat 

pengusulan program kegiatan CSR. Turut diundang juga pak desa dan 

seluruh anggota TPKS-BB untuk didengar pendapatnya (Informan: Syahrul. 

Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

 

Saya selaku anggota TPKS-BB yang menjadi perwakilan dari dusun kami 

ini selalu dinantikan kehadiran dan usulan-usulan program CSRnya untuk 

masing-masing dusun. Tepat kiranya kalau kami selalu dilibatkan, karena 

kami yang sangat tahu akan kondisi dan kebutuhan masyarakat kami 

(Informan: Mansyur HS. Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengusulan program atau kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros, 

dan dikuatkan oleh sejumlah pernyataan yang datang dari Kepala Desa Baruga, 

Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang 

keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, telah menunjukkan bahwa 

pihak Kepala Desa Baruga beserta anggota TPKS-BB yang juga merupakan tokoh 
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masyarakat dari 5 (lima) dusun, selalu dilibatkan dalam pengusulan program atau 

kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros. 

Setelah pengusulan program atau kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

yang melibatkan pihak Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros beserta Kepala Desa Baruga dan segenap anggota 

TPKS-BB yang sekaligus juga merupakan tokoh masyarakat dari 5 (lima) dusun, 

maka selanjutnya yang harus diketahui adalah terkait penentu atau yang memiliki 

kapasitas utama dalam pengambilan keputusan. Pemilik kapasitas utama inilah 

yang akan menentukan program atau kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

yang akan dilaksanakan nantinya. Terkait hal ini Kepala Desa Baruga 

menyatakan: 

Selama ini, kami selalu diundang untuk memusyawarahkan program CSR 

yang akan dilakukan bersama bapak-bapak di TPKS-BB. Namun, kami 

sekadar memberi usulan, sedangkan keputusan utamanya terletak pada top 

management Bosowa. Begitu penyampaian yang kami terima dari pihak 

Environment and Community Development Department (Informan:             

H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 21 Nopember 2015) 

 

Argumen yang diuraikan oleh Kepala Desa Baruga searah pula dengan 

informasi yang didapatkan dari Sekretaris TPKS-BB: 

Selama ini, kami dari TPKS-BB dan juga kepala desa hanya sekadar 

mengusulkan program saja. Kami tidak berhak menentukan bahwa program 

yang kami usulkan tersebut harus dijalankan. Di samping itu, pihak Bosowa 

sendiri sudah punya juga perencanaan. Jadi keputusan akhirnya pada pihak 

top management perusahaan. Padahal program-program yang kami usulkan 

tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat dan memang masyarakat 

membutuhkan kegiatan tersebut (Informan: Usman. Wawancara: Sabtu,      

21 Nopember 2015) 

 

Pernyataan Kepala Desa Baruga yang senada dengan pernyataan Sekretaris 

TPKS-BB, dapat didukung pula dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 
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Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB: 

Kami sekadar menyampaikan apa yang diinginkan oleh warga kami dalam 

rapat-rapat bersama pihak Bosowa. Keputusan akhirnya tetap berada di 

tangan pimpinan Bosowa, yang mana mereka setujui untuk dikerjakan di 

lapangan (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

  

Keputusan mana program CSR yang akan dikerjakan ada pada keputusan 

pimpinan Bosowa. Kami selaku anggota TPKS-BB dan juga kepala desa 

hanya mengusulkan keinginan dari warga kami saja, berikut dengan 

kebutuhan pembangunan di dusun kami. Kalau pimpinan Bosowa terima, 

kami bersyukur. Kalau tidak, kami akan usulkan kembali dalam pertemuan 

berikutnya  (Informan: Syahrul. Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

 

Sejumlah pendapat sebangun yang disampaikan, baik oleh Kepala Desa 

Baruga, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, menyimpulkan bahwa 

pemegang kapasitas utama dalam menentukan program atau kegiatan CSR        

PT. Semen Bosowa Maros yang akan dilaksanakan berada pada pihak top 

management PT. Semen Bosowa Maros. Pernyataan inipun diakui oleh Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros: 

Perusahaan sangat sadar akan dampak yang ditimbulkan atas beroperasinya 

pabrik ini dan bertanggung jawab atas kondisi yang ditimbulkannya. Untuk 

itu, top management menugaskan kepada departemen kami untuk menyusun 

perencanaan program CSR yang akan dilakukan. Pihak aparat desa dan 

anggota TPKS-BB juga dapat mengusulkan program. Hanya penentuan 

program yang akan dilaksanakan tergantung kebijakan top management 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Informan: Nur Alang. Wawancara: 

Senin, 16 Nopember 2015)   

 

Berdasarkan sejumlah pernyataan, baik yang dikemukakan oleh Sekretaris 

TPKS-BB, Ketua TPKS-BB yang sekaligus pula sebagai Ketua BPD Baruga, 
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maupun Head of Environment and Community Development Department          

PT. Semen Bosowa Maros, menunjukkaan bahwa kedudukan pengambil 

keputusan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, bersifat sentralistik (ditentukan atau terpusat) pada pihak top management 

PT. Semen Bosowa Maros.  

Selanjutnya hal penting yang harus diperhatikan pula berkaitan dengan 

kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, adalah terkait tindak lanjut pengambil keputusan 

utama, sebagaimana diketahui adalah pihak top management PT. Semen Bosowa 

Maros. Head of Environment and Community Development Department            

PT. Semen Bosowa Maros menguraikan pendapatnya sehubungan dengan hal ini: 

Pihak top management berdasarkan pertimbangan tertentu memutuskan 

program CSR yang akan direalisasikan, baik itu bersifat bantuan semen 

maupun program pemberdayaan masyarakat yang sudah mulai kita giatkan. 

Pihak top management segera mengajukan besaran bantuan semen dan 

anggaran kepada bagian keuangan dan memberi amanah penuh kepada 

personil Environment and Community Development Department untuk 

mengeksekusi program tersebut bersama anggota TPKS-BB. Tentunya kami 

harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak top management 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Senin, 16 Nopember 2015) 

 

Pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros searah dengan pernyataan yang diuraikan oleh 

Sekretaris TPKS-BB: 

Setahu kami memang kegiatan baru dapat berjalan setelah pihak top 

management menyetujui program yang akan dilakukan dan menentukan 

besaran bantuan serta dana yang akan digunakan. Kemudian bantuan dan 
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dana tersebut diberikan kepada pihak Environment and Community 

Development Department. Barulah setelah itu, program CSR dapat berjalan 

dan kami terlibat aktif dalam pelaksanaannya (Informan: Usman. 

Wawancara: Sabtu, 21 Nopember 2015) 

 

Pendapat yang disampaikan Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, ternyata searah dengan 

pendapat yang disampaikan sebelumnya oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan Sekretaris 

TPKS-BB: 

Pihak divisi CSRnya Bosowa menyampaikan kepada saya, usulan program 

CSR yang disetujui oleh pihak pimpinan Bosowa segera ditindaklanjuti oleh 

bagian keuangannya, baru diserahkan kepada divisi CSR. Setelah itu 

barulah kegiatan dilakukan. Proses kerjanya seperti itu (Informan:     

Mansyur HS. Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Informasi yang saya dapat, kalau pimpinan perusahaan sudah setuju, maka 

ditugaskan bagian keuangan untuk memproses bantuan-bantuan apa saja 

yang dibutuhkan. Lalu diserahkan kepada bagian CSRnya. Kalau sudah 

siap, baru kegiatan CSR tersebut dilaksanakan (Informan: Syahrul. 

Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

Kepala Desa Baruga pun memiliki pandangan yang sama dengan Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, dengan menyatakan: 

Setahu saya, prosesnya itu diawali dengan persetujuan dari pimpinan 

Bosowa terlebih dahulu. Baru diproses di keuangannya. Kemudian 

diberikan kepada bagian CSR untuk dilaksanakan dibantu dengan segenap 

anggota TPKS-BB (Informan: H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 19 Desember 

2015) 

 

Pernyatan searah yang dikemukakan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris 

TPKS-BB, Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga 
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merupakan koordinator TPKS-BB, serta Kepala Desa Baruga, mengungkapkan 

bahwa terkait tindak lanjut pengambil keputusan utama dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, yaitu pihak top 

management PT. Semen Bosowa Maros menindaklanjuti keputusannya dengan 

segera melakukan pengajuan besaran bantuan dan anggaran kepada bidang 

keuangan. Personil Environment and Community Development Department      

PT. Semen Bosowa Maros kemudian diperintahkan untuk merealisasikan program 

yang disetujui dibantu dengan segenap anggota TPKS-BB. 

Terkait dengan kedudukan pengambil keputusan (site of decision making), 

maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga: 

a) Pengusulan program telah melibatkan pihak Kepala Desa Baruga beserta 

anggota TPKS-BB yang juga merupakan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda 

dari 5 (lima) dusun di Desa Baruga; 

b) Kedudukan pengambil keputusan bersifat sentralistik (ditentukan atau terpusat) 

pada pihak top management PT. Semen Bosowa Maros; 

c) Pihak top management PT. Semen Bosowa Maros menindaklanjuti 

keputusannya dengan melakukan pengajuan besaran bantuan dan anggaran 

kepada bidang keuangan, lalu memerintahkan personil Environment and 

Community Development Department untuk merealisasikan program yang 

disetujui dibantu dengan para anggota TPKS-BB. 
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Tabel 5.4 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Kedudukan Pengambil Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Kedudukan 

pengambil 

kebijakan dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Pihak yang 

terlibat dalam 

pengusulan 

program dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

2. Pemilik 

kapasitas 

utama dalam 

menentukan 

program yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

3. Tindak lanjut 

pengambil 

keputusan 

utama dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Kedudukan 

pengambilan 

keputusan secara 

terpusat akan 

mempermudah 

implementasi 

kebijakan publik  

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat             

Kab. Maros, 

khususnya di Desa 

Baruga: 

1. Pengusulan 

program telah 

melibatkan pihak 

Kepala Desa dan 

anggota TPKS-BB  

2. Kedudukan 

pengambil 

keputusan bersifat 

sentralistik pada 

pihak top 

management      

PT. SBM 

3. Pihak top 

management      

PT. SBM 

menindaklanjuti 

keputusannya 

kepada bidang 

keuangan untuk 

kemudian 

dilaksanakan oleh 

personil 

Environment and 

Community 

Development 

Department dan 

anggota TPKS-BB 

 

Pengusulan 

program yang 

melibatkan pihak-

pihak terkait, 

pengambilan 

keputusan yang 

bersifat sentralistik,  

dan proses tindak 

lanjut secara cepat 

dan tepat, akan 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan   

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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5) Pelaksana program (program implementors) 

Setiap implementasi kebijakan publik pastinya melibatkan peran para 

implementor. Implementor sebagai pelaksana suatu program harus jelas 

keberadaannya di tengah kelompok sasarannya. Semakin nyata keberadaan 

seorang pelaksana program pada tahap implementasi kebijakan, maka akan 

semakin menambah keyakinan dan kepercayaan dari kelompok sasaran kebijakan. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, dilaksanakan langsung oleh Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros bersama dengan mitra kerjanya, yaitu 

TPKS-BB. Sejumlah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

juga melibatkan aparat desa serta pihak-pihak yang terkait, seperti pihak 

puskesmas, kecamatan, koramil, polsek, dan penyuluh pertanian. Bahkan, 

sebagian masyarakat Desa Baruga sendiri terlibat menjadi implementor kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Dalam setiap pelaksanaan program, Pak Nur Alang dan jajarannya dari 

Bosowa selalu turun langsung ke masyarakat. Kami dari TPKS-BB sedapat 

mungkin selalu mendampingi. Aparat desa dan kecamatan serta dinas terkait 

juga ikut dilibatkan. Masyarakat juga dilibatkan menjadi pelaksana kegiatan, 

misalnya dengan bergotong-royong dalam pembangunan jalan desa dan 

kaum ibu yang terlibat dalam program penanaman palawija organik  

(Informan: Usman. Wawancara: Senin, 7 Desember 2015)   

 

Pernyataan Sekretaris TPKS-BB dikuatkan pula oleh pernyataan yang 

dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah 

satu koordinator TPKS-BB: 
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Penyerahan bantuan langsung diberikan oleh pihak PT. Bosowa, begitu juga 

untuk program pemberdayaan masyarakatnya. Mulai pengadaan barang 

hingga bibit tanamannya diserahkan langsung oleh Pak Nur Alang dan 

kawan-kawan. Penyuluh pertanian dari kecamatan dan kabupaten pun 

dilibatkan oleh Bosowa guna memberikan pelatihan dan pendampingan 

nantinya. Kaum ibu anggota KWT juga terlibat aktif. Begitupun masyarakat 

kami yang selalu bersama-sama membangun jalan tani dan saluran air   

(Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 10 Desember 2015) 

 

Pernyataan Sekretaris TPKS-BB yang dikuatkan pula oleh pernyataan yang 

dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah 

satu koordinator TPKS-BB, searah pula dengan pernyataan Kepala Dusun 

Batunapara yang juga merupakan salah satu koordinator TPKS-BB: 

Setiap pelaksanaan kegiatan CSR, pihak divisi CSR Bosowa, kami dari 

TPKS-BB, pak desa, dan tak jarang dari pihak lain yang diajak bekerjasama 

selalu hadir dan terlibat aktif. Masyarakat dusun kami juga aktif terlibat 

secara bergotong-royong (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Selasa, 15 

Desember 2015) 

 

Kepala Desa Baruga pun megeluarkan pendapat yang sebangun dengan 

sejumlah pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB serta Kepala 

Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus pula sebagai salah satu 

koordinator TPKS-BB:   

Saya selaku kepala desa selalu berusaha untuk menjadi bagian dari kegiatan 

CSRnya Bosowa. Anggota TPKS-BB dan pihak-pihak yang membantu dan 

diajak bekerjasama juga tak jarang ambil bagian. Masyarakat dari kelima 

dusun yang ada di sini juga terlihat aktif terlibat dalam kegiatan CSR 

Bosowa tersebut (Informan: H. Hasir. Wawancara: Selasa, 15 Desember 

2015) 

 

Dari sejumlah pernyataan yang telah terungkap, terlihat bahwa pihak        

PT. Semen Bosowa Maros, baik itu dari unsur pimpinan maupun perwakilan dari 

pihak Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, terlibat langsung dalam pelaksanaan program CSR-nya ke masyarakat 
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Desa Baruga. Selain itu, anggota TPKS-BB, aparat desa, sejumlah pihak terkait, 

hingga masyarakat Desa Baruga, dilibatkan sebagai pelaksana atau implementor 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros. Pernyataan ini telah memerkuat pula 

pendapat Head of Environment and Community Development Department         

PT. Semen Bosowa Maros:  

Bantuan CSR Bosowa selama ini selalu kami yang menyerahkan langsung 

kepada masyarakat, baik itu untuk bantuan sosial, sumbangan, atau bantuan 

bencana, begitu pula dalam program pemberdayaan masyarakatnya. Kami 

juga terlibat langsung sebagai pelaksana program dibantu rekan-rekan 

TPKS-BB dan pihak-pihak terkait, mulai dengan menyiapkan material dan 

dananya hingga pelaksanaannya. Masyarakat juga kami libatkan sebagai 

pelaksana kegiatan, agar tumbuh rasa memiliki dari masyarakat (Informan: 

Nur Alang. Wawancara: Senin, 16 Nopember 2015) 

 

Sejumlah pernyataan, baik yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus pula sebagai salah satu 

koordinator TPKS-BB, Kepala Desa Baruga, maupun dari Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR   PT. Semen Bosowa Maros 

melibatkan sejumlah pihak, mulai pihak Environment and Community 

Development Department, aparat desa, sejumlah pihak terkait baik dari tingkat 

desa, kecamatan, maupun kabupaten, dan juga masyarakat Desa Baruga sendiri. 

Setelah mengetahui para implementor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga, hal selanjutnya yang harus pula diperhatikan adalah sejauhmana 

para implementor yang terlibat tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing. Hal ini sangat menentukan keberhasilan dari implementasi 
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kebijakan yang dilakukan. Terkait hal ini, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros menyatakan:  

Setiap pelaksana kegiatan CSR dituntut untuk memahami tugas dan 

tanggung jawabnya. Misalnya, personil Environment and Community 

Development Department bertanggung jawab melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait kegiatan pemberdayaan hingga menyiapkan segala hal 

yang terkait dengan kegiatan tersebut. Anggota TPKS-BB juga bertugas dan 

bertanggung jawab membantu kami, terlebih karena mereka yang sangat 

mengerti kondisi wilayah dan warganya. Pihak dari instansi terkait juga 

bertanggung jawab menyukseskan program CSR tersebut (Informan: Nur 

Alang. Wawancara: Senin, 16 Nopember 2015) 

   

Penjelasan yang diutarakan Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait pemahaman tugas 

dan tanggung jawab masing-masing dari para implementor yang terlibat, juga 

sebangun dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris TPKS-BB dan 

Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator 

TPKS-BB:  

Dalam setiap pelaksanaan program, Pak Nur Alang dan jajarannya dari 

Bosowa selalu turun langsung ke masyarakat. Kami dari TPKS-BB sedapat 

mungkin selalu mendampingi. Kami juga bertangggung jawab atas 

keberhasilan program yang dilakukan, khususnya program pemberdayaan 

masyarakat. Aparat desa dan kecamatan serta dinas terkait yang terlibat juga 

sangat bertanggung jawab menjalankan tugas yang telah ditetapkan 

(Informan: Usman. Wawancara: Senin, 7 Desember 2015) 

 

Sebagai salah satu koordinator TPKS-BB sekaligus kepala dusun, saya 

bertanggung jawab membantu pihak Bosowa dan aparat yang dikerahkan. 

Tentunya ini semua agar keberhasilan program CSR yang dilakukan dapat 

berhasil untuk kemajuan masyarakat dusun dan desa kami (Informan:        

Syahrul. Wawancara: Kamis, 10 Desember 2015) 

 

Dua pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB dan Kepala 

Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB, 
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searah pula dengan pendapat Kepala Dusun Batunapara yang juga merupakan 

salah satu koordinator TPKS-BB: 

Sebagai kepala dusun dan sekaligus sebagai koordinator TPKS-BB, saya 

semaksimal mungkin membantu pihak Bosowa dalam merealisasikan 

program CSR yang dilaksanakan. Sedapat mungkin tanggung jawab yang 

diberikan saya laksanakan sebaik mungkin (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Sejumlah pernyataan sebelumnya ternyata mendapat dukungan dari 

pendapat yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga: 

Keberhasilan kegiatan CSR Bosowa tentunya juga menjadi tanggung jawab 

besar saya selaku kepala desa di Baruga ini. Komunikasi yang baik saya 

terus upayakan, baik kepada pihak Bosowa maupun kepada anggota    

TPKS-BB dan kelima kepala dusun yang ada di desa ini (Informan:           

H. Hasir. Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Beberapa penjelasan yang telah diutarakan, baik oleh Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris 

TPKS-BB, Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya 

merupakan koordinator TPKS-BB, serta Kepala Desa Baruga terkait pemahaman 

tugas dan tanggung jawab masing-masing dari para implementor yang terlibat, 

menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat telah memahami tugas dan 

tanggung jawab masing-masing dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Para implementor yang terlibat tentunya harus diketahui pula secara jelas 

oleh masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros. Keberadaan para implementor di tengah 

sangatlah penting, karena semakin nyata keberadaan mereka pada proses 

implementasi kebijakan, maka akan semakin menambah keyakinan dan 
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kepercayaan dari masyarakat Desa Baruga. Sehubungan dengan hal ini, Kepala 

Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB 

mengatakan: 

Dalam setiap kegiatan, bahkan sebelum kegiatan, saya selaku kepala dusun 

sekaligus anggota TPKS-BB selalu menjelaskan kepada warga kami bahwa 

program yang akan dilakukan nantinya akan melibatkan pihak-pihak mana 

saja. Dan pada saat kegiatan, para pihak yang terlibat, baik dari Bosowa, 

TPKS-BB, maupun pihak-pihak lain saya perkenalkan kembali kepada 

masyarakat (Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 10 Desember 2015) 

 

Komentar yang diungkapkan Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus 

pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB diperkuat pula oleh pendapat yang 

dilontarkan Kepala Dusun Batunapara yang juga sebagai salah satu koordinator 

TPKS-BB: 

Pihak-pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan memang harus 

diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan dapat 

berkomunikasi dengan baik saat proses kegiatan berlangsung. Kami selalu 

melakukan hal tersebut. Masyarakat juga selalu bertanya kepada kami, 

pihak-pihak darimana saja yang terlibat dalam setiap kegiatan. Jadi 

pelaksana kegiatan memang harus diketahui secara jelas oleh masyarakat  

(Informan: Mansyur HS. Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Berdasarkan komentar yang diungkapkan Kepala Dusun Camba Jawa dan 

Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, 

mengungkapkan bahwa para implementor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros berhasil diketahui secara jelas 

keberadaanya oleh masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran. Hal ini 

pun searah dengan dua pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB 

dan Kepala Desa Baruga: 

Pelaksana kegiatan CSR harus jelas bagi masyarakat. Dan hal itu selalu 

kami upayakan melalui sosialaisasi dan beberapa pendekatan. Ini penting, 
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agar masyarakat tidak sekadar tahu saja siapa pelaksanaya, namun mereka 

akan mudah nantinya dalam menjalin komunikasi dalam proses kegiatan 

CSR Bosowa ini (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 7 Desember 2015) 

 

Semua kegiatan berikut pelaksana kegiatan CSR Bosowa saya sosialisasikan 

terlebih dahulu kepada segenap kepala dusun agar disampaikan kepada 

masyarakat dusunnya masing-masing. Agar masyarakat tahu akan adanya 

kegiatan CSR di dusun mereka nantinya dan tahu siapa pihak yang akan 

terlibat dalam kegiatan CSR tersebut (Informan: H. Hasir. Wawancara: 

Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Sejumlah pernyataan sebelumnya, baik yang disampaikan oleh Kepala 

Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai 

koordinator TPKS-BB, serta Sekretaris TPKS-BB dan Kepala Desa Baruga, telah 

menguatkan penjelasan yang diberikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Sebelum pelaksanaan kegiatan CSR Bosowa, kami bersama segenap 

anggota TPKS-BB, kepala desa, dan pihak-pihak terkait sudah berbagi tugas 

dan tanggung jawab terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, 

segenap anggota TPKS-BB dan aparat desa menyampaikan ke masyarakat 

mereka akan adanya kegiatan tersebut berikut dengan pihak-pihak yang 

akan terlibat di dalamnya. Dan saat kegiatan berlangsung, kami 

memerkenalkan kembali pelaksana kegiatan CSR tersebut kepada 

masyarakat (Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 16 Nopember 2015) 

 

Berdasarkan sejumlah komentar sebangun yang telah diungkapkan, baik 

oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya sekaligus pula 

sebagai koordinator TPKS-BB, Sekretaris TPKS-BB, Kepala Desa Baruga, dan 

dikuatkan pula oleh pendapat Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, maka dapat disimpulkan bahwa para 

implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros berhasil diketahui secara jelas keberadaanya oleh masyarakat   

Desa Baruga sebagai kelompok sasaran. 
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Berkaitan erat dengan pelaksana program (program implementors), maka 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 

a) Telah melibatkan sejumlah pihak, mulai pihak Environment and Community 

Development Department, anggota TPKS-BB, aparat desa, sejumlah pihak 

terkait baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, dan juga 

sebagian masyarakat Desa Baruga. 

b) Para implementor yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros; 

c) Para implementor yang terlibat berhasil diketahui secara jelas keberadaanya 

oleh masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran. 

 

Tabel 5.5 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Pelaksana Program Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Kejelasan 

pelaksana program 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Para implementor 

yang terlibat 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 
2. Pemahaman tugas 

Grindle (1980): 

Dalam 

implementasi 

kebijakan, para 

implementor 

kebijakan harus 

jelas dan 

diketahui oleh 

kelompok sasaran 

kebijakan 

Implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan masyarakat 

Kab. Maros, khususnya 

di Desa Baruga: 

1. Telah melibatkan 

sejumlah pihak terkait, 

mulai pihak PT. SBM, 

anggota TPKS-BB, 

aparat desa, 

kecamatan, maupun 

kabupaten, dan juga 

sebagian masyarakat 

Pelibatan 

sejumlah pihak 

sebagai 

implementor 

kebijakan disertai 

pemahaman tugas 

dan tanggung 

jawab yang tinggi 

dan 

keberadaannya 

yang jelas pada 

kelompok 

sasaran, akan 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 
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dan tanggung 

jawab dari 

implementor yang 

terlibat dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 
3. Kejelasan para 

implementor yang 

terlibat oleh 

kelompok sasaran 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Desa Baruga  

2. Para implementor 

yang terlibat telah 

memahami tugas dan 

tanggung jawabnya 

masing-masing  

3. Para implementor 

yang terlibat berhasil 

diketahui secara jelas 

keberadaanya oleh 

masyarakat 

 

kebijakan  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

6) Ketersediaan sumber daya (resources committed) 

 

Sumber daya merupakan salah satu aspek yang turut menentukan 

keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Dukungan sumber daya yang 

memadai, baik dalam kontek kuantitas terlebih dalam konteks kualitas, dan baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, mampu menopang 

kesuksesan pelaksanaan program atau kegiatan. Sumber daya yang harus 

disediakan dalam suatu implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, 

fasilitas kegiatan, serta pendanaan.   

Sumber daya manusia pendukung dalam implementasi kebijakan CSR      

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, adalah personil Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros bersama dengan 

mitra kerjanya, yaitu TPKS-BB dan berbagai pihak yang terkait dengan program 
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yang dilaksanakan, sebagaimana penyampaian dari Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Departemen yang berdiri sendiri sejak 1 Oktober 2015 ini diisi oleh rekan-

rekan yang kompeten di bidangnya dan peduli pada kegiatan CSR. Kami 

pun aktif mengikuti diklat dan seminar-seminar tingkat propinsi dan pusat 

yang berkaitan dengan CSR. Dalam setiap pelaksanaan CSR, kami bermitra 

dengan rekan-rekan TPKS-BB dan pihak lain yang relevan, misalnya: aparat 

desa, kecamatan, dan kabupaten, dinas pendidikan, puskesmas, dinas 

pertanian, polsek, dan koramil (Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 

22 Oktober 2015) 

 

Dukungan berbagai sumber daya manusia yang berkompeten dalam proses 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, juga 

disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Anggota TPKS-BB ini berasal dari beberapa kepala dusun, anggota BPD 

(Badan Pembangunan Desa), tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Selain 

kami, pihak Bosowa juga kerap melakukan kerjasama dengan pihak lain 

yang sesuai dengan kegiatan CSR yang dilakukan, contohnya program 

penanaman palawija ini bekerjasama dengan dinas pertanian. Personil CSR 

Bosowa juga saya nilai memiliki kapasitas yang baik. Ditambah lagi mereka 

sering mengikuti diklat CSR, dan kami senang karena pengetahuan mereka 

tersebut juga dibagi kepada kami (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 2 

Nopember 2015) 

 

Pernyataan yang disampaikan Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan Sekretaris TPKS-BB, 

juga didukung oleh pernyataan senada yang dikemukakan oleh Kepala Dusun 

Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya sekaligus pula sebagai koordinator 

TPKS-BB:    

Tim CSR Bosowa saya nilai terdiri dari orang-orang yang baik kualitasnya. 

Mereka membentuk TPKS-BB yang beranggotakan kepala dusun, anggota 

BPD, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Baruga ini. 

Saya rasa ini sangat tepat, karena anggota TPKS-BB tersebut sangat paham 
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akan kondisi desa dan dusun mereka masing-masing (Informan: Syahrul. 

Wawancara: Senin, 9 Nopember 2015) 

 

Saya bersama kepala dusun yang lain merupakan koordinator TPKS-BB. 

Dan semakin baik karena kami dibantu juga oleh anggota BPD, tokoh 

pemuda, dan tokoh masyarakat desa dan dusun masing-masing (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Kamis, 12 Nopember 2015) 

 

Sejumlah pernyataan yang telah berhasil dikemukakan, juga mendapat 

penguatan dari pendapat yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga: 

Kegiatan CSR Bosowa dilaksanakan oleh tim CSR Bosowa sendiri dibantu 

oleh kami dan anggota TPKS-BB yang merupakan gabungan dari tokoh 

pemuda dan tokoh masyarakat Desa Baruga. Kerjasama dengan pihak 

terkait yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan juga sering dilakukan. 

Saya juga menilai personil CSRnya Bosowa sudah cukup baik menguasai 

tugasnya masing-masing (Informan: H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 21 

Nopember 2015) 

 

Pendapat Head of Enviro and Comdev Department PT. Semen Bosowa 

Maros, Sekretaris TPKS-BB, Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang 

keduanya sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga, sudah berhasil menyediakan dukungan sumber daya manusia yang 

memadai, baik dari personil Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros sendiri, anggota TPKS-BB, maupun 

sejumlah pihak terkait dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, yang diajak 

bekerjasama. Bahkan personil Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros giat mengikuti pendidikan dan pelatihan 

serta seminar-seminar yang berkaitan dengan kegiatan CSR, baik di tingkat 

propinsi maupun pusat.      
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Setelah mengetahui dukungan sumber daya manusia yang disediakan, maka 

selanjutnya adalah untuk mengetahui dukungan sumber daya fasilitas kegiatan 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. berkaitan dengan hal ini, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Selama ini fasilitas kegiatan yang kami sediakan bagi para warga dan aparat 

desa, anggota TPKS-BB, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan 

CSR kami adalah aula dan ruang rapat di kantor. Pertemuan, rapat, atau 

diskusi, kapanpun bisa kita gunakan fasilitas tersebut. Fasilitas penunjang 

kegiatan juga selalu kami sediakan, seperti dalam program penanaman 

palawija organik (Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 22 Oktober 

2015) 

 

Pendapat yang dikemukakan Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, didukung pula oleh 

pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Baruga: 

Untuk pertemuan dengan jumlah warga yang cukup banyak, pihak Bosowa 

memang telah menyiapkan aula. Bisa juga diadakan di kantornya Pak Nur 

Alang, kalau semacam ada diskusi atau rapat terkait kegiatan CSR 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 5 Nopember 2015) 

 

Ketersediaan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai seperti yang 

diucapkan oleh Kepala Desa Baruga, searah pula dengan komentar yang 

dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Untuk pertemuan, rapat, atau diskusi terkait kegiatan CSR selama ini, kami 

memang dipersilahkan oleh pihak Bosowa untuk menggunakan fasilitas aula 

yang ada. Di kantor pun bisa, jika hanya untuk beberapa orang saja. Pihak 

Bosowa pun menyediakan fasilitas penunjang yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan CSR agar berjalan dengan lancar (Informan: Usman. 

Wawancara: Senin, 2 Nopember 2015) 
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Pendapat dua kepala dusun, yaitu Kepala Dusun Batunapara dan Camba 

Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, juga turut mendukung 

pernyataan yang disampaikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Kepala Desa Baruga, dan 

Sekretaris TPKS-BB:    

Pihak Bosowa menyiapkan aula dan ruang rapat di kantornya Bosowa untuk 

digunakan dalam pertemuan, rapat, atau diskusi tentang program CSR yang 

akan dikerjakan. Segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan CSR juga 

disiapkan oleh Tim CSR Bosowa.Kami bersyukur dengan adanya fasilitas 

yang disediakan tersebut (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Kamis, 12 

Nopember 2015) 

 

Aula Bosowa dan ruang rapat di kantornya pak Nur Alang biasa kami 

gunakan untuk mensosialisasikan program CSR yang akan dikerjakan, atau 

melakukan rapat-rapat dan pertemuan. Fasilitas ini sangat baik agar 

komunikasi kami dengan pihak Bosowa dapat terjalin dengan baik 

(Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 10 Desember 2015) 

 

 Berdasarkan komentar yang diuraikan, baik oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Kepala Desa 

Baruga, maupun oleh Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan 

Camba Jawa yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, diketahui bahwa 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, telah 

menyediakan dukungan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai berupa aula 

pertemuan, ruangan rapat di kantor, serta berbagai fasilitas penunjang yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan CSR.  

Selanjutnya, sesudah mengetahui dukungan sumber daya manusia dan 

fasilitas kegiatan, maka yang terakhir adalah untuk mengetahui dukungan sumber 
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daya pendanaan, baik dalam bentuk bantuan dana maupun bentuk lainnya dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Terkait 

sumber daya pendanaan perusahaan, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, menyatakan:  

Dari sisi dukungan finansial, kegiatan CSR yang kami ajukan dan disetujui 

oleh pihak pimpinan selalu direspon dengan baik oleh bagian manajemen 

keuangan. Walaupun terkadang ada keterlambatan pencairan bantuan semen 

atau dana, hal itu karena ada suatu pertimbangan dari pihak pimpinan. 

Tetapi kami berupaya untuk menanggulanginya semaksimal mungkin 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 26 Nopember 2015) 

 

Berdasarkan pernyataan Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, terlihat bahwa dukungan sumber daya 

pendanaan, baik berupa bantuan semen maupun dana kadang mengalami 

keterlambatan, dan hal ini terkait dengan kebijakan pimpinan. Hal ini pun 

diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Baruga dan Kepala Dusun Camba Jawa 

yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB: 

Masyarakat kami kadang masih ada yang mengeluhkan terlambatnya 

bantuan yang diterima dari pihak Bosowa, padahal pengusulan proposalnya 

sudah sekitar 1 – 2 bulan yang lalu. Kami juga hingga hari ini tidak pernah 

mendapatkan kejelasan dari pihak Bosowa akan besaran dana yang mereka 

alokasikan untuk kegiatan CSR-nya pada tiap tahunnya (Informan: H. Hasir. 

Wawancara: Selasa, 15 Desember 2015) 

 

Masyarakat harus sabar menunggu bantuan dari Bosowa, baik itu bantuan 

semen, terlebih lagi kalau dalam bentuk dana. Jadi proposalnya itu harus 

dimasukkan jauh-jauh hari sebelumnya. Keterlambatan seperti inilah yang 

terkadang membuat masyarakat sedikit kecewa kepada pihak Bosowa. 

Terkadang pula bantuan yang diberikan tidak sesuai atau kurang 

dibandingkan kebutuhan yang kami usulkan (Informan: Syahrul. 

Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 
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Pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Baruga dan Kepala Dusun 

Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB,  

menunjukkan bahwa terkait sumber daya pendanaan, baik dalam bentuk bantuan 

dana maupun semen serta bentuk lainnya dalam implementasi kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros masih sering mengalami keterlambatan dan belum ada 

keterbukaan informasi dari pihak PT. Semen Bosowa Maros mengenai alokasi 

anggaran khusus mereka untuk kegiatan CSR dalam setiap tahunnya. Hal ini pun 

semakin memerkuat argumen yang disampaikan Sekretaris TPKS-BB dan Kepala 

Dusun Batunapara yang sekaligus pula sebagai salah satu koordinator TPKS-BB: 

Masyarakat memang masih kerap mengeluhkan keterlambatan bantuan dari 

pihak Bosowa. Hal penting yang juga kami inginkan dari pihak Bosowa, 

agar dalam tiap tahunnya anggaran untuk kegiatan CSR sudah dialokasikan 

terlebih dahulu, begitu juga pemanfaatannya. Semua itu harus dilaporkan 

dan dibuka kepada publik (Informan: Usman. Wawancara: Selasa,             

15 Desember 2015)    

 

Masyarakat dusun di sini mengeluhkan lamanya bantuan CSR dari Bosowa, 

baik itu bantuan semen maupun bantuan lainnya. Ditambah lagi bantuan 

tersebut biasa juga tidak sesuai jumlahnya dengan kebutuhan yang 

diinginkan warga (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Selasa,                  

15 Desember 2015) 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa 

Baruga, Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai salah satu 

koordinator TPKS-BB, Sekretaris TPKS-BB, dan Kepala Dusun Batunapara yang 

juga merupakan koordinator TPKS-BB, menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, belum berhasil 

menyediakan dukungan sumber daya pendanaan, baik dalam bentuk bantuan dana 
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maupun bentuk lainnya yang memadai. Sebagian masyarakat Desa Baruga masih 

kerap mengeluhkan keterlambatan dan ketidaksesuaian jumlah bantuan, serta 

belum adanya keterbukaan dari pihak perusahaan terkait alokasi dan pemanfaatan 

dana CSR mereka dalam setiap tahunnya kepada masyarakat (publik).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait erat dengan ketersediaan 

sumber daya (resources committed), maka implementasi kebijakan CSR            

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 

a) Sudah menyediakan dukungan sumber daya manusia yang memadai; 

b) Sudah menyediakan dukungan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai; 

c) Belum menyediakan dukungan sumber daya pendanaan, baik dalam bentuk 

bantuan dana maupun bentuk lainnya yang memadai. 

 

Tabel 5.6 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Ketersediaan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan CSR            

PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Dukungan sumber 

daya yang 

memadai dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Dukungan 

SDM yang 

memadai 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Dukungan 

sumber daya 

yang memadai 

sangat 

diperlukan dalam 

implementasi 

kebijakan publik 

Implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat Kab. 

Maros, khususnya        

di Desa Baruga: 

1. Sudah menyediakan 

dukungan SDM 

yang memadai 

2. Sudah menyediakan 

dukungan sumber 

daya fasilitas 

kegiatan yang 

memadai 

Dukungan sumber 

daya manusia, 

fasilitas kegiatan, 

dan pendanaan 

secara memadai, 

akan menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan  
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2. Dukungan 

fasilitas 

kegiatan yang 

memadai 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

3. Dukungan 

pendanaan 

yang memadai 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

 

3. Belum 

menyediakan 

dukungan sumber 

daya pendanaan, 

baik dalam bentuk 

bantuan dana 

maupun bentuk 

lainnya yang 

memadai 

  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

b. Konteks Implementasi 

1) Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, 

interest, and strategies of actors involved) 

 

Faktor kemampuan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga menjadi kunci keberhasilan suatu 

program. Kemampuan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para implementor 

sangat diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat, terutama 

bagi kebijakan yang bersifat top down. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, dilaksanakan langsung oleh pihak PT. Semen Bosowa Maros melalui 

Environment and Community Development Department yang bermitra dengan 

TPKS-BB dan hampir selalu melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan 

kegiatan CSR yang dilakukan. 
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Terkait kemampuan yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, berikut 

pernyataan yang disampaikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros:  

Personil Environment and Community Development Department merupakan 

tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan 

CSR Bosowa selama ini. Saya dan teman-teman di sini kerap mengikuti 

pelatihan dan pendidikan tentang CSR, baik di tingkat provinsi maupun 

pusat. Anggota TPKS-BB juga merupakan orang-orang yang memiliki 

pengaruh di masyarakat, ada yang sebagai kepala dusun, tokoh masyarakat, 

dan tokoh pemuda. Pihak-pihak yang kami libatkan juga memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, misalnya tim 

penyuluh pertanian yang kami minta untuk melatih dan membina ibu-ibu 

dalam penanaman palawija organik (Informan: Nur Alang. Wawancara: 

Kamis, 26 Nopember 2015) 

 

Pernyataan Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros searah dengan pendapat Sekretaris TPKS-BB: 

Kami dijadikan mitra oleh pihak Bosowa tentunya karena kami diyakini 

lebih memahami dan mengenal kondisi masyarakat kami sendiri. Makanya 

anggota TPKS-BB diambil dari unsur kepala dusun, tokoh masyarakat, dan 

tokoh pemuda di Desa Baruga. Tim CSR Bosowa juga kami lihat 

memahami akan kegiatan CSR, sehingga pihak dari dinas terkait yang 

dilibatkan dalam program CSR benar-benar dipilih yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan (Informan: Usman. 

Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015) 

 

Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, memiliki pendapat yang senada dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Pak Nur Alang dan rekan-rekannya dari Bosowa terlihat aktif dan 

menguasai tugas dan pekerjaannya selama ini dalam kegiatan CSR. 

Penyuluh pertanian dan kesehatan juga diajak bekerjasama dalam kegiatan 

yang dilakukan. Kami sebagai anggota TPKS-BB membantu menyukseskan 



234 
 

 
 

kegiatan-kegiatan CSR Bosowa di desa dan dusun kami sendiri (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

 

Semua personil dari tim CSR Bosowa saya nilai sangat menguasai tugas 

mereka masing-masing. Pihak-pihak yang diajak bekerja sama juga saya 

lihat betul-betul yang ahli di bidangnya. Jadi masyarakat mendapat 

pengetahuan yang baik (Informan: Syahrul. Wawancara: Sabtu,                   

19 Desember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris TPKS-BB, dan  

Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, diperkuat pula oleh pernyataan singkat yang dikemukakan 

oleh Kepala Desa Baruga: 

Saya menilai personil tim CSR Bosowa benar-benar siap bekerja, mereka 

terjun langsung di lapangan. Anggota TPKS-BB juga selalu siap membantu, 

karena merekalah yang sangat tahu kondisi desa dan dusun di sini. Pihak-

pihak yang diajak bekerja sama juga bukan orang sembarangan, mereka dari 

instansi terkait yang menguasai kegiatan yang akan dilakukan (Informan:   

H. Hasir. Wawancara: Kamis, 24 Desember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, menunjukkan bahwa para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga, telah memiliki tingkat kemampuan yang baik dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai implementor kebijakan. 

Setelah mengetahui hal yang berhubungan dengan tingkat kemampuan para 

implementor kebijakan, maka selanjutnya penting pula untuk mengungkap akan 
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kepentingan yang ditunjukkan oleh para implementor dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya         

di Desa Baruga. Sehubungan dengan hal ini, Sekretaris TPKS-BB berpendapat: 

Tim CSR Bosowa, pihak-pihak dari instansi yang dilibatkan dalam tiap 

kegiatan, dan segenap anggota TPKS-BB selama ini hanya memiliki satu 

kepentingan yaitu agar tujuan dari program CSR yang dilakukan, khususnya 

program pemberdayaan masyarakat, dapat berjalan dan tercapai dengan 

baik. Ini semua kan untuk perbaikan desa kami sendiri (Informan: Usman. 

Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB senada dengan 

argumen yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara yang sekaligus pula 

sebagai salah satu koordinator TPKS-BB: 

Kami dari TPKS-BB membantu sepenuh hati tim CSR dari Bosowa dan 

berbagai pihak dari instansi yang dilibatkan. Kami bekerja benar-benar 

hanya untuk dapat memenuhi kepentingan warga kami. Yang akan 

merasakan manfaatnya tentunya adalah warga kami sendiri (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 19 Desember 2015) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB dan senada dengan 

argumen yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara yang sekaligus pula 

sebagai salah satu koordinator TPKS-BB, ternyata searah pula dengan komentar 

yang disampaikan oleh Kepala Dusun Camba Jawa yang sekaligus juga 

merupakan koordinator TPKS-BB dan Kepala Desa Baruga: 

Kepentingan yang kami kedepankan dalam setiap kegiatan CSR Bosowa 

adalah kepentingan masyarakat Desa Baruga, khususnya masyarakat dusun 

kami. Kepentingan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi kami (Informan: Syahrul. Wawancara: Sabtu,               

19 Desember 2015) 

 

Saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan semua anggota TPKS-BB 

agar mendahulukan kepentingan masyarakat desa dan dusun dalam setiap 

kegiatan CSR Bosowa. Saya juga menilai tim CSR Bosowa dan pihak-pihak 
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yang diajak bekerja sama juga mendahulukan kepentingan masyarakat kami 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 24 Desember 2015) 

 

Sejumlah pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, Kepala 

Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator 

TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, ternyata sudah mendukung pernyataan yang 

dilontarkan oleh Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros: 

Personil Environment and Community Development Department tentunya 

sangat ingin agar semua kegiatan CSR yang dilakukan dapat mencapai 

tujuan dan membawa manfaat bagi masyarakat. hal itu juga kami sampaikan 

dan kami tekankan kepada segenap anggota TPKS-BB dan juga kepada 

bapak/ ibu dari dinas terkait yang kami libatkan. Intinya, kepentingan kami 

dalam kegiatan CSR ini merupakan kepentingan dari masyarakat juga  

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 26 Nopember 2015)   

Berdasarkan sejumlah pendapat, baik yang dikemukakan oleh Sekretaris 

TPKS-BB, Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga 

merupakan koordinator TPKS-BB, Kepala Desa Baruga, dan Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, membuktikan bahwa para aktor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, telah menunjukkan 

kepentingan mereka dalam mendukung dan menyukseskan implementasi 

kebijakan CSR tersebut.  

Faktor tingkat kemampuan para implementor kebijakan dan kepentingan 

yang ditunjukkan oleh para implementor dalam implementasi kebijakan CSR            

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat            

di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, juga memerlukan strategi 
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implementasi yang tepat agar keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat 

sesuai dengan yang diharapkan. PT. Semen Bosowa Maros sejak awal 

implementasi kebijakan CSR-nya melalui Divisi Comdev hingga berubah menjadi 

Environment and Community Development Department, selalu menerapkan 

strategi dalam implementasi kebijakan CSR yang dilakukan. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros:       

Sejak awal hingga kini, kami memilki strategi untuk selalu melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan CSR kami. Pembangunan jalan desa, jalan tani, 

jembatan, embung, dan bak PAMSIMAS dikerjakan oleh masyarakat 

sendiri, agar tumbuh rasa memiliki dari masyarakat dan mau bergotong-

royong. Kami juga menjalankan strategi kolaborasi dengan pihak lain yang 

terkait, misalnya dalam program pembangunan jamban keluarga, kami 

menggandeng Kapolsek, Danramil, Camat, dan tenaga Puskesmas sebagai 

penggerak dan pemberi motivasi bagi masyarakat. Dalam program 

penananaman palawija di pekarangan rumah hingga proses pembuatan 

pupuk organik, kami memberdayakan para ibu-ibu yang dibantu oleh tenaga 

penyuluh pertanian (Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 17 

Desember 2015) 

 

Pernyataan Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros ternyata searah dengan pendapat Sekretaris TPKS-BB: 

Pelibatan langsung pihak Bosowa dibantu dengan rekan-rekan di TPKS-BB 

dan bantuan berbagai pihak telah membuat seluruh masyarakat aktif dan 

bergotong-royong melaksanakan program CSR. Strategi pendekatan dengan 

merangkul kaum ibu dalam program penanaman palawija di pekarangan 

rumah juga cukup berhasil, selain memotivasi kaum ibu yang tergabung 

dalam KWT, juga telah menggugah bapak-bapak dan kaum pemuda untuk 

ikut terlibat (Informan: Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Pernyataan Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros yang searah dengan pendapat Sekretaris TPKS-BB, 

menunjukkan bahwa para implementor dalam implementasi kebijakan CSR            
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PT. Semen Bosowa Maros selalu menerapkan strategi dalam implementasi 

kebijakan CSR yang dilakukan. Pernyataan ini pun didukung oleh komentar yang 

disampaikan oleh Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga 

merupakan koordinator TPKS-BB: 

Pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan program CSR Bosowa 

yang akan dilaksanakan perlu selalu dilakukan oleh tim CSR Bosowa dan 

tentunya juga dari kami semua anggota TPKS-BB. Saya melihat strategi ini 

cukup berhasil dan harus semakin ditingkatkan (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016) 

 

Pembangunan sarana desa dan dusun dengan bantuan semen dari bantuan 

CSR Bosowa dan dikerjakan secara bergotong-royong saya pikir merupakan 

strategi yang baik. Melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 

CSR yang akan dilakukan juga merupakan strategi yang baik. Semua ini 

harus terus dilakukan (Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 

2016) 

 

Kepala Desa Baruga, juga mendukung sejumlah pernyataan sebelumnya 

yang telah dikemukakan oleh Head of Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun 

Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator     

TPKS-BB: 

Strategi yang dilakukan tim CSR Bosowa dengan bantuan seluruh anggota 

TPKS-BB saya lihat cukup berhasil di lapangan. Menjalin kerjasama 

dengan berbagai instansi terkait seperti kesehatan dan pertanian, saya nilai 

sebagai strategi yang baik. Begitu juga dengan pendekatan kepada 

masyarakat melalui gotong-royong dan kepada kaum ibu dalam program 

pemberdayaan masyarakatnya. Saya rasa strategi-strategi seperti itu perlu 

terus dilakukan dan dikembangkan (Informan: H. Hasir. Wawancara: 

Kamis, 21 Januari 2016)  

 

Berdasarkan sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, Sekretaris TPKS-BB, Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang 
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keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, telah 

menunjukkan bahwa sejak awal hingga saat ini implementasi kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, selalu menerapkan strategi dalam 

implementasi kebijakan CSR yang dilakukan. Kegiatan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros, baik yang sekadar bersifat bantuan atau sumbangan dana maupun semen, 

terlebih pada program pemberdayaan masyarakat, selalu menerapkan strategi 

implementasi dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak, khususnya partisipasi 

masyarakat, guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan CSR 

sebagaimana yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terkait erat dengan 

kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, interest, and 

strategies of actors involved), maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga: 

a) Telah melibatkan para aktor implementasi yang memiliki tingkat kemampuan 

yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

implementor kebijakan; 

b) Telah melibatkan para aktor implementasi yang menunjukkan kepentingan 

mereka dalam mendukung dan menyukseskan implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros; 
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c) Selalu menerapkan strategi implementasi dengan melibatkan peran aktif 

berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, guna mencapai keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR sebagaimana yang diharapkan. 

 

Tabel 5.7 

Ringkasan Temuan Penelitian  

Kemampuan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat  

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Kemampuan, 

kepentingan, dan 

strategi aktor yang 

terlibat dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Deskripsi Fokus: 

1. Kemampuan 

para 

implementor 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

2. Kepentingan 

yang 

ditunjukkan 

oleh 

implementor 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

3. Strategi yang 

diterapkan oleh 

implementor 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Kekuasaan, 

kepentingan, dan 

strategi aktor 

kebijakan  yang 

tersusun dengan 

baik lebih 

memungkinkan 

suksesnya        

implementasi 

kebijakan 

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat Kab. 

Maros, khususnya di 

Desa Baruga: 

1. Telah melibatkan 

para aktor 

implementasi yang 

memiliki tingkat 

kemampuan baik 

2. Telah melibatkan 

para aktor 

implementasi yang 

menunjukkan 

kepentingan dalam 

mendukung dan 

menyukseskan 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

3. Selalu menerapkan 

strategi 

implementasi 

dengan melibatkan 

peran aktif berbagai 

pihak, khususnya 

partisipasi 

masyarakat.    

 

Implementor 

kebijakan yang 

memiliki 

kemampuan yang 

baik,  selalu 

mengutamakan 

kepentingan 

kelompok sasaran, 

dan dapat 

menerapkan 

strategi 

implementasi yang 

tepat, akan 

menunjang 

keberhasilan  

implementasi 

kebijakan    

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 
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2) Karakteristik pemerintah dan lembaga (institution and regime 

characteristics) 

 

Karakteristik dari pemerintah dan lembaga yang sedang berkuasa, dapat 

berpengaruh besar pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah, terlebih jika 

kebijakan tersebut merupakan kebijakan top down. Apabila pemerintah dan 

lembaga yang berkuasa lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, maka 

kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Namun, ketika  lembaga dan 

penguasa yang berkuasa lebih mengutamakan kepentingan lembaga, kelompok 

dan pribadinya, otomatis masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama. 

Kesejahteraan masyarakat akan terabaikan dan akan menjadi korban dari 

pemerintah dan lembaga yang berkuasa. 

Persoalan yang sering menjadi kendala saat sekarang ini adalah ketika 

kebijakan itu mendapat resistensi dari pemerintah yang sedang berkuasa. 

Kebijakan nasional terkadang menjadi mandek di tingkat daerah ketika kebijakan 

itu bertentangan dengan kebijakan lokal apalagi saat sekarang ini penerapan 

sistem otonomi daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) sibuk menjalankan program 

sendiri yang merupakan janji politik kepada masyarakatnya waktu pemilihan. 

Berkaitan dengan keberpihakan Pemda Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, menyatakan:       

Pemda Maros selama ini meminta kepada segenap jajarannya untuk turut 

membantu program CSR yang kami lakukan. Misalnya pihak Kapolsek, 
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Danramil, Camat, Puskesmas, dinas kesehatan, dan pertanian, dll. Dan kami 

selalu mengundang dan melibatkan mereka dalam tiap kegiatan CSR kami 

maupun pada acara-acara sosial dan perayaan keagamaan (Informan: Nur 

Alang. Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015)  

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait keberpihakan Pemda 

Kabupaten Maros dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya        

di Desa Baruga, ternyata berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 

Kepala Desa Baruga:   

Pemda Maros selama ini memang hampir selalu hadir dalam setiap kegiatan 

yang dibuat oleh Bosowa, termasuk juga Bapak Bupati dan beberapa 

anggota dewan. Hanya saja masalah-masalah yang kami laporkan kepada 

mereka, misalnya dalam Musrenbang desa maupun kecamatan, sepertinya 

hanya sekadar ditampung saja tanpa ada penyelesaian. Pencemaran polusi 

debu dan air limbah pabrik sudah lama kami laporkan. Tapi alasan pihak 

pemda bahwa mereka sudah melakukan teguran kepada pihak Bosowa. 

Teguran tanpa pemberian sanksi yang tegas dan keras kami rasa diperlukan 

di sini. Keluarga prasejahtera juga masih banyak di desa kami, ini juga 

belum serius diperhatikan (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 21 

Januari 2016) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga telah menguatkan 

pendapat yang diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Masalah polusi debu dan pencemaran air limbah pabrik yang sudah lama 

kami laporkan kepada pihak pemda harusnya bisa menjadi dasar untuk 

memberikan sanksi yang tegas kepada pihak Bosowa agar dapat melakukan 

perbaikan. Masyarakat juga masih banyak dalam kondisi miskin. Kondisi-

kondisi ini kan bisa dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi 

anehnya masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian (Informan:              

Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016)  

 

Komentar yang disampaikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait keberpihakan Pemda 
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Kabupaten Maros dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya        

di Desa Baruga, ternyata berbeda pula dengan tanggapan yang dikemukakan oleh 

Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB: 

Dalam setiap pertemuan dengan pihak pemda dan anggota dewan, saya 

selaku kepala dusun selalu menyampaikan segala yang dikeluhkan oleh 

warga saya, terkhusus dampak yang ditimbulkan dari adanya pabrik semen 

Bosowa ini. Masalah debu dan pencemaran limbahnya serta masalah 

kemiskinan warga selalu saya suarakan. Namun sepertinya belum ada 

perhatian serius dari mereka (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 

16 Januari 2016) 

 

Masalah debu pabrik semen Bosowa dan kemiskinan masyarakat dusun 

kami, tidak bosan-bosannya kami sampaikan ketika ada Musrenbang atau 

pertemuan-pertemuan lainnya dengan pihak pemda. Pemda beralasan bahwa 

mereka selalu memperingatkan pihak Bosowa untuk memerhatikan masalah 

polusi pabrik mereka dan juga kesejahteraan masyarakat Baruga. Selalu itu 

alasan dari pemda. Akhirnya masalah ini tidak terselesaikan (Informan:              

Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga, 

Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang 

keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, membuktikan bahwa Pemda 

Kabupaten Maros belum menunjukkan keberpihakan mereka dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Masyarakat Desa 

Baruga masih menghadapi permasalahan polusi debu dan pencemaran air limbah 

pabrik serta masih banyaknya keluarga dalam kategori prasejahtera yang belum 

dapat terselesaikan.  
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Setelah mengetahui tentang keberpihakan Pemda Kabupaten Maros, maka 

perlu pula mengetahui akan komitmen Pemda Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Sehubungan erat mengenai persoalan ini, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, menyatakan:       

Sejak awal Pemda Maros sudah menjalin komitmen yang baik dengan pihak 

Bosowa dengan meminta agar CSR yang kami lakukan dapat terfokus pada 

pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar 

area pabrik semen ini. Dan pihak kami berusaha untuk tetap menjaga dan 

melaksanakan komitmen tersebut (Informan: Nur Alang. Wawancara: 

Kamis, 17 Desember 2015)  

Pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait komitmen Pemda 

Kabupaten Maros dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya       

di Desa Baruga, tidak searah dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kepala 

Desa Baruga:   

Pemda Maros sebagai pihak pemerintah harusnya menunjukkan komitmen 

yang kuat untuk dapat menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Begitu pula 

dengan komitmennya untuk tetap menjamin kelestarian lingkungan dari 

daerah-daerah yang diizinkan untuk operasi perusahaan seperti pabrik 

semen Bosowa ini. Namun faktanya bisa kita lihat sendiri. Masyarakat kami 

masih banyak yang miskin dan desa kami juga terdampak polusi debu dan 

pencemaran air limbah pabrik (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis,     

21 Januari 2016) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga senada pula dengan 

pendapat yang sebelumnya diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Komitmen Pemda Maros untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang diberi izin 
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operasi perusahaan tidak terlihat di sini. Gunung-gunung karst kami rusak, 

lingkungan tercemar, dan masih banyak warga yang miskin. Jika komitmen 

pemda kuat, pastinya mereka sudah menegur dan memberi sanksi yang 

tegas kepada pihak Bosowa, dan pastinya akan ada perubahan terhadap 

permasalahan-permasalahan tersebut (Informan: Usman. Wawancara: 

Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, mendukung pula pernyataan sebelumnya yang 

disampaikan oleh Kepala Desa Baruga dan Sekretaris TPKS-BB: 

Komitmen Pemda Maros kami lihat belum serius untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Baruga dan menjaga kelestarian lingkungan 

alamnya. Harusnya bantuan CSR Bosowa digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah itu, jika memang pihak pemda memegang komitmen 

mereka saat memberi izin pendirian pabrik semen di desa kami ini 

(Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016)  

 

Dulu pada awal pemberian izin berdirinya pabrik semen Bosowa ini, pihak 

pemda berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baruga 

dan lingkungan alam kami tetap terjaga melalui bantuan CSR Bosowa. 

Namun komitmen tersebut sepertinya sudah dilupakan oleh mereka 

(Informan: Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 23 Januari 2016) 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga yang 

senada pula dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB serta 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya juga merupakan 

koordinator TPKS-BB, membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Maros belum 

menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Komitmen Pemda 

Kabupaten Maros untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang diberi izin operasi perusahaan 

terlihat masih begitu lemah.   
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Selain penting untuk mengetahui keberpihakan dan komitmen Pemda 

Kabupaten Maros dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga, maka yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui keberpihakan 

dan komitmen dari PT. Semen Bosowa Maros sendiri dalam implementasi 

kebijakan CSR-nya. 

Berkaitan dengan keberpihakan dari PT. Semen Bosowa Maros sendiri 

dalam implementasi kebijakan CSR-nya dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, Head of Environment 

and Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, 

menyatakan:       

Kegiatan CSR yang kami lakukan, walaupun selama ini dominan masih 

bersifat bantuan sosial, tentunya telah menunjukkan keberpihakan kami 

kepada masyarakat. Apalagi sejak divisi kami berdiri sendiri sejak Oktober 

2015, kini kami mulai menggiatkan kegiatan-kegiatan CSR berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2016 dan selanjutnya kami akan 

lebih memfokuskan diri pada kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut  

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015)  

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait keberpihakan dari 

PT. Semen Bosowa Maros sendiri dalam implementasi kebijakan CSR-nya dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, sedikit kontras dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kepala Dusun 

Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya juga merupakan koordinator     

TPKS-BB:   
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Kami melihat sudah ada sedikit keberpihakan pihak Bosowa untuk 

menyejahterakan masyarakat kami melalui program pemberdayaan 

masyarakatnya. Namun secara umum keberpihakan mereka kepada desa dan 

masyarakat kami di sini masih sangat kurang. Kalau dari dulu mereka benar-

benar berpihak pada kami, maka desa kami tidak mungkin tercemar dan 

masyarakat kami yang miskin pasti tidak akan miskin lagi (Informan: 

Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Nanti saya katakan pihak Bosowa berpihak pada kami kalau sudah terbukti 

tidak ada lagi polusi debu di sini. Dan juga masyarakat kami tidak tergolong  

miskin lagi. Pihak Bosowa harus membuktikan itu dulu. Namun syukur 

sekarang, karena sudah ada program pemberdayaannya yang terlaksana di 

masyarakat. Semoga program peberdayaan masyarakatnya dapat 

diperbanyak di tahun-tahun mendatang (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Sabtu, 23 Januari 2016) 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga terlihat semakin 

menguatkan dua pendapat sebelumnya yang dikemukakan oleh Kepala Dusun 

Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya juga merupakan koordinator     

TPKS-BB: 

Kami akui dan kami sangat bersyukur dengan terbangunnya pabrik Bosowa 

desa kami yang dulunya sangat terisolir kini sudah berkembang. Namun 

CSR yang dilakukan Bosowa selama ini hanya berupa bantuan-bantuan 

semen dan sumbangan sosial saja. Belum ada perhatian mereka untuk 

mengatasi polusi debu dan pencemaran air limbah dari pabrik semen 

mereka. Keberpihakan mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di desa kami ini baru mulai terlihat di penghujung tahun ini, 

karena mereka sudah menjalankan program pemberdayaan masyarakat. 

Sebelum-sebelumnya tidak ada program seperti ini yang mereka lakukan 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Senin, 23 Januari 2016) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga senada pula dengan 

pendapat yang diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Keberadaan pabrik semen Bosowa tentunya kami harapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih banyak dalam kategori 

prasejahtera. Dan juga tentunya kami berharap, keberadaan pabrik semen ini 

tidak merusak lingkungan dan tidak mencemari desa kami. Tapi kenyataan 

berkata lain. Harusnya dana CSR Bosowa digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan tersebut, bukan hanya sumbangan-sumbangan 
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semen saja. Dan harusnya selama ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

yang dapat memberdayakan masyarakat, seperti program penanaman sayur 

organik ini. Program pemberdayaan seperti yang sudah terealisasi di akhir 

tahun 2015 ini harusnya semakin diperbanyak nantinya (Informan: Usman. 

Wawancara: Senin, 23 Januari 2016) 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa 

dan Batunapara yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, Kepala 

Desa Baruga, dan dikuatkan pula oleh komentar yang disampaikan oleh Sekretaris 

TPKS-BB, membuktikan bahwa secara umum PT. Semen Bosowa Maros belum 

menunjukkan keberpihakan mereka dalam implementasi kebijakan CSR-nya 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga. Namun, keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros untuk 

memberdayakan masyarakat sudah mulai terlihat dengan menjalankan program 

pemberdayaan masyarakat berupa penanaman palawija secara organik di 

pekarangan rumah warga Desa Baruga pada bulan Oktober 2015. Tetapi, 

keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan 

dari dampak operasi pabrik sama sekali belum terlihat.      

Selanjutnya, sehubungan erat dengan komitmen dari PT. Semen Bosowa 

Maros sendiri dalam implementasi kebijakan CSR-nya dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, menyatakan:       

Sejak awal berdirinya pabrik ini, kami sudah berkomitmen untuk dapat 

memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar pabrik 

dan juga berjanji untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Komitmen 

tersebut berusaha kami wujudkan melalui kegiatan-kegiatan CSR yang kami 
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lakukan, utamanya pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015)  

 

Pernyataan yang diungkapkan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros terkait komitmen dari        

PT. Semen Bosowa Maros sendiri dalam implementasi kebijakan CSR-nya dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, tidak senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kepala Desa 

Baruga:   

Komitmen awal Bosowa untuk menjaga lingkungan menurut kami belum 

terlaksana. Polusi debu dan pencemaran air limbah pabrik semen tidak 

diperhatikan. Komitmen mereka untuk menyelesaikan pembebasan lahan 

warga yang digunakan untuk kegiatan pabrik juga masih ada yang belum 

terselesaikan. Pihak Bosowa penting untuk menyadari komitmen awalnya 

ini kembali. Hanya sudah ada sedikit harapan karena sudah mulai terlihat 

komitmen Bosowa untuk menyejahterakan masyarakat kami melalui 

program pemberdayaan masyarakat yang baru saja terlaksana (Informan:    

H. Hasir. Wawancara: Senin, 23 Januari 2016) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga dapat dikuatkan pula 

dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Masyarakat kami dulu menerima keberadaan pabrik semen Bosowa di desa 

kami ini karena adanya komitmen dari pihak Bosowa yang bukan semata 

melakukan kegiatan pembuatan semen, tetapi juga berkomitmen untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik berikut pula akan 

menjaga kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik. Namun 

komitmen tersebut nampaknya telah dilupakan oleh pihak Bosowa. Tapi 

terkhusus komitmen mereka untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat 

kami sudah mulai terlihat dengan adanya pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat yang mereka laksanakan di bulan Oktober 

kemarin (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 23 Januari 2016) 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga dan Sekretaris 

TPKS-BB, semakin menguatkan dua pendapat yang dikemukakan oleh Kepala 
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Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator 

TPKS-BB: 

Saya lihat ada sedikit harapan terkait komitmen pihak Bosowa untuk 

menyejahterakan masyarakat kami, karena sudah ada program 

pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan di akhir tahun 2015. Dan 

semoga komitmen ini dapat dipertahankan dan terus berjalan. Namun, kami 

semua di sini belum melihat komitmen mereka untuk dapat menanggulangi 

pencemaran dan polusi debu yang sudah lama kami rasakan ini (Informan: 

Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016) 

 

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang baru pertama kali 

dilakukan ini, bisa dinilai sebagai awal pembuktian komitmen pihak 

Bosowa untuk menyelesaikan kemiskinan di desa kami ini. Hanya saja, 

komitmen mereka untuk menjaga kelestarian alam desa kami ini belum 

sama sekali terlihat (Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 

2016) 

 

 Dari sejumlah pernyataan sebangun yang dikemukakan oleh Kepala Desa 

Baruga, Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 

yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, telah membuktikan bahwa 

secara umum PT. Semen Bosowa Maros belum menunjukkan komitmen mereka 

dalam mendukung implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. Namun, komitmen PT. Semen Bosowa Maros untuk memberdayakan 

masyarakat sejak bulan Oktober 2015 sudah mulai nampak dengan menjalankan 

program pemberdayaan masyarakat berupa penanaman palawija secara organik di 

pekarangan rumah warga Desa Baruga. Tetapi, komitmen PT. Semen Bosowa 

Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik sama 

sekali belum nampak. 
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Sejumlah pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Baruga, 

Sekretaris TPKS-BB, serta Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang 

keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, juga menguatkan hasil 

observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dimana nampaknya Pemda 

Kabupaten Maros belum menunjukkan keberpihakan dan komitmen mereka untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat dan melestarikan lingkungan di Desa 

Baruga melalui implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, karena 

tingkat keberdayaan masyarakat Desa Baruga nampak masih begitu rendah dan 

pencemaran polusi debu pabrik masih terjadi.  

Namun, peneliti sudah mulai melihat adanya keberpihakan dan komitmen 

dari PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Desa Baruga dengan mulai melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa 

penanaman palawija secara organik di pekarangan rumah warga yang terlaksana 

sejak bulan Oktober 2015. Tetapi, keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros untuk 

menjaga kelestarian lingkungan Desa Baruga dari dampak operasi pabrik memang 

belum terlihat, karena belum mampu mengatasi permasalahan polusi debu yang 

berasal dari pabrik semen.  

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terkait erat dengan karakteristik 

pemerintah dan lembaga (institution and regime characteristics), maka 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 

a) Pemda Kabupaten Maros belum menunjukkan keberpihakan mereka dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 
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keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Baik 

keberpihakan mereka dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat maupun 

pelestarian lingkungan di Desa Baruga; 

b) Pemda Kabupaten Maros belum menunjukkan komitmen mereka dalam 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga. Baik komitmen mereka dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat maupun pelestarian lingkungan di Desa Baruga; 

c) Secara umum, PT. Semen Bosowa Maros belum menunjukkan keberpihakan 

mereka dalam mengimplementasikan kebijakan CSR mereka dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. Namun, keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros untuk 

memberdayakan masyarakat tersebut sudah mulai terlihat dengan menjalankan 

program pemberdayaan masyarakat. Tetapi, keberpihakan PT. Semen Bosowa 

Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik sama 

sekali belum terlihat; 

d) Secara umum, PT. Semen Bosowa Maros belum menunjukkan komitmen 

mereka dalam mengimplementasikan kebijakan CSR mereka dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. Namun, komitmen PT. Semen Bosowa Maros untuk memberdayakan 

masyarakat tersebut sudah mulai nampak dengan menjalankan program 

pemberdayaan masyarakat. Tetapi, komitmen PT. Semen Bosowa Maros untuk 
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menjaga kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik sama sekali belum 

nampak. 

 

Tabel 5.8 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Karakteristik Pemerintah dan Lembaga  

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Karakteristik 

pemerintah dan 

lembaga yang 

sedang 

berkuasadalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM  

 

Deskripsi Fokus: 

1. Keberpihakan 

pemerintah 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

2. Komitmen 

pemerintah 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

3. Keberpihakan 

perusahaan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

4. Komitmen 

perusahaan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Keberpihakan 

lembaga dan 

penguasa yang 

sedang berkuasa 

terhadap 

kebijakan akan 

mendorong 

keberhasilan 

suatu kebijakan  

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat Kab. 

Maros, khususnya di 

Desa Baruga: 

1. Pemda Kab. Maros 

belum 

menunjukkan 

keberpihakan 

mereka dalam 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

2. Pemda Kab. Maros 

belum 

menunjukkan 

komitmen mereka 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM 

3. Secara umum      

PT. SBM belum 

menunjukkan 

keberpihakan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR-

nya. Namun, 

keberpihakannya 

sudah mulai terlihat 

sejak Oktober 2015     

4. PT. SBM belum 

menunjukkan 

Dukungan 

keberpihakan dan 

komitmen yang 

kuat dari 

pemerintah dan 

lembaga, akan 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 
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komitmen dalam 

implementasi 

kebijakan CSR-nya 

Namun, 

komitmennya 

sudah mulai terlihat 

sejak Oktober 2015 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

 

3) Kepatuhan dan daya tanggap (compliance and responsiveness) 

Implementor suatu kebijakan harus memiliki kepatuhan dan daya tanggap 

terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang 

diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran itu 

sendiri. Kepatuhan dan daya tanggap yang dapat ditunjukkan oleh para 

implementor di lapangan akan menimbulkan partisipasi aktif dari kelompok 

sasaran terhadap berbagai implementasi kebijakan yang dilakukan.      

Terkait dengan kepatuhan dan daya tanggap dari para implementor dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, maka hal 

pertama yang harus diketahui adalah sehubungan dengan kepatuhan para 

implementor. Head of Environment and Community Development Department   

PT. Semen Bosowa Maros berpendapat mengenai kepatuhan para implementor: 

Sejak awal, kami telah menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh 

para personil CSR Bosowa, anggota TPKS-BB, dan pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam kegiatan CSR. Aturan-aturan tersebut wajib mereka patuhi 

agar tujuan dari kegiatan CSR yang kita laksanakan dapat berhasil 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Senin, 11 Januari 2016) 

 

Pendapat Head of Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros, dikuatkan pula oleh pendapat Sekretaris TPKS-BB: 
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Kami menekankan pada semua anggota TPKS-BB agar mematuhi segala 

aturan yang telah dibuat oleh tim CSR Bosowa. Saya juga menilai personil 

CSR Bosowa dan pihak-pihak yang diajak bekerja sama juga sangat patuh 

dengan aturan yang telah disepakati tersebut. Mulai dari permasalahan 

kedisiplinan waktu hingga segala kegiatan yang akan dilakukan di lapangan 

nantinya (Informan: Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Kepala Desa Baruga pun setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan 

oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Saya selalu mengingatkan kepada semua anggota TPKS-BB untuk 

mematuhi segala aturan yang dibuat oleh tim CSR Bosowa. Dan saya lihat 

para anggota TPKS-BB maupun pihak Bosowa sendiri selama ini patuh 

terhadap aturan-aturan tersebut (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 21 

Januari 2016) 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga dan Sekretaris 

TPKS-BB, semakin menguatkan dua pendapat yang dikemukakan oleh Kepala 

Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator 

TPKS-BB: 

Kami selaku koordinator TPKS-BB berusaha patuh dengan segala aturan 

yang telah kita sepakati bersama saat rapat. Kami juga melihat bahwa 

personil CSR Bosowa dan bapak-bapak dari dinas terkait juga menjalankan 

aturan tersebut dengan kepatuhan yang baik (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016)  

 

Semaksimal mungkin saya dan semua anggota TPKS-BB yang lain patuh 

terhadap aturan kegiatan yang ada. Saya lihat Pak Nur Alang dan 

personilnya juga mematuhi aturan tersebut. Begitu pula dengan pihak-pihak 

terkait yang diajak bekerja sama dalam kegiatan CSR ini (Informan: 

Syahrul. Wawancara: Sabtu, 21 Januari 2016)   

 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan dikuatkan 

pula oleh pendapat Kepala Desa Baruga, Sekretaris TPKS-BB, dan mendapat 

penguatan dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara 
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dan Camba Jawa yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, 

mengungkapkan bahwa para implementor dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, sudah menunjukkan tingkat 

kepatuhan yang baik.  

Selanjutnya, yang harus diketahui adalah terkait daya tanggap dari para 

implementor dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya       

di Desa Baruga. Terkait hal ini, Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, berpendapat: 

Daya tanggap para personil CSR Bosowa, anggota TPKS-BB, dan pihak-

pihak yang dilibatkan dalam kegiatan CSR kami rasa sudah cukup baik. 

Namun tentunya, keaktifan dan sikap antusiasnya kepada masyarakat harus 

semakin ditingkatkan, terlebih pada kegiatan CSR berbasis pemberdayaan 

masyarakat yang baru saja kita mulai (Informan: Nur Alang. Wawancara: 

Senin, 11 Januari 2016)  

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, ternyata senada pula dengan 

pendapat Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya juga 

merupakan koordinator TPKS-BB: 

Kami selalu berupaya untuk terlibat aktif dan tanggap atas kebutuhan-

kebutuhan masyarakat di saat pelaksanaan kegiatan CSR. Tim CSR Bosowa 

dan pihak instansi terkait juga kami lihat melakukan hal yang sama. Semoga 

sikap-sikap seperti ini terus terjaga dan semakin ditingkatkan ke depannya 

(Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Kami sangat menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin menerima kami 

jika kami tidak dapat menanggapi segala kebutuhan mereka di saat 

pelaksanaan kegiatan CSR. Untuk itu kami berusaha untuk bersikap tanggap 

terhadap kebutuhan masyarakat. Kami lihat personil Pak Nur Alang dkk 
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beserta pihak instansi terkait juga melakukan hal demikian (Informan:       

Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros serta Kepala Dusun Camba 

Jawa dan Batunapara yang keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, 

semakin mendukung dua pendapat sebangun yang dikemukakan oleh Sekretaris    

TPKS-BB dan Kepala Desa Baruga: 

Saya sebagai Sekretaris TPKS-BB menilai tim CSR Bosowa, anggota   

TPK-BB, beserta pihak-pihak terkait yang dilibatkan telah menunjukkan 

sikap yang aktif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dan terkhusus 

bagi anggota TPK-BB, saya berharap untuk terus meningkatkan 

partisipasinya, khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena 

manfaat kegiatan tersebut juga bagi masyarakat kita sendiri (Informan: 

Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Saya selaku kepala desa tentunya harus tanggap dengan segala kebutuhan 

masyarakat, dan itu semaksimal mungkin saya tunjukkan dalam segala 

kegiatan CSR Bosowa. Saya juga menilai tim CSR Bosowa, anggota   

TPKS-BB, dan sejumlah pihak yang diajak bekerja sama, juga tanggap dan 

aktif mendekatkan diri kepada masyarakat (Informan: H. Hasir. Wawancara: 

Kamis, 21 Januari 2016)  

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan senada dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang 

keduanya juga merupakan koordinator TPKS-BB, Sekretaris TPKS-BB, dan 

Kepala Desa Baruga, dapat dijadikan sebuah kesimpulan bahwa para implementor 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, sudah menunjukkan daya tanggap yang baik. 
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 Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terkait erat dengan kepatuhan 

dan daya tanggap (compliance and responsiveness), maka implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 

a) Para implementor kebijakan sudah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik; 

b) Para implementor kebijakan sudah menunjukkan daya tanggap yang baik; 

 

Tabel 5.9 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap 

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Tingkat kepatuhan 

dan daya tanggap 

para implementor 

kebijakan dalam 

implementasi 

kebijakan CSR           

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

1. Kepatuhan 

implementor 

kebijakan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR           

PT. SBM 

2. Daya tanggap 

implementor 

kebijakan 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR           

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Implementasi 

kebijakan  dapat 

berhasil jika ada 

kepatuhan dan 

daya tanggap dari 

para implementor  

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat            

Kab. Maros, 

khususnya di Desa 

Baruga: 

1. Para implementor 

kebijakan sudah 

menunjukkan 

tingkat kepatuhan 

yang baik 

2. Para implementor 

kebijakan sudah 

menunjukkan daya 

tanggap yang baik 

 

Dukungan tingkat 

kepatuhan dan daya 

tanggap yang baik 

dari para 

implementor 

kebijakan akan 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 

  

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 
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2. Faktor-Faktor Determinan Implementasi Kebijakan CSR (Corporate 

Social Responsibility) PT. Semen Bosowa Maros dalam Meningkatkan 

Keberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan diketahui bahwa 

faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, adalah: (1) Dukungan penentu kebijakan;                    

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan          

(4) Partisipasi masyarakat. 

 

a. Faktor determinan dukungan penentu kebijakan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan penentu kebijakan, dalam 

hal ini adalah pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maros dan             

PT. Semen Bosowa Maros, khususnya pihak pimpinan perusahaan, menjadi faktor 

determinan pertama implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga.  

Berkaitan dengan faktor pengaruh dukungan Pemda Kabupaten Maros 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, Head of Environment and Community Development Department          

PT. Semen Bosowa Maros, menyatakan:       

Pemda Maros sejak awal berdirinya pabrik ini, meminta kepada kami agar 

bisa memerhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar area pabrik dan 

kelestarian lingkungannya melalui dana CSR kami. Makanya sudah sejak 

lama kami menetapkan daerah Ring I, II, dan III. Turut bekerjasamanya 

berbagai pihak mulai daerah tingkat dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten 
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dalam sejumlah kegiatan CSR yang kami laksanakan telah membawa 

keberhasilan dalam kegiatan CSR kami tersebut. Tentunya semua itu tidak 

lepas dari bentuk keberpihakan dan komitmen pihak Pemda Maros pada 

kegiatan operasi pabrik kami di Desa Baruga dan di desa-desa yang lain 

(Informan: Nur Alang. Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015)  

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros telah menunjukkan bahwa  

dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam bentuk keberpihakan dan komitmen 

mereka sangatlah penting dan telah mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Namun, pendapat Head 

of Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros ini berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa 

Baruga:   

Kami yakin Pemda Maros sangat tahu dengan dampak yang terjadi di desa 

kami akibat beroperasinya pabrik semen Bosowa ini. Permasalahan ini 

selalu dan berulang-ulang kami sampaikan kepada pihak Pemda Maros, 

terlebih pada saat Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Hanya saja 

belum ada tindakan tegas dan keras dari pihak Pemda Maros kepada 

Bosowa. Tentu ini menandakan bahwa Pemda Maros masih setengah hati 

memerhatikan kesejahteraan masyarakatnya berikut kelestarian lingkungan 

di sini. Padahal, pengaruh keberpihakan dan komitmen dari Pemda Maros 

sangat kami butuhkan agar CSR Bosowa dapat benar-benar memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan di desa kami ini bebas dari berbagai kerusakan 

dan pencemaran (Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Pandangan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Baruga telah 

mengungkapkan akan pentingnya dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam 

bentuk keberpihakan dan komitmen mereka dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Hanya saja, dukungan Pemda 
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Kabupaten Maros tersebut masih lemah sehingga menghambat keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Pernyataan Kepala Desa Baruga telah menguatkan pendapat yang diungkapkan 

oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Sangat penting sekali bagi kami adanya dukungan keberpihakan dan 

komitmen yang kuat dari Pemda Maros dalam penyelesaian masalah polusi 

debu dan pencemaran air limbah pabrik Bosowa serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kepada siapa lagi kami bisa melaporkan hal ini? 

Selalu kami bersama Pak Kepala Desa menyampaikan permasalahan ini ke 

Pemda Maros namun belum ada penyelesaian. Harusnya pihak Pemda 

Maros bisa menekan agar pihak Bosowa dapat menyelesaiakan segala 

permasalahan yang sudah lama terjadi ini melalui kegiatan CSR-nya 

(Informan: Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016)  

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB terkait pentingnya 

dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam implementasi kebijakan CSR            

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, searah pula dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya 

merupakan koordinator TPKS-BB:  

Kami semua pastinya sangat membutuhkan keberpihakan dan komitmen 

dari Pemda Maros untuk mendukung kegiatan CSR Bosowa di desa kami 

ini. Sayangnya hal itu belum terlihat. Jadi wajar saja jika warga kami masih 

banyak yang miskin dan pencemaran debu di desa kami masih terjadi 

(Informan: Syahrul. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Jika saja Pemda Maros dapat menunjukkan keberpihakan dan komitmen 

mereka dalam setiap kegiatan CSR Bosowa di desa kami, pastinya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak akan separah ini. Warga 

prasejahtera juga akan semakin berkurang dengan cepat. Tetapi dukungan 

itu belum nampak, padahal ini merupakan hal yang penting sekali bagi kami 

(Informan: Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016) 

 



262 
 

 
 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Baruga yang mendukung 

pernyataan Sekretaris TPKS-BB, dan searah dengan pendapat Kepala Dusun 

Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB, 

telah mengungkapkan akan pentingnya dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam 

bentuk keberpihakan dan komitmen mereka dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Hanya saja, dukungan Pemda 

Kabupaten Maros tersebut belum nyata terlihat sehingga menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. 

Dukungan keberpihakan dan komitmen yang tinggi dari Pemda Kabupaten 

Maros sangat penting dan sangat diharapkan dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, agar dapat menyelesaikan 

permasalahan polusi debu dan pencemaran air limbah pabrik serta pengentasan 

keluarga prasejahtera di Desa Baruga.   

Selain penting untuk mengetahui dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, maka 

yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui pula akan pentingnya dukungan 

dari PT. Semen Bosowa Maros, dalam hal ini pihak pimpinan perusahaan, dalam 

implementasi kebijakan CSR-nya. 
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Sehubungan dengan dukungan dari PT. Semen Bosowa Maros sendiri dalam 

implementasi kebijakan CSR-nya dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, menyatakan:       

Daerah Desa Baruga dan desa-desa yang lain di sini sebelum adanya pabrik 

semen Bosowa merupakan daerah yang terisolir, sangat sulit dijangkau. 

Sehingga tentunya keberadaan kami yang dapat diterima dengan baik di 

sini, harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar 

dan juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk itu. maka 

kami melakukan kegiatan CSR sejak awal beroperasinya pabrik ini. Ini 

menjadi tanda dukungan keberpihakan dan komitmen mulia kami kepada 

lingkungan dan masyarakat di sini dan pelaksanaan CSR tersebut telah 

berhasil kita lakukan. Dan tentunya ini sangat penting kami lakukan demi 

langgengnya keberadaan pabrik kami ini (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Kamis, 17 Desember 2015)  

 

Komentar yang disampaikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros telah menunjukkan bahwa  

dukungan PT. Semen Bosowa Maros dalam bentuk keberpihakan dan komitmen 

mereka sangatlah penting dan telah mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Namun, pendapat Head 

of Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros ini berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sekretaris       

TPKS-BB:   

Kami tentunya sangat berharap pihak Bosowa menunjukkan dukungan 

keberpihakan dan komitmen yang kuat kepada kami dengan melakukan 

kegiatan CSR yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta dapat menjaga lingkungan desa kami dari pencemaran. 

Tapi, dukungan tersebut belum sepenuhnya kita dapatkan. Padahal 

dukungan pihak Bosowa melalui kegiatan-kegiatan CSR-nya sangat kami 

harapkan. Namun kami mulai melihat adanya harapan dalam kegiatan 
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pemberdayaan yang baru pertama kali mereka laksanakan ini (Informan: 

Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB mendapat dukungan 

dari pendapat yang diungkapkan oleh Kepala Desa Baruga: 

Kegiatan CSR yang dilakukan pihak Bosowa belum dapat sepenuhnya kita 

katakan berpihak dan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan 

menjaga lingkungan desa kami. Tapi yang patut disyukuri karena mereka 

sudah mulai melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seandainya 

sejak dulu pihak Bosowa fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

di desa kami dan juga menjaga agar pencemaran lingkungan tidak terjadi, 

tentunya kegiatan CSR mereka dapat kita nilai benar-benar berhasil 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB dan Kepala Desa 

Baruga terkait pentingnya dukungan Pemda Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, dapat 

dikuatkan pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba 

Jawa dan Batunapara yang keduanya merupakan koordinator TPKS-BB: 

Saya menilai dukungan Bosowa selama ini belum nyata terlihat. Seandainya 

Bosowa dapat menunjukkan keberpihakan dan komitmen mereka dalam 

setiap kegiatan CSRnya, pastinya warga dusun kami yang miskin akan 

semakin berkurang dan kerusakan lingkungan tidak terjadi. Dukungan 

penuh Bosowa ini sangat kita butuhkan dalam setiap kegiatan CSRnya, 

bukan hanya sekadar memberi bantuan dan sumbangan saja. Tapi bisa 

melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti penanaman sayur 

organik yang sudah terlaksana beberapa minggu lalu (Informan: Syahrul. 

Wawancara: Kamis, 21 Januari 2016) 

 

Semua warga Desa Baruga dan Dusun Batunapara ini tentunya sangat 

membutuhkan keberpihakan dan komitmen dari pihak Bosowa dalam setiap 

kegiatan CSRnya untuk dapat mengentaskan kemiskinan warga kami dan 

juga tidak menimbulkan pencemaran debu di desa kami. Tapi dukungannya 

itu masih lemah. Program pemberdayaannya saja baru kali ini dilakukan. 

harusnya program seperti itu yang dilakukan dalam kegiatan CSRnya 

(Informan: Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 23 Januari 2016) 
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, Kepala 

Desa Baruga, serta Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang keduanya 

merupakan koordinator TPKS-BB, telah membuktikan bahwa dukungan           

PT. Semen Bosowa Maros sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR-nya dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Dukungan PT. Semen Bosowa 

Maros sangat berpengaruh untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjaga 

kelestarian lingkungan di Desa Baruga.   

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terkait erat dengan faktor 

determinan dukungan penentu kebijakan, maka implementasi kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 

1) Belum mendapat dukungan yang kuat dari Pemda Kabupaten Maros, sehingga 

menghambat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga; 

2) Belum mendapat dukungan yang kuat dari PT. Semen Bosowa Maros, 

sehingga menghambat keberhasilan implementasi kebijakan CSRnya sendiri 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga.  
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Tabel 5.10 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Faktor Determinan Penentu Kebijakan  

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Pengaruh 

dukungan penentu 

kebijakan dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM  

 

Deskripsi Fokus: 

1. Pengaruh 

dukungan 

Pemda Kab. 

Maros dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

2. Pengaruh 

dukungan      

PT. SBM 

dalam 

implementasi 

kebijakan 

CSRnya 

Grindle (1980): 

Keberpihakan 

lembaga dan 

penguasa yang 

sedang berkuasa 

terhadap 

kebijakan akan 

mendorong 

keberhasilan 

suatu kebijakan 

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat Kab. 

Maros, khususnya di 

Desa Baruga: 

1. Belum mendapat 

dukungan yang 

kuat dari Pemda 

Kab. Maros, 

sehingga 

menghambat 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan CSR    

PT. SBM  

2. Belum mendapat 

dukungan yang 

kuat dari PT. SBM, 

sehingga 

menghambat 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan CSRnya 

sendiri   

Dukungan 

penentu 

kebijakan dalam 

wujud 

keberpihakan dan 

komitmen 

mereka yang 

kuat sangat 

berpengaruh 

dalam 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

 

 

b. Faktor determinan ketersediaan sumber daya 

Sumber daya merupakan salah satu aspek yang turut menentukan 

keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Dukungan sumber daya yang 

memadai, baik dalam konteks kuantitas terlebih dalam konteks kualitas, dan baik 
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sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, mampu menopang 

kesuksesan pelaksanaan program atau kegiatan.  

Sumber daya merupakan faktor determinan kedua dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Sumber daya yang 

harus disiapkan dalam suatu implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya 

manusia (SDM), fasilitas kegiatan, dan pendanaan.   

Sehubungan dengan pengaruh ketersediaan sumber daya dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, Head of 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, mengutarakan: 

Ketersediaan sumber daya yang baik sangat menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan CSR Bosowa selama ini. Mulai dari penyediaan 

personil dan tenaga staf yang berkompeten di bidangnya masing-masing, 

ketersediaan beragam fasilitas kegiatan, hingga dukungan anggaran dana 

dan bantuan dalam bentuk yang lain. Sumber daya yang disediakan dalam 

kegiatan CSR Bosowa ini saya nilai sudah baik karena kami di divisi CSR 

ini juga aktif mengikuti diklat maupun seminar yang berkaitan dengan CSR, 

baik itu di tingkat propinsi maupun pusat. Ditunjang lagi dengan adanya 

fasilitas kegiatan dan anggaran CSR yang memadai (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Kamis, 22 Oktober 2015) 

 

Pengaruh dukungan sejumlah sumber daya yang baik dan memadai dalam 

proses implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung 

Kabupaten Maros, sebagaimana yang disampaikan oleh Head of Environment and 
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Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, sedikit berbeda 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB: 

Dalam kegiatan CSR Bosowa ini, terutamanya kegiatan CSR berbasis 

pemberdayaan masyarakat, berhasil atau tidaknya tentu sangat tergantung 

dari ketersediaan SDM yang berkompeten, fasilitas kegiatan, dan bantuan 

dana. Dari aspek ketersediaan SDM dan fasilitas kegiatan kami rasa sudah 

baik dan memadai. Apalagi belakangan ini, Pak Nur Alang dkk sering 

mengikuti diklat CSR. Hanya dari segi bantuan dana, kami melihat bantuan 

CSR yang diberikan pihak Bosowa selama ini masih kecil dan proses 

pendistribusiannya ke masyarakat masih kerap terjadi keterlambatan dan 

jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini yang kami 

lihat menjadi sebab sehingga pelaksanaan kegiatan CSR Bosowa selama ini 

tidak maksimal (Informan: Usman. Wawancara: Senin, 2 Nopember 2015) 

 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus pula sebagai 

koordinator TPKS-BB, juga turut menguatkan pendapat yang disampaikan oleh 

Sekretaris TPKS-BB: 

Tersedianya personil, fasilitas, dan dana tentunya menjadi penunjang dalam 

program CSRnya Bosowa ini. Dan saya rasa kalau dari segi personil dan 

fasilitas sudah disiapkan dengan baik. Hanya ada masalah dalam segi 

bantuan CSRnya, karena kadang tidak sesuai dengan permintaan 

masyarakat, baik dari segi jumlah maupun waktu pemberiannya. Ini yang 

perlu diperhatikan lagi oleh pihak Bosowa. Agar masyarakat tidak kecewa 

atas keterlambatan dan kekurangan bantuan CSR yang sering kali terjadi 

kepada warga dusun kami (Informan: Syahrul. Wawancara: Senin, 9 

Nopember 2015) 

 

Program CSR Bosowa ini sangat butuh dukungan personil, fasilitas, dan 

anggaran. Kalau dukungan personil dan fasilitas saya nilai sudah tersedia 

dengan baik. Hanya anggaran CSRnya yang kami nilai masih sedikit, 

akhirnya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dusun kami. 

Kalau mau program CSR Bosowa ini benar-benar berhasil mengurangi 

kemiskinan di sini, maka permasalahan anggaran ini harus menjadi 

perhatian pihak Bosowa (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Kamis, 12 

Nopember 2015) 

 

Pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris TPKS-BB dan dikuatkan oleh 

pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa 
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yang sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, ternyata juga mendapat 

dukungan dari pernyataan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Baruga: 

Penyediaan sumber daya pastinya sangat penting dalam kegiatan CSR ini, 

dan saya lihat yang bermasalah ada pada aspek pendanaan. Dana dan 

bantuan semen dalam kegiatan CSR Bosowa yang dibutuhkan masyarakat, 

proses pencairan dan pemberiannya itu kerap kali terlambat. Sudah 

terlambat dan ditambah lagi kadang tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dan kami menilai anggaran CSRnya ini nilainya sedikit jika 

dibandingkan produksi semen yang dihasilkan oleh Bosowa. Inilah yang 

sering menimbulkan kekecewaan warga. Kejelasan dan laporan pihak 

Bosowa akan besaran dana CSR-nya juga tidak pernah disampaikan kepada 

kami. Ini yang membuat pelaksanaan CSR Bosowa tidak membawa 

perubahan nyata pada peningkatan kesejahteraan di desa kami. Kalau dari 

segi penyiapan personil dan fasilitas kegiatan saya nilai sudah memadai 

(Informan: H. Hasir. Wawancara: Sabtu, 21 Nopember 2015) 

 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB dan 

mendapat penguatan dari pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun 

Batunapara dan Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB 

serta Kepala Desa Baruga, telah menunjukkan bahwa pengaruh faktor 

ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, fasilitas 

kegiatan, maupun pendanaan, menjadi sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. 

Dari sejumlah pernyataan, baik yang disampaikan oleh Sekretaris        

TPKS-BB, Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang sekaligus pula 

sebagai koordinator TPKS-BB, serta Kepala Desa Baruga, juga memberi suatu 

kesimpulan bahwa pengaruh faktor ketersediaan sumber daya manusia dan 

fasilitas kegiatan sudah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR 
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PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Namun, ketersediaan sumber daya 

pendanaan, baik dalam bentuk bantuan dana maupun bentuk lainnya belum 

memadai, sehingga menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga.       

 

Tabel 5.11 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Faktor Determinan Ketersediaan Sumber Daya  

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Pengaruh 

dukungan sumber 

daya yang 

memadai dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

Pengaruh 

dukungan SDM, 

fasilitas kegiatan, 

dan pendanaan  

yang memadai 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM 

Meter dan Horn 

(1975), Edwards 

III (1980), 

Grindle (1980), 

dan Mazmanian 

dan Sabatier 

(1983): 

Dukungan 

sumber daya 

yang memadai 

sangat 

diperlukan dalam 

implementasi 

kebijakan publik 

Implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat             

Kab. Maros, khususnya        

di Desa Baruga: 

Didukung ketersediaan 

SDM dan fasilitas 

kegiatan  yang 

memadai sehingga 

mendukung 

keberhasilan 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM. 

Namun, belum 

didukung ketersediaan 

pendanaan  yang 

memadai sehingga 

menghambat 

keberhasilan 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM   

  

Dukungan sumber 

daya manusia, 

fasilitas kegiatan, 

dan pendanaan 

yang memadai 

sangat berpengaruh 

dalam menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan  

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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c. Faktor determinan dukungan implementor kebijakan 

 

Faktor dukungan implementor kebijakan, baik itu terkait dengan 

kemampuan, daya tanggap, maupun strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan, juga menjadi kunci keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Kemampuan, daya tanggap, dan strategi yang dimiliki 

para implementor sangat diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan 

rakyat, terutama bagi kebijakan yang bersifat top down. 

Sehubungan erat dengan dukungan implementor kebijakan yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros:  

Kemampuan anggota tim CSR Bosowa, anggota TPKS-BB, dan pihak-

pihak yang kami libatkan sudah cukup baik dari segi pengetahuan dan 

pengalamannya. Khusus kemampuan anggota tim CSR Bosowa, semakin 

meningkat melalui diklat CSR yang sering kami ikuti. Kami semua juga 

berusaha tanggap dengan kebutuhan masyarakat serta selalu merancang dan 

menerapkan strategi-strategi yang akan kami gunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan CSR, diantaranya dengan pelibatan masyarakat dalam 

pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, embung, dan bak 

PAMSIMAS. Strategi kolaborasi dengan pihak lain yang terkait, misalnya 

dalam program pembangunan jamban keluarga, kami menggandeng 

Kapolsek, Danramil, Camat, dan tenaga Puskesmas sebagai penggerak dan 

pemberi motivasi bagi masyarakat. Dalam program penananaman palawija 

di pekarangan rumah hingga proses pembuatan pupuk organik, kami 

melakukan strategi dengan memberdayakan para ibu-ibu yang dibantu oleh 

tenaga penyuluh pertanian Faktor kemampuan dan strategi ini sangat 

penting untuk menyukseskan kegiatan CSR yang kami lakukan, dan 

Alhamdulillah selama ini menunjukkan keberhasilan (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Kamis, 26 Nopember 2015) 
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Pendapat yang diungkapkan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, searah dengan pendapat dari 

Sekretaris TPKS-BB: 

Kemampuan dan daya tanggap pihak-pihak yang terlibat berikut dengan 

penerapan strategi dalam setiap kegiatan CSR Bosowa tentu sangat 

memengaruhi keberhasilan dari program yang dilakukan. Kemampuan 

dalam memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-

masing, peduli pada kebutuhan masyarakat, serta strategi melibatkan peran 

aktif berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, kami nilai sangat 

mendukung pelaksanaan kegiatan CSR Bosowa ini. Kemampuan dan 

strategi yang digunakan, khususnya oleh personil Pak Nur Alang dkk saya 

nilai ada peningkatan berkat diklat-diklat CSR yang sering mereka ikuti 

(Informan: Usman. Wawancara: Kamis, 14 Januari 2016) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan senada dengan 

pernyataan yang diungkapkan oleh Sekretaris TPKS-BB, menunjukkan bahwa 

dukungan implementor kebijakan yang terlibat sangat berpengaruh dalam 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga. Dukungan implementor kebijakan yang sangat berpengaruh adalah 

terkait kemampuan, daya tanggap, dan strategi yang baik sebagai implementor 

kebijakan. 

Terkait dengan dukungan implementor kebijakan, Kepala Dusun Batunapara 

dan Camba Jawa yang sekaligus pula sebagai koordinator TPKS-BB, juga 

memberikan pendapat yang searah dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Head of Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros dan Sekretaris TPKS-BB :       
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Faktor kemampuan dan sikap tanggap semua pelaksana kegiatan CSR serta 

strategi yang digunakan bagi kami sangat penting dan sangat memengaruhi 

keberhasilan kegiatan CSR yang kita lakukan. Faktor kemampuan pelaksana 

kegiatan dan penerapan strategi ini telah membuat tercapainya tujuan dari 

program-program CSR yang kita lakukan (Informan: Mansyur HS. 

Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016) 

 

Penilaian saya, pihak-pihak pelaksana kegiatan CSR Bosowa sangat 

memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-

masing, dan mereka juga tanggap atas kebutuhan masyarakat. Penerapan 

strategi juga selalu diperhatikan dalam setiap kegiatan CSR tersebut. Kami 

bersyukur, kegiatan CSR yang kita lakukan dapat berhasil (Informan: 

Syahrul. Wawancara: Sabtu, 21 Januari 2016) 

 

Pernyataan Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang sekaligus pula 

sebagai koordinator TPKS-BB, ternyata didukung pula oleh pendapat Kepala 

Desa Baruga: 

Tentunya jika suatu kegiatan ingin berhasil harus ada dukungan 

kemampuan, daya tanggap, dan strategi dari para pelaksana kegiatan 

tersebut, tak terkecuali pula dalam pelaksanaan CSR Bosowa ini. Tim CSR 

Bosowa, anggota TPKS-BB, dan pihak-pihak yang diajak bekerja sama saya 

nilai sudah memadai pengetahuan dan pengalamannya serta sudah peduli 

dengan permintaan masyarakat. Dan strategi-strategi pendekatan yang 

dilakukan saya lihat juga sangat tepat, contohnya strategi pendekatan kepada 

kaum ibu dalam program penanaman palawija di pekarangan rumah, kami 

lihat strategi tersebut cukup berhasil (Informan: H. Hasir. Wawancara:        

21 Januari 2016) 

 

Sejumlah pendapat senada yang diutarakan Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, Sekretaris 

TPKS-BB, Kepala Dusun Batunapara dan Camba Jawa yang sekaligus pula 

sebagai koordinator TPKS-BB, serta Kepala Desa Baruga, telah menunjukkan 

bahwa dukungan implementor kebijakan sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, baik itu terkait 
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kemampuan, daya tanggap, dan strategi yang baik dari para implementor 

kebijakan tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terkait erat dengan 

dukungan implementor kebijakan, maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga: 

Mendapat dukungan implementor kebijakan yang memiliki kemampuan, daya 

tanggap, dan penerapan strategi yang baik, sehingga mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros. 

 

Tabel 5.12 

Ringkasan Temuan Penelitian  

Faktor Determinan Dukungan Implementor Kebijakan 

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Pengaruh 

dukungan 

implementor 

kebijakan yang 

terlibat dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

Pengaruh 

kemampuan, daya 

tanggap, dan 

strategi para 

implementor 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR   

PT. SBM 

Grindle (1980): 

Kekuasaan, 

kepentingan, dan 

strategi aktor 

kebijakan  yang 

tersusun dengan 

baik lebih 

memungkinkan 

suksesnya 

implementasi 

kebijakan 

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat Kab. 

Maros, khususnya      

di Desa Baruga: 

Mendapat dukungan 

implementor kebijakan 

yang memiliki 

kemampuan, daya 

tanggap, dan penerapan 

strategi yang baik, 

sehingga mendukung 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM  

 

Dukungan 

implementor 

kebijakan yang 

baik, sangat 

berpengaruh dalam 

menunjang  

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan    

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 
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d. Faktor determinan partisipasi masyarakat 

 

Partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat penerima manfaat sangat 

dibutuhkan dalam suatu implementasi kebijakan, baik itu dalam bentuk kepatuhan 

maupun daya tanggap masyarakat. Sehubungan dengan pengaruh partisipasi 

kelompok sasaran, yaitu masyarakat Desa Baruga, dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, maka Sekretaris TPKS-BB 

mengemukakan pendapatnya: 

Saya menilai partisipasi masyarakat Desa Baruga sudah cukup baik. 

Partisipasi aktif mereka terlihat dari kepatuhan dan daya tanggapnya dalam 

penggunaan bantuan semen dan bantuan lainnya secara bergotong-royong 

dan sesuai peruntukannya. Begitupula yang terjadi pada kaum ibu yang 

tergabung dalam KWT dalam mengikuti segala kegiatan, mulai dari 

kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga praktik penanaman, pembuatan 

pupuk, dan pembuatan racun hama organik. Partisipasi aktif dari masyarakat 

membuat pihak Bosowa merasa bahwa program-program CSR yang mereka 

lakukan selama ini, khususnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat, 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya menjadi faktor 

yang memengaruhi sehingga pihak Bosowa hingga saat ini masih 

menyalurkan bantuan CSR-nya (Informan: Usman. Wawancara: Selasa, 2 

Pebruari 2016) 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, juga dikuatkan 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Camba Jawa dan 

Batunapara yang sekaligus juga merupakan Koordinator TPKS-BB:   

Warga dusun kami selalu berpartisipasi aktif dan mematuhi aturan dalam 

menggunakan jatah pembagian semen 50 zak semen/ dusun. Sikap antusias 

dan kepatuhan kaum ibunya juga terlihat saat mengikuti rangkaian acara 

penanaman palawija organik. Saya rasa, bentuk kepatuhan inilah yang 

membuat pihak Bosowa masih terus menyalurkan dana bantuan CSR-nya ke 

dusun kami (Informan: Syahrul. Wawancara: Sabtu, 6 Pebruari 2016)  
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Partisipasi aktif masyarakat yang terlihat dari sikap antusias dan kepatuhan 

masyarakat tentunya menjadi faktor yang memengaruhi sehingga pihak 

Bosowa masih tetap menyalurkan dana CSR-nya dan kini mulai 

menggiatkan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif 

dari masyarakat membuat pihak Bosowa merasa bahwa program-program 

CSR yang mereka lakukan selama ini, khususnya yang bersifat 

pemberdayaan masyarakat, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 

dusun kami (Informan: Mansyur HS. Wawancara: Sabtu, 6 Pebruari 2016) 

 

Pernyataan senada yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB serta 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus juga merupakan 

Koordinator TPKS-BB, dikuatkan pula oleh pernyataan yang disampaikan oleh 

Kepala Desa Baruga:   

Partisipasi masyarakat tentunya sangat penting, karena ini merupakan bukti 

adanya timbal balik dalam pelaksanaan kegiatan CSR Bosowa selama ini. 

Partisipasi aktif dari masyarakat kami diperlihatkan dalam bentuk gotong-

royong mengerjakan segala macam pembangunan yang menggunakan 

bantuan semen dari Bosowa. Ibu-ibu yang ikut program pemberdayaan 

masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan penanaman palawija 

organik. Ini tentu memengaruhi pihak Bosowa dan membuat mereka lebih 

fokus dan menggiatkan lagi kegiatan CSR-nya yang bersifat pemberdayaan 

masyarakat (Informan: H. Hasir. Wawancara: Senin, 8 Pebruari 2016) 

 

Sejumlah pendapat senada yang dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, 

Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus juga merupakan 

Koordinator TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga, ternyata mendapat dukungan 

dari komentar yang disampaikan oleh Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros: 

Sikap antusias dan kepatuhan masyarakat Desa Baruga merupakan 

partisipasi aktif yang mereka tunjukkan dalam setiap kegiatan CSR yang 

kami lakukan, dan hal itu sangat membuat hati kami senang dan semakin 

bersemangat ke depannya untuk lebih menggiatkan kegiatan-kegiatan CSR, 

terlebih pada kegiatan CSR yang bersifat pemberdayaan masyarakat. 

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat memengaruhi kinerja saya dan 

teman-teman di Environment and Community Development Department ini, 
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dan itu menjadi semangat tersendiri bagi kami (Informan: Nur Alang. 

Wawancara: Kamis, 11 Pebruari 2016) 

 

Pendapat Sekretaris TPKS-BB, Kepala Dusun Camba Jawa dan Batunapara 

yang sekaligus juga merupakan Koordinator TPKS-BB, dan Kepala Desa Baruga,, 

dan dikuatkan pula argumen yang disampaikan oleh Head of Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros, menunjukkan 

bahwa pengaruh partisipasi masyarakat Desa Baruga dalam bentuk kepatuhan dan 

daya tanggap sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga.  

Pendapat senada yag dikemukakan oleh Sekretaris TPKS-BB, Kepala 

Dusun Camba Jawa dan Batunapara yang sekaligus juga merupakan Koordinator 

TPKS-BB, Kepala Desa Baruga, dan Head of Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, juga menguatkan hasil 

observasi peneliti, dimana partisipasi masyarakat Desa Baruga, khususnya kaum 

ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani (KWT), cukup baik dalam 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa penanaman sayur 

organik di pekarangan rumah mereka masing-masing.   

Berdasarkan hasil penelitian, telah mengungkapkan bahwa terkait erat 

dengan pengaruh partisipasi masyarakat, maka implementasi kebijakan CSR      

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga: 
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Mendapat dukungan partisipasi masyarakat yang baik, dalam bentuk kepatuhan 

dan daya tanggap masyarakat dalam setiap kegiatan CSR yang dilakukan, 

sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros. 

 

Tabel 5.13 

Ringkasan Temuan Penelitian 

Faktor Determinan Partisipasi Masyarakat 

dalam Implementasi Kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 
 

Fokus Penelitian Kondisi Ideal Temuan Penelitian Sintesis 

Pengaruh 

partisipasi 

masyarakat dalam 

implementasi 

kebijakan CSR           

PT. SBM 

 

Deskripsi Fokus: 

Pengaruh 

partisipasi 

masyarakat, baik 

dalam bentuk 

kepatuhan maupun 

daya tanggapnya 

dalam 

implementasi 

kebijakan CSR           

PT. SBM 

 

Mazmanian dan 

Sabatier (1983):  

Suatu 

implementasi 

kebijakan akan 

mencapai 

keberhasilan 

dengan adanya 

dukungan publik 

Implementasi 

kebijakan CSR         

PT. SBM dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat            

Kab. Maros, 

khususnya di Desa 

Baruga: 

Mendapat dukungan 

partisipasi masyarakat 

yang baik, dalam 

bentuk kepatuhan dan 

daya tanggap 

masyarakat dalam 

setiap kegiatan CSR 

yang dilakukan, 

sehingga mendukung 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan CSR        

PT. SBM 

Dukungan 

partisipasi 

masyarakat yang 

baik sangat 

berpengaruh dalam 

menunjang 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 
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3. Model Implementasi Kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility)    

PT. Semen Bosowa Maros dalam Meningkatkan Keberdayaan 

Masyarakat  

 

Hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, baik ditinjau dari fokus 

konten kebijakan maupun konteks implementasi. Dimana, implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros:  

a. Belum berhasil mengakomodir sejumlah kepentingan masyarakat di Desa 

Baruga, seperti: penanganan polusi dan limbah pabrik, ketersediaan air bersih, 

penerimaan pekerja pabrik, pembayaran pembebasan lahan, dan pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; 

b. Belum berhasil mewujudkan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan secara 

adil dan merata oleh seluruh masyarakat dan bagi pelestarian lingkungan di 

Desa Baruga; 

c. Belum berhasil memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan 

dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga; 

d. Belum menyediakan dukungan sumber daya pendanaan yang memadai; 

e. Secara umum, Pemda Kabupaten Maros dan PT. Semen Bosowa Maros belum 

menunjukkan keberpihakan dan komitmen mereka dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Kelima permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 
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Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, tentunya harus dapat diatasi. Untuk 

mengatasi sejumlah permasalahan tersebut maka dibutuhkan adanya suatu model 

implementasi kebijakan yang dapat dijadikan pedoman agar implementasi 

kebijakan CSR yang dilakukan dapat mencapai keberhasilan dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat. 

Guna mendapatkan model implementasi kebijakan dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat tersebut, maka peneliti berpedoman pada model 

implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya, diantaranya yaitu model 

implementasi kebijakan dari Meter dan Horn (1975), Edwards III (1980), Grindle 

(1980), serta Mazmanian dan Sabatier (1983).  

Menurut pendapat Meter dan Horn (1975) dalam model implementasi 

kebijakannya, terdapat 5 (lima) variabel yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan;                       

(2) Sumber daya; (3) Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas;          

(4) Karakteristik agen pelaksana; dan (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Adapun Edwards III (1980), menitikberatkan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan pada 4 (empat) variabel utama, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, 

(3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. 

Kemudian, Grindle (1980), meyakini bahwa terdapat 2 (dua) variabel besar 

yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu konten kebijakan 

dan konteks implementasi. Variabel konten kebijakan, meliputi: (1) Kepentingan 

yang dipengaruhi; (2) Jenis manfaat; (3) Jangkauan perubahan yang diinginkan; 

(4) Kedudukan pengambil keputusan; (5) Pelaksana program; dan                       
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(6) Ketersediaan sumber daya. Sedangkan, variabel konteks implementasi, 

meliputi: (1) Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;                

(2) Karakteristik pemerintah dan lembaga; dan (3) Kepatuhan dan daya tanggap. 

Sedangkan, Mazmanian dan Sabatier (1983), mengemukakan bahwa 

terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan; (2) Kemampuan 

kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi; dan (3) Variabel di luar 

kebijakan atau variabel lingkungan.  

Dari model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh Meter dan 

Horn (1975), Edwards III (1980), Grindle (1980), serta Mazmanian dan Sabatier 

(1983), peneliti melihat adanya kesesuaian antara variabel-variabel dalam 

keempat model implementasi kebijakan tersebut dengan 4 (empat) faktor 

determinan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya; 

(3) Dukungan implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat. 

Kemudian, peneliti sadar dan memahami bahwa kebijakan publik 

merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, atau dengan kata lain, suatu 

kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu dan tidak 

berlangsung secara statis. Kompleksitas dan dinamika dari suatu kebijakan akan 

lebih terasa apabila pengamatan kita ditujukan pada proses kebijakan. Dimana 

setelah suatu kebijakan dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, maka akan 

memunculkan umpan balik (feedback) dan seterusnya, sehingga dalam kondisi 
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seperti ini, praktik pembelajaran kebijakan menjadi sangat penting untuk 

dilakukan. Dimana praktik pembelajaran kebijakan tersebut nantinya harus terus 

dilakukan, baik oleh setiap pemangku kepentingan, setiap implementor, maupun 

oleh setiap kelompok target kebijakan dalam suatu implementasi kebijakan 

publik. 

Faktor pembelajaran kebijakan sebagaimana yang dipahami oleh peneliti, 

pada dasarnya terinspirasi oleh gagasan yang telah dikemukakan oleh Akib (2010: 

10), tentang pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan. Dimana pembelajaran 

kebijakan tersebut, baik berupa explicit knowledge maupun tacit knowledge 

menjadi bagian dari pekerjaan setiap implementor, kelompok target kebijakan 

(masyarakat), dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan. 

Explicit knowledge menurut Conklin (1996), adalah pengetahuan yang dapat 

ditemukan dalam buku, manual, dan dokumen, dan yang dapat dengan mudah 

dibagi kepada orang lain. Berarti, pengetahuan tersebut dapat ditemukan secara 

fisik, mudah dikomunikasikan, dan mudah dipelajari orang lain. Sehingga, 

pengetahuan eksplisit biasa juga disebut dengan pengetahuan mengenai          

know-what, hard knowledge, atau formal knowledge. 

Adapun tacit knowledge, menurut Stenmark (2000), adalah pengetahuan 

yang sulit disebutkan dan hanya berada pada tangan dan pikiran seseorang dan 

memanifestasikannya (menunjukkan) pada suatu tindakan. Sehingga, pengetahuan 

tasit biasa juga disebut dengan pengetahuan mengenai know-how, soft knowledge, 

atau informal knowledge.   
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Sehingga, berdasarkan pertimbangan agar implementasi kebijakan CSR 

dapat berhasil dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka peneliti 

merasa sangat penting untuk memasukkan faktor pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan guna mendukung 4 (empat) faktor determinan implementasi 

kebijakan CSR yang sudah ditetapkan.  

Peneliti berkesimpulan, bahwa proses interaktif yang terjadi antara keempat 

faktor determinan implementasi kebijakan CSR dan ditunjang dengan penerapan 

pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan, akan mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan dan agar implementasi 

kebijakan CSR dapat berhasil dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, 

maka peneliti merekomendasikan prototipe Model Interaktif Determinan 

Implementasi Kebijakan CSR, sebagai berikut: 
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Gambar: 5.1.  

Prototipe Model Interaktif Determinan Implementasi Kebijakan CSR  

 

Dari prototipe Model Interaktif Determinan Implementasi Kebijakan CSR 

yang direkomendasikan oleh peneliti, terlihat bahwa ada 4 (empat) faktor yang 

saling terkait dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan; 

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan          

(4) Partisipasi masyarakat. Kemudian, praktik pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan diterapkan pada keempat faktor tersebut guna menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan. 
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B.  Pembahasan 

 

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, 

dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga 

pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran kebijakan itu sendiri. Demikian pula dengan penetapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang melaksanakan ketentuan Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana 

mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah 

corporate social responsibility (CSR).   

Kebijakan CSR sudah diimplementasikan pula oleh PT. Semen Bosowa 

Maros  sejak tahun 1999, khususnya pada area operasi perusahaan di Desa Baruga 

Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Guna menganalisis implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros yang dikaitkan dengan aspek 

pemberdayaan masyarakat, berikut diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan beberapa hal, sebagai berikut: 

 

1. Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros 

 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga dianalisis berdasarkan teori Grindle (1980), dengan mengkaji keberhasilan 

implementasi kebijakan melalui 2 (dua) fokus utama, yaitu: (1) Konten kebijakan; 

dan (2) Konteks implementasi. Konten kebijakan terdiri dari kepentingan yang 
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dipengaruhi, jenis manfaat, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan 

pengambil keputusan, pelaksana program, dan ketersediaan sumber daya. 

Sedangkan, konteks implementasi terdiri dari kemampuan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat, karakteristik pemerintah dan lembaga, serta kepatuhan 

dan daya tanggap. 

a. Konten kebijakan 

1) Kepentingan yang dipengaruhi (interest affected) 

 

Hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa terkait kepentingan yang 

dipengaruhi (interest affected), implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, pertama sudah berhasil terealisasi kepada kelompok 

sasaran yang tepat, yakni masyarakat miskin dan lingkungan Desa Baruga. 

Sebelum melakukan aktivitas implementasi kebijakan, para implementor 

kebijakan harus terlebih dahulu menentukan sasaran utama implementasi 

kebijakan secara tepat. Jika sasaran utama implementasi kebijakan tidak 

ditentukan secara tepat maka sangat rentan para implementor kebijakan 

melakukan ketidaktepatan dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan yang 

sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kelompok sasaran utama.         

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa PT. Semen Bosowa Maros telah 

berhasil mengimplementasikan kebijakan CSR-nya pada sasaran utama yang 

tepat, yakni masyarakat miskin dan lingkungan di Desa Baruga yang termasuk 

daerah Ring I atau daerah pusat operasi perusahaan. Penentuan masyarakat miskin 

dan lingkungan Desa Baruga sebagai sasaran utama implementasi kebijakan CSR 
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PT. Semen Bosowa Maros sudah sangat tepat, mengingat Desa Baruga merupakan 

daerah pusat operasi perusahaan, sehingga paling rentan merasakan dampak 

negatif dari kegiatan operasi PT. Semen Bosowa Maros selama ini. 

Masyarakat miskin Desa Baruga sebagai kelompok sasaran utama 

implementasi kebijakan CSR memang secara notabene bukan pemilik, pemimpin, 

maupun karyawan perusahaan PT. Semen Bosowa Maros, tetapi mereka termasuk 

stakeholders yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

operasi PT. Semen Bosowa Maros. Sebagaimana teori stakeholders yang 

dikemukakan oleh Freeman (1984: 46), bahwa stakeholders atau pemangku 

kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau 

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Senada pula dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Jones (1995), bahwa stakeholders merupakan orang-

orang maupun pihak-pihak (constituencies) yang bukan pemilik, pemimpin, 

maupun karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan 

dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Kemudian yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait 

kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, masih dominan dalam bentuk 

bantuan amal (charity) dan bantuan kemanusiaan (philanthropy). Baik dalam 

bentuk bantuan semen untuk pembangunan infrastruktur desa, bantuan biaya 

pendidikan dalam bentuk beasiswa, penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik 
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dan mobil ambulance, dan dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan-kegiatan 

sosial-keagamaan. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini yang 

masih dominan berbentuk charity dan philanthropy, telah menguatkan argumen 

yang dikemukakan Jalal (2010: vii), bahwa sebagian besar perusahaan di 

Indonesia belum melakukan CSR dan masih memandang CSR sebagai cara 

menyalurkan sebagian sangat kecil keuntungan untuk sesuatu hal yang tidak 

memiliki nilai strategis, baik untuk pemangku kepentingan maupun untuk 

perusahaan. 

Lalu yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan pula bahwa terkait 

kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, terealisasi dalam bentuk kegiatan 

pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, saluran irigasi, memberi lapangan 

pekerjaan, dan kegiatan sosial-keagamaan. Dan sudah mulai melakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan pertamanya berupa program 

penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga 

Idealnya, implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros tidak 

didominasi lagi oleh kegiatan pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, 

saluran irigasi, memberi lapangan pekerjaan, dan kegiatan sosial-keagamaan 

semata, tetapi harus menggiatkan kegiatan CSR berbasis pemberdayaan 

masyarakat secara berkelanjutan, karena akan berdampak positif dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga yang 
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masih banyak berada dalam kategori keluarga prasejahtera. Sebagaimana 

pernyataan yang diungkapkan oleh Suharto (2010: 65), bahwa program CSR yang 

berorientasi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan diyakini dapat 

menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Namun ada harapan besar ke depannya, bahwa implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros tidak didominasi lagi oleh kegiatan pembangunan jalan 

desa, jalan tani, jembatan, saluran irigasi, memberi lapangan pekerjaan, dan 

kegiatan sosial-keagamaan lagi, karena sejak Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros menjadi satu departemen 

khusus sejak tanggal 1 Oktober 2015, kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

mulai difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

Dimana program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan 

pertama yang dilakukan adalah program penanaman palawija secara organik       

di pekarangan rumah warga Desa Baruga dan sekitarnya. 

Dan yang keempat, hasil penelitian telah mengungkapkan pula bahwa terkait 

kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, belum berhasil mengakomodir 

sejumlah kepentingan masyarakat di Desa Baruga, seperti: penanganan polusi dan 

limbah pabrik, ketersediaan air bersih, penerimaan pekerja pabrik, pembayaran 

pembebasan lahan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan. 
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Segala kepentingan masyarakat Desa Baruga yang belum berhasil 

terakomodir dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, 

tentunya tidak akan terjadi jika saja dalam implementasi kebijakan tersebut 

berfokus hanya pada kepentingan masyarakat Desa Baruga. Hal inilah yang begitu 

ditekankan oleh Grindle (1980), agar dalam implementasi kebijakan publik 

kepentingan kelompok sasaran utama sudah sepatutnya harus diperhatikan oleh 

para implementor kebijakan. 

Segala kepentingan masyarakat Desa Baruga sudah sepatutnya dapat 

terakomodir dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, agar 

tidak menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar nantinya. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Grindle (1980), bahwa dengan mengakomodir 

semaksimal mungkin kepentingan dan kebutuhan kelompok sasaran maka 

keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan akan tercapai. Sebaliknya, bila 

dalam suatu implementasi kebijakan kepentingan kelompok sasaran tidak 

diindahkan dan diakomodir maka sangat memungkinkan akan mendapatkan 

resistensi dari masyarakat (publik). 

Untuk itu, kepedulian pihak PT. Semen Bosowa Maros dalam 

mengakomodir kepentingan masyarakat Desa Baruga pada setiap aktivitas CSR 

yang dilakukan harus semakin ditingkatkan. PT. Semen Bosowa Maros melalui 

Environment and Community Development Department harus semakin berusaha 

untuk peka dan peduli pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya 

terkait masalah penanganan polusi dan limbah pabrik, ketersediaan air bersih, 

penerimaan pekerja pabrik, dan pembayaran pembebasan lahan di Desa Baruga. 
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Environment and Community Development Department juga harus selalu 

berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui implementasi 

CSR-nya, baik dalam bentuk pemberian bantuan dan sumbangan sosial, terkhusus 

pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

2) Jenis manfaat (type of benefits) 

Hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa terkait jenis manfaat (type of 

benefits), implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, pertama bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan 

masyarakat dan sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros sangat diharapkan 

dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan 

masyarakat dan sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. 

Hal ini tentu sebangun dengan konsep Triple Bottom Lines yang digagas 

Elkington pada tahun 1998, bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengejar 

keuntungan ekonomi (profit) belaka, melainkan pula memiliki kepedulian 

terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) 

secara berkelanjutan (sustainability). 

Lalu yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros sudah berhasil mewujudkan sejumlah 

manfaat kepada masyarakat Desa Baruga, seperti kemudahan akses transportasi, 
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pengairan sawah, manfaat bantuan beasiswa, manfaat dari bantuan perawatan dan 

fasilitas kesehatan, dan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat. 

Sejumlah manfaat yang berhasil diberikan pihak PT. Semen Bosowa Maros 

melalui implementasi kebijakan CSR-nya kepada masyarakat Desa Baruga, 

diharapkan dapat menumbuhkan dukungan dari masyarakat, sehingga dapat 

tercipta kondisi yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar 

perusahaan. Sebagaimana pendapat Wibisono (2007: 78), bahwa sebaiknya 

perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis 

mutualisme (saling memberi manfaat yang menguntungkan). Perusahaan dituntut 

untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga mendapat 

dukungan dari masyarakat dan bisa tercipta harmonisasi hubungan, bahkan 

pendongkrakan citra dan performa perusahaan.  

Sejumlah manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Baruga dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini, telah searah 

dengan konsep yang dikemukakan oleh UN Global Compact, bahwa secara 

filantropis, perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka 

memanfaatkan resources di lokasi dimana masyarakat berada, sehingga  idealnya, 

tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha 

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.  

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros yang telah 

memberi sejumlah manfaat kepada masyarakat Desa Baruga telah menguatkan 

pula teori stakeholder yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
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hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan 

manfaat bagi stakeholder-nya. 

Untuk itu, pihak PT. Semen Bosowa Maros harus menyadari bahwa 

masyarakat sekitar perusahaan, yaitu masyarakat Desa Baruga, merupakan 

komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari 

keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa 

memiliki perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan akan mendapatkan 

keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut, sehingga 

program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (social licence to 

operate) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat 

terhadap eksistensi perusahaan. 

Kemudian yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, belum berhasil mewujudkan sejumlah 

manfaat yang dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat 

Desa Baruga dan bagi pelestarian lingkungan. Hal ini menandakan bahwa 

meskipun masyarakat Desa Baruga sudah mendapatkan sejumlah manfaat dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di desa mereka, namun 

wujud manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh 

masyarakat Desa Baruga, begitu juga pada aspek pelestarian lingkungannya. 

Kelemahan dari implementasi CSR PT. Semen Bosowa Maros adalah wujud 

manfaat yang diberikan belum dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh 

masyarakat Desa Baruga, begitu juga pada aspek pelestarian lingkungannya. 

Padahal, dengan semakin luas manfaat yang dapat diberikan dalam implementasi 
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CSR PT. Semen Bosowa Maros, baik dalam bentuk sumbangan dana, bantuan 

sosial, pelestarian lingkungan, dan terlebih dalam bentuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat secara berkesinambungan, akan membuat implementasi CSR          

PT. Semen Bosowa Maros mendapat dukungan dari masyarakat Desa Baruga. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle (1980), bahwa terkait jenis manfaat 

yang dapat diperoleh (type of benefits), program yang memberikan manfaat secara 

kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh 

dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat 

banyak. 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga, 

meskipun sudah memberi sejumlah manfaat bagi masyarakat Desa Baruga, namun 

harus diupayakan agar pemerataan manfaat keberdayaan itu dapat lebih dinikmati 

lagi secara adil dan merata oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat dalam 

kategori prasejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada sebagian 

masyarakat yang tidak menikmati bantuan CSR dari PT. Semen Bosowa Maros. 

Implementasi CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam bentuk kegiatan 

pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan juga sangat diharapkan, baik pada 

lingkup bina manusia, usaha, lingkungan, terlebih pada lingkup bina 

kelembagaan, yang dapat membuat masyarakat Desa Baruga lebih mandiri dan 

berdaya. 

Untuk itu, pihak Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros harus segera berkoordinasi dengan pihak aparat desa 

dan mitra TPKS-BB agar pendataan warga yang diharapkan mendapat manfaat 
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dari setiap kegiatan CSR dapat merata, agar tujuan utama dari implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros guna memberi manfaat yang besar dan 

luas bagi keberdayaan masyarakat Desa Baruga dapat terwujud. 

 

3) Jangkauan perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned) 

Hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa terkait dengan jangkauan 

perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), maka implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, pertama ingin memberi 

perubahan yang lebih baik pada segi perilaku dan pengetahuan masyarakat, serta 

pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Desa Baruga. 

Keinginan PT. Semen Bosowa Maros untuk memberi perubahan yang lebih 

baik pada segi perilaku dan pengetahuan masyarakat, serta pada peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Desa Baruga telah sejalan dengan isi  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pada Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 

yang menginginkan setiap perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan 

CSR mereka guna menjalin hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sekaligus pula 

dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan, khususnya mampu mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. 
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Kemudian yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil memberi dampak 

perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa 

Baruga. Hal ini juga berarti, meskipun PT. Semen Bosowa Maros berkeinginan 

untuk memberi perubahan yang lebih baik pada peningkatan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat Desa Baruga melalui implementasi kebijakan CSR-nya, 

namun pada kenyataannya, keinginan itu belum berhasil dalam memberi dampak 

perubahan yang lebih baik pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan 

masyarakat di Desa Baruga. 

Namun yang juga harus disadari adalah, implementasi kebijakan CSR       

PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat tentunya merupakan program jangka panjang, tingkat kesulitan 

pelaksanaannya lebih tinggi, dan perubahan, baik perubahan kesejahteraan, 

kemandirian, keberdayaan, dan khususnya perilaku, tidak secara langsung atau 

sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pernyataan ini 

senada dengan pendapat Grindle (1980), bahwa terkait jangkauan perubahan yang 

dapat diharapkan (extent of change envisioned), maka program yang bersifat 

jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara 

langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat 

(target groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. 

Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (extent of change envisioned) 

sebagaimana pendapat Grindle (1980), menguatkan pula pendapat Mazmanian 

dan Sabatier (1983), bahwa salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan 
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implementasi kebijakan menurut mereka adalah mudah tidaknya masalah 

dikendalikan (tractability of the problem), dimana salah satu indikatornya adalah 

cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat kesulitan 

implementasi suatu kebijakan, maka perubahan perilaku yang diharapkan dari 

sasaran kebijakan cenderung juga membutuhkan waktu yang lama.   

Salah satu hal yang menyebabkan sehingga implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil memberi dampak perubahan pada 

peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga, adalah 

karena selama ini implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros lebih 

dominan dalam bentuk bantuan amal (charity) dan bantuan kemanusiaan 

(philanthropy) semata. 

Jika saja selama ini implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

lebih terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, 

maka besar kemungkinan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

akan berhasil memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat di Desa Baruga. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Mardikanto dan Soebiato (2013: 207), bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya untuk mengubah perilaku penerima manfaat, baik pengetahuannya, 

sikapnya, atau keterampilannya. Metode yang diterapkan dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat harus mampu merangsang penerima manfaat untuk 

selalu siap (dalam arti sikap dan pikiran) dan dengan suka hati atas kesadaran 

ataupun pertimbangan nalarnya sendiri melakukan perubahan-perubahan demi 

perbaikan mutu hidupnya sendiri, keluarga, dan masyarakatnya.    



298 
 

 
 

Dengan demikian, maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros yang kini sudah mulai terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan, harus semakin digiatkan dan ditingkatkan agar dapat 

memberi sejumlah keterampilan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat 

Desa Baruga, sehingga akhirnya terwujud dampak perubahan pada peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

4) Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making) 

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan kedudukan pengambil 

keputusan (site of decision making), implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, pertama dalam pengusulan program CSR telah 

melibatkan pihak Kepala Desa Baruga beserta anggota TPKS-BB yang juga 

merupakan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari 5 (lima) dusun                     

di Desa Baruga. 

Lalu yang kedua, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan 

pengambil keputusan bersifat sentralistik (ditentukan atau terpusat) pada pihak top 

management PT. Semen Bosowa Maros. Dalam artian, pihak Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros beserta Kepala 

Desa Baruga dan anggota TPKS-BB hanya sebatas mengusulkan program CSR 

saja. Nantinya, program CSR yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan 

ditentukan oleh pihak top management PT. Semen Bosowa Maros. 
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Terpusatnya pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros pada pihak top management PT. Semen Bosowa 

Maros ternyata berimplikasi positif dalam pelaksanaan kegiatan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros. Hal ini sebangun dengan pendapat yang dikemukan oleh     

Grindle (1980), bahwa semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam 

implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan 

semakin sulit pula implementasi programnya, karena semakin banyak satuan-

satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. 

Namun, terkhusus dalam aspek penentuan kegiatan CSR yang akan 

dilaksanakan, sebaiknya pihak Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros dan TPKS-BB dapat menjadi fasilitator 

atau pendamping yang bisa menggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan 

dan menggagas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. 

Masyarakat sendirilah yang akhirnya memutuskan program atau kegiatan yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dalam hal ini, pihak Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros dan TPKS-BB 

cukup mengajukan usulan masyarakat tersebut kepada pihak top management    

PT. Semen Bosowa Maros saja.    

Kemudian yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak            

top management PT. Semen Bosowa Maros menindaklanjuti keputusannya 

dengan melakukan pengajuan besaran bantuan dan anggaran kepada bidang 

keuangan, lalu memerintahkan personil Environment and Community 
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Development Department untuk merealisasikan program yang disetujui dibantu 

dengan para anggota TPKS-BB. 

Perencanaan program disusun dan diusulkan oleh Environment and 

Community Development Department PT. Semen Bosowa Maros. Kepala Desa 

Baruga dan segenap anggota TPKS-BB juga dapat mengusulkan program yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian pihak Environment and Community 

Development Department mengusulkan program tersebut kepada pihak              

top management PT. Semen Bosowa Maros. Kemudian, pihak top management 

PT. Semen Bosowa Maros yang berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau 

penentu kebijakan utama, menindaklanjuti usulan program yang telah mereka 

setujui kepada bidang keuangan, untuk akhirnya nanti dapat dieksekusi oleh pihak 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros bersama segenap anggota TPKS-BB. 

 

5) Pelaksana program (program implementors) 

Berdasarkan hasil penelitian, terkait erat dengan pelaksana program 

(program implementors), implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya        

di Desa Baruga, pertama telah melibatkan sejumlah pihak, mulai pihak 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, anggota TPKS-BB, aparat desa, sejumlah pihak terkait baik dari tingkat 

desa, kecamatan, maupun kabupaten, dan juga melibatkan sebagian masyarakat 

Desa Baruga sendiri. 
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Pelaksana program merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 

publik. Pelaksana kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, baik yang bersifat 

charity (kegiatan amal) dan philanthropy (kegiatan kemanusiaan) serta kegiatan 

CSR berbasis pemberdayaan, ternyata juga melibatkan masyarakat Desa Baruga 

sendiri. Bantuan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam bentuk bantuan 

pembangunan infrastruktur desa dominan dikerjakan secara swadaya oleh 

masyarakat Desa Baruga, begitupula dalam kegiatan CSR berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

Masyarakat Desa Baruga sendiri sebagai implementor atau pelaksana dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros sebangun dengan 

pernyataan Mardikanto dan Soebiato (2013: 131), bahwa pelaku utama 

pembangunan adalah masyarakat dan keluarganya, selain sebagai penerima 

manfaat juga sebagai pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan 

memanfaatkan sumber daya (faktor-faktor produksi) demi tercapainya 

peningkatan dan perbaikan mutu kehidupan. 

Lalu yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor 

yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros. Hal ini telah 

menguatkan pendapat Grindle (1980), bahwa kemampuan pelaksana program 

dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya akan memengaruhi keberhasilan 

suatu implementasi program. Birokrasi yang memiliki staf yang berdedikasi tinggi 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan tugas akan sangat 

mendukung keberhasilan implementasi program. 
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Kemampuan para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam memahami tugas dan tanggung jawab 

masing-masing, juga telah menguatkan pendapat Meter dan Horn (1975), terkait 

dengan disposisi implementor, dimana di dalamnya sangat menekankan akan 

aspek kognisi, yakni tingkat pemahaman para implementor kebijakan terhadap 

kebijakan. Semakin para implementor kebijakan memiliki aspek kognisi yang 

baik, maka implementasi suatu kebijakan tersebut akan berpotensi besar untuk 

mencapai keberhasilan.  

Kemudian yang ketiga, hasil penelitian mengungkapkan bahwa para 

implementor yang terlibat berhasil diketahui secara jelas keberadaanya oleh 

masyarakat Desa Baruga sebagai kelompok sasaran. Masyarakat Desa Baruga 

sangat jelas mengetahui para implementor kebijakan yang terlibat dalam setiap 

kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros, baik itu yang berasal dari pihak 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, anggota TPKS-BB, aparat desa, maupun sejumlah pihak terkait baik dari 

tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.   

 

6) Ketersediaan sumber daya 

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-

masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Rencana 

adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah 

bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2003: 501). Implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 
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masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, juga merupakan hal 

yang tidak dapat dianggap remeh, sehingga aspek sumber daya, baik sumber daya 

manusia, fasilitas, manajemen, maupun finansial penting untuk diperhatikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, berhubungan erat dengan ketersediaan sumber 

daya (resources committed), maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, pertama sudah menyediakan dukungan sumber daya 

manusia (SDM) yang memadai. 

Sejak resmi beroperasi, PT. Semen Bosowa Maros telah membentuk Divisi 

Community Development (Comdev) di bawah naungan Bagian Umum (General 

Affair - GA). Hingga kemudian Divisi Comdev PT. Semen Bosowa Maros pada 1 

Oktober 2015 berubah nama dan berdiri sendiri menjadi Environment and 

Community Development Department, dengan dukungan personil yang lebih baik, 

berkualitas, dan berkompeten pada bidang kerjanya masing-masing. 

Selain ketersediaan SDM Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros yang memadai, implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga,  juga didukung SDM dari segenap 

anggota TPKS-BB yang berasal dari beberapa kepala dusun, anggota BPD (Badan 

Pembangunan Desa), tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pihak 

Bosowa juga kerap melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan 

kegiatan CSR yang dilakukan, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun 

kabupaten, contohnya dengan pelibatan tenaga penyuluh pertanian dari dinas 



304 
 

 
 

pertanian kabupaten pada pelaksanaan program penanaman palawija organik di 

pekarangan rumah warga Desa Baruga. 

Sumber daya manusia dengan kapasitas yang optimal memang sangat 

dibutuhkan dalam implementasi kebijakan CSR, karena mereka akan menjalankan 

5 (lima) tahapan pelaksanaan CSR sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharto 

(2010: 93-94), yaitu tahap: (1) Engagement (pendekatan awal ke masyarakat);    

(2) Assessment (identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat); (3) Plan of 

action (merumuskan perencanaan aksi); (4) Action and facilitation (pelaksanaan 

dan fasilitasi); dan (5) Evaluation and  termination or reformation (evaluasi untuk 

memutuskan penghentian atau kelanjutan program). 

Lalu yang kedua, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, sudah menyediakan 

dukungan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai. Fasilitas atau sarana dan 

prasarana kegiatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas kegiatan yang layak, seperti gedung 

dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi 

suatu program atau kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, pihak PT. Semen Bosowa Maros telah menyediakan fasilitas penunjang 

kegiatan berupa aula pertemuan, ruangan rapat di kantor, serta berbagai fasilitas 

penunjang yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. 
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Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, sudah menyediakan 

dukungan sumber daya manajemen yang baik. Pihak manajemen PT. Semen 

Bosowa Maros bekerja dengan sigap dalam menangani segala urusan yang terkait 

dengan kegiatan CSR yang akan dilaksanakan. Setelah mendapat persetujuan dari 

pihak top management PT. Semen Bosowa Maros, maka jumlah barang dan 

anggaran yang diperlukan akan segera diproses oleh pihak manajemen. 

Proses manajemen yang dilakukan di PT. Semen Bosowa Maros 

diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik itu terkait bantuan semen, 

pengadaan barang, maupun dalam bentuk dana bantuan. Dukungan sumber daya 

manajemen yang baik, yang bertindak cepat dan tepat memproses usulan kegiatan 

CSR yang telah disetujui oleh pihak top management PT. Semen Bosowa Maros, 

menjadi penunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan yang dilakukan. 

Namun, yang keempat, hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, belum 

menyediakan dukungan sumber daya finansial yang memadai. Hal ini terungkap 

dari adanya sebagian masyarakat Desa Baruga yang masih kerap mengeluhkan 

keterlambatan bantuan dan belum adanya keterbukaan dari pihak perusahaan 

terkait alokasi dan pemanfaatan dana CSR mereka dalam setiap tahunnya kepada 

masyarakat (publik). 
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Masalah dukungan sumber daya finansial yang belum memadai sehingga 

menimbulkan keterlambatan bantuan CSR PT. Semen Bosowa Maros kepada 

masyarakat Desa Baruga, tentunya harus segera dibenahi, karena akan 

menghambat jalannya implementasi kebijakan. Hal ini sudah diingatkan oleh 

Grindle (1980), bahwa tersedianya sumber-sumber secara memadai akan 

mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. 

Ketersediaan sumber daya seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980), 

telah menguatkan pula pendapat Meter dan Horn (1975), bahwa implementasi 

kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human 

resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Pandangan 

ini searah pula dengan pendapat Edwards III (1980: 11), bahwa sumber daya 

merupakan hal yang diperlukan agar implementasi dapat berjalan efektif. Tanpa 

memandang seberapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa 

memandang seberapapun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika 

implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, 

maka implementasi tidak akan efektif.  

Mazmanian dan Sabatier (1983), juga menguatkan bahwa kemampuan 

kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (ability of statute to 

structure implementation) memerlukan besarnya alokasi sumber daya finansial 

terhadap kebijakan tersebut dan seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan 

antar instansi pelaksana (sumber daya manusia dan fasilitas).     

 

 

 



307 
 

 
 

b. Konteks implementasi 

1) Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, 

interest, and strategies of actors involved) 

 

Implementasi kebijakan publik selain harus memerhatikan aspek konten 

atau isi kebijakan, juga harus memerhatikan aspek konteks implementasi. 

Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat merupakan salah satu 

faktor penting dalam konteks implementasi.  

Berdasarkan hasil penelitian, berhubungan erat dengan kemampuan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, interest, and strategies of 

actors involved), implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, pertama telah melibatkan para aktor implementasi yang memiliki tingkat 

kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

implementor kebijakan. 

Personil Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros merupakan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman dalam kegiatan CSR Bosowa selama ini. Mereka pun aktif mengikuti 

pelatihan dan pendidikan tentang CSR, baik di tingkat provinsi maupun pusat. 

Anggota TPKS-BB juga merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di 

masyarakat, ada yang sebagai kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh 

pemuda. Pihak-pihak dari dinas terkait yang dilibatkan dalam program CSR juga 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.  
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Lalu yang kedua, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, telah melibatkan para 

aktor implementasi yang menunjukkan kepentingan mereka dalam mendukung 

dan menyukseskan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros. 

Personil Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros, pihak-pihak dari instansi yang dilibatkan dalam tiap kegiatan, dan 

segenap anggota TPKS-BB, memperlihatkan bahwa kepentingan mereka hanya 

bertujuan agar tujuan dari program CSR yang dilakukan, khususnya program 

pemberdayaan masyarakat, dapat berjalan dan tercapai dengan baik. Hal ini 

mereka lakukan demi memenuhi kepentingan masyarakat Desa Baruga. Para 

implementor kebijakan telah menunjukkan kepentingan mereka dalam 

mendukung dan menyukseskan implementasi kebijakan CSR Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga.  

Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, selalu menerapkan 

strategi implementasi dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak, khususnya 

partisipasi masyarakat, guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan CSR 

sebagaimana yang diharapkan. 

Pihak Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros selalu menerapkan beberapa strategi pendekatan agar 
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implementasi kebijakan publik CSR PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga 

dapat mencapai tujuan. Strategi dengan membentuk kemitraan bersama TPKS-

BB, menggiatkan partisipasi warga, dan menyasar kaum ibu dalam program 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penanaman palawija di pekarangan 

rumah, merupakan beberapa strategi pendekatan yang cukup sukses dilakukan 

oleh pihak Environment and Community Development Department PT. Semen 

Bosowa Maros. 

Implementasi kebijakan publik dipandang dari konteks kemampuan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat menjadi aspek yang sangat penting, 

sebagaimana pendapat Grindle (1980), bahwa kemampuan, kepentingan, dan 

strategi implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. 

Mereka akan menyusun strategi dalam implementasi apabila merasa 

berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program akan 

dapat dinikmatinya. 

  

2) Karakteristik pemerintah dan lembaga (institution and regime 

characteristics) 

 

Hasil penelitian mengungkapkan, sehubungan erat dengan karakteristik 

pemerintah dan lembaga (institution and regime characteristics), implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, pertama Pemda 

Kabupaten Maros belum menunjukkan keberpihakan mereka dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 
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Meskipun Pemda Kabupaten Maros hampir selalu hadir dalam setiap 

kegiatan yang dibuat oleh pihak PT. Semen Bosowa, namun sejumlah masalah 

yang dilaporkan oleh masyarakat terkesan sekadar ditampung tanpa ada 

penyelesaian. Tidak pernah ada peringatan, teguran, atau sanksi tegas dan keras 

dari pihak Pemda Kabupaten Maros kepada pihak PT. Semen Bosowa Maros 

terkait pencemaran polusi debu dan air limbah pabrik yang dilaporkan selama ini 

oleh masyarakat. Permasalahan masih banyaknya keluarga prasejahtera di Desa 

Baruga juga menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan.  

Lalu yang kedua, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemda Kabupaten 

Maros belum menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Komitmen Pemda Kabupaten Maros untuk tetap menjaga kelestarian 

lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang 

diberi izin operasi perusahaan terlihat masih begitu lemah. Pemda Maros sebagai 

pihak pemerintah harusnya menunjukkan komitmen yang kuat untuk dapat 

menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Begitu pula dengan komitmennya untuk 

tetap menjamin kelestarian lingkungan dari daerah-daerah yang diizinkan untuk 

operasi perusahaan, seperti pabrik PT. Semen Bosowa Maros.  

Namun faktanya, masyarakat Desa Baruga masih banyak dalam kategori 

keluarga prasejahtera dan mereka juga terdampak polusi debu dan pencemaran air 

limbah pabrik. Begitu pula gunung-gunung karst di Desa Baruga rusak, padahal  
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gunung-gunung karst tersebut merupakan sumber sekaligus wadah penampung air 

bagi warga desa.  

Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen 

Bosowa Maros belum menunjukkan keberpihakan mereka dalam 

mengimplementasikan kebijakan CSR mereka dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Meskipun masyarakat 

Desa Baruga sangat bersyukur dengan terbangunnya pabrik PT. Semen Bosowa 

Maros sehingga Desa Baruga yang dulunya sangat terisolir kini sudah 

berkembang, namun CSR yang dilakukan Bosowa selama ini hanya berupa 

bantuan-bantuan semen dan sumbangan sosial saja. Belum ada perhatian pihak 

PT. Semen Bosowa Maros untuk mengatasi polusi debu dan pencemaran air 

limbah dari pabrik semen mereka, dan juga belum menunjukkan keinginan untuk 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga. 

Tentunya masyarakat Desa Baruga berharap agar keberadaan pabrik         

PT. Semen Bosowa Maros dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

masih banyak dalam kategori prasejahtera. Dan juga tentunya masyarakat Desa 

Baruga berharap, keberadaan pabrik semen ini tidak merusak dan mencemari 

lingkungan desa mereka. Sayangnya, kenyataan berkata lain, harusnya dana CSR 

PT. Semen Bosowa Maros digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi, bukan hanya sumbangan-sumbangan semen semata. 

Dan harusnya selama ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat 

memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. 
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Dan kemudian yang keempat, hasil penelitian memperlihatkan bahwa       

PT. Semen Bosowa Maros belum menunjukkan komitmen mereka dalam 

mengimplementasikan kebijakan CSR mereka dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Meskipun, sejak awal 

berdirinya pabrik PT. Semen Bosowa Maros sudah berkomitmen untuk dapat 

memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar pabrik dan 

juga berjanji untuk menjaga kelestarian lingkungannya, namun komitmen tersebut 

belum terlaksana. Komitmen PT. Semen Bosowa Maros untuk menyelesaikan 

permasalahan polusi debu dan pencemaran air limbah pabrik semen, kesejahteraan 

dan keberdayaan masyarakat, serta menyelesaikan pembebasan lahan warga yang 

digunakan untuk kegiatan pabrik, masih belum terlihat.  

Keberpihakan dan komitmen PT. Semen Bosowa Maros kepada masyarakat 

dan lingkungan sekitar area operasi perusahaan masih harus terus ditingkatkan 

dan direalisasikan. Perhatian dan kepedulian PT. Semen Bosowa Maros masih 

harus terus ditingkatkan, khususnya pada implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

Semakin baiknya karakteristik PT. Semen Bosowa Maros terkait perhatian dan 

kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi perusahaan, 

maka akan semakin menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR        

PT. Semen Bosowa Maros, dan secara otomatis akan meningkatkan pula kualitas 

kehidupan masyarakat dan lingkungan di Desa Baruga dan sekitarnya.   

 

 



313 
 

 
 

3) Kepatuhan dan daya tanggap (compliance and responsiveness)  

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa terkait kepatuhan dan daya tanggap 

(compliance and responsiveness), implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, pertama para implementor kebijakan sudah 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. 

Kepatuhan para implementor kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros, 

baik para personil Environment and Community Development Department        

PT. Semen Bosowa Maros, anggota TPKS-BB, dan pihak-pihak yang dilibatkan 

dalam kegiatan CSR, terlihat dari sikap mereka dalam mematuhi aturan-aturan 

yang telah ditetapkan bersama. Aturan-aturan tersebut dapat mereka patuhi demi 

mewujudkan tujuan dari kegiatan CSR yang dilaksanakan. 

Lalu yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, para implementor kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros sudah menunjukkan daya tanggap yang baik. 

Daya tanggap para personil Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, anggota TPKS-BB, dan pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam kegiatan CSR terlihat sudah cukup baik.  

Daya tanggap para personil Environment and Community Development 

Department PT. Semen Bosowa Maros, anggota TPKS-BB, dan pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam kegiatan CSR, telah menunjukkan sikap yang aktif dan tanggap 

terhadap kebutuhan masyarakat Desa Baruga. Namun tentunya, keaktifan dan 

sikap antusiasnya kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan, terlebih pada 
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kegiatan-kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

  

2. Faktor-Faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR               

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros  

 

Berdasarkan hasil penelitian, secara empiris diketahui bahwa faktor-faktor 

determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, adalah: (1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya; 

(3) Dukungan implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat. 

 

a. Dukungan penentu kebijakan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, terkait faktor determinan dukungan penentu 

kebijakan, implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, pertama belum mendapat dukungan yang kuat dari Pemda Kabupaten 

Maros, baik dari aspek keberpihakan maupun komitmennya, sehingga 

menghambat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga. 

Pemda Kabupaten Maros sejak awal berdirinya pabrik PT. Semen Bosowa 

Maros telah meminta agar kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat sekitar area 

pabrik dan kelestarian lingkungannya dapat ditingkatkan dan dilestarikan melalui 

kegiatan CSR yang dilakukan. Untuk itu, ditetapkanlah daerah Ring I, II, dan III. 
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Namun, berbagai dampak yang terjadi di Desa Baruga akibat beroperasinya pabrik 

semen PT. Semen Bosowa Maros, seperti permasalahan polusi debu dan 

pencemaran air limbah pabrik, kerusakan gunung karst, dan masih banyaknya 

masyarakat yang tergolong keluarga prasejahtera, terkesan tidak diperhatikan oleh 

pihak Pemda Kabupaten Maros.  

Permasalahan yang berulangkali disampaikan aparat desa maupun tokoh 

masyarakat Desa Baruga kepada pihak Pemda Kabupaten Maros pada saat 

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat desa, 

kecamatan, maupun kabupaten, belum mendapat tanggapan yang serius dalam 

bentuk tindakan tegas dan keras dari pihak Pemda Kabupaten Maros kepada pihak  

PT. Semen Bosowa Maros. Disinilah pengaruh dukungan keberpihakan dari 

Pemda Kabupaten Maros sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Baruga agar 

dapat memberi peringatan kepada pihak PT. Semen Bosowa Maros agar fokus 

melaksanakan kegiatan CSR-nya yang dapat memberi sejumlah manfaat pada  

peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat sekitar area pabrik 

berikut pula dengan kelestarian lingkungannya. 

Tentunya sejak awal pihak Pemda Kabupaten Maros dan pihak PT. Semen 

Bosowa Maros sudah memiliki komitmen bersama agar kehadiran pabrik semen 

yang dibangun di Desa Baruga, selain dapat menambah Penghasilan Asli Daerah 

(PAD) juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan 

masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. Namun menjadi 

sangat penting bagi pihak Pemda Kabupaten Maros untuk menguatkan kembali 

komitmen awalnya bersama pihak PT. Semen Bosowa Maros, karena sudah sejak 
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lama timbul permasalahan-permasalahan akibat dampak operasi pabrik semen   

PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga, dan sejumlah permasalahan tersebut 

belum terselesaikan.  

Komitmen Pemda Kabupaten Maros sangat berpengaruh untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta 

menekan angka keluarga prasejahtera di Desa Baruga. Bentuk komitmen tersebut 

seharusnya dapat ditunjukkan dengan memberi peringatan dan tindakan yang 

tegas dan keras kepada pihak PT. Semen Bosowa Maros untuk dapat 

menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Desa Baruga. 

Adanya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah 

seharusnya direspon pula secara baik oleh pihak pemerintah daerah, khususnya 

oleh pihak Pemda Kabupaten Maros. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan 

daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup) terkait CSR di Kabupaten 

Maros. Pemda Kabupaten Maros harusnya dapat lebih menunjukkan keberpihakan 

dan komitmennya dalam memerhatikan peningkatan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Dengan melakukan hal ini, maka 

pihak Pemda Kabupaten Maros akan mendapatkan legitimasi yang semakin baik 

dari masyarakatnya. 

Untuk menunjukkan keberpihakan dan komitmennya dalam memerhatikan 

peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan 

pelestarian lingkungan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, peneliti 

merekomendasikan kepada Pemda Kabupaten Maros untuk dapat menetapkan 
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suatu kebijakan dalam bentuk perda atau perbup yang mengatur tentang kegiatan 

CSR yang beroperasi di Kabupaten Maros.  

Urgensi dari penetapan perda atau perbup tersebut karena secara normatif, 

peraturan perundang-undangan yang mewajibkan CSR tidak memberikan 

pedoman secara detail, dan memang ada kewenangan dari pemerintah daerah 

untuk membuat suatu kebijakan. Dan secara empiris, masih banyak perusahaan 

yang beroperasi di daerah yang menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan 

dari operasional korporasi yang mereka lakukan. 

Maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah daerah itu nantinya sebagai 

dasar yang jelas bagi perusahaan dalam mengimlementasikan kegiatan CSR-nya 

di Kabupaten Maros. Adanya kebijakan teresbut juga untuk menjadi dasar bagi 

Pemda Kabupaten Maros dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

CSR dan sekaligus mendorong perusahaan, bersama masyarakat, dan pemerintah 

untuk memerhatikan persoalan sosial dan lingkungan hidup di Kabupaten Maros. 

Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat peraturan daerah 

tentang CSR tersebut nantinya, yaitu kebijakan tersebut: (1) Dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan; (2) Dapat memberikan manfaat langsung pada 

masyarakat lokal (stakeholder); (3) Dapat membantu program pembangunan        

di daerah; (4) Dapat menciptakan kemitraan antara pemerintah daerah, korporasi, 

dan masyarakat; dan (5) Tidak menambah beban bagi korporasi. 

Lalu yang kedua, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum mendapat dukungan 

keberpihakan dan komitmen yang kuat dari PT. Semen Bosowa Maros, dalam hal 
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ini pihak pimpinan perusahaan, sehingga menghambat keberhasilan implementasi 

kebijakan CSRnya sendiri dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. 

Kegiatan CSR yang dilakukan pihak PT. Semen Bosowa Maros dalam 

wujud pembangunan infrastruktur tentunya belum dapat sepenuhnya dikatakan 

berpihak pada masyarakat dan lingkungan di Desa Baruga. Masyarakat Desa 

Baruga sangat berharap pihak PT. Semen Bosowa Maros dapat menunjukkan 

keberpihakannya kepada mereka melalui kegiatan CSR yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat serta dapat menjaga lingkungan dari 

pencemaran. Namun sayangnya, keberpihakan tersebut belum sepenuhnya dapat 

ditunjukkan oleh pihak PT. Semen Bosowa Maros melalui kegiatan-kegiatan CSR 

yang dilakukannya selama ini. 

Sehingga, keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros sangat berpengaruh 

dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR-nya dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. Keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros sangat berpengaruh untuk dapat 

memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. 

Komitmen awal pembangunan PT. Semen Bosowa Maros di Desa Baruga 

adalah untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat 

sekitar pabrik dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungannya melalui 

kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan. Maka, pengaruh dari komitmen tersebut 

menjadi penting sekali, terkhusus juga bagi pihak PT. Semen Bosowa Maros. 

Namun, komitmen awal dari pihak PT. Semen Bosowa Maros tersebut belum 
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tercermin dari kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan. Seandainya pengaruh dari 

komitmen PT. Semen Bosowa Maros benar terjadi, maka peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara 

berkelanjutan di Desa Baruga sekitar pabrik sudah sejak lama dapat terwujud.  

Maka, komitmen PT. Semen Bosowa Maros sangat berpengaruh dalam 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga. Komitmen PT. Semen Bosowa Maros sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pabrik dan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik. Dan, perwujudan dari 

komitmen PT. Semen Bosowa Maros inilah yang sangat diharapkan dan 

dinantikan oleh masyarakat Desa Baruga. 

Terkait dengan keberpihakan dan komitmen PT. Semen Bosowa Maros, 

maka seharusnya setiap perusahaan, menurut Elkington (1998), dalam konsep 

Tripple Bottom Lines-nya, harus bertanggung jawab atas dampak positif maupun 

negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), 

melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan 

kesejahteraan masyarakat (people) (Suharto, 2010: 4-5). 

Suharto (2010: 5), kemudian menambahkan satu line pada konsep Elkington 

(1998) tersebut, yaitu procedure, sehingga CSR dapat diartikan sebagai 

kepedulian perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi 
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kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. 

Hal ini berarti, bahwa tiap korporasi dituntut untuk memiliki dukungan 

keberpihakan dan komitmen serta kepedulian pada kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi perusahaannya, bukan semata 

mengejar keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan 

kondisi sekitarnya. 

      

b. Ketersediaan sumber daya 

Hasil penelitian mengungkapkan, terkait pengaruh ketersediaan sumber 

daya, pengaruh faktor ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas kegiatan 

sudah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga. Namun, ketersediaan sumber daya pendanaan, baik 

dalam bentuk bantuan dana maupun bentuk lainnya belum memadai, sehingga 

menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga. 

Dukungan SDM yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, adalah ketersediaan SDM yang 

memiliki tingkat kompetensi yang baik di bidang kerjanya masing-masing. 
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Ketersediaan SDM yang berkompeten dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, mutlak dimiliki, baik oleh pihak 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros sendiri, anggota TPKS-BB, maupun pihak-pihak terkait yang dilibatkan. 

Ketersediaan SDM yang berkompeten dalam implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, tentunya akan sangat memengaruhi 

keberhasilan dari kegiatan CSR yang dilakukan, utamanya dalam kegiatan CSR 

berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.  

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, sangat dipengaruhi adanya ketersediaan SDM yang 

berkompeten. Meski ada dukungan dana yang besar, namun tanpa didukung oleh 

ketersediaan SDM yang memadai, pastinya kegiatan CSR tersebut tidak akan 

berhasil. 

Terkait pentingnya faktor ketersediaan SDM, keberhasilan pelaksanaan 

program CSR tidak dapat dilepaskan dari peranan SDM yang terlibat di dalamnya. 

SDM merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. SDM merupakan aktor 

penopang utama dalam pencapaian tujuan perusahaan. Menilai aset SDM tentunya 

tidak cukup hanya menyebutkan jumlah karyawan, rincian jenjang pendidikan 

karyawan, dan sebagainya. Ada hal yang lebih penting dari itu yaitu tingkat 

kualitas SDM. 
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Lalu, selama ini fasilitas kegiatan yang disediakan oleh pihak PT. Semen 

Bosowa Maros bagi para warga dan aparat desa, anggota TPKS-BB, serta 

sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR adalah berupa aula pertemuan 

dan ruang rapat di kantor Environment and Community Development Department 

PT. Semen Bosowa Maros. Fasilitas kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan 

pertemuan, rapat, dan diskusi.  

Fasilitas aula pertemuan PT. Semen Bosowa Maros digunakan jika 

pertemuan atau diskusi yang dilakukan melibatkan jumlah peserta yang cukup 

banyak. Sedangkan fasilitas ruang rapat di kantor Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, digunakan jika pertemuan 

atau diskusi yang dilakukan hanya melibatkan jumlah peserta yang sedikit. 

Fasilitas kegiatan tersebut juga dapat digunakan setiap saat.  

Fasilitas penunjang kegiatan CSR juga selalu disediakan oleh pihak 

Environment and Community Development Department PT. Semen Bosowa 

Maros, seperti dalam program pemberdayaan masyarakat yang baru pertama kali 

dilakukan, yaitu penanaman palawija organik di pekarangan rumah warga, dengan 

menyiapkan fasilitas penunjang, seperti: polybag, media tanam, dan bibit berbagai 

tanaman sayur.   

Dukungan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai berupa aula 

pertemuan, ruangan rapat di kantor, serta berbagai fasilitas penunjang yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan CSR, tentunya sangat penting dan sangat 

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 
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Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga.  

Dukungan ketersediaan pendanaan dari pihak PT. Semen Bosowa Maros, 

baik berupa dana maupun dalam bentuk bantuan semen maupun dalam bentuk 

yang lainnya, terlihat masih menuai sejumlah permasalahan. Dana dan bantuan 

semen yang sangat dibutuhkan masyarakat Desa Baruga dalam proses pencairan 

dan pemberiannya masih kerap kali terjadi keterlambatan. Bahkan terkadang 

keterlambatan tersebut ditambah lagi dengan ketidaksesuaian dengan dana dan 

bantuan semen sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Baruga.  

Pemberian bantuan CSR PT. Semen Bosowa Maros yang sesuai dengan 

permintaan masyarakat, baik dari segi jumlah maupun waktu pemberiannya 

sangat perlu diperhatikan lagi. Agar masyarakat tidak mengalami kekecewaan atas 

keterlambatan dan kekurangan bantuan CSR dari PT. Semen Bosowa Maros 

tersebut. 

Hal penting yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah dengan 

membuat dan memberi kejelasan dan laporan kepada masyarakat umum, 

khususnya masyarakat di Desa Baruga, akan besaran dana CSR yang khusus 

dialokasikan oleh pihak PT. Semen Bosowa Maros. Transparansi dan 

akuntabilitas ini sangat penting untuk dikedepankan agar keterbukaan informasi 

terkait alokasi anggaran CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam setiap tahunnya 

dalam bentuk laporan CSR dapat diketahui oleh masyarakat (publik). 

Selama ini masyarakat, khususnya masyarakat Desa Baruga, tidak 

mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan khusus oleh PT. Semen Bosowa 
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Maros untuk kegiatan CSR-nya. Tentunya publik sangat mengharapkan agar      

PT. Semen Bosowa Maros dapat bersikap transparan terkait alokasi anggaran 

CSR tersebut dengan mengungkapkan laporan tahunan kegiatan CSR-nya kepada 

publik melalui berbagai media. Sikap transparansi yang dilakukan oleh PT. Semen 

Bosowa Maros itu nantinya diharapkan akan menjadikan PT. Semen Bosowa 

Maros sebagai perusahaan dalam kategori good corporate governance. 

Terkait sumber daya finansial ini, PT. Semen Bosowa Maros tidak 

seharusnya mengencangkan ikat pinggang untuk masalah CSR. Mengingat 

mereka tumbuh di tengah-tengah kehidupan banyak orang dan kondisi lingkungan 

yang tentu saja telah memberi keuntungan yang begitu melimpah bagi perusahaan. 

Grindle (1980), memandang bahwa ketersediaan sumber daya secara 

memadai akan mendukung keberhasilan implementasi suatu program atau 

kebijakan publik. Hal ini juga menjadi perhatian Meter dan Horn (1975), Edwards 

III (1980), dan Mazmanian dan Sabatier (1983). Meter dan Horn (1975), 

menegaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik 

sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia 

(non-human resources), sedangkan Edwards III (1980), berpendapat jika 

implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.  

Pandangan Meter dan Horn (1975), Grindle (1980), dan Edwards III (1980), 

juga searah dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983). Unsur initial 

allocation of financial resources (alokasi sumber dana) maupun unsur recruitment 

of implementing officials (rekruitmen petugas implementasi), juga mencerminkan 
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bahwa suatu implementasi kebijakan publik sangat membutuhkan dukungan SDM 

dan non SDM. 

    

c. Dukungan implementor kebijakan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, berhubungan erat dengan pengaruh dukungan 

implementor kebijakan, maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, telah mendapat dukungan implementor kebijakan 

yang memiliki kemampuan, daya tanggap, dan penerapan strategi yang baik, 

sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros. 

Kemampuan anggota personil Environment and Community Development 

Department terlihat sudah cukup baik dari segi pengetahuan dan pengalamannya 

dalam kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros selama ini. Kemampuannya ini 

pun semakin meningkat melalui diklat CSR yang sering mereka hadiri. 

Kemampuan segenap anggota TPKS-BB juga terlihat cukup baik, khususnya 

terkait penegetahuan akan permasalahan yang terjadi di dusun dan desa mereka. 

Pihak-pihak terkait yang diajak bekerja sama juga memiliki kemampuan yang 

baik di bidangnya masing-masing.  

Tentunya faktor kemampuan ini sangat memengaruhi keberhasilan dari 

setiap kegiatan CSR yang dilakukan.  Kemampuan para aktor yang terlibat sangat 

berpengaruh dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR         

PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 
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Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga. Kemampuan yang sangat 

berpengaruh adalah terkait kemampuan yang baik dari para implementor 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam memahami dan menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Lalu, sikap peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tentunya 

penting untuk dimiliki oleh seluruh personil Environment and Community 

Development Department PT. Semen Bosowa Maros, anggota TPKS-BB, dan 

juga pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Karena ini akan berdampak pada 

keberhasilan dari kegiatan CSR yang kita lakukan.  

Daya tanggap dalam wujud keaktifan dan sikap antusias dari para 

implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros akan berdampak positif kepada masyarakat, dan ini menjadi sangat 

penting untuk mendapatkan dukungan partisipasi yang baik pula dari masyarakat 

Desa Baruga. 

Daya tanggap para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros yang sangat berpengaruh adalah terkait keaktifan, 

sikap antusias, dan kepedulian para implementor kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros pada kebutuhan masyarakat di Desa Baruga. Daya tanggap ini 

harus semakin dikedepankan dan ditingkatkan. Sebagaimana pandangan       

Grindle (1980), bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil jika ada daya 

tanggap dari para implementor. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam 

implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi 
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pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan 

implementasi tersebut. 

Faktor strategi dari para aktor implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros pun menjadi sangat penting dan sangat memengaruhi keberhasilan 

kegiatan CSR yang dilakukan. Nampak pada strategi pelibatan masyarakat dalam 

pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, embung, dan bak PAMSIMAS. 

Strategi kolaborasi dengan pihak lain yang terkait, misalnya dalam program 

pembangunan jamban keluarga, kami menggandeng Kapolsek, Danramil, Camat, 

dan tenaga Puskesmas sebagai penggerak dan pemberi motivasi bagi masyarakat. 

Dalam program penananaman palawija di pekarangan rumah hingga proses 

pembuatan pupuk organik, juga dilakukan penerapan strategi dengan 

memberdayakan para ibu-ibu yang dibantu oleh tenaga penyuluh pertanian.  

Tentunya jika suatu kegiatan ingin berhasil harus ada strateginya. Dan setiap 

kegiatan pasti membutuhkan strategi yang berbeda pula. Strategi-strategi 

pendekatan yang telah dilakukan segenap aktor implementasi kebijakan CSR     

PT. Semen Bosowa Maros, sangat berpengaruh pada keberhasilan dari setiap 

kegiatan CSR yang dilakukan di lapangan.  

Strategi implementasi dari segenap aktor yang terlibat sangat berpengaruh 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga. Strategi implementasi tersebut dalam bentuk penerapan strategi 

implementasi dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak, khususnya partisipasi 
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masyarakat, guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan CSR 

sebagaimana yang diharapkan. 

Kemampuan dan strategi aktor yang terlibat merupakan salah satu faktor 

penting dalam konteks implementasi. Pandangan Grindle (1980), kemampuan dan 

strategi dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu 

program. Perusahaan harus pula dapat menginternaliasi tanggung jawab sosial 

atau CSR menjadi inti bisnis (core business) mereka, dalam arti menjadikan 

permasalahan tanggung jawab sosial sebagai bagian daripada strategi perusahaan. 

Pentingnya internalisasi CSR dalam strategi akan menentukan keberhasilan 

program CSR itu sendiri. Pekerjaan utama secara bisnis dalam 

mengimplementasikan CSR adalah dengan mengadopsinya menjadi bagian dari 

strategi perusahaan. 

Pelaksanaan program CSR tentu saja perlu dirumuskan dalam strategi yang 

baik dan matang, agar sejalan dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Memastikan komitmen dimulai dari jenjang teratas yaitu dewan komisaris dan 

direksi serta memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah terlaksana 

dengan baik di dalam operasi bisnis inti. Implementasi kebijakan CSR harus 

sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta mendapatkan dukungan dari dewan 

komisaris dan direksi. Dukungan yang kuat dari manajemen akan membuat 

implementasi CSR menjadi lebih baik dan terarah. Hal ini penting guna 

mendapatkan kejelasan arah dan fokus sektor yang akan diimplementasikan oleh 

perusahaan melalui kebijakan CSR-nya. 
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Kegiatan CSR tidak dapat lagi dipandang sekadar membagi-bagikan hadiah 

atau uang secara insidental, melainkan secara strategis merencanakan program 

yang bisa melahirkan dampak atau outcome bukan sekedar hasil atau output. Tiap 

perusahaan tentu saja memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan tersebut. Sebelum menentukan strategi perusahaan, terlebih dahulu 

perusahaan akan merumuskan visi, lalu seluruh strategi perusahaan harus 

mengacu pada visi tersebut.  

Dewasa ini, perlahan perusahaan mulai sadar bahwa nasib dirinya 

tergantung pula pada kondisi lingkungan dan masayarakat sekitar. Hal tersebut 

pula yang mendorong semakin meningkatnya upaya-upaya yang termasuk sebagai 

CSR. Program-program CSR yang disinergikan dengan strategi perusahaan akan 

memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat dan perusahaan itu 

sendiri dibanding upaya-upaya CSR yang ala kadarnya. Program-program CSR 

akan menjadi langgeng jika perusahaan menjadikan CSR sebagai bagian dari 

strategi perusahaan.  

Strategi sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dalam 

program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan tentu merupakan strategi 

yang baik, namun yang tak kalah pentingnya adalah penerapan strategi 

pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pendampingan yang 

berkelanjutan perlu dilakukan hingga masyarakat siap dan mandiri untuk 

melanjutkan program pemberdayaan tersebut. 

Strategi penting yang juga penting namun belum dilakukan oleh pihak       

PT. Semen Bosowa Maros adalah strategi pelaporan kegiatan CSR ke berbagai 
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media. Pelaporan kegiatan CSR yang efektif harus dipaparkan dengan jelas di 

media sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap program CSR yang 

dilakukan untuk memperoleh kepercayaan publik, memperbaiki citra perusahaan, 

dan mendorong lembaga dan perusahaan lain ikut serta melakukan CSR yang 

berkelanjutan. 

 

d. Partisipasi masyarakat  

Berdasarkan hasil penelitian, terkait hal pengaruh partisipasi masyarakat, 

maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, telah mendapat dukungan partisipasi masyarakat yang baik, dalam bentuk 

kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam setiap kegiatan CSR yang 

dilakukan, sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR       

PT. Semen Bosowa Maros. 

Partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan masyarakat Desa Baruga 

nampak dalam bentuk penggunaan bantuan semen 50 zak semen/ dusun dan 

bantuan lainnya secara baik dan sesuai peruntukannya tentunya menjadi faktor 

yang memengaruhi sehingga pihak PT. Semen Bosowa Maros hingga saat ini 

masih menyalurkan bantuan CSR-nya. Begitupula kepatuhan para kaum ibu yang 

tergabung dalam KWT dalam mengikuti segala kegiatan, mulai dari kegiatan 

sosialisasi, pelatihan, hingga praktik penanaman, pembuatan pupuk, dan 

pembuatan racun hama organik di lapangan. 
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Bentuk kepatuhan yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros adalah penggunaan bantuan CSR secara baik dan 

sesuai peruntukannya serta kepatuhan dalam mengikuti rangkaian kegiatan CSR 

yang dilaksanakan. Wujud kepatuhan dari masyarakat ini sangat berpengaruh 

dalam menunjang keberhasil implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga.  

Partisipasi aktif masyarakat tentunya menjadi faktor yang memengaruhi 

sehingga pihak PT. Semen Bosowa Maros masih tetap menyalurkan dana CSR-

nya dan kini mulai menggiatkan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dari masyarakat telah membuat pihak       

PT. Semen Bosowa Maros merasa bahwa program-program CSR yang mereka 

lakukan selama ini, khususnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat, dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Baruga. 

Partisipasi aktif masyarakat Desa Baruga yang nampak dalam bentuk 

gotong-royong mengerjakan segala macam pembangunan dengan menggunakan 

bantuan semen 50 zak semen/ dusun dari PT. Semen Bosowa Maros dan 

partisipasi aktif para kaum ibu dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) yang ikut 

program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanaman palawija organik. 

Partisipasi aktif dari kaum ibu yang tergabung dalam KWT pada kegiatan 

pemberdayaan penanaman palawija organik sangat terlihat saat jumlah KWT yang 

terbentuk pun semakin banyak. Dan partisipasi mereka semakin bertambah 

sepulang dari studi banding di BPP Maros dan di Green House Leang-Leang.  
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Tentunya, partisipasi aktif dari masyarakat dapat tumbuh jika daya tanggap 

dan kepatuhan dari pihak implementor kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

juga baik. Masyarakat akan mudah untuk turut berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan CSR PT. Semen Bosowa Maros jika mereka melihat adanya daya 

tanggap, kepatuhan, dan partisipasi yang aktif pula dari pihak implementor 

kebijakan. 

 

3. Model Implementasi Kebijakan CSR dalam Meningkatkan Keberdayaan 

Masyarakat  

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti 

merekomendasikan prototipe Model Interaktif Determinan Implementasi 

Kebijakan CSR, dimana dalam model implementasi kebijakan tersebut terdapat     

4 (empat) faktor yang saling terkait dan memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, yaitu:                  

(1) Dukungan penentu kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan 

implementor kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat. Kemudian, praktik 

pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan diterapkan pada keempat faktor 

tersebut guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.  

Implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat 

harus menjadi suatu bagian dalam peran bisnis dan termasuk dalam kebijakan 

bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya merupakan suatu organisasi 

yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal semata. Tetapi juga, bagaimana 

mulai dari pihak pemerintah daerah, perusahaan, implementor kebijakan, dan 

masyarakat dapat melakukan pembelajaran kebijakan secara aktif dan kontinu 
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guna menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan CSR tersebut untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

Berikut penjelasan tentang prototipe Model Interaktif Determinan 

Implementasi Kebijakan CSR yang merupakan temuan dalam penelitian Disertasi 

ini, yaitu: 

 

a. Dukungan penentu kebijakan 

Implementasi kebijakan CSR dapat berjalan dengan baik jika pemerintah, 

khususnya pihak pemerintah daerah serta perusahaan, khususnya pihak pimpinan 

perusahaan yang melaksanakan CSR selaku penentu kebijakan memberikan 

dukungan dalam bentuk keberpihakan dan komitmen yang tinggi untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara 

berkelanjutan, terlebih pada masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasi 

perusahaan. Kebijakan-kebijakan CSR yang mendukung keberdayaan masyarakat 

dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan dapat lahir dari penentu kebijakan 

yang berpihak dan memiliki komitmen kuat pada peningkatan keberdayaan 

masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan pula.  

Pemerintah daerah penting untuk menunjukkan keberpihakan dan komitmen 

yang kuat terhadap kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang hidup di seputar area operasi 

perusahaan. Implementasi kebijakan CSR pun dapat berjalan dengan baik jika             

perusahaan sebagai pelaksana kebijakan CSR memiliki dukungan keberpihakan 

dan komitmen yang kuat pula dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan 
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pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di sekitar area operasi perusahaannya. 

Dukungan ini pula yang nantinya akan mengangkat citranya sebagai perusahaan 

yang tidak berorientasi pada bisnis dan profit semata, tetapi sekaligus pula dapat 

memberi kontribusi positif terhadap keberdayaan masyarakat dan pelestarian 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Begitu pentingnya dukungan pemerintah daerah serta perusahaan yang 

melaksanakan CSR dalam bentuk keberpihakan dan komitmen yang tinggi untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara 

berkelanjutan, juga sudah sejak awal menjadi perhatian Grindle (1980), karena 

tanpa adanya dukungan dari penentu kebijakan, maka setiap implementasi 

kebijakan akan mendatangkan permasalahan pada kelompok yang kepentingannya 

dipengaruhi.  

Implementasi kebijakan CSR sangat membutuhkan dukungan perusahaan 

yang dapat menerapkan konsep Tripple Bottom Lines, yang bertanggung jawab 

atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup. Perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan 

ekonomi belaka (profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) secara berkelanjutan 

berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. 

Agar dukungan pemerintah dan perusahaan dapat semakin meningkat dan 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR, serta pemahaman mereka 

akan hakikat dari tujuan CSR adalah untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan dapat semakin 
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berkembang pula, maka pihak pemerintah dan perusahaan harus mampu 

melakukan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan yang terkait dengan 

kebijakan CSR.  

Penerapan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan oleh pihak 

pemerintah daerah berguna dalam merencanakan dan menetapkan berbagai 

kebijakan CSR di tingkat daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun 

peraturan bupati/ wali kota. Sekaligus pula mengawasi jalannya implementasi 

kebijakan CSR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. 

Pihak perusahaan pun dituntut untuk terus melakukan pembelajaran 

kebijakan berbasis pengetahuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan 

kondisi kekinian yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat, sehingga 

diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan CSR yang tidak sekadar 

berupa kegiatan amal (charity) dan bantuan kemanusiaan (philanthropy) semata, 

serta bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban belaka, namun mampu 

mengimplementasikan kebijakan CSR yang dapat meningkatkan keberdayaan 

masyarakat dan pelestarian lingkungan alam di sekitar area operasi perusahaan 

secara berkelanjutan dengan semakin baik. 

Praktik pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan bagi penentu 

kebijakan, khususnya bagi pihak perusahaan, akan menjadikan perusahaan 

tersebut sebagai perusahaan yang tidak hanya tergolong baik, namun dapat 

menjadi perusahaan yang maju, sebagaimana pendapat Suharto (2010: 38-39), 

bahwa tipe perusahaan baik, akan selalu merespon kegiatan CSR yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat di sekitar area perusahaan, sedangkan tipe 
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perusahaan maju, tidak sekadar merespon, namun selalu mengembangkan 

kegiatan CSRnya berdasarkan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat dan 

penerapan prinsip-prinsip investasi sosial. 

Dukungan penentu kebijakan, khususnya pihak perusahaan yang dapat 

menerapkan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan, akan mampu 

menyiapkan sumber daya yang akan digunakan dalam implementasi kebijakan 

CSR secara maksimal, baik sumber daya manusia (SDM), fasilitas kegiatan, 

maupun bantuan berupa dana maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga, 

semakin baik dukungan pihak perusahaan maka akan semakin baik pula 

ketersediaan sumber daya yang akan dilibatkan dalam suatu implementasi 

kebijakan CSR.       

Dukungan penentu kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun 

perusahaan yang dapat menerapkan pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan, akan mampu pula memberikan dukungan positif kepada para 

implementor kebijakan CSR. Dengan adanya dukungan penentu kebijakan, maka 

faktor kemampuan, strategi, dan daya tanggap dari para implementor kebijakan 

CSR akan sangat diperhatikan. Sehingga, manfaat dari implementasi kebijakan 

CSR akan tercapai. 

Dukungan penentu kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun 

perusahaan yang dapat menerapkan pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan, akan mampu pula meningkatkan partisipasi masyarakat yang 

menjadi sasaran utama dari suatu implementasi kebijakan CSR. Keberpihakan 

maupun komitmen yang kuat dari pihak pemerintah maupun perusahaan dalam 
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setiap implementasi kebijakan CSR demi meningkatkan keberdayaan masyarakat 

dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan, akan memicu tumbuh 

berkembangnya partisipasi aktif dari masyarakat di sekitar area operasi 

perusahaan.  

         
b. Ketersediaan sumber daya 

Setelah faktor dukungan pemerintah dan perusahaan, maka faktor penting 

selanjutnya dalam implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat adalah aspek ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia 

(SDM), fasilitas kegiatan, maupun bantuan berupa dana maupun dalam bentuk 

yang lainnya. Grindle (1980), memandang bahwa ketersediaan sumber daya 

secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi suatu program atau 

kebijakan publik.  

Selain Grindle (1980), Meter dan Horn (1975), Edwards III (1980), dan 

Mazmanian dan Sabatier (1983), juga menekankan pentingnya aspek ketersediaan 

sumber daya. Meter dan Horn (1975), menegaskan bahwa implementasi kebijakan 

perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) 

maupun sumber daya non-manusia (non-human resources), sedangkan       

Edwards III (1980), berpendapat jika implementor yang mengimplementasikan 

kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil.  

Pandangan Meter dan Horn (1975), Grindle (1980), dan Edwards III (1980), 

juga searah dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983). Unsur initial 
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allocation of financial resources (alokasi sumber dana) maupun unsur recruitment 

of implementing officials (rekrutmen petugas implementasi), juga mencerminkan 

bahwa suatu implementasi kebijakan publik sangat membutuhkan dukungan SDM 

dan non SDM. 

Ketersediaan SDM dalam implementasi kebijakan CSR harus diperhatikan, 

baik secara kuantitas terlebih pada masalah kualitas. Guna mendukung 

ketersediaan SDM yang berkualitas maka penting untuk menerapkan 

pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan, agar pengetahuan dan pemahaman 

mereka terkait kegiatan CSR yang sesungguhnya dapat semakin meningkat dan 

dapat mereka bagi kepada sejumlah SDM lain yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan CSR. Pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan bisa didapatkan 

melalui literatur-literatur yang relevan, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

maupun seminar-seminar yang terkait dengan kegiatan CSR.   

SDM yang tak kalah pentingnya untuk disiapkan dalam implementasi 

kebijakan CSR, terlebih pada CSR yang berbasis pemberdayaan masyarakat, 

adalah penyiapan tenaga fasilitator atau pendamping yang akan terus melatih dan 

mendampingi masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan. Tenaga fasilitator atau pendamping ini pun harus 

menerapkan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan agar pengetahuan dan 

pemahaman mereka terkait kegiatan CSR, pendampingan, dan program-program 

pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dapat semakin meningkat.     

Selain memerhatikan ketersediaan SDM yang memadai, maka penting pula 

untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya berupa fasilitas kegiatan. Dalam 
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mendukung keberhasilan implementasi kebijakan CSR, fasilitas kegiatan berupa 

ruang rapat dan pertemuan serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang 

implementasi kebijakan CSR harus diperhatikan. Fasilitas kegiatan yang tak kalah 

pentingnya harus disediakan di era teknologi saat ini adalah fasilitas media sosial, 

yang berfungsi sebagai sarana informasi dan publikasi bagi perusahaan terkait 

dengan implementasi kebijakan CSR yang dilakukan.      

Terkait sumber daya, baik yang berupa bantuan dana maupun dalam bentuk 

yang lainnya, maka nilai atau besarannya harus disesuaikan dengan aturan 

perundang-undangan yang ada di negara ini. Terkhusus bagi perusahaan yang 

menyisihkan nilai atau besaran bantuan CSRnya sesuai dengan aturan perundang-

undangan, bahkan lebih tinggi, maka menurut Suharto (2010: 40), telah menjelma 

menjadi sebuah perusahaan reformis, yakni perusahaan yang memiliki keuntungan 

dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan ini memandang aktivitas CSR bukan 

sebagai beban lagi, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.  

Nilai atau besaran anggaran yang dialokasikan khusus bagi kegiatan CSR 

harus dapat dipublikasikan ke berbagai media oleh pihak perusahaan, berikut 

dengan bentuk kegiatan CSR yang dilakukan. Publik sangat mengharapkan 

adanya transparansi alokasi anggaran CSR dalam bentuk laporan tahunan kegiatan 

CSR. Sikap transparansi tersebut akan menjadikan perusahaan sebagai good 

corporate governance. 

Ketersediaan sumber daya, baik SDM, fasilitas kegiatan, maupun dana dan 

bantuan lain yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan 
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implementasi kebijakan CSR, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 

Ketersediaan sumber daya baik SDM, fasilitas kegiatan, maupun dana dan 

bantuan lain yang memadai, sangat dipengaruhi oleh dukungan penentu kebijakan, 

utamanya pihak perusahaan yang mengimplementasikan kebijakan CSR. 

Memadai atau tidaknya ketersediaan sumber daya yang disiapkan dalam setiap 

implementasi kebijakan CSR, sangat tergantung dari kuat atau lemahnya 

keberpihakan dan komitmen pihak perusahaan dalam mendukung implementasi 

kebijakan CSR sendiri.    

Lalu, ketersediaan sumber daya, baik SDM, fasilitas kegiatan, maupun dana 

dan bantuan lain yang memadai, sangat dibutuhkan guna mendukung kinerja para 

implementor kebijakan CSR di lapangan berikut dengan program-program CSR 

yang akan dilaksanakan. Dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam 

setiap implementasi kebijakan CSR, maka para implementor kebijakan CSR akan 

semakin mudah melaksanakan program-program CSR yang telah direncanakan.   

Ketersediaan sumber daya, baik SDM, fasilitas kegiatan, maupun dana dan 

bantuan lain secara memadai juga akan menjadi stimulus atau daya perangsang 

tumbuhnya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai sasaran utama implementasi 

kebijakan CSR. Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam setiap 

implementasi kebijakan CSR akan membuat masyarakat merasa sangat 

diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka pun nantinya akan 

memberikan respon positif berupa partisipasi aktif dalam setiap implementasi 

kebijakan CSR tersebut.      
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c. Dukungan implementor kebijakan 

Dukungan implementor kebijakan yang terlibat juga menjadi faktor penting 

yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan CSR selain faktor 

dukungan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Dukungan 

implementor kebijakan meliputi kemampuan, strategi, dan daya tanggap mereka 

dalam suatu implementasi kebijakan atau program. Faktor ini dibahasakan oleh 

Grindle (1980) sebagai kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 

(power, interest, and strategies of actors involved), dimana faktor ini akan 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. 

Berkaitan dengan strategi implementor kebijakan, Grindle (1980) 

menyatakan strategi implementor akan menentukan keberhasilan implementasi 

suatu program. Mereka akan menyusun strategi dalam implementasi apabila 

merasa berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program 

akan dapat dinikmatinya. 

Grindle (1980) juga dengan tegas menyatakan bahwa para implementor 

harus memiliki responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan-

kebutuhan dari beneficiaries (kelompok sasasaran penerima manfaat). Tanpa daya 

tanggap yang baik dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi 

untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting 

bagi keberhasilan implementasi tersebut. 

Strategi dan daya tanggap implementor kebijakan dalam suatu implementasi 

kebijakan juga menjadi aspek penting menurut Edward III (1980), yang dapat 

disamakan dengan sikap atau disposisi. Jika implementor kebijakan memiliki 
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disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat 

mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya 

dengan implementasi kebijakan di lapangan.  

Pentingnya daya tanggap para implementor juga menjadi perhatian Meter 

dan Horn (1975), yang dapat disamakannya dengan disposisi implementor yang 

mencakup 3 (tiga) hal penting, yakni: (1) Respons implementor terhadap 

kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; 

(2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) Intensitas disposisi 

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

Mazmanian dan Sabatier (1983), juga searah dengan pendapat Grindle 

(1980), Edwards III (1980), dan Meter dan Horn (1975), terkait daya tanggap para 

implementor, yang dibahasakannya dengan tingkat komitmen aparat terhadap 

tujuan suatu kebijakan atau program. 

Dalam implementasi kebijakan CSR, pihak perusahaan, khususnya para 

implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kemampuan, strategi, dan daya 

tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar area operasi 

perusahaan melalui aktivitas CSR yang bersifat pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan dan aspek pemeliharaan lingkungan hidup. Maka, kemampuan, 

strategi, dan daya tanggap implementor kebijakan tersebut harus ditingkatkan. 

Disinilah pentingnya penerapan pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan dalam implementasi kebijakan CSR. Melalui penerapan 

pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan, maka tingkat kognisi (pemahaman) 

terhadap kebijakan dari para implementor kebijakan akan meningkat, sehingga 
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akan mampu merancang dan menerapkan strategi-strategi implementasi yang akan 

menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program. Selain itu, 

peningkatan kognisi terhadap kebijakan dari para implementor kebijakan melalui 

penerapan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan, akan dapat 

meningkatkan pula responsivitas atau daya tanggap para implementor kebijakan 

terhadap kebutuhan-kebutuhan dari kelompok sasasaran atau masyarakat 

penerima manfaat implementasi kebijakan CSR di sekitar perusahaan secara 

berkelanjutan.  

Tingkat dukungan para implementor kebijakan CSR di lapangan sangat 

ditentukan oleh tingkat dukungan dari para penentu kebijakan CSR itu sendiri, 

baik dari pihak pemerintah terlebih lagi dari pihak perusahaan. Para implementor 

kebijakan CSR akan semakin bersemangat dan berkinerja baik di lapangan jika 

mereka mendapat dukungan yang baik dari para penentu kebijakan CSR. 

Keberhasilan para implementor kebijakan CSR dalam menjalankan 

sejumlah kegiatan CSR juga sangat dipengaruhi oleh adanya ketersediaan sumber 

daya, baik SDM, fasilitas kegiatan, maupun dana dan bantuan lain secara 

memadai. Para implementor kebijakan CSR akan semakin mudah melaksanakan 

semua program kerja CSR yang direncanakan jika mereka ditunjang dengan 

ketersediaan sumber daya yang memadai.  

Dengan adanya responsivitas atau daya tanggap para implementor kebijakan 

terhadap kebutuhan-kebutuhan dari kelompok sasasaran atau masyarakat 

penerima manfaat implementasi kebijakan CSR di sekitar perusahaan maka secara 

otomatis masyarakat merasa diperhatikan oleh para implementor kebijakan. 
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Akhirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan CSR 

dapat muncul sebagaimana yang diharapkan.    

    

d. Partisipasi masyarakat  

Tujuan dari ditetapkannya kebijakan CSR adalah agar setiap perusahaan, 

khususnya perusahaan yang melakukan aktivitas eksplorasi sumber daya alam, 

dapat menyadari dan menunaikan kewajibannya untuk menyisihkan sebagian 

keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk dapat dikontribusikan bagi 

peningkatan keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar area 

operasi perusahaan tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat haruslah disadari bukan sekadar penguatan 

ekonomi masyarakat semata. Pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh 

adanya partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan sesuatu 

yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri. 

Prinsip dalam partisipasi masyarakat adalah melibatkan atau peran serta 

masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri 

ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan 

masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar, 

termasuk pula dalam suatu implementasi kebijakan CSR. 

Dalam implementasi kebijakan CSR, tentunya yang sangat diharapkan 

adalah agar sejumlah kegiatan CSR yang dilakukan adalah kegiatan atau program 

yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan 
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keberdayaan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan CSR, diharapkan 

masyarakat dapat berpartisipasi aktif, bukan hanya sebagai obyek namun mampu 

menjadi subyek dari implementasi kebijakan CSR. Bukan hanya sebatas 

berpartisipasi secara fungsional dengan membentuk kelompok-kelompok sesuai 

kegiatan atau program CSR yang dilaksanakan. Tetapi secara bertahap mampu 

menunjukkan kemandirian, meskipun awalnya masih tergantung pada bantuan 

dana CSR. 

Setelah masyarakat dapat berpartisipasi secara fungsional, maka yang lebih 

diharapkan adalah masyarakat dapat berpartisipasi secara interaktif dan mandiri, 

dimana pada tahap partisipasi ini masyarakat berperan dalam melakukan analisis 

untuk melakukan perencanaan kegiatan serta dapat melakukan pembentukan dan 

penguatan kelembagaan. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan 

mengevaluasi implementasi kebijakan CSR, bahkan masyarakat memegang 

kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan yang akan digunakan. 

Terkait partisipasi masyarakat dalam suatu implementasi kebijakan, 

Mazmanian dan Sabatier (1983), memasukkan faktor partisipasi masyarakat ini 

dalam variabel di luar kebijakan/ variabel lingkungan (nonstatutory variables 

affecting implementation), dimana menurut pandangan mereka keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan publik terhadap kebijakan 

yang dilaksanakan.  

Namun yang harus disadari adalah, ketidakmunculan partisipasi masyarakat, 

khususnya dalam pembangunan, karena mereka merasa tidak cukup memiliki atau 

merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Maka, peran penting 
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penerapan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan sangat dibutuhkan dalam 

kondisi seperti ini. Peran ini harus dilakukan oleh para implementor kebijakan 

CSR terlebih dahulu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi. Masyarakat sendiri pun harus melakukan pembelajaran kebijakan 

berbasis pengetahuan dengan dukungan dari para implementor kebijakan CSR. 

Sehingga nantinya, melalui penerapan pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan tersebut, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari masyarakat akan 

implementasi kebijakan CSR dapat meningkat. Sehingga, masyarakat akan 

semakin memahami bahwa implementasi kegiatan CSR seharusnya dalam bentuk 

kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

keberdayaan mereka secara berkelanjutan. 

Dan juga, dengan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, posisi 

tawar masyarakat di mata pemerintah maupun perusahaan akan semakin 

meningkat pula. Masyarakat tidak selalu didikte dan didominasi oleh pemerintah 

dan perusahaan lagi dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam 

pembangunan lingkunganya, namun selalu dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan maupun dalam pelaksanaanya. 

Partisipasi masyarakat akan tumbuh dan meningkat jika mendapatkan 

dukungan yang kuat dari pihak pemerintah maupun perusahaan, baik berupa 

keberpihakan maupun komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Tingkat partisipasi 

aktif masyarakat akan semakin tinggi jika mereka dapat melihat dan merasakan 

tingginya dukungan keberpihakan maupun komitmen dari para penentu kebijakan 
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CSR terhadap keberdayaan mereka dan kelestarian lingkungan hidup mereka 

secara berkelanjutan.    

Masyarakat pun akan berpartisipasi dalam setiap kegiatan CSR jika segala 

sumber daya yang mereka butuhkan dapat disiapkan oleh pihak perusahaan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh adanya ketersediaan sumber daya, baik SDM, fasilitas kegiatan, 

maupun dana dan bantuan lain secara memadai dalam setiap implementasi 

kebijakan CSR. Jika masyarakat sudah mandiri dan berdaya nantinya, partisipasi 

mereka akan tetap tumbuh dan berkembang meskipun tanpa adanya dukungan 

sumber daya dari pihak perusahaan. 

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat juga sangat ditentukan 

oleh peran aktif dari para implementor kebijakan CSR. Partisipasi masyarakat 

akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika para implementor kebijakan CSR 

dapat menunjukkan perhatian yang serius pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dan dapat menerapkan pendekatan atau strategi-strategi implementasi kebijakan 

CSR yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.     

Bertitik tolak dari kajian teori dan empirik dalam penelitian ini, maka dapat 

direkomendasikan 5 (lima) proposisi, sebagai berikut: 

1. Semakin kuat dukungan Pemda Kabupaten Maros dan PT. Semen Bosowa 

Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pelestarian 

lingkungan secara berkelanjutan, maka implementasi kebijakan CSR             

PT. Semen Bosowa Maros akan berhasil dalam meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga; 
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2. Semakin baik ketersediaan sumber daya yang disiapkan oleh PT. Semen 

Bosowa Maros, maka implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

akan berhasil dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga, secara berkelanjutan; 

3. Semakin baik dukungan implementor kebijakan, maka implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros akan berhasil dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, secara 

berkelanjutan; 

4. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, secara berkelanjutan; 

5. Semakin pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan diterapkan dalam 

faktor determinan implementasi kebijakan CSR, yaitu: (1) Dukungan penentu 

kebijakan; (2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor 

kebijakan; dan (4) Partisipasi masyarakat, maka akan semakin menunjang 

keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan CSR.   

Adapun kebaharuan (novelty) penelitian ini, adalah: 

1. Merekomendasikan satu prototipe Model Interaktif Determinan Implementasi 

Kebijakan CSR, dimana ada 4 (empat) faktor yang saling terkait dan 

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan;                  

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan      
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(4) Partisipasi masyarakat. Kemudian, dilakukan penerapan pembelajaran 

kebijakan berbasis pengetahuan terhadap keempat faktor tersebut guna 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 

2. Menemukan bahwa penerapan pembelajaran kebijakan berbasis pengetahuan 

pada faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR, begitu 

penting dan akan menunjang keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan 

CSR. 
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BAB VI 
 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik beberapa simpulan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros belum berhasil 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, karena belum mampu mengakomodir sejumlah kepentingan 

masyarakat, belum mampu mewujudkan manfaat secara adil dan merata, belum 

mampu memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, belum menyediakan dukungan 

sumber daya pendanaan yang memadai, serta rendahnya dukungan Pemda 

Kabupaten Maros dan PT. Semen Bosowa Maros dalam implementasi 

kebijakan CSR tersebut; 

2. Faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga, adalah faktor dukungan penentu kebijakan, 

ketersediaan sumber daya, dukungan implementor kebijakan, dan partisipasi 

masyarakat. 

3. Prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) faktor yang saling terkait dan 
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memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Dukungan penentu kebijakan;                  

(2) Ketersediaan sumber daya; (3) Dukungan implementor kebijakan; dan          

(4) Partisipasi masyarakat. Kemudian, praktik pembelajaran kebijakan berbasis 

pengetahuan diterapkan pada keempat faktor tersebut guna menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

B. Saran 

 

Agar implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, dapat berhasil, maka peneliti merekomendasikan: 

1. Agar pihak PT. Semen Bosowa Maros: (1) Dapat mengakomodir sejumlah 

kepentingan masyarakat di Desa Baruga, seperti: penanganan polusi dan 

limbah pabrik, ketersediaan air bersih, penerimaan pekerja pabrik, pembayaran 

pembebasan lahan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;       

(2) Dapat mengoptimalkan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan secara adil 

dan merata oleh seluruh masyarakat dan bagi pelestarian lingkungan di Desa 

Baruga; (3) Dapat mengoptimalkan dampak perubahan pada peningkatan 

kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga secara 

berkelanjutan; (4) Dapat memaksimalkan ketersediaan dukungan sumber daya 

pendanaan yang memadai serta melakukan transparansi dan akuntabilitas 

laporan CSR tahunan kepada masyarakat (publik); dan (5) Dapat bersama  
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pihak Pemda Kabupaten Maros meningkatkan dukungan terhadap 

implementasi kebijakan CSR tersebut; 

2. Agar pihak PT. Semen Bosowa Maros dapat memerhatikan faktor-faktor 

determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di 

Desa Baruga, yaitu: faktor dukungan penentu kebijakan, ketersediaan sumber 

daya, dukungan implementor kebijakan, dan partisipasi masyarakat; 

3. Agar pihak PT. Semen Bosowa Maros, perusahaan lain, dan peneliti 

selanjutnya dapat menguji dan menerapkan prototipe model implementasi 

kebijakan CSR dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat yang telah 

menjadi temuan dalam penelitian ini. 
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Lampiran 2: 

PEDOMAN WAWANCARA  

(Interview Guide) 

 

Judul Penelitian:  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK  

DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT  

(Studi Kasus Kebijakan Corporate Social Responsibility 

PT. Semen Bosowa Maros) 

 

Fokus Pertama Penelitian:  

 

Implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Maros  

 

Konten Kebijakan 

A. Kepentingan yang dipengaruhi (interest affected) 

1. Siapakah sasaran utama dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

2. Apakah bentuk bantuan yang didapatkan kelompok sasaran dari 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

3. Apakah bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya 

di Desa Baruga?  

4. Apakah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros sudah 

mengakomodir kepentingan kelompok sasaran di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga? 

 

B. Jenis manfaat (type of benefits) 

5. Apakah manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan CSR       

PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga? 

6. Apakah wujud manfaat dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga?  

7. Apakah wujud manfaat dari implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga, sudah 

dirasakan secara adil dan merata? 

 

C. Jangkauan perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned)  

8. Apakah harapan perubahan yang dikehendaki dari implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga? 

9. Apakah perubahan yang dikehendaki dari implementasi kebijakan CSR 

PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga, sudah tercapai?   



 

D. Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making) 

10. Siapakah yang terlibat dalam pengusulan program dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga?  

11. Siapakah yang memiliki kapasitas utama dalam menentukan program yang 

akan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

12. Bagaimanakah tindak lanjut pengambil keputusan utama dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

E. Pelaksana program (program implementors) 

13. Siapakah para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga? 

14. Apakah para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? 

15. Apakah kelompok sasaran mengetahui secara jelas para implementor 

dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros                 

di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

F. Ketersediaan sumber daya (resources committed) 

16. Apakah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga didukung ketersediaan 

sumber daya manusia yang memadai? 

17. Apakah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga didukung ketersediaan 

fasilitas kegiatan yang memadai? 

18. Apakah implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga didukung ketersediaan 

sumber daya finansial yang memadai? 

 

Konteks Implementasi 

G. Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, 

interest, and strategies of actors involved) 

19. Bagaimanakah kemampuan para implementor dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros, 

khususnya di Desa Baruga? 

20. Bagaimanakah kepentingan yang ditunjukkan oleh implementor dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

21. Bagaimanakah strategi yang diterapkan oleh implementor dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 



 

H. Karakteristik pemerintah dan lembaga (institution and regime 

characteristics) 

22. Bagaimanakah keberpihakan pemerintah Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

23. Bagaimanakah komitmen pemerintah Kabupaten Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

24. Bagaimanakah keberpihakan PT. Semen Bosowa Maros dalam 

implementasi kebijakan CSR-nya di Kabupaten Maros, khususnya di Desa 

Baruga? 

25. Bagaimanakah komitmen PT. Semen Bosowa Maros dalam implementasi 

kebijakan CSR-nya di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

I. Kepatuhan dan daya tanggap (compliance and responsiveness) 

26. Bagaimanakah kepatuhan para implementor kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

27. Bagaimanakah daya tanggap para implementor kebijakan CSR PT. Semen 

Bosowa Maros di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

 

Fokus Kedua Penelitian: 

 

Faktor Determinan dalam Implementasi kebijakan CSR  

PT. Semen Bosowa Maros 

dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Maros 

 

A. Dukungan penentu kebijakan 

28. Bagaimanakah gambaran pengaruh dukungan pemerintah Kabupaten 

Maros dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di 

Kabupaten Maros, khususnya di Desa Baruga? 

29. Bagaimanakah gambaran pengaruh dukungan PT. Semen Bosowa Maros 

dalam implementasi kebijakan CSR-nya di Kabupaten Maros, khususnya 

di Desa Baruga? 

 

B. Ketersediaan sumber daya 

30. Bagaimanakah gambaran pengaruh ketersediaan sumber daya dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

C. Dukungan implementor kebijakan 

31. Bagaimanakah gambaran pengaruh dukungan implementor dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

 



 

D. Partisipasi masyarakat 

32. Bagaimanakah gambaran pengaruh partisipasi masyarakat dalam 

implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten 

Maros, khususnya di Desa Baruga? 

 

 

Fokus Ketiga Penelitian:  

 

Prototipe Model Implementasi Kebijakan CSR  

dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat 

 

33. Bagaimanakah prototipe model implementasi kebijakan CSR dalam 

meningkatkan keberdayaan masyarakat? 

    

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1: MATRIKS INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Rumusan Masalah Fokus Penelitian Sub  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

Sumber Data 

/Informan 

 

 

Nomor 

Pertanyaan 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

1. Bagaimanakah 

implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM          

dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat    

Kab. Maros, 

khususnya di 

Desa Baruga? 

 

 

Implementasi 

kebijakan CSR 

PT. SBM          

dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat    

Kab. Maros, 

khususnya di 

Desa Baruga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konten Kebijakan: 

a. Kepentingan yang 

dipengaruhi (interest 

affected) 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jenis manfaat (type 

of benefits)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran utama, bentuk 

batuan, bentuk kegiatan, & 

terakomodirnya 

kepentingan masyarakat 

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga, dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM 

  

 

Manfaat utama, wujud 

manfaat yang dirasakan, 

serta kemanfaatan secara 

adil & merata bagi 

masyarakat Kab. Maros, 

khususnya di Desa Baruga, 

dari implementasi 

kebijakan CSR PT. SBM 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data:  

- Wawancara 

- Dokumen 

- Media review 

- Observasi 

 

Informan : 

- Head of 

Environment and 

Community 

Development 

Department          

PT. SBM 

- Kepala Desa Baruga 

- Sekretaris       

TPKS-BB 

- Kepala Dusun 

sekaligus 

koordinator     

TPKS-BB 

 

 

 

 

1 s/d 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 s/d 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 c. Jangkauan 

perubahan yang 

diinginkan (extent of 

change envisioned) 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kedudukan 

pengambil 

keputusan (site of 

decision making) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pelaksana program 

(program 

implementors) 

 

 

 

 

Perubahan yang 

dikehendaki & pencapaian 

perubahan yang 

dikehendaki dari 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di         

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga  

 

 

 

Pihak yang terlibat dalam 

pengusulan program, 

pemilik kapasitas utama 

dalam menentukan 

program yang akan 

dilaksanakan, dan  tindak 

lanjut pengambil 

keputusan dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di         

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga   

 

 

Implementor yang terlibat, 

tingkat kemampuan 

implementor, dan 

kejelasan implementor 

yang terlibat oleh 

kelompok sasaran dalam 

implementasi kebijakan 

8 s/d 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 s/d 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 s/d 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

f. Ketersediaan 

sumber daya 

(resources 

committed) 

 

 

 

 

 

Konteks 

Implementasi: 

a. Kemampuan, 

kepentingan, dan 

strategi aktor yang 

terlibat (power, 

interest, and 

strategies of actors 

involved) 

 

b. Karakteristik 

pemerintah dan 

lembaga (institution 

and regime 

characteristics) 

 

 

 

 

CSR PT. SBM di Kab.    

Maros, khususnya di Desa 

Baruga  

 

Dukungan sumber daya 

manusia, fasilitas,  dan 

finansial yang memadai 

dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. SBM 

di Kab. Maros, khususnya 

di Desa Baruga 

 

 

 

 

Kemampuan, kepentingan, 

dan strategi aktor dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di         

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga 

 

 

Keberpihakan  dan 

komitmen Pemda Kab. 

Maros dan PT. SBM 

dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. SBM 

di Kab. Maros, khususnya 

di Desa Baruga 

 

 

 

 

 

 

16 s/d 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 s/d 21 

 

 

 

 

 

 

 

22 s/d 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

c. Kepatuhan dan daya 

tanggap 

(compliance and 

responsiveness) 

 

 

 

 

 

 

Bentuk kepatuhan dan 

daya tanggap dari para 

implementor dan 

kelompok sasaran dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di         

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga 

26 s/d 27  

2. Apakah faktor 

determinan 

dalam 

implementasi 

kebijakan  

CSR PT. SBM   

di Desa Baruga? 

 

Faktor 

determinan dalam 

implementasi 

kebijakan  

CSR PT. SBM   

di Desa Baruga 

 

 

a. Dukungan penentu 

kebijakan 

 

 

 

 

 

 

b. Ketersediaan sumber 

daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinan faktor 

dukungan Pemda        

Kab. Maros dan PT. SBM 

dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. SBM 

di Kab. Maros, khususnya 

di Desa Baruga 

 

Determinan faktor 

ketersediaan sumber daya 

yang memadai dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di         

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data :  

- Wawancara 

-  Observasi 

- Dokumen 

- Media review 

 

Informan : 

- Head of 

Environment and 

Community 

Development 

Department          

PT. SBM 

- Kepala Desa Baruga 

- Sekretaris       

TPKS-BB 

- Kepala Dusun 

sekaligus 

koordinator     

TPKS-BB 

 

28 s/d 29 

 

 

 
 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Dukungan 

implementor 

kebijakan 

 

 

 

 

 

d. Partisipasi 

masyarakat 

 

 
 

 

Determinan faktor 

dukungan implementor 

kebijakan dalam 

implementasi kebijakan 

CSR PT. SBM di        

Kab. Maros, khususnya di 

Desa Baruga 

 

Determinan faktor 

partisipasi masyarakat 

dalam implementasi 

kebijakan CSR PT. SBM 

di Kab. Maros, khususnya 

di Desa Baruga 

 

31  

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimanakah 

prototipe model 

implementasi 

kebijakan CSR 

dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat? 

 

 

Prototipe model 

implementasi 

kebijakan CSR 

dalam 

meningkatkan 

keberdayaan 

masyarakat 

 

 

Prototipe model 

alternatif baru dari 

hasil penelitian 

 

Merumuskan prototipe 

model implementasi 

kebijakan CSR dalam 

meningkatkan 

keberdayaan masyarakat 
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